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BAB 1
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL

2015 - 2019

1.1 Kerangka Pengembangan WilayahIsu utama pembangunan wilayah nasional1 saat ini adalahmasih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjanganpembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KawasanTimur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusiPDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983-2013),kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari80 persen terhadap PDB.
GAMBAR 1.1

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM
PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1983-2013 (PERSEN)

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utamapembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepatpengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh karenaitu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorongtransformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi,Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjagamomentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.
1 Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan (PP
No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)
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Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebutbertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia,peningkatan efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatankapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastrukturyang terpadu dan merata; serta penyelenggaraan tata kelolapemerintahan yang baik. “Kerangka Pengembangan Wilayah” untukmempercepat dan memperluas pembangunan wilayah tersebut adalahsebagai berikut:1. Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utamapertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau,terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensidan keunggulan daerah. Industrialisasi perlu didorong untukmengolah bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilaitambah serta menciptakan kesempatan kerja baru.2. Kedepan, secara khusus akan dilakukan pula percepatanpembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan)dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim,yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energidan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari;dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.3. Dikarenakan adanya keterbatasan dana pemerintah, makatidak semua wilayah dapat dikembangkan pada saat yangbersamaan. Oleh karena itu, perlu dipilih pusat-pusatpertumbuhan yang mempunyai komoditas prospektif (nilaitambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja tinggi),terutama yang berada di masing-masing koridor ekonomi.Selain itu, prioritas juga akan diberikan pada pengembangankawasan pesisir yang mempunyai sumber daya kelautan danjasa maritim.4. Investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta perludioptimalkan pada klaster-klaster industri untuk memicudampak penggandanya (multiplier effect) pada daerahsekitarnya, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal.5. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusatpertumbuhan tersebut, harus tetap mengacu Rencana TataRuang Wilayah dan menggunakan Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS) sebagai pedoman untuk menjagakeseimbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistemdan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diharapkandapat diciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dapatmenjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetapmenjaga keberlanjutan di masa depan.
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6. Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerahsekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yangterintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu,khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baikperhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasidan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga terciptakonektivitas nasional, baik secara domestik maupun secarainternasional (locally integrated, internationally connected).Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi danperan perhubungan laut sebagai pengembangan poros maritim.7. Untuk memperlancar distribusi logistik barang, jasa, daninformasi, pemerintah pusat dan daerah, maupun melalui kerjasama dengan dunia usaha, termasuk BUMN, berupaya untuk (a)menurunkan biaya transaksi logistik (transaction cost); (b)mengurangi ekonomi biaya tinggi; (c) menurunkan rata-rata
dwelling time (waktu tunggu kapal di pelabuhan); (d)mengembangan sistem logistik dan distribusi secara elektronik,terutama untuk proses pre-clearance sampai dengan post
clearance; dan (e) optimalisasi perijinan ekspor-impor secaraterintegrasi dan elektronik antar sektor.8. Selain itu, perlu dilakukan pula peningkatan kemampuan SDMdan Iptek untuk mendukung pengembangan klaster-klasterindustri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dancerdas (skilled labor) merupakan modal utama untuk merintisterbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri.9. Dari sisi regulasi, Pemerintah secara berkelanjutan terusberupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usahadan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.Pemerintah perlu melakukan deregulasi (debottlenecking)terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaaninvestasi. Fasilitasi dan katalisasi secara bertahap akan terusdiberikan oleh Pemerintah melalui pemberian insentif fiskaldan non fiskal.10. Pemerintah secara berkelanjutan perlu berupaya untukmeningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakanantar Kementerian/Lembaga dan antaraKementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah.Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi danmeningkatkan kualitas belanjanya sehingga menjadi stimulusbagi berkembangnya usaha dan investasi di daerah.11. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor,perlu dilakukan peningkatkan dan penguatan kapasitaskelembagaan pemerintah daerah termasuk kejelasan
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pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintahprovinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatankapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintahdaerah.12. Untuk menghindari timbulnya kesenjangan baru antarawilayah koridor ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiappulau, maka pembangunan daerah tertinggal, termasuk desatertinggal, perlu ditingkatkan dengan melakukanpemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasilokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhaninfrastruktur dasar.13. Pada saat yang bersamaan diperlukan percepatan peningkatanpembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kotalayak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahananiklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota.Disamping itu, diperlukan juga peningkatan pembangunankawasan perdesaan yang bertujuan untuk mewujudkankemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiridan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi,dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomikota-desa.14. Selain daripada itu, akan dilakukan pula penanganan kawasanperbatasan yang ditujukan untuk mewujudkan kawasanperbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat,berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasanperbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (security
approach) dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraanmasyarakat (prosperity approach).15. Karena hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki risikotinggi terhadap bencana, maka risiko bencana tersebut perludikelola atau diminimalkan.Pada akhirnya diharapkan dapat tercapai pengurangankesenjangan antar wilayah antara KBI dan KTI. Kerangkapengembangan wilayah secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar1.1 dan Gambar 1.2.
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GAMBAR 1.2
KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

Sumber : Bappenas, 2014
1.2 Tema Pengembangan WilayahPengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh)wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, WilayahNusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional danRencana Tata Ruang Wilayah Pulau menjadi acuan utama dalammengendalian tata ruang, serta pencegahan dampak negatif terhadaplingkungan akibat pemanfaatan ruang.
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GAMBAR 1.3
SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND

Sumber : Bappenas, 2014
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Pengembangan wilayah berdasarkan pada potensi dankeunggulan daerah, serta lokasi geografis yang strategis di masing-masing pulau. Adapun tema pengembangan wilayah di setiap pulauadalah sebagai berikut :1. Pembangunan Wilayah Pulau Papua sebagai "lumbungpangan melalui pengembangan industri berbasis komoditaspadi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan, serta pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit; percepatanpembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melaluipengembangan pariwisata bahari; serta lumbung energi diKawasan Timur Indonesia melalui pengembangan minyak, gasbumi, dan tembaga."2. Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku sebagai"produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional denganpercepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim(kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditasperikanan; serta pengembangan industri pengolahan berbasisnikel, dan tembaga."3. Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebagai"pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembanganindustri Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition (MICE);penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunanperekonomian berbasis maritim (kelautan) melaluipengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut;pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi,jagung; serta pengembangan industri mangan, dan tembaga.”4. Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi sebagai "salah satupintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional danpintu gerbang Kawasan Timur Indonesia denganpengembangan industri berbasis logistik; serta lumbungpangan nasional dengan pengembangan industri berbasiskakao, padi, jagung; dan pengembangan industri berbasis rotan,aspal, nikel, dan biji besi; serta percepatan pembangunanekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembanganindustri perikanan dan pariwisata bahari."5. Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan sebagai "salahsatu paru-paru dunia dengan mempertahankan luasan hutanKalimantan; dan lumbung energi nasional denganpengembangan hilirisasi komoditas batu bara; sertapengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet,
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bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa,serta pengembangan food estate."6. Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali sebagai "lumbungpangan nasional dan pendorong sektor industri dan jasanasional dengan pengembangan industri makanan-minuman,tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besibaja; salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik duniadengan pengembangan ekonomi kreatif; serta percepatanpembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melaluipengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.”7. Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera sebagai "salah satupintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional danlumbung energi nasional, diarahkan untuk pengembanganhilirisasi komoditas batu bara, serta industri berbasiskomoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin."Secara diagramatis, tema pembangunan wilayah di masing-masing pulau dapat dilihat pada Gambar 1.3 dan Gambar 1.4.
1.3 Tujuan dan Sasaran Pokok Pengembangan WilayahDengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional (RPJPN) 2005-2025, maka tujuan pengembangan wilayahpada tahun 2015-2019 adalah untuk mengurangi kesenjanganpembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan danpemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulankompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDMberkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuanilmu dan teknologi secara terus menerus. Pada akhirnya diharapkandapat tercapai "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Secara Merata diSeluruh Wilayah."Adapun sasaran pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019adalah sebagai berikut:1. Untuk percepatan dan perluasan pengembangan ekonomiwilayah, sasarannya adalah pengembangan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau denganmemanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasukdiantaranya adalah pengembangan 10 KEK, 13 KAPET, 4KPBPB, 169 KPI.
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GAMBAR 1.4
TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH

WILAYAH TEMA

PAPUA

Sebagai lumbung pangan melalui pengembangan industri berbasis komoditas
padi, jagung, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan, serta
pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet,
dan kelapa sawit; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim
(kelautan) melalui pengembangan pariwisata bahari; serta lumbung energi
di kawasan Timur Indonesia, melalui pengembangan minyak, gas bumi, dan
tembaga.

MALUKU

Sebagai produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional dengan
percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan), melalui
pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; serta
pengembangan industri pengolahan berbasis nikel dan tembaga.

NUSA TENGGARA

Sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis dan penopang pangan
nasional, diarahkan dengan pengembangan industri MICE; penopang
pangan nasional dengan percepatan perekonomian berbasis maritim
(kelautan) melalui perikanan, garam dan rumput laut; pengembangan
industri berbasis peternakan, terutama sapi, jagung; serta pengembangan
industri mangan, dan tembaga.

SULAWESI

Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan
internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia dengan
pengembangan industri berbasis logistik, serta lumbung pangan nasional
dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung, dan
pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, dan bijih besi; serta
percepatan pembangunan berbasis maritim (kelautan) melalui
pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

KALIMANTAN

Sebagai salah satu paru-paru dunia dengan mempertahankan luas hutan
Kalimantan; dan lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi
komoditas batu bara; serta pengembangan industri berbasis komuditas
kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir
kuarsa, serta pengembangan food estate.

JAWA-BALI

Sebagai lumbung pangan nasional dan penopang sektor industri dan jasa
nasional dengan mengembangkan industri makanan-minuman, tekstil,
otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina, dan besi baja; salah satu pintu
gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan industri
kreatif; serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim
(kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

SUMATERA

Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan
internasional dan energi nasional, diarahkan untuk pengembangan hilirisasi
komoditas batu bara, serta industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet,
timah, bauksit, dan kaolin.
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2. Percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasismaritim (kelautan) dengan memanfaatkan sumber dayakelautan, yaitu peningkatan produksi perikanan;pengembangan energi dan mineral kelautan;pengembangan kawasan bahari; dan kemampuan industrimaritim dan perkapalan, dengan sasaran (a) peningkatanproduksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 48 jutaton pada tahun 2019 (termasuk rumput laut); (b)peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis 75unit untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulaukecil dan 100 lintas subsidi perintis; (c) pengutuhan danpenambahan luasan kawasan koservasi laut dari 15,7 jutaha (tahun 2013) menjadi 20 juta ha (tahun 2019); (d)pengembangan energi dan mineral kelautan, sertakawasan wisata bahari; (e) peningkatan cakupanpengawasan sumber daya perikanan dan kelautanmenjadi 53,4 persen terhadap wilayah pengelolaanperikanan Indonesia.3. Untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayahdi masing-masing pulau, sasarannya adalah pembangunandaerah tertinggal sebanyak 75 Kabupaten tertinggal dapatterentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkanrata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggalsebesar 7,35 persen; (b) menurunnya persentasependuduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5persen; dan (c) meningkatnya Indeks PembangunanManusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 71,5.4. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasanperkotaan sekaligus pemerataan pembangunan di luarJawa, sasarannya adalah percepatan pembangunan 5Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan baru sebagaiPusat Kegiatan Nasional (PKN).5. Untuk mengendalikan (buffer) arus urbanisasi, dilakukanoptimalisasi sedikitnya 20 kota otonom sedang di luarPulau Jawa khususnya di KTI sebagai pusat pertumbuhanutama yang mendorong keterkaitan kota dan desa-desa disekitarnya;6. Untuk menjaga pertumbuhan wilayah dan meningkatkandaya saing kota, dilakukan peningkatan peran dan fungsisekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 KSNPerkotaan yang sudah ada sebagai pusat kegiatan skalaglobal;
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7. Sementara itu, sesuai dengan amanat UU No. 6/2014tentang Desa, maka akan dilakukan pembangunanperdesaan dengan sasaran mengurangi jumlah desatertinggal dari 26 persen (2011) menjadi 20 persen(2019).8. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, sasarannya adalah dapat diwujudkan 39 pusatpertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat KegiatanLokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).9. Untuk pembangunan perdesaan, sasarannya adalahmengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desaatau meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000desa.10. Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halamandepan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman,sasarannya adalah pengembangan 26 Pusat KegiatanStrategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhanekonomi kawasan perbatasan negara yang dapatmendorong pengembangan kawasan sekitarnya, terutama187 lokasi prioritas (lokpri) perbatasan.11. Untuk mengurangi risiko bencana, maka sasaranpenanggulangan bencana adalah mengurangi indeksrisiko bencana pada PKN dan PKW yang memiliki indeksrisiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai KEK,KAPET, KSN, ataupun PKSN.12. Untuk penguatan tata kelola pemerintahan danpeningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah,sasaran yang perlu dicapai adalah: (1) Meningkatnyaproporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah Provinsidan Kabupaten/Kota; (2) Meningkatnya proporsi belanjamodal dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota padatahun 2019  serta sumber pembiayaan lainnya dalamAPBD; (3) Meningkatnya opini audit BPK di tingkatProvinsi dan Kabupaten/Kota; (4) Meningkatnya  kualitasdan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untukjenjang S1 sebesar 60% dan S2-S3 sebesar 8%; (5)Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklatmanajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangandaerah di seluruh wilayah; (6) Terlaksananya evaluasiotsus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur,dan pendanaan pelaksanaan otsus; (7) Terlaksananyasinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah; (8)
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Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah,khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;(9) Terlaksananya pengaturan kewenangan secarabertahap di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (10)Meningkatnya persentase jumlah PTSP di daerah Provinsidan Kabupaten/Kota; (11) Meningkatnya persentasejumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan olehkepala daerah ke PTSP; (12) Terlaksananya sinergiperencanaan dan penganggaran; (13) Terlaksananyakoordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan perangubernur sebagai wakil pemerintah; (14) terlaksananyasistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-
line di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (14)Terlaksananya penguatan kelembagaan Badan PercepatanPembangunan Kawasan Papua dan Papua Barat.13. Untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman,produktif, dan berkelanjutan, maka sasaran penataanruang meliputi: (a) terwujudnya keharmonisan antaralingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnyaketerpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dansumber daya buatan dengan memperhatikan sumber dayamanusia; dan (c) terwujudnya pelindungan fungsi ruangdan pencegahan dampak negatif terhadap lingkunganakibat pemanfaatan ruang.Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhirtahun 2019, kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTIsemakin berkurang yang dicerminkan dengan makin meningkatnyakontribusi PDRB KTI terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 20persen (2014) menjadi 22-25 persen. Dengan demikian, kondisitersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diKTI. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, kemiskinan danpengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel1.2 sampai dengan Tabel 1.4 sebagai berikut :
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TABEL 1.1SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER WILAYAH
TAHUN 2015-2019

Wilayah
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019
Sumatera 5.7 - 5.8 6.1 - 6.3 6.3 - 6.7 6.7 - 7.3 7.2 - 8.0
Jawa-Bali 5.6 - 5.7 6.5 - 6.7 6.9 - 7.3 7.0 - 7.6 7.4 - 8.2
Nusa Tenggara 5.9 - 6.1 6.2 - 6.5 6.5 - 6.9 7.2 - 7.8 7.3 - 8.1
Kalimantan 5.0 - 5.1 5.8 - 6.0 6.0 - 6.3 6.6 - 7.2 7.3 - 8.0
Sulawesi 7.4 - 7.5 7.5 - 7.8 8.0 - 8.5 8.5 - 9.2 8.7 - 9.6
Maluku 6.4 - 6.6 6.7 - 7.0 7.5 - 8.0 7.7 - 8.3 7.8 - 8.6
Papua 11.7-11.9 13.0-13.5 15.5 -16.5 16.5-17.9 16.5-18.2Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 1.2
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER WILAYAH

TAHUN 2015-2019

Wilayah
Tingkat Kemiskinan (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019
Sumatera 9.4 - 9.2 9.0 - 8.6 8.1 - 7.6 7.1 - 6.5 5.6 - 5.1
Jawa-Bali 9.1 - 8.9 8.7 - 8.4 7.8 - 7.4 6.9 - 6.4 5.5 - 5.0
Nusa Tenggara 16.1 - 15.8 15.4 - 14.8 13.8 - 13.0 12.2 - 11.2 9.6 - 8.7
Kalimantan 5.8 - 5.7 5.5 - 5.3 4.9 - 4.6 4.3 - 4.0 3.4 - 3.1
Sulawesi 9.7 - 9.5 9.3 - 8.9 8.4 - 7.9 7.4 - 6.8 5.8 - 5.3
Maluku 12.9 - 12.7 12.3 - 11.8 11.0 - 10.3 9.7 - 8.9 7.6 - 6.9
Papua 27.1 - 26.6 25.8 - 24.8 23.0 - 21.6 20.1 – 18.6 15.9 - 14.4
Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014
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TABEL 1.3
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER WILAYAH

TAHUN 2015-2019

Wilayah
Tingkat Pengangguran (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019
Sumatera 5.7 - 5.5 5.5 - 5.3 5.3 - 5.0 5.1 - 4.8 5.0 - 4.5
Jawa-Bali 6.4 - 6.3 6.3 - 6.0 6.1 - 5.7 5.9 - 5.5 5.8 - 5.2
Nusa Tenggara 3.8 - 3.7 3.6 - 3.5 3.5 - 3.3 3.4 - 3.1 3.3 – 3.0
Kalimantan 4.8 - 4.7 4.7 - 4.5 4.5 - 4.3 4.4 - 4.0 4.2 - 3.8
Sulawesi 4.8 - 4.7 4.7 - 4.5 4.6 - 4.3 4.4 - 4.1 4.1 - 3.7
Maluku 5.6 - 5.5 5.4 - 5.2 5.2 - 4.9 5.0 - 4.7 4.9 - 4.4
Papua 3.3 - 3.3 3.2 - 3.1 3.1 - 2.9 3.3 - 3.0 2.9 - 2.6Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

1.4.1 Pengembangan Kawasan Strategis2Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalahpercepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayahdengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dankeunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaaninfrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi daripendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akanmengembangkan produk yang menjadi potensi dan keunggulannya.Strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan kawasan strategistersebut adalah:
1. Pengembangan Potensi Ekonomi WilayahMengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang telahada (KEK, KAPET, KPBP, dan KPI) maupun yang baru, terutamadi wilayah koridor ekonomi Kalimantan, Sulawesi, NusaTenggara, Maluku dan Papua. Pada pusat-pusat pertumbuhantersebut akan dibangun klaster-klaster industri pengolahan

2 Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk
mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan
sebagai “penggerak utama pengembangan wilayah.” Pusat-Pusat pertumbuhan tersebut dapat berupa KEK,
KAPET, KPI, KPBPB dsb.
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produk yang menjadi keunggulannya, terutama yangmempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan banyakkesempatan kerja. Selain itu, akan dilakukan pula percepatanpembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) dikawasan pesisir dengan memanfaatkan sumber daya kelautandan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan;pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangankawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim danperkapalan.
2. Percepatan Pembangunan KonektivitasPercepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur diwilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antarwilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatanpembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan,informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuanpenguatan konektivitas adalah untuk (a) menghubungkanpusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkanpertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui inter-

modal supply chained system; (b) memperluas pertumbuhanekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayahbelakangnya (hinterland) (c) menyebarkan manfaatpembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitasdan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil danperbatasan.
3. Peningkatan Kemampuan SDM dan IptekPeningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptekdilakukan melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensiyang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri dimasing-masing pusat-pusat pertumbuhan, Selain itu, akandilakukan pembangunan klaster inovasi sebagai Centre of

Excellence atau Science and Technology Park dalam rangkamendukung peningkatan kemampuan berinovasi untukmeningkatkan daya saing di Koridor Ekonomi, sertamengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber dayauniversitas, lembaga litbang, dan dunia usaha.
4. Regulasi dan KebijakanDalam rangka mempermudah proses pembangunan, Pemerintahakan melakukan deregulasi (debottlenecking) peraturan-
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peraturan yang menghambat pengembangan investasi danusaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui: (i)mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan investasi, (ii) menghilangkantumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkatpusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga, (iii) merevisiatau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untukmendukung pengembangan wilayah strategi, (iv) menyusunperaturan untuk memberikan insentif bagi pengembanganinvestasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan (v)menyusun atau merevisi peraturan untuk mempercepat danmenyederhanakan proses serta memberikan kepastianperizinan;
5. Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usahaDalam rangka mempermudah dan memperlancar proseskemudahan berusaha dan berinvestasi, perlu dilakukanmelalui: (i) penyederhanaan prosedur investasi dan prosedurberusaha, (ii) peningkatan efisiensi logistik, (iii) optimalisasiPelayanan Terpada Satu Pintu (PTSP) dan penggunaan SistemPelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik(SPIPISE), (iv) meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPSterutama dalam investasi penyediaan infrastruktur dan energi,(v) meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi, (vi)pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untukmemulai usaha, (vii) menerapkan kebijakan labour market

flexibility terutama terkait pertimbangan penetapan UMPdengan tetap mempertimbangkan upaya untuk menarik minatinvestor (iklim usaha); dan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.
1.4.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

1.4.2.1 Pembangunan PerkotaanArah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan difokuskanuntuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menujumasyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensiekonomi dan budaya lokal. Untuk itu, strategi pembangunan perkotaantahun 2015-2019 adalah :
1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)a) Mengembangkan 5 Kawasan Strategis Nasional (KSN)



18 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan skala global dan PusatKegiatan Nasional (PKN), yaitu: kawasan perkotaanJabodetabekjur3 di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat danBanten; kawasan perkotaan Cekungan Bandung4(JawaBarat); kawasan perkotaan Kedungsepur5 di ProvinsiJawa Tengah; kawasan perkotaan Gerbangkertosusila6di Provinsi Jawa Timur; dan kawasan perkotaanSarbagita7 di Provinsi Bali, di wilayah Jawa-Bali.b) Mengembangkan KSN Perkotaan di luar Jawa-Balitermasuk kawasan perkotaan Mebidangro8 di wilayahSumatera dan kawasan perkotaan Mamminasata9 diwilayah Sulawesi; dan membentuk  usulan KSNPerkotaan baru di Wilayah Sumatera (kawasanperkotaan Palembang dan sekitarnya, kawasanperkotaan Padang dan sekitarnya), Kalimantan (kawasanperkotaan Banjarmasin dan sekitarnya), Sulawesi(kawasan perkotaan Manado dan sekitarnya), dan NusaTenggara Barat (kawasan perkotaan Mataram dansekitarnya) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomisekaligus pemerataan pembangunan di luar Jawa-Bali.c) Melakukan optimalisasi sedikitnya di 20 Kota sedangyang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arusurbanisasi dan diarahkan sebagai pusat pertumbuhanutama yang mendorong keterkaitan kota dan desa diwilayah sekitarnya.d) Mengembangkan 39 pusat pertumbuhan baru sebagaiPusat Kegiatan Wilayah (PKW)10 atau Pusat KegiatanLokal (PKL)11 yang mendorong terwujudnya keterkaitankota dan desa.

3 Jakarta–Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur
4

Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang
5

Kabupaten Kendal, Demak, Ungaran di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi di
Kabupaten Grobogan

6
Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan

7
Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan) di Provinsi Bali, di wilayah Jawa-Bali

8
Kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo

9
Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar

10PKW: kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota
11PKL: kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan
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2. Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman dan Nyamana) Menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaansesuai dengan tipologi kotanya;b) Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dansosial budaya;c) Mengembangkan perumahan sesuai dengan tipologinya;d) Mengembangkan sistem transportasi publik terintegrasidan multimoda sesuai dengan tipologi dan kondisigeografisnya;e) Menyediakan dan meningkatkan sarana prasaranaekonomi khususnya sektor perdagangan dan jasatermasuk pasar tradisional, koperasi dan  Usaha MikroKecil Menengah (UMKM);f) Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan,penyediaan fasilitas dan sistem penanganankriminalitas dan konflik, serta memberdayakan modalsosial masyarakat kota;
3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan

Bencanaa) Menata, mengelola, dan mengendalikanpenyelenggaraan penataan ruang dan kegiatanperkotaan yang efisien dan berkeadilan.b) Meningkatkan kapasitas masyarakat, kelembagaan danteknologi informasi dan komunikasi dalam menerapkanprinsip kota hijau dan membangun ketahanan kotaterhadap perubahan iklim dan bencana alam (urban
resilience).c) Mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijaumelalui: green transportation, green open space (ruangterbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah danlimbah melalui 3R12), green water (efisiensipemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green
energy (pemanfaatan sumber energi yang efisien danramah lingkungan) untuk pengurangan tingkatpencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatanenergi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur

12 3R: pengurangan (Reduce),  pemanfaatan kembali (Re-use), dan Daur Ulang (Re-cycle)
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ulang, serta pengembangan kegiatan perekonomian kota(green Economy).
4. Pengembangan Kota Cerdas dan Daya Saing Kotaa) Mengembangkan perekonomian dengan membangunpencitraan kota (city branding) yang mendukungpencitraan bangsa (nation branding).b) Menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik melaluipenggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).c) Membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatifdan produktif.
5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan

Perkotaana) Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalambirokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadapkebutuhan masyarakat kota berkelanjutan.b) Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visionerdan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangundan mengelola kota berkelanjutan, melalui pendidikan,pelatihan dan pembinaan secara bersikenambungan.c) Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagipara pelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP).d) Membangun dan mengembangkan kelembagaan dankerjasama pembangunan antar kota dan antar kota-kabupaten.e) Mengembangkan dan menyediakan pusat data informasiperkotaan terpadu yang mudah diakses.f) Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, danorganisasi profesi secara aktif, dalam penyusunankebijakan perencanaan dan pembangunan KotaBerkelanjutan.g) Mengembangkan lembaga bantuan teknis dan bankpembiayaan pembiayaan infrastruktur perkotaan.
1.4.2.2 Pengembangan PerdesaanSesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuanpembangunan desa/ perdesaan adalah mewujudkan kemandirianmasyarakat dan menciptakan desa-desa berkelanjutan yang memilikiketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta membangun keterkaitan
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pembangunan ekonomi lokal antara perdesaan dan perkotaan.Sasaran utama pembangunan perdesaan difokuskan kepadapembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.Pembangunan desa ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinandi desa dan mengurangi jumlah desa tertinggal dan terisolasi, sertameningkatkan desa-desa berkembang dan desa mandiri.Sedangkan pembangunan kawasan perdesaan ditujukan untukmemperluas dan mendiversifikasikan kegiatan ekonomi masyarakatdesa, mendorong terjadinya industrialisasi perdesaan berbasis usahamikro, kecil, menengah dan koperasi, serta mengembangkan kegiatanpengolahan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan olehmasyarakat desa berbasis ketahanan sosial-ekonomi dan ekologiperdesaan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perdesaan tahun2015-2019 dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil,

antara kota kecil dan desa, serta antar pulaua) Mempercepat pembangunan sistem, sarana danprasarana transportasi yang terintegrasi antara laut,darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa,penduduk, dan modal;b) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untukmemfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasiantar wilayah;c) Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhikebutuhan domestik dan industri.
2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan

hilir  desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya
agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi.a) Meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, sertamengembangkan industri pengolahannya yang berbasiskoperasi dan usaha kecil dan menengah.b) Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjangkegiatan agribisnis di sektor pertanian danperikanan/kelautan serta pengembangan kawasanpariwisata.c) Mengembangkan lembaga keuangan di daerah untukmeningkatkan akses terhadap modal usaha khususnya disektor pertanian dan perikanan/kelautan serta sektor lainyang mendukung.
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d) Menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkannilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.
3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi

kepada keterkaitan desa-kotaa) Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yangefisien;b) Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu didaerah;c) Mengembangkan kerjasama antar daerah khususnya diluar Jawa-Bali dan kerjasama pemerintah-swasta;d) Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yangmendorong perwujudan kerjasama;e) Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuatkemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal
1.4.2.3 Peningkatan Keterkaitan Perkotaan dan PerdesaanArah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan danperdesaan difokuskan pada perwujudan Sistem Perkotaan Nasionalyang berperan sebagai Penghubung Kota-Desa (PKD), denganmenghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasanproduksi. Dalam PKD ini terdapat suatu kegiatan yang dapatmeningkatkan nilai dari komoditas barang dan jasa dari kawasansekitar (hinterland) perkotaan maupun perdesaan. Kebijakan tersebutdijabarkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota
Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa sebagai Tulang
Punggung (Backbone) Keterhubungan Desa-Kota.a) Mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasaranadi bidang transportasi, dan komunikasi untukmemperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal.b) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untukmemfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasiantar wilayah.c) Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhikebutuhan domestik dan industri.

2. Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu
(upstream linkages) dan Kegiatan Ekonomi Hilir
(downstream linkages) Desa-Kota.a) Mengembangkan industri kecil dan menengah yangmengolah hasil pertanian/perikanan dan industri yangberbasis koperasi dan usaha kecil dan menengah.
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b) Menyediakan sarana dan prasarana termasuk informasipasar dan pemasaran dalam menunjang kegiatanagribisnis dan industrialisasi perdesaan.c) Mengembangkan lembaga keuangan daerah untukmeningkatkan akses terhadap modal usaha di sektorpertanian dan perikanan.d) Menerapkan teknologi dan inovasi guna menerapkanekonomi hijau dan ekonomi kreatif sehingga dapatmeningkatkan nilai tambah dan daya saing di industripengolahan.e) Strategi perwujudan keterkaitan antara Kegiatan EkonomiHulu dan Hilir tersebut di atas dapat dilakukan melaluipengembangan agribisnis (agrowisata dan agroindustri),pariwisata, dan transmigrasi.
3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan

Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desaa) Menyediakan peraturan yang mendukung pergerakanbarang dan jasa antara desa-kota dan antar wilayah.b) Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha denganmengefektifkan peran lembaga Perijinan Terpadu SatuPintu di daerah guna meningkatkan iklim dunia usaha.c) Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasamapemerintah-swasta, serta mengembangkan forum-forumyang mendorong perwujudan kerjasama.d) Meningkatkan pendidikan formal dan informal untukmemperkuat kemampuan inovasi, kreatifitas lokal sertapotensi keragaman sosial budaya untuk membangun dayasaing kota-desa.



24 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

1.4.3 Pengembangan Daerah Tertinggal13 dan Kawasan
Perbatasan14

1.4.3.1 Pengembangan Daerah TertinggalArah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggaldifokuskan pada:a. Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;b. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukungoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal daninfrastruktur penunjang konektivitas antara daerahtertinggal dan kawasan strategis.Strategi pengembangan daerah tertinggal sebagai berikut:a. Pengembangan perekonomian masyarakat di daerahtertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuaidengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitanantarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur,manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, danpemasaran;b. Peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan daerahtertinggal dengan kawasan strategis melalui pembangunansarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan,jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbanganperintis dan pelayaran perintis;c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek,dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahandaerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan kapasitasaparatur pemerintahan daerah, kelembagaan dankeuangan daerah;d. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal,terutama di bidang pendidikan, kesehatan, air minum,transportasi, listrik, dan telekomunikasi;
13 Daerah Tertinggal adalah meliputi kabupaten yang masih dalam kategori tertinggal berdasarkan kriteria

ekonomi; SDM; infrastruktur; kapasitas keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah.

14 Kawasan Perbatasan Negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis
berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi
kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.
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e. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerahdan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)untuk daerah tertinggal yang sudah terentaskan.f. Percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Baratyang diprioritaskan pada: (i) peningkatan tata kelolapemerintah daerah, dan (ii) peningkatan kesejahteraanmasyarakat, melalui pengembangan ekonomi masyarakatasli Papua, peningkatan pelayanan pendidikan dankesehatan yang menjangkau di kampong terisolir,membuka akses infrastruktur di pegunungan tengah danwilayah terisolir Papua dan Papua Barat lainnya,pemihakan putra-putri asli Papua dalam pendidikankedinasan dan pendidikan menengah, dan meningkatkankemampuan kelembagaan pemerintahan Provinsi danKabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat.
1.4.3.2 Pengembagan Kawasan PerbatasanPengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 difokuskanpada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional15 (PKSN) KawasanPerbatasan dan 187 lokasi prioritas (lokpri) perbatasan. Arahkebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah mewujudkankawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat,berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasanperbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (security approach), dan(ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity
approach).Sehubungan dengan hal tersebut,strategi pengembangankawasan perbatasan diperlukan melalui:a. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasanperbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah,potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasarnegara tetangga dengan didukung pembangunaninfrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dantelekomunikasi;b. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang handalserta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk

15 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong
pengembangan kawasan perbatasan negara.
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mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdayasaing;c. Pembangunan konektivitas simpul transportasi utamaPusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasiprioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah(Ibukota Kabupaten), Pusat Kegiatan Nasional (IbukotaProvinsi). Untuk kawasan perbatasan laut, pelayanantransportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitaspelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didoronguntuk menghubungkan dengan negara tetangga. Membukaakses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalamLokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga nonstatus dan pelayanan keperintisan;d. Transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu
Costum, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadisatu sistem pengelolaan yang terpadu;e. Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasisarana-prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat,serta melibatkan peran aktif masyarakat dalammengamankan batas dan kedaulatan negara;f. Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui
Pra-investigation, refixation, maintanance (IRM),pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasiperundingan yang didukung oleh kelengkapan data/petadukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yangkuat; dang. Peningkatan kerjasama perdagangan (Border Trade
Aggreement) dan kerjasama pertahanan dan keamananbatas wilayah dengan negara tetangga.

1.4.4 Penanggulangan BencanaUntuk mengantisipasi risiko bencana yang sudah ada dan yangberpotensi dimasa yang akan datang bila tidak dikelola/ diminimalisasiakan dapat mengakibatkan terjadinya kemunduran dari pembangunanyang sudah dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arahkebijakan didalam penanggulangan bencana adalah (1) mengurangirisiko bencana; dan (2) meningkatkan ketangguhan menghadapibencana.Strategi penanggulangan bencana dan risiko bencana adalahsebagai berikut.
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a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalampembangunan sektoral dan wilayah;b. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulanganbencana di pusat dan daerah;c. Penyediaan kajian dan peta risiko untuk perencanaanpembangunan;d. Penyusunan RPJMD dan RTRWP/K yang sensitif terhadaprisiko bencana;e. Penyediaan dan operasionalisasi sistem peringatan dini;f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan;g. Pengembangan IPTEK dan pendidikan untuk membangunbudaya keselamatan terhadap bencana;h. Perkuatan kapasitas manajemen penanggulangan bencanapada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencanadan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat;i. Partisipasi dan peranserta multi-pihak dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana;j. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangkapembangunan berkelanjutan;k. Penurunan kerentanan terhadap bencana.
1.4.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah NasionalUntuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunanwilayah, diperlukan landasan utama pembangunan, yaitu: penataan,pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang ditujukan untukpelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadaplingkungan akibat pemanfaatan ruang. Acuan untuk pengembangantata ruang wilayah nasional mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.Adapun arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayahnasional adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan terkait pengembangan struktur tata ruang:
 peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusatpertumbuhan ekonomi wilayah yang merata danberhierarki;
 peningkatan kualitas dan jangkauan pelayananjaringan prasarana transportasi, telekomunikasi,energi, dan sumber daya air yang terpadu danmerata di seluruh wilayah nasional;

b) Kebijakan terkait pengembangan pola ruang:
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 pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsilingkungan hidup
 pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yangdapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
 pengendalian perkembangan kegiatan budidayaagar tidak melampaui daya dukung dan dayatampung lingkungan;
 pelestarian dan peningkatan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup untuk mempertahankandan meningkatkan keseimbangan ekosistem,melestarikan keanekaragaman hayati,mempertahankan dan meningkatkan fungsiperlindungan kawasan, melestarikan keunikanbentang alam, dan melestarikan warisan budayanasional;
 pengembangan dan peningkatan fungsi kawasandalam pengembangan perekonomian nasional yangproduktif, efisien, dan mampu bersaing dalamperekonomian internasional;
 pengembangan kawasan tertinggal untukmengurangi kesenjangan tingkat perkembanganantarkawasan.Strategi yang diuraikan di bawah hanya mencakup strategiuntuk pengembangan struktur ruang khususnya terkait denganpeningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasaran; danstrategi untuk pengembangan pola ruang khususnya pengembangankawasan lindung, dan strategi pengendalian perkembangan kegiatanbudidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,serta strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup. Sedangkan strategi untuk pengembangankebijakan lainnya dipertimbangkan dalam perumusan pengembanganstrategi-strategi pengembangan kawasan strategis, daerah tertinggal,daerah perbatasan, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.Untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan tata ruangwilayah nasional tersebut, maka strategi pengembangan tata ruangwilayah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan
Prasarana, meliputi:a) meningkatkan kualitas jaringan prasarana danmewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat,laut, dan udara;
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b) mendorong pengembangan prasarana telekomunikasiterutama di kawasan terisolasi;c) meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkanenergi terbarukan dan tak terbarukan secara optimalserta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaantenaga listrik;d) meningkatkan kualitas jaringan prasarana sertamewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber dayaair;e) meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyakdan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipaminyak dan gas bumi nasional yang optimal.
2. Pemeliharaan dan Perwujudan Kelestarian Fungsi

Lingkungan Hidup, meliputi:a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut,dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;b) mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satuwilayah pulau dengan luas paling sedikit 30 persen dariluas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;c) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasanlindung yang telah menurun akibat pengembangankegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan danmemelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
3. Pencegahan Dampak Negatif Kegiatan Manusia Terhadap

Kerusakan Lingkungan Hidup, meliputi:a) menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikanfungsi lingkungan hidup;b) melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekananperubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkanoleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukungperikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;c) melindungi kemampuan lingkungan hidup untukmenyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yangdibuang ke dalamnya;d) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secaralangsung atau tidak langsung menimbulkan perubahansifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkunganhidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunanyang berkelanjutan;
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e) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secarabijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masakini dan generasi masa depan;f) mengelola sumber daya alam tak terbarukan untukmenjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjaminkesinambungan ketersediaannya dengan tetapmemelihara dan meningkatkan kualitas nilai sertakeanekaragamannya;g) mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyaidaya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
4. Pengendalian Perkembangan Kegiatan Budi Daya Sesuai Daya

Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, meliputi:a) membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangundi kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensikejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;b) mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besardengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secaravertikal dan kompak;c) mengembangkan ruang terbuka hjau dengan luas palingsedikit 30 persen (tiga puluh persen) dari luas kawasanperkotaan;d) membatasi perkembangan kawasan terbangun dikawasan perkotaan besar dan metropolitan untukmempertahankan tingkat pelayanan prasarana dansarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsikawasan perdesaan di sekitarnya. mengembangkankegiatan budidaya yang dapat mempertahankankeberadaan pulau-pulau kecil.
5. Pelestarian dan Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung

Lingkungan Hidup, meliputi:a) menetapkan kawasan strategis nasional berfungsilindung;b) mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategisnasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindungkawasan;c) membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasanstrategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsilindung kawasan;d) membatasi pengembangan prasarana dan sarana di
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dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yangdapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;e) mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional yang berfungsisebagai zona penyangga yang memisahkan kawasanlindung dengan kawasan budi daya terbangun;f) merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurunakibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang didalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.
1.4.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi DaerahTata kelola pemerintah daerah dan otonomi daerah memilikiarah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daeraha) Penataan kewenanganAdapun arah kebijakan penataan kewenangan adalahmeningkatkan kualitas dan sinkronisasi penataankewenangan antar level pemerintahan. Strategi yangdilakukan adalah: (a) Penguatan regulasi dan kebijakanpenataan kewenangan; (b) Penguatan peran gubernurmelalui  sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan (c)Formulasi desentralisasi Asimetris dalam penataankewenangan.b) Harmonisasi peraturan perundanganAdapun arah kebijakannya adalah meningkatkankualitas harmonisasi peraturan  perundangan sektoraldan investasi dengan peraturan perundangan daerah.Strategi yang dilakukan adalah (a) Pembinaan danfasilitasi peningkatan kapasitas pelaku  penyusun Perdadan (b) Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahanprovinsi dalam evaluasi dan harmonisasi peraturandaerah.c) Penataan daerahAdapun arah kebijakannya adalah meningkatkankualitas penataan DOB serta “penundaan” pemekaranDOB. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Penguatanregulasi dan kebijakan penataan daerah; (b)Pengembangan pedoman daerah persiapan,
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penggabungan serta penghapusan daerah; dan (c)Peningkatan kapasitas DOB.d) Sinergi perencanaan dan penganggaranAdapun arah kebijakannya adalah meningkatkan sinergiperencanaan dan penganggaran untuk efektifitas danefesiensi  serta pemerataan pelaksanaan pembangunandi daerah. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Penguatanregulasi sinergi perencanaan dan penganggaran; dan (b)Perbaikan mekanisme perencanaan, khususnyaMusrenbang.e) Inovasi dan Pelayanan PublikArah kebijakan inovasi dan pelayanan publik yaituperbaikan kualitas pelayanan publik yang semakinmerata agar mampu mendukung percepatankesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saingdaerah. Strategi terkait inovasi dan pelayanan publicmeliputi: (a) Optimalisasi pemanfataan teknologiinformatika guna menciptakan pelayanan yang lebihcepat, murah dan efisien; (b) Penerapan standarpelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintahdaerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja;dan (c) Penguatan peran PTSP sebagai saranapenyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dandunia usaha.2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daeraha) Penguatan Aparatur Pemerintah DaerahArah kebijakan terkait isu penguatan aparaturpemerintah daerah yaitu percepatan penerapanUndang-undang Aparatur Sipil Negara dalam rangkamenjamin tersedianya aparatur pemerintah daerah yangprofesional, memiliki integritas, dan terdistribusikansecara merata di berbagai daerah sesuai dengan bebankerja masing-masing daerah. Strategi turunan arahkebijakan tersebut yaitu penguatan mutu pendidikandan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah danprioritas pembangunan daerah.
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b) Reformasi BirokrasiArah kebijakan Reformasi Birokrasi aparaturpemerintah daerah yaitu percepatan reformasi birokrasipemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tatapenyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih darikorupsi dan kolusi. Untuk mewujudkan percepatanreformasi birokrasi tersebut strategi yang dilakukanyaitu penguatan transparansi dan pemberdayaan peranmasyarakat dalam memperkuat sistem akuntabilitaspemerintah daerah sebagai sarana percepatanpemberantasan korupsi.3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daeraha) Kualitas belanja pemerintah daerahAdapun arah kebijakannya adalah Meningkatkanbelanja pemerintah daerah yang berkontribusisignifikan terhadap pembangunan. Strategi yangdilakukan adalah: (a) Peningkatan proporsi belanjamodal;  (b) Pengurangan rasio belanja pegawaiterhadap total belanja; (c) Pengembangan variasipendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah, antaralain melalui skema hibah, pinjaman, dan skema obligasi;dan (d) Peningkatan akuntabilitas dan transparansipenganggaran, salah satunya melalui penciptaaninformasi anggaran pemerintah daerah melalui e-government. Peningkatan kualitas yang kerjasamadaerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik didaerah.b) Mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer- Arah kebijakannya adalah Penyempurnaan KebijakanDana Transfer ke Daerah melalui strategipenyempurnaan revisi UU No.33 tahun 2004 danregulasi turunan yang terkait.- Arah kebijakannya adalah penguatan mekanismemonitoring dan evaluasi dana transfer melalui strategiyang dilakukan meliputi: (a) Penataan mekanismemonitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasidi tingkat provinsi secara on-line; (b) Penerapan skemaevaluasi dan penetapan alokasi dana transfer sesuai
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kinerja dalam sistem transfer yang ada saat ini; dan (c)Penataan mekanisme dalam proses monitoring danatransfer Otsus melalui pelibatan aktif masyarakat.
4. Pelaksanaan Otonomi KhususAdapun arah kebijakannya adalah penguatan pelaksanaanOtonomi Khusus bagi kemajuan pembangunan daerah dankesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan yangditempuh antara lain adalah:  (a) Perbaikan kerangkaperaturan perundangan mengenai Otonomi Khusus; dan (b)Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan danpengelolaan keuangan Daerah.

1.5 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah

1.5.1 Sinergi Pusat-Daerah dan Kerjasama AntardaerahSalah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerahadalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dandaerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dirumuskan perlumemperhatikan dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakanpenyelesaian permasalahan secara nyata di daerah. Selain itu, sinergikebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampumemahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat denganefisien dan efektif; serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebutdengan berbagai sumber daya yang tersedia.Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah danantardaerah diperlukan untuk: (1) memperkuat koordinasiantarpelaku pembangunan di pusat dan daerah; (2) menjaminterciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah,antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah; (3) menjaminketerkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, dan pengawasan, baik di Pusat maupun di Daerah; (4)mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatanpemerintahan; serta (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.Upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yangdapat dilakukan antara lain: (1) sinergi berbagai dokumenperencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKPdan RKPD); (2) sinergi dalam penetapan target pembangunan; (3)standarisasi indikator pembangunan yang digunakan olehkementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; (4)pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang
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lengkap dan akurat; (5) sinergi dalam kebijakan perijinan investasi didaerah; dan (6) sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi.Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dandaerah baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan denganmengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan(desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional)sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dankegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dandaerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorongterciptanya proses partisipasi semua pelaku pembangunan danberkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalampenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
1.5.2 Kerangka PendanaanSinergi Pusat-Daerah dilaksanakan selaras dengan upayapenataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu kebijakanRPJMN 2015-2019 adalah restrukturisasi dan penataan instrumenpendanaan melalui transfer ke daerah termasuk dana alokasi umum(DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yangsecara keseluruhan disebut dana perimbangan (DP); serta danaotonomi khusus (Dana Otsus) untuk menjaga harmonisasi kepentingannasional dan kebutuhan daerah.Dalam lima tahun mendatang pengelolaan dana perimbangandan dana otonomi khusus diarahkan untuk: (1) meningkatkankapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antarapusat dan daerah, serta antar daerah; (2) menyelaraskan besarankebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusanpemerintahan; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahdan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4)meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambunganfiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6)meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomidaerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber dayanasional; dan (8) meningkatkan sinkronisasi antara rencanapembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAUlangkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerahantara lain adalah untuk: (1) mewujudkan seutuhnya fungsi DAUsebagai block grant belanja publik pemda menurut kewenangan; (2)menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang mampu
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menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang keutuhannasional, serta memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerahdengan beban nasional seperti pusat prasarana vital dan strategis,pusat investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yangbelum diakomodasi dalam aspek legal.Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK,langkah yang akan ditempuh Pusat-Daerah antara lain adalah: (1)sinergi perencanaan DAK antara kementerian/lembaga dan satuankerja perangkat daerah agar pengelolaan dan pemanfaatan DAK benar-benar mendorong peningkatan pelayanan publik di daerah danmendukung pencapaian prioritas nasional; (2) memberi kewenangankepada Gubernur dalam pelaksanaan DAK sehingga masuk dalamAPBD, serta menjamin efektivitas program dan kelancaran pelaporan;dan (3) sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yangdikeluarkan kementerian/lembaga agar sesuai dengan kebutuhandaerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBH danmengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda,langkah yang akan ditempuh Pemerintah Pusat bersama PemerintahDaerah dalam lima tahun mendatang adalah: (1) menjaminketerbukaan informasi dan data dari pusat kepada daerah; dan (2)mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam.Dalam rangka menjamin efektivitas pengelolaan danpemanfaatan dana dekonsentrasi untuk mencapai prioritaspembangunan nasional, memperkuat kapasitas pemerintah daerah,dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunandi daerah, maka langkah yang akan ditempuh dalam lima tahunmendatang adalah (1) mempertegas kerangka organisasi dan personilpelaksana pemanfaatan dana dekonsentrasi; (2) sinkronisasiperencanaan program antara kementerian/lembaga dan satuan kerjaperangkat daerah; dan (3) penentuan sasaran fungsional programsecara bersama.Selain itu, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuanpendanaan pembangunan daerah, maka dapat dilakukan denganpeningkatan Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS), penerbitanobligasi daerah, dan peningkatan kinerja BUMD.
1.5.3 Kerangka RegulasiSinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorongharmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentukUndang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan
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Presiden, dan Peraturan Menteri dalam mendukung pelaksanaanprogram dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Selainitu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman,kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur,Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkrondengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baikUndang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden danPeraturan Menteri.Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan: (1)konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunanperaturan perundangan; (2) pembentukan forum koordinasi lintasinstansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan: baikpenyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudahada; dan (3) fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perdayang bermasalah.
1.5.4 Kerangka KelembagaanSinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan akandiarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahandaerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Dalam upayamemperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, upaya yang akandilakukan dalam lima tahun mendatang diarahkan mempercepatreformasi organisasi perangkat daerah agar mampu menyelenggarakanurusan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif, meningkatkanmutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai standar pelayananminimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, melaksakankaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik; serta meningkatkandaya saing daerah. Sementara, upaya peningkatan kapasitas aparaturdaerah diarahkan untuk menjadi aparatur yang lebih handal, kompetendan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan di daerah.Sinergi Pemerintah Pusat-Daerah yang akan dilakukan dalamlima tahun mendatang adalah: (1) menata dan menyempurnakanpengaturan kewenangan antartingkat pemerintahan sebagai dasarpenetapan kinerja dan alokasi anggaran dengan penerapan anggaranberbasis secara bertanggung jawab; (2) mengendalikan pemekarandaerah dan memantapkan pengelolaan daerah otonom dengan tetapmengutamakan harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhandaerah dan rentang kendali manajemen yang ideal: serta (3)meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani
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kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah.Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorongharmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentukUndang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, PeraturanPresiden, dan Peraturan Menteri dalam mendukung pelaksanaanprogram dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Selainitu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman,kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur,Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkrondengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baikUndang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden danPeraturan Menteri. Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukandengan: (1) konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalampenyusunan peraturan perundangan; (2) pembentukan forumkoordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturanperundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun review atasperaturan yang sudah ada; dan (3) fasilitasi proses legislasi gunamengurangi jumlah Perda yang bermasalah.
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BAB 2
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA

2.1 Capaian Kinerja Saat Ini1. Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Papuamengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-ratapertumbuhan ekonomi dengan migas Wilayah Papua selamakurun waktu 2009 – 2013 sebesar 9,6 persen (dengan migas)atau diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9persen. Namun demikian, peranan Wilayah Papua dalampembentukan PDB nasional mengalami penurunan dari 2,0persen (2009) menjadi 1,6 persen (Triwulan II 2014).2. Pemerintah Provinsi di Wilayah Papua telah cukup berhasildalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009hingga 2014 (Maret), namun masih berada di atas angkakemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaiantingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi diWilayah Pulau juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah dibawah TPT nasional sebesar 7,87 persen (2009) dan 5,70persen (Feb, 2014).3. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka diWilayah Papua ini masih perlu ditingkatkan. Hal inidiindikasikan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)di Wilayah Papua masih berada di bawah rata-rata IPM nasionalsebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013). Namun demikian, daritahun ke tahun pada masing-masing provinsi mengalamipeningkatan nilai IPM.4. Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat,seluruh provinsi di Wilayah Papua mengalami kenaikankesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikandengan meningkatnya angka Rasio Gini provinsi-provinsi diWilayah Papua yang cenderung meningkat pada tahun 2013dibandingkan dengan tahun 2009 dan masih berada di atas rata-rata rasio gini nasional 0,413 (2013). Ke depan, hal ini perlumendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebihmelibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasilpembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata olehmasyarakat.
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2.2 Potensi dan Keunggulan WilayahWilayah Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesiadengan potensi sumber daya alam sangat besar di sektorpertambangan, migas dan pertanian.1. Komoditas sektor pertambangan dan penggalian yang palingdominan adalah minyak, gas, dan tembaga. Pada tahun 2013,sektor pertambangan dan penggalian sudah berkontribusisebesar 33,56 persen untuk seluruh Wilayah Papua. Kontribusisektor ini di Wilayah Papua terpusat di Provinsi Papua yangmenjadi salah satu penyumbang terbesar bagi sektorpertambangan nasional. Dengan bertumpunya perekonomianWilayah Papua pada sektor pertambangan dan penggalianmenyebabkan fluktuasi pada sektor ini akan sangatberpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secarakeseluruhan.2. Wilayah Papua memiliki potensi gas bumi sebesar 23,91 TSCF(Trillion Square Cubic Feet) atau sebesar 23,45 persen daripotensi cadangan gas bumi nasional. Sementara itu, cadanganminyak bumi di Wilayah Papua mencapai sekitar 66,73 MMSTBatau sebesar 0,91 persen dari cadangan minyak bumi nasionalyang mencapai 7.039,57 MMSTB (Million Stock Tank
Barrels/Cadangan Minyak Bumi). Cadangan gas bumi di sekitarTeluk Bintuni. Sementara itu, cadangan migas terbesar terdapatdi sekitar Sorong, Blok Pantai Barat Sarmi, dan Semai.3. Tembaga merupakan hasil tambang yang sangat potensialuntuk dikembangkan di Wilayah Papua karena memiliki lebihdari 45 persen cadangan tembaga nasional yang sebagianeksplorasi dan pengolahannya terpusat di Timika (KabupatenMimika). Cadangan bijih tembaga di Wilayah Papuadiperkirakan sekitar 2,6 milliar ton, sementara itu cadanganlogam tembaga hanya sekitar 25 juta ton. Bahan tambang dangalian yang menjanjikan potensi lainnya adalah bijih nikel,pasir besi, dan emas. Bijih nikel terdapat di daerah TanahMerah, Jayapura. Sebagian besar dari sumber daya tersebutmasih dalam indikasi dan belum dieksploitasi. Penambanganpasir besi, bijih tembaga, dan emas berlokasi di tempat yangsama dengan penambangan biji tembaga di Timika.4. Pengembangan MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy
Estate) dialokasikan seluas 1,2 juta Ha yang terdiri dari 10Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP). Empat KlasterSentra Produksi Pertanian yang dikembangkan yaitu: Greater
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Merauke, Kali Kumb, Yeinan, dan Bian di Kabupaten Merauke.Untuk jangka menengah (kurun waktu 2015 – 2019) diarahkanpada terbangunnya kawasan sentra produksi pertaniantanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan,serta perikanan darat di Klaster Okaba, Ilwayab, Tubang, danTabonji. Sedangkan untuk jangka panjang (kurun waktu 2020 –2030) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra produksipertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan danperkebunan.5. Dari sektor pertanian terutama perkebunan, Wilayah Papuamerupakan produsen kelapa sawit yang besar di Asia, yaitusebesar 7,80 persen per tahun lebih tinggi dibandingkanMalaysia yang hanya sebesar 4,20 persen per tahun.Perkebunan kelapa sawit di Wilayah Papua saat ini telahmemiliki 43 persen dari total produksi minyak mentah sawit(Crude Palm Oil/CPO) dunia sehingga Indonesia dikenal sebagaipenghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Investasi kelapa sawitdalam skala besar dapat meningkatkan pendapatan pemerintahuntuk jangka pendek tetapi akan sedikit mempengaruhi proseshilir dan pertumbuhan sektor lain dikarenakan keterbatasankemajuan dan kaitannya multiplier effect sektor ini. Selainkelapa sawit, produksi perkebunan karet di Wilayah Papuasecara keseluruhan cukup besar. Produksi karet di WilayahPapua mengalami peningkatan selama periode 2009-2013.Pada tahun 2013, produksi karet di Wilayah Papua mencapai2.308 ton dengan dominasi produksi dari Provinsi Papuasebesar 2.281 ton. Wilayah Papua juga sangat berpotensi untukmenjadi penghasil tebu yang besar karena memiliki lahanuntuk produksi tebu terluas di luar Jawa yaitu sebesar 500.000Ha atau 47 persen dari total lahan tebu di luar Pulau Jawa.6. Berdasarkan data BPS tahun 2013, produksi tanaman pangan diWilayah Papua terdiri dari produksi jagung sebesar 9.107 tondari luas panen 4.255 ha, produksi padi mencapai 199.362 tondari luas panen 58.634 ha, produksi kedelai mencapai 5.219 tondari luas panen sebesar 4.367 ha, produksi kacang tanahmencapai 2.693 ton dari luas panen sebesar 2.551 ha, produksisagu sebesar 7.319 ton dari luas panen 7.608 ha, dan produksiubi jalar mencapai 455.742 ton dari luas panen sebesar 34.100ha (2012), serta ubi kayu yang memiliki produksi mencapai51.120 ton dari luas panen 4.253 ha. Sedangkan untukpeternakan besar di Wilayah Papua, jumlah populasi terbesaradalah babi, sapi potong, dan kambing. Sebaran populasi ternakbabi terbesar di Provinsi Papua sebesar 577.407 ekor di tahun
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2012. Secara umum, jumlah populasi untuk ternak, sebagianbesar terdapat di Provinsi Papua dibandingkan di ProvinsiPapua Barat.7. Selain pengembangan pertanian, Wilayah Papua juga memilikibeberapa potensi pengembanganpariwisata terutama wisatabahari yang merupakan tujuan wisatawan mancanegaramaupun wisatawan lokal yang salah satunya terdapat di RajaAmpat, Provinsi Papua Barat.
2.3 Tema Pengembangan Wilayah PapuaBerdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Papua, makatema besar pembangunan Wilayah Papua sebagai "lumbung pangan
melalui pengembangan industri berbasis komoditas padi, jagung,
kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan, serta
pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu,
karet, dan kelapa sawit; percepatan pembangunan ekonomi
berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan pariwisata
bahari; serta lumbung energi di Kawasan Timur Indonesia melalui
pengembangan minyak, gas bumi, dan tembaga."

2.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah PapuaTujuan pengembangan Wilayah Papua tahun 2015-2019 adalahmendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Papuadengan menekankan keunggulan dan potensi daerah melalui: (a).pengembangan hilirisasi komoditas minyak, gas bumi dan tembaga,(b). pengembangan industri berbasis komoditas padi, jagung, kedelai,kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan, (c) peternakan dantanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit, (d).pengembangan pariwisata bahari, (e). penyediaan infrastrukturwilayah, dan (f). peningkatan SDM dan Ilmu serta teknologi secaraterus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Papua padatahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembanganekonomi Wilayah Papua, akan dikembangkan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi denganmemanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasukdiantaranya adalah pengembangan 1 Kawasan Industri, 1MIFEE, 1 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET),11 Kawasan Perhatian Investast (KPI).2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjanganantar wilayah di Wilayah Papua, maka akan dilakukan
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pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran
outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi didaerah tertinggal menjadi 9,5 persen di tahun 2019; (b)menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggalmenjadi 18 persen di tahun 2019; (c) meningkatnya IndeksPembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 68,3pada tahun 2019.3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasanperkotaan di Papua, maka akan dilakukan optimalisasi peran 2kota otonom berukuran sedang sebagai pusat pertumbuhanekonomi, pusat pelayanan primer, dan hub untuk Pulau Papuadan Maluku dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN)sekaligus sebagai pendukung pengembangan kawasanperbatasan negara.4. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akandilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaranberkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 340 desa ataumeningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 140 desa.5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat 4pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah(PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagaihalaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, danaman, maka akan dikembangkan 3 Pusat Kegiatan StrategisNasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasanperbatasan negara yang dapat mendorong pengembangankawasan sekitarnya.7. Untuk meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah di WilayahPapua ditunjukkan dengan: (1) Meningkatnya proporsipenerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 10% untukpropinsi dan 8% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnyaproporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% danuntuk Kabupaten/Kota sebesar 35% pada tahun 2019  sertasumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnyajumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpapengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 8 kabupaten/kotadi wilayah Papua; (4) Meningkatnya  kualitas dan proporsitingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar50% dan S2-S3 sebesar 5%; (5) Terlaksananya diklatkepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan,kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Papua
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sebesar 30 angkatan; (6) Terlaksananya evaluasi otsus danpembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaanpelaksanaan otsus; (7) Terlaksananya sinergi perencanaan danpenganggaran di wilayah Papua (dengan proyek awal ProvinsiPapua); (8) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM didaerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan daninfrastruktur; (9) Meningkatnya persentase jumlah PTSPsebesar 40%; (10) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerahmelalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah;(11) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi danatransfer secara on-line di wilayah Papua; (12) Terlaksananyapenguatan kelembagaan Badan Percepatan PembangunanKawasan Papua dan Papua Barat.8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi IndeksRisiko Bencana di Wilayah Papua pada 2 (dua) PKN terdiri dariKota Sorong dan Kota Jayapura; 4 (empat) PKW terdiri dariKota Manokwari, Kabupaten Nabire yang merupakan bagianwilayah KAPET Biak; Kabupaten Merauke sebagai MIFFEEMerauke dan Kabupaten Sarmi, serta Kabupaten Raja Ampatsebagai kawasan minapolitan dan pariwisata yang memilikiindeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagaiKAPET, KSN, atau PKSN.Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhirtahun 2019, pembangunan Wilayah Papua semakin meningkat. Hal inidicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB WilayahPapua terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 1,8 persen (2014)menjadi 2,6 persen. Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkandapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua.Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan danpengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Papua dapatdilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3 sebagai berikut.
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TABEL 2.1
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH

PAPUA PER PROVINSI
TAHUN 2015-2019

Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi (persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Papua 14,0 – 14,3 14,7 - 15,3 16,2 – 17,2 16,9 – 18,3 16,9 - 18,6
Papua Barat 7,8 – 8,0 10,1 – 10,5 14,3 – 15,1 15,8 – 17,1 15,8 – 17,4

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 2.2
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PAPUA PER PROVINSI

TAHUN 2015-2019

Provinsi
Tingkat Kemiskinan (persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Papua 23,4 – 22,9 22,1 – 21,2 19,6 – 18,4 17,1 – 15,8 13,4 – 12,1
Papua Barat 28,2 – 27,6 26,8 – 25,7 23,9 – 22,5 21,0 – 19,4 16,6 – 15,0

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 2.3
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PAPUA PER PROVINSI

TAHUN 2015-2019

Provinsi
Tingkat Pengangguran (persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Papua 5,5 – 5,4 5,3 – 5,1 5,1 – 4,8 4,9 – 4,5 4,7 – 4,2
Papua Barat 2,9 – 2,8 2,8 – 2,6 2,6 – 2,5 2,9 – 2,6 2,4 – 2,2Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014
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2.5 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua

2.5.1 Pengembangan Kawasan StrategisPengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di KawasanPapua difokuskan pada pengembangan Kawasan PengembanganEkonomi Terpadu (KAPET) Biak, Merauke Integrated Food and Energy
Estate (MIFEE), Kawasan Perdagangan Internasional Skouw KotaJayapura, Kawasan Industri Bongrang, Kawasan Industri TembagaTimika, Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Wamena KabupatenJayawijaya dan usulan KEK di Provinsi Papua Barat dengan fokusindustri petrokimia dan pengembangan industri pengolahanpertambangan mineral, yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis bidangekonomi dilakukan melalui pengembangan untuk meningkatkaninfrastruktur dasar, pengembangan sumber daya manusia, danmeningkatkan konektivitas menuju dan dalam kawasan-kawasanstrategis tersebut. Percepatan pembangunan kawasan strategis diWilayah Papua dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
1. Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor Ekonomi

Wilayah PapuaPengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis eratkaitanya dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensiekonomi wilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dandaya saing komoditas unggulan.
a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri

(KI)a) Peningkatan produktivitas ekspor untuk produk minyak-gas, pengolahan pertambangan mineral di papua bagianbarat, pertanian/perkebunan, dan hasil laut.b) Pengembangan kawasan industri petrokimia di Papuabagian barat.c) Pembangunan Smelter di Kabupaten Mimika.
b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Pengembangan pengelolaan KAPET Biak dengan fokuskomoditas perikanan, rumput laut, dan pariwisata(bahari, budaya, sejarah);b) Percepatan pembangunan kawasan ekonomi lokal Papuaberbasis kesatuan adat, meliputi (1) Wilayah Mamta
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dengan pusat pertumbuhan di Jayapura, dan fokusindustri pengolahan komoditas sagu, kakao, kelapa dalam,pariwisata kawasan wisata Danau Sentani; (2) WilayahSaireri dengan pusat pertumbuhan di Biak, dan fokusindustri pengolahan komoditas rumput laut, perikanantangkap, udang, teripang, kelapa dalam, produk kayurakyat, kawasan wisata bahari Padaido; (3) Wilayah LaPago dengan pusat pertumbuhan di Wamena, dan fokusindustri komoditas buah merah, kopi, ubi-ubian, ternakbabi, wisata budaya; (4) Wilayah Me Pago dengan pusatpertumbuhan di Timika, dan fokus industri pengolahankomoditas Sagu, Kopi, Buah Merah, Kepiting, Emas, BatuBara, Kayu Rakyat, Perikanan Air Tawar; (5) WilayahAnim Ha dengan pusat pertumbuhan di Merauke, danfokus industri pengolahan komoditas pengolahan karet,minyak kayu putih, padi, perikanan tangkap, pengolahanperikanan;c) Pengembangan sentra-sentra produksi industri rakyat dilima kawasan berbasis adat untuk memenuhi kebutuhaninput kegiatan produksi (saprodi);d) Pengembangan sagu rakyat dan investasi industrikomoditas sagu;e) Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi kecil danmenengah guna mendukung potensi sektor pariwisata,terutama industri kreatif dan makanan olahan khaswilayah KAPET Biak, Jayapura, Merauke, Sorong,Manokwari, Fak-fak, dan Wamena;f) Pembinaan terhadap mutu produk usaha kecil danmenengah di KAPET Biak.
2. Percepatan Penguatan KonektivitasPeningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhanekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga sekitarnyameliputi:

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri
(KI)a) Penyelesaian pembangunan ruas-ruas jalan strategisnasional sesuai Peraturan Presiden RI No. 40 Tahun 2013tentang Pembangunan Jalan Strategis Nasional DalamRangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua danProvinsi Papua Barat;b) Percepatan pembangunan jaringan kereta api untuk
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mengatasi keterisolasian dan kemahalan di pegunungantengah;c) Konektivitas Kawasan MIFEE di Merauke dan sekitarnya(Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan KabupatenBoven Digoel);d) Konektivitas Kawasan Industri Arar, KawasanPeternakan (Salawati, Bomberai, Kebar), dan lumbungpangan Sorong Selatan, yang terhubungkan dengan KotaSorong dan Manokwari;e) Percepatan penyediaan sumber energi berupapembangkit listrik tenaga air (PLTA) Urumuka,Mamberamo, Baliem, dan Orya;f) Pengembangan pelabuhan Sorong, Merauke, Pomako;penambahan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Pomako diTimika, pengembangan pelabuhan terminal agribisnis,pergudangan, dan pelabuhan ekspor-impor Depapre diJayapura, serta pelabuhan ekspor Serapuh dan Wogikel diMerauke.
b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Pengembangan konektivitas darat, laut, maupun udarapusat KAPET Biak Numfor dengan daerah penyanggasekitarnya yaitu Nabire, Kepulauan Yapen, Waropen, danSupiori;b) Pengembangan konektivitas darat, laut, maupun udara dikawasan berbasis adat (Mamta, Saireri, La Pago, Me Pago,Anim Ha);c) Peningkatan kapasitas bandara yang melayani rute daerahtertinggal, terpencil, dan terisolir (Waghete, Mopah,Wamena, Kambuaya, Mozes Kilangin, Mindiptana).

3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitaskelembagaan di tingkat pusat maupun di daerah dilakukan denganstrategi:
a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri

(KI)a) Pembinaan kelembagaan untuk mendukung pengelolaankawasan yang berdaya saing;b) Penguatan kemampuan Pemda dalam menyusunperaturan pemanfaatan lahan ulayat bersama
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masyarakat adat untuk memberikan kemudahaninvestasi.c) Penyiapan tenaga kerja berkualitas dengan kompetensiunggulan di bidang industri petrokimia dan pengolahanpertambangan mineral, pertanian, perkebunan MIFEEMerauke, kawasan industri Arar, kawasan peternakanBomberai, Kebar dan Salawati;d) Pembangunan Science Park berteknologi tinggi sebagaisarana peningkatan kualitas SDM kawasan.
b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Restrukturisasi kelembagaan dan peningkatan kualitasSDM Badan Pengelola KAPET Biak, pengelola kawasanMIFEE di Merauke, dan pengelola Kawasan Arar;b) Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadapmasyarakat Papua untuk meningkatkan nilai tambahkomoditas di kawasan berbasis kesatuan adat;c) Menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi untukmengelola komoditas unggulan KAPET Biak dankawasan ekonomi berbasis kesatuan adat Papua;d) Peningkatan kapasitas Orang Asli Papua (OAP) untukmendapatkan akses sumber daya ekonomi;e) Pembangunan Technology Park bidang pangan danmaritim untuk meningkatkan inovasi teknologi.

4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan
Iklim UsahaDalam upaya pengembangan kawasan strategis di Wilayah Papuadiperlukan sinergisasi dan sinkronisasi regulasi melalui strategiberikut:
a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri

(KI)a) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengankarakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitasfiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN danPPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolahdan digunakan di KEK;b) Penetapan regulasi untuk mengatur pemanfaatan tanahulayat dalam rangka memudahkan investasi;c) Pemetaan dan penegasan batas (deliniasi) hak ulayat
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khususnya pada kawasan strategis yang dikembangkansebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;d) Sosialisasi kepada masyarakat adat dan investor terhadapregulasi pemanfaatan lahan ulayat untuk investasi dikawasan MIFEE dan kawasan industri Arar, kawasanpeternakan Bomberai, Kebar, dan Salawati;e) Pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan SistemPelayanan Informasi dan Perijinan Investasi SecaraElektronik (SPIPISE) di bidang perizinan perindustrian,perdagangan, pertanahan, dan penanaman modal diKawasan MIFEE dan Kawasan Industri Arar.
b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan ikliminvestasi, diantaranya adalah PP. Nomor 147 Tahun 2000Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET;b) Pelimpahan kewenangan antara pemerintah pusat,pemerintah daerah, dan instansi terkait kepada pengelolakawasan strategis nasional dan kawasan-kawasan industrilainnya;c) Sosialisasi kepada masyarakat adat terhadap regulasipemanfaatan lahan ulayat untuk investasi di KAPET Biakdan kawasan ekonomi berbasis kesatuan adat;d) Pelibatan desa dan warga desa pemilik tanah adat sebagaipemegang saham (shareholdings) dalam pelaksanaanprogram-program investasi pembangunan perdesaan;e) Pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan SistemPelayanan Informasi dan Perijinan Investasi SecaraElektronik (SPIPISE) di bidang perizinan perindustrian,perdagangan, pertanahan di KAPET Biak dan MIFEE diMerauke.

2.5.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

2.5.2.1 Pengembangan Kawasan PerkotaanArah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan di WilayahPapua difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdayasaing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakterfisik, potensi ekonomi dan budaya lokal. Untuk itu, strategipembangunan perkotaan tahun 2015-2019 adalah :
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1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)Perwujudan SPN merupakan langkah untuk meningkatkanketerkaitan pembangunan kota, baik itu antar kota maupunkota dengan desa serta pemenuhan fungsi kota itu sendiri.Kondisi kota otonom di Papua (Sorong dan Jayapura) sudahmemenuhi standar, sehingga program diarahkan untukmeningkatkan keterkaitan antar kota maupun kota-desa, yangdilakukan dengan:a. Mengembangkan 2 kota sedang di pulau Papua, yakniSorong dan Jayapura dalam rangka mempercepatperannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusatpelayanan primer, dan hub untuk Pulau Papua dan PulauMaluku dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional sertasebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasannegara;b. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan untukmengembangkan ekonomi dan meningkatkanketerkaitan dengan desa-kota sekitar.c. Meningkatkan aksesibilitas antar PKN, PKW, dan PKLdisekitarnya melalui penyediaan simpul  transportasikhususnya simpul transportasi laut.
2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

(SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan
nyamana. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanansarana prasarana permukiman sesuai dengan peran dantipologi kota serta kearifan lokal pulau Papua;b. Meningkatkan aksesibilitas antar kota melaluipenyediaan sarana transportasi khususnya transportasilaut termasuk penyeberangan yang didukung olehtransportasi terpadu dan optimal sesuai dengan tipologidan kondisi geografis Kota Sorong dan Jayapurac. Menyediakan pelayanan sarana dan tenaga terampilkesehatan dan pendidikanyang mudah diaksesmasyarakat;
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d. Mengembangkan sarana sosial budaya yang sesuaidengan kearifan lokal;e. Menyediakandan Meningkatkan sarana ekonomi,khususnya di sektor perdagangan dan jasa serta dapatmendukung pengembangan ekonomi kawasanperbatasan dan pulau-pulau terluar;f. Mendorong berkembangnya industri pengolahan yangdidukung oleh Pelabuhan Nasional Sorong dan Jayapurasebagai pusat koleksi dan distribusi di Pulau Papua;g. Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan,penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitasdan konflik antar suku
3. Perwujudan Kota yang Berketahanan terhadap Iklim dan

Bencanaa. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakatdalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap iklimdanbencana (urban resilience);b. Membangun infrastruktur mitigasi terhadap bencanaalam yang dapatmelindungi aset-aset sosial ekonomimasyarakat khususnya bencana banjir dan longsor;c. Mengembangkan sistem peringatan dini termasukpetunjuk tindakan yang harus dilakukan pada saat adaperingatan;
4. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

a. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visionerdan kapasitas aparatur pemerintahmelaluipendampingan, pembinaan, pelatihan dan penilaiankinerja dalam merencanakan, membangun danmengelola kota berkelanjutan;
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b. Meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitaspengelolaan keuangan pemerintah kota melaluipendampingan secara langsung dari pemerintah pusat;c. Membangunpusat data dan informasi perkotaan terpaduyang mudah diakses;d. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, danorganisasi profesi secara aktif, dalam penyusunankebijakan perencanaan dan pembangunan KotaBerkelanjutan;e. Memperkuat peran lembaga daerah dan masyarakatdalam mitigasi bencana daerah;f. Merevitalisasi kelembagaan di pusat dan daerah untukPercepatan Pembangunan Kawasan Papua dan PapuaBarat.
2.5.2.2 Pengembangan Kawasan PerdesaanArah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan diWilayah Papua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa(selanjutnya disebut kampung) dan kualitas hidup manusia sertapenanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,pembangunan sarana dan prasarana kampung, membangun potensiekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungansecara berkelanjutan dengan sasaran berkurangnya jumlah kampungtertinggal sedikitnya 340 kampung atau meningkatnya jumlahkampung mandiri sedikitnya 140 kampung. Selain itu, membangunketerkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perkampunganmelalui integrasi perkampungan mandiri pada 4 kawasanpertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5. Dalamrangka percepatan pembangunan desa di Wilayah Papua akandilakukan:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan
kondisi geografis Kampunga. Membangun sarana dan prasarana dasar perumahan dikawasan kampung tertinggal dan berkembang;b. Membangun sarana dan prasarana pendidikan, khususnya
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sekolah dasar dan sekolah menengah denganmempertimbangkan cakupan pelayanannya;c. Menyediakan layanan puskesmas keliling dan membangunpuskesmas yang memiliki kelengkapan obat-obatan yangcukup;d. Meningkatkan distribusi tenaga pendidik dan tenagakesehatan khususnya di kampung-kampung terpencil;e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaranatransportasi, baik darat, air, maupun udara, khususnyapada pembangunan bandara perintis;f. Meningkatkan ketersediaan jaringan listrik (tenaga surya,tenaga air, dll) dan jaringan telekomunikasi yangmenjangkau kampung terpencil, pulau-pulau, dan kampungperbatasan.
2. Pengembangan kemiskinan dan pengembangan usaha

ekonomi  Desa.a. Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah daerahdalam memajukan ekonomi masyarakat miskin danrentan;b. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentandalam pengembangan usaha berbasis  lokal melaluipendampingan-pendampingan yang intensif;c. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin danrentan melalui penyediaan lapangan usaha bagimasyarakat kampung;d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaranaproduksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, armadaperikanan, alat tangkap, bahan bakar), pasca panen,pengolahan, dan pasar kampung.
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan

Modal Sosial Budaya Masyarakat Kampunga. Menguatkan lembaga adat dan kampung Adat,perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai denganperundangan yang berlaku termasuk hak atas tanahadat/ulayat;
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b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melaluipenguatan kelompok masyarakat (kelompok wanita,pemuda, anak, dan TKI);c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadappentingnya pendidikan dan kesehatan;d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengeloladan memanfaatkan tanah dan SDA termasuk pengelolaankawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan;e. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidangkewirausahaan berbasis potensi lokal;f. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapikebijakan shareholding pemerintah, kampung, dan pihakketiga melalui pendampingan intensif;
4. Penguatan Pemerintahan Kampung dan masyarakat

Kampunga. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentangKampung;b. Peningkatan kapasitas pemerintah kampung, BadanPermusyawaratan Kampung, dan kader pemberdayaanmasyarakat melalui fasilitasi, pelatihan, danpendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan danmonitoring pembangunan kampung, (ii) Pengelolaankeuangan kampung, (iii) Pelayanan publik, (iv) Penyiapandan penetapan batas desa (khususnya desa-desaperbatasan); serta (v) peta kampung;c. Penguatan pemerintah kampung, masyarakat, dankelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahananekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasaranapemerintahan kampung;e. Fasilitasi pengembangan data dan informasi kampungyang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan danpembangunan kampung.
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5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan
perkampungana. Menjamin pelaksanaan redistribusi lahan kepada petanidan nelayan (land reform);b. Menekan laju alih fungsi lahan pertanian, hutan, dankawasan pesisir secara berkelanjutan;c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan,pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam danlingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, danberwawasan mitigasi bencana;d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkankemandirian pangan;e. Rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

6. Pengembangan ekonomi kawasan perkampungan untuk
mendorong keterkaitan kampung-kota.a. Mewujudkan sentra produksi perikanan budidaya dikawasan Samate, P.Rembombo, P.Yefman, P. Matan, P.Senapan, Muara Tami, Muara Heram, dan sentra produksipertanian padi di kawasan Prafi, Masui, Sidey, TanahMiring, Kurik, Malind;b. Meningkatkan akses masyarakat kampung terhadapmodal usaha, pemasaran, dan informasi pasar;c. Meningkatkan pemahaman masyarakat kampungterhadap lembaga pendukung ekonomi kampung sepertikoperasi, BUMKampung, dan lembaga ekonomi mikrolainnya;d. Mengembangkan kerjasama antar kampung dan antardaerah.

2.5.2.3 Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah PapuaPeningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Papua diarahkandengan memperkuat 4 pusat pertumbuhan, yaitu kawasan Misool dansekitarnya (Prov. Papua Barat), Manokwari dan sekitarnya (Prov.Papua Barat), Arso dan sekitarnya (Prov. Papua), serta kawasan
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Merauke dan sekitarnya (Prov. Papua). Kawasan-kawasan inimencakup kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan danminapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat tabel 2.2). Arah kebijakandan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Papuaadalah sebagai berikut:
1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil,

antara kota kecil dan desa, serta antar pulaua. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan LintasPapua, pelabuhan nasional Manokwari dan Merauke, bandarudara tersier Manokwari dan Merauke, serta angkutansungai yang melayani Kawasan Merauke;b. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untukmemfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antarwilayah;c. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhikebutuhan domestik dan industri, dengan prioritaspengembangan PLTD Manokwari dan PLTD Merauke.
2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan

hilir  desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya
agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasia. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasilpertanian di Kawasan Manokwari, Arso, dan Marauke, sertasentra produksi dan pengolahan hasil perikanan/kelautan diKawasan Misool dan Arso;b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat-pusat pertumbuhan (lihat tabel 2.2) dan simpul-simpultransportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana danprasarana produksi;c. Mengembangkan daya tarik wisata bahari dan TamanNasional Laut di Kawasan Pariwisata Raja Ampat dansekitarnya, melalui peningkatan promosi dan ketersediaaninfrastruktur penunjang, meliputi peningkatan kapasitasdan kualitas penerbangan menuju ke Sorong-Raja Ampat,pengembangan fasilitas kapal yatch, resort, dan fasilitaswisata olah raga air, dan toko souvenir khas lokal;d. Membangun bank pertanian dan perikanan untukmeningkatkan akses terhadap modal usaha di sektorpertanian dan perikanan/kelautan.
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3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi
kepada keterkaitan desa-kotaa. Menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu didaerah;b. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuatkemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektorpertanian dan perikanan;c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dankemampuan masyarakat dalam pengelolaan kawasanekonomi khusus dan kawasan ekonomi terpadu, sertakerjasama di wilayah-wilayah perbatasan.d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakatmengenai kelestarian laut dan pesisir serta mitigasibencana, terutama di Kawasan Perdesaan Pesisir Misool,Manokwari, Arso, dan Merauke.Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangan kawasanperkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.4.dan Tabel 2.5.

TABEL 2.4
LOKASI PRIORITAS KOTA SEDANG YANG

BERFOKUS PADA UPAYA PEMERATAAN WILAYAH DI PAPUA

Kode
Lokasi

Prioritas
Fokus Pengembangan

P1 Jayapura(PKN) Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang difokuskan dalampengembangan Perdagangan dan Jasa (outlet pemasaranproduksi tanaman pangan, hasil hutan, logam, dan perikanan),Industri (pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan,perikanan dan pertambangan), serta dikembangkan sebagaitranshipment point di Kawasan Timur Indonesia (KTI) danpusat pelayanan administrasi pelintas batas negara (perbatasanIndonesia-PNG-Palau).
P2 Sorong(PKN) Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi padapengembangan kegiatan industri pengolahan: hasil hutan,bahan tambang dan hasil perikanan serta sebagaiPenghubung/Hub Utama untuk  Wilayah Papua dan Maluku.

Sumber : Bappenas, 2014
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TABEL 2.5
LOKASI PRIORITAS PUSAT PERTUMBUHAN BARU YANG BERFOKUS

PADA UPAYA PEMERATAAN WILAYAH DI PAPUA

Kode Lokasi Prioritas Kelompok Kawasan
Komoditas
Unggulan

DD1 Misool dansekitarnya(Kab. Raja Ampat,Prov. Papua Barat)
Perkotaan Misool
Kawasan Minapolitan

Perikanan Budidaya: Samate,
Pulau Rembombo, Pulau Yefman,
Pulau Matan, Pulau Senapan

Kawasan Pariwisata:
KSPN Raja Ampat

Kota Otonom Terdekat
: Sorong

Ikan
kerapu

Rumput
laut

Wisata
Taman Nasional
Laut

Wisata
bahari

DD2 Manokwari dansekitarnya(Kab. Manokwari,Prov. Papua Barat)
PKW Manokwari
Kawasan Agropolitan

(Padi): Prafi, Masui, Sidey
Kawasan Transmigrasi:

Prafi, Manokwari,

Padi
Kako

DD3 Arso dan sekitarnya(Kab. Keerom, Prov.Papua) PKW Arso
Kawasan Transmigrasi:

Senggi
Kawasan Minapolitan

Perikanan Budidaya: Muara Tami
dan Muara Heram.

Kota Otonom Terdekat
: Jayapura

Jagung
Ikan Nila

DD4 Merauke dansekitarnya(Kab. Merauke,Prov. Papua)
PKW dan PKSN

Merauke
Kawasan Agropolitan

(Padi): Tanah Miring, Kurik,
Malind

KPB Salor
Kawasan Transmigrasi:

Kurik, Jagebob
Kawasan MIFEE

Padi
Kelapa Sawit

Sumber : Bappenas, 2014

2.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

2.5.3.1 Pengembangan Daerah TertinggalArah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diWilayah Papua difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhanpelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakatyang berbasis pengembangan pangan, perikanan, energi, danpertambangan yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yanghandal yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 23

antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan terutama pada 21kabupaten terisolir di Provinsi Papua. Pembangunan daerah tertinggaldilakukan melalui strategi sebagai berikut:
1. Pemenuhan Pelayanan Publik DasarMendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal denganprioritas kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan1) Pemerataan distribusi tenaga pendidik khususnya dibagian pegunungan tengah dan perbatasan negara;2) Peningkatan program Sarjana Mendidik di daerahterdepan, terluar, dan tertinggal (SM3T), khususnyauntuk penempatan di Provinsi Papua dan PapuaBarat;
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3) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik khususnya dibagian pegunungan tengah dan perbatasan negara;4) Pemberian insentif tenaga pendidik khususnya dibagian pegunungan tengah dan perbatasan negara;5) Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayah-wilayah terisolir dan perbatasan;6) Penyelenggaraan guru kunjung di wilayah terisolir danperbatasan khususnya di bagian pegunungan tengahwilayah Papua;7) Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama di daerahterisolir dan perbatasan;8) Pengembangan asrama sekolah khususnya di bagianpegunungan tengah wilayah Papua9) Pengembangan sekolah kecil di wilayah terisolir danperbatasan khususnya di bagian pegunungan tengahwilayah Papua;10) Penyediaan bus sekolah khususnya di bagianpegunungan tengah wilayah Papua;11) Pengembangan pendidikan jarak jauh khususnya dibagian pegunungan tengah wilayah Papua;12) Program pendidikan keaksaraan tingkat dasar;13) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompokbelajar paket A,B,C) khususnya di bagian pegunungantengah wilayah Papua;14) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggiuntuk daerah tertinggal;15) Penyelenggaraan program PAUD;16) Pengembangan kurikulum untuk meningkatkankemampuan dasar dan pengembangan minat bakatmelalui program olah raga dan kesenian lokal;17) Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dasardan penunjang khususnya di bagian pegunungan tengahwilayah Papua.
b. Bidang Kesehatan1) Pemberian insentif tenaga kesehatan diutamakan dibagian tengah dan perbatasan;2) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan diutamakan
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di bagian tengah dan perbatasan;3) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan saranakesehatan diutamakan di bagian tengah dan perbatasan;4) Pengadaan sarana kesehatan keliling untuk kepulauan dibagian tengah wilayah Papua;5) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Pratama terutama di kawasan perbatasan;6) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerahtertinggal dan perbatasan;7) Pengembangan telemedis khususnya di wilayah terisolirdan kawasan perbatasan;8) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIVAids, TB Paru, dan Malaria melalui sosialisasi, fasilitasi,dan pengembangan Pusat Aids-Tuberculosis-Malaria.
c. Bidang Energi1) Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU dan Biomasskhususnya di Kabupaten Yahukimo, Puncak Jaya, Paniai,Pegunungan Bintang, Yalimo, Tolikara, Nduga, Dogiyai,Deiyai, Lanny Jaya, dan kawasan perbatasan;2) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30-60 kWh;3) Penyediaan energi biogas yang ramah lingkungankhususnya di bagian utara dan selatan Papua;4) Penyediaan bahan bakar minyak ke wilayah terpencilkhususnya di wilayah pegunungan tengah danperbatasan;5) Pengembangan Depo BBM di daerah terisolir, khususnyadi pegunungan tengah.

d. Bidang  Informasi dan Telekomunikasi1) Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasidiutamakan untuk menghubungkan wilayah perbatasan,bagian tengah Papua, dan pusat-pusat pertumbuhan;2) Pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguatsiaran RRI dan TVRI.3) Pendirian Media Center di setiap SKPD untukpenyebarluasan program dan kebijakan;4) Pengembangan jaringan internet;5) Pengadaan M-PUSTIKA (Mobile Pusat TeknologiInformasi Komunitas) berupa kendaraan roda dua dan
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roda empat;6) Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI,khususnya di wilayah perbatasan.
e. Bidang Permukiman dan Perumahan1) Pembangunan prasarana perumahan dan air bersih yangsehat dan layak huni khususnya wilayah terisolir danperbatasan;2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruhkampung terutama di seluruh kampung terutama diwilayah terisolir dan perbatasan;3) Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak hunikhususnya di  wilayah pegunungan tengah dan kawasanperbatasan.

2. Pengembangan Ekonomi LokalPengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerahtertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengankarakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan.Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, aksespermodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas kegiatansebagai berikut:a. Penyusunan rencana induk dan rencana aksipengembangan ekonomi berbasis agroindustriberdasarkan masterplan pengembangan komoditas, sertamenggunakan pendekatan berbasis lima wilayah adat;b. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan
Cold Storage disetiap sentra perikanan;c. Penyediaan bibit tanaman agroindustri dan hewan ternak;d. Penyediaan pengolahan limbah agroindustri perkebunandan peternakan;e. Penegakkan imbal jasa lingkungan bagi masyarakat dikawasan konservasi;f. Pengembangan pusat informasi dan teknologi, sertapengembangan SDM bagi pelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan dan perikanan laut, perhutanan;g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaantenaga pendamping;h. Penurunan biaya distribusi bahan pokok dan melancarkandistribusi kebutuhan bahan pokok;
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i. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)untuk pengembangan produk potensial lokal;j. Pengembangan jaringan irigasi;k. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pascapanen;l. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut diwilayah pesisir;m. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dansosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur,promosi, dan peningkatan peran masyarakat adat,khususnya di Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak,Biak Numfor, dan Kabupaten Merauke;n. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian,museum;o. Pembangunan pasar kecamatan.
3. Penguatan Konektivitas dan SislognasPeningkatan konektivitas di Wilayah Papua difokuskan padapembukaan keterisolasian wilayah Pegunungan Tengah danperbatasan dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:a. Pembuatan sistem konektivitas laut untukmendistribusikan hasil bumi menuju lokasi di luarkawasan Papua;b. Penyusunan masterplan transportasi dengan pemetaanstatus jalan dan sinergi kewenangan pembangunaninfrastruktur transportasi untuk membuka akses seluruhkabupaten dan distrik;c. Pengembangan 15 ruas jalan strategis sepanjang 966 Kmdi Provinsi Papua yang meliputi daerah tertinggal sepertiKabupaten Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang,Yapen, Memberamo Raya, dan Waropen; serta di ProvinsiPapua Barat yang meliputi daerah tertinggal tertinggalseperti Kabupaten Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat,dan non tertinggal seperti Kabupaten Manokwari Selatan;d. Pembangunan jalan yang menghubungkan kampung-kampung dan distrik yang masih terisolir dan kawasanperbatasan;e. Pengembangan bandar udara perintis serta penyediaanpesawat udara perintis di wilayah terisolir danperbatasan;
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f. Pengembangan pelabuhan, dermaga dan modatransportasi sungai, danau, dan laut sebagai penghubungrute regional dan antarpulau;g. Pengembangan terminal dan prasarana penunjangtransportasi darat;h. Pembangunan sentra logistik;i. Pembangunan Pondok Singgah di rute-rute jalan pejalankaki di wilayah Pegunungan Tengah.
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKPenguatan Kemampuan SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi(IPTEK) difokuskan pada afirmasi pendidikan bagi putera puteriasli Papua dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah didalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan denganprioritas kegiatan sebagai berikut:a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerahuntuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;b. Pemantapan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik diPapua dan Papua Barat;c. Peningkatan kualitas aparatur daerah dalam memberikanpelayanan yang memenuhi SPM;d. Peningkatan jumlah dan kapasitas pemerintah daerahdalam monitoring dan evaluasi pencapaian SPM Pelayanandasar publik di daerah tertinggal;e. Afirmasi putera puteri asli Papua dalam pendidikanmenengah, afirmasi pendidikan tinggi, dan sekolahkedinasan;f. Pengembangan kelembagaan bagi peningkatan kapasitasOrang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan aksesterhadap pusat-pusat kegiatan perekonomian;g. Pembangunan pusat penelitian dan pengembangan;h. Pengembangan dan peningkatan sarana pendidikankejuruan dan keterampilan;i. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan;j. Pendirian akademi keperawatan dan kebidanan ataupoliteknik kesehatan;k. Peningkatan kelembagaan pendidikan tinggi bidangpertanian, pariwisata, kelautan, perikanan, dan olahankayu;
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l. Peningkatan kesempatan pemagangan (internship industrimitra) bagi putera puteri asli Papua;m. Penyelenggaran program guru dengan output lulusanKursus Pendidikan Guru (KPG) Diploma 2.
5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya menciptakan iklim yang kondusif untuk pengelolaanhasil bumi dan energi dilakukan melalui prioritas kegiatan sebagaiberikut:a. Penyusunan strategi daerah tentang percepatanpembangunan daerah tertinggal;b. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerahuntuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;c. Pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasionalsesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah Papua yangasimetris;d. Pengaturan dan pengelolaan hak ulayat;e. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah denganpemerintah daerah, antar-SKPD dalam penyelenggaraanprogram pembangunan di daerah;f. Dialog Pembangunan Ekonomi Papua-Jakarta terkaitkebijakan pengakuan dan afirmasi potensi ekonomimasyarakat lokal;g. Pengaturan Khusus penerapan Undang-Undang No. 6Tahun 2014 tentang Desa untuk mengakomodir hak-hakmasyarakat adat di kampung-kampung wilayah Papua;h. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam prosespengembangan usaha di daerah tertinggal;i. Tunjangan khusus penyuluh pertanian.
6. Pembinaan Daerah Tertinggal TerentaskanPembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatankapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatankapasitas SDM.
7. Pengembangan Kawasan PerdesaanMendukung pengembangan kawasan perdesaan sebagai upayapengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam prosespembangunan kedepan, diharapkan adanya pelibatan warga desasebagai pemilik tanah adat dalam perencanaan, penyelenggaran,dan evaluasi pembangunan di daerah tertinggal.
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8. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua BaratPemihakan Regulasi dan Anggaran bagi keberlanjutanpelaksanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papuadan Papua Barat, sesuai dengan kebijakan PercepatanPembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dengan limaprogram utama yaitu:a. Peningkatan ekonomi lokal;b. Peningkatan pelayanan pendidikan;c. Peningkatan pelayanan kesehatan;d. Peningkatan infrastruktur dasar;e. Pemihakan terhadap Masyarakat Asil Papua’Lima program utama tersebut didukung oleh tiga programpenunjang, yaitu:a. Penguatan dan pengendalian pemanfaatan ruang danpengelolaan pertanahan;b. Peningkatan keamanan dan ketertiban; danc. Pengembangan kapasitas kelembagaan.Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Papua terdiri dari 2provinsi dengan total 42  kabupaten/kota, dimana 83,3 persenatau 35 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. IndeksPembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 60,33, beradadibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalamRPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar9,07 persen, melampaui target yang diharapkan pada RPJMN2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerahtertinggal wilayah Papua masih sebesar 32,98 persen, jauh daritarget Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggaldalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen.Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Papua telahditetapkan 35 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agendapercepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun2014 diindikasikan terdapat 2 kabupaten tertinggal yang dapatterentaskan. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlahdaerah tertinggal di wilayah Papua sebanyak 33 kabupaten. Padaakhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 9kabupaten tertinggal dapat terentaskan.
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2.5.3.2 Pengembangan Kawasan PerbatasanArah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di WilayahPapua difokuskan untuk meningkatkan peran kawasan perbatasansebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negaratetangga Papua Nugini di perbatasan darat dan terhadap negaraAustralia di perbatasan laut. Fokus Pengembangan KawasanPerbatasan di Wilayah Papua diarahkan pada pengembangan PusatKegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Papua, yaitu PKSNJayapura, PKSN Tanah Merah, PKSN Merauke, serta serta mempercepatpembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019. Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untukmewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasandalam berhubungan dengan negara tetangga dan menciptakankawasan perbatasan yang berdaulat, yang dilakukan melalui:
1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan,

pemeliharaan, pengamanan kawasan perbatasan Papua.Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan,pengamanan, dan kawasan perbatasan secaraterpadudi WilayahPapua, dilakukan dengan:a. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi,karantina, dan keamanan terpadu (satu atap) di PKSNJayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;b. Perbaikan aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif(ilegal) di kawasan perbatasan, khususnya sepanjangperbatasan darat Papua dengan PNG.c. Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanannegara di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSNMerauke;d. Perkuatan fungsi pengamanan perbatasan wilayah darat(khususnya untuk daerah perbatasan RI-PNG yangmemiliki topografi sulit), sungai, dan laut, baikpenyediaan alutsista maupun non alutsista;e. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Fani,Pulau Fanildo, dan Pulau Bras dengan pendekatankeamanan, ekonomi dan lingkungan;f. Menjalin kerjasama pengamanan dan pertahanankawasan perbatasan negara antara RI-PNG;g. Sosialisasi batas wilayah darat, sungai, dan batas wilayah
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laut RI-PNG kepada masyarakat perbatasan WilayahPapua, serta pelibatan peran serta masyarakat dalammenjaga pertahanan dan keamanan di perbatasan;h. Pengembangan standar operasional prosedur (SOP)pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparaturpengaman perbatasan.
2. Pengembangan Ekonomi Lokal.Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasanperbatasan negara di Wilayah Papua, dilakukan dengan:a. Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanianpangan dan perkebunan untuk kebutuhan lokal danmelayani negara Papua Nugini di PKSN Merauke, PKSNTanah Merah, dan PKSN Jayapura;b. Pengembangan kawasan agropolitan di 3 (tiga) PusatKegiatan Strategis Nasional di PKSN Jayapura, PKSNTanah Merah, dan PKSN Merauke;c. Peningkatan kualitas dan kuantitas supply hasilperikanan dan kelautan melalui pengembangan saranadan prasarana pengolahan untuk mencukupi kebutuhanlokal dan negara tetangga di Kepulauan Ayau, PKSNJayapura, dan PKSN Merauke;d. Pengembangan program transmigrasi di kawasanperbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri diMerauke, Jayapura, dan Tanah Merah;e. Peningkatan nilai potensi pariwisata alam, budaya, dansejarah melalui pengelolaan pariwisata yang optimal(promosi dalam dan lintas negara dan penyediaaninfrastruktur penunjang pariwisata) di Kepulauan Ayau,PKSN Merauke, dan PKSN Tanah Merah;f. Pengembangan pusat perdagangan skala internasionalberbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negaratetangga serta secara bertahap menurunkan jumlahpelintas batas tradisional dititik lintas batas (PapuaNugini) di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSNMerauke;g. Pengembangan balai-balai latihan kerja untukmeningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yangberorientasi pasar ke negara tetangga di kawasanperbatasan Papua dan Papua Barat.
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3. Penguatan Konektivitas dan SislognasPeningkatan konektivitas kawasan perbatasan baik ke pusatpertumbuhan maupun konektivitas dengan negara tetangga PapuaNugini dan Australia, yang dilakukan dengan:a. Pembangunan ruas jalan strategis Waropko-Oksibil diKabupaten Pegunungan Bintang;b. Peningkatan konektivitas dengan membangun sistemjaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri)dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusatkegiatan ekonomi;c. Peningkatan intensitas dan pelayanan keperintisan yangmenghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasannegara, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk diWilayah Papua, khususnya di Kepulauan Ayau dan Supiori,serta konektivitasnya dengan sistem transportasi lautnasional dan internasional;d. Pengembangan dermaga keperintisan pada pulau-pulaukecil terluar berpenduduk di Kepulauan Ayau dan Supiori;e. Penjaminan ketersedian logistik, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;f. Pengembangan pusat pelayanan transportasi sungai, laut,dan udara internasional di PKSN Jayapura, PKSN Merauke,PKSN Tanah Merah;g. Penyediaan infrastruktur dasar kewilayahan terutamajalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi di KecamatanLokasi Prioritas (Lokpri).
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IptekPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan IlmuPengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kawasan perbatasan negaradi Wilayah Papua, yang dilakukan dengan:a. Pengembangan dan meningkatkan sarana dan prasaranapendidikan kejuruan dan keterampilan berbasissumberdaya lokal (pertanian, perkebunan, perikanantangkap, dan pertambangan) di kawasan perbatasan Papuadan Papua Barat;b. Pengembangan sekolah bertaraf internasional, sertaberasrama di Kawasan Perbatasan Keerom, Boven Digoel,dan Merauke;
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c. Peningkatan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dankesehatan) di kawasan perbatasan negara, khususnya didistrik-distrik terdepan dan terisolir dengan penyediaansarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayahuntuk meningkatkan SDM penduduk yang berkualitas;d. Peningkatan tenaga pendidikan dan kesehatan yanghandal, serta penyedian insentif, serta sarana prasaranapenunjang yang memadai khususnya di Distrik-Distrikterdepan dan terisolir;e. Peningkatan kapasitas aparatur wilayah perbatasanmelalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar danpelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yangmemiliki kemampuan dan merumuskan kebijakanpengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yangdiperlukan oleh masyarakat perbatasan;f. Pengembangan teknologi tepat guna dalam menunjangpengembangan kawasan perbatasan di Wilayah Papua.
5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya mendukung pengembangan kawasan perbatasannegara, harmonisasi regulasi agar afirmasi terhadappengembangan kawasan perbatasan. Beberapa regulasi yangkurang harmonis dalam mendukung afirmasi terhadappengembangan kawasan perbatasan sebagai berikut:a. Akses masyarakat perbatasan yang  tinggal di kawasanlindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang adadi dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunaninfrastruktur yang melalui hutan lindung;b. Regulasi pengelolaan lintas batas;c. Regulasi Perdagangan lintas batas, Perjanjian kerjasamaantara RI-Australia, maupun RI-Papua New guinea dalampengembangan kawasan perbatasan negara;d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas(asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakansumber daya air, pengelolaan jalan non status, danpelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasanperbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasanperbatasan;f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjangpemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalampengelolaan kawasan perbatasan;
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g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memilikiotoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batasnegara;h. Pemberian kewenangan khusus bagi pemerintahankecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentukdesentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khususuntuk akselerasi pembangunan dan efektivitaspeningkatan kualitas pelayanan publik;i. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail TataRuang Kawasan Perbatasan di Papua dan Papua Barat;j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara DanKawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuanbagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerahdalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunankawasan perbatasan negara.Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasanperbatasan dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.4.
TABEL 2.7

DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN
PERBATASAN WILAYAH PAPUA

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Lokasi Prioritas

1 Kab. Merauke Eligobel, Muting, Sota, Ulilin, Naukenjeri
2 Kab. Boven Digoel Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Waraopko
3 Kab. Pegunungan Bintang Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol,Tarub, Murkim, Kiwirok Timur, Mufinop
4 Kab. Keerom Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe
5 Kota Jayapura Muara Tami, Jayapura Utara
6 Kab. Supiori Supiori Barat, Supiori Utara, Kep.Aruri
7 Kab. Raja Ampat Kep. Ayau, Ayau

Sumber : Bappenas, 2014
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2.5.4 Penanggulangan Daerah BencanaWilayah Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan PapuaBarat merupakan pertemuan dari tiga lempeng aktif (Lempeng Pasifik,Lempeng Eurasia, dan Lempeng Filipina) sehingga rawan terhadapbencana gerakan tanah dan gempa bumi. Daratan Provinsi Papuamerupakan daratan yang terbentuk akibat pergerakan aktif antaralempeng pasifik dan Indo-Australia yang menyebabkan banyakterdapat patahan aktif dan gunung-gunung, Di bagian utara wilayahProvinsi Papua Barat terdapat patahan yang paling aktif di Indonesia,yaitu patahan Sorong sehingga di wilayah Provinsi Papua Barat seringmengalami gempa bumi.Jenis ancaman bencana yang dominan di pulau Papua adalahbanjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami.  Indeks Risiko Bencana yangtinggi di Wilayah Papua dapat disebabkan tingkat ancaman (hazard)yang tinggi, tingkat kerentanan sedang bila dinilai dari potensipenduduk terpapar dan potensi kerugian fisik (exposures) dan tingkatkapasitas rendah di bidang kelembagaan, peringatan dini, mitigasi dankesiapsiagaan menghadapi bencana. Berdasarkan DIBI yang merekamkejadian bencana 1815-2014, berbagai kejadian bencana di PulauPapua telah mengakibatkan 1.965 orang meninggal dunia, 4.584 orangluka-luka, 6.371 orang hilang, 100.189 orang mengungsi dan 10.522rumah yang hancur/rusak.Dalam mendukung pengembangan wilayah Papua, maka arahkebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Papua diarahkan untukmengurangi indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhanyang memiliki indeks risiko tinggi bencana dan meningkatkanketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangkapembangunan berkelanjutan, melalui:a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalamperencanaan pembangunan daerah.b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencanamelalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 untuk kotasasaran dengan memperhatikan indikator risiko iklim.c. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunandan review rencana tata ruan provinsi/kabupaten/kota.d. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
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daerah dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan RisikoBencana (RAD PRB).e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulanganbencana di pusat dan daerah.f. Penyusunan rencana kontinjensi bencana alam banjir,longsor, gempa bumi, dan tsunami sebagai panduankesiapsiagaan dan operasi penanganan darurat bencana.2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:a. Penguatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risikobencana di Kota Sorong, Jayapura, Manokwari, KabupatenNabire, Merauke, Sarmi dan Raja Ampat.b. Perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksiwilayah pasca bencana alam di Wasior Kabupaten TelukWondama, Kabupaten Yapen Waropen dan pasca bencanaalam lainnya.c. Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yangberada di lokasi rawan bencana.d. Mendorong dan menumbuhkan kearifan lokal masyarakatPapua untuk pengurangan risiko bencana.3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui:a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparaturpenanggulangan bencana daerah.b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami,longsor, banjir di Sorong, Manokwari, Nabire dan Sarmiserta memastikan berfungsinya sistem peringatan dinidengan baik.c. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan(shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi danrambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yangdifokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana.d. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kota Sorong,Jayapura, Manokwari, Kabupaten Nabire, Merauke, Sarmidan Raja Ampat guna mewujudkan Gerakan Desa Hebat.e. Pembangunan pusat logistik kebencanaan di Wilayah Papua,yang dapat menjangkau wilayah terpencil.f. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 43

risiko bencana di daerah.g. Melaksanakan simulasi tanggap darurat secara berkalauntuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana diSorong, Manokwari, Nabire dan Sarmi
2.5.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Papua

A. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Papua1. Kebijakan untuk mewujudkan struktur ruang Pulau Papua denganmenggunakan prinsip pusat pengembangan wilayah berbasisKampung Masyarakat Adat, meliputi:a. Pengintegrasian kawasan kampung masyarakat adat dalampengembangan Wilayah Papua;b. Pengembangan pusat klaster;c. Pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan saranamitigasi dan adaptasi bencana untuk mengatasi indekskerawanan dan risiko bencana yang tinggi (Tabel 2.10); dand. Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkanketerkaitan antarkawasan perkotaan nasional2. Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung palingsedikit 70 persen dari luas Pulau Papua dan kelestariankeanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari SegitigaTerumbu Karang (Coral Triangle) meliputi:a. Pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasikawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;b. Pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuaidengan ekosistemnya; danc. Pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yangmemiliki nilai ekologis tinggi.3. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomiberbasis pertanian serta perikanan yang berdaya saing denganprinsip berkelanjutan meliputi:a. Pengembangan kawasan Merauke sebagai pusat pertaniantanaman pangan, perkebunan, dan peternakan berbasisbisnis; danb. Pengembangan kawasan minapolitan.4. Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai berandadepan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasandengan Negara Papua Nugini, Negara Palau, dan Negara Australiameliputi:
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a. Percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan denganpendekatan Pertahanan dan keamanan negara,kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkunganhidup; danb. Pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia.5. Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) diPulau Papua meliputi:a. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dankeamanan negara di Kawasan Perbatasan Papua;b. Pengembangan dan peningkatakan fungsi Kapet Biak dalampengembangan perekonomian nasional yang produktif,efisien dan mampu berdaya saing dalam perekonomianinternasional; danc. Pemanfaatan sumberdaya alam di Kawasan Timika secaraoptimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Papua

I. Struktur Ruang Wilayah1. Strategi untuk pengintegrasian kawasan KampungMasyarakat Adat dengan mengintegrasikan kawasanKampung Masyarakat Adat dalam pengembangan sentraproduksi, kawasan perkotaan nasional, serta prasarana dansarana wilayah. Struktur perkotaan nasional yang akandikembangkan pada periode 2015-2019 dapat dilihat padaTabel 2.8.2. Strategi untuk pengembangan pusat klaster, meliputi:a. Mengembangkan kawasan perkotaan nasionalsebagai pusat klaster; danb. Mendorong pengembangan kawasan perkotaannasional sebagai pusat industri komoditas unggulan.3. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untukmeningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaannasional, meliputi:a. Mengembangkan dan memantapkan jaringanprasarana dan sarana transportasi sesuai dengankondisi dan karakteristik kawasan;b. Mengembangkan jaringan transportasi antarmodauntuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;
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c. Mengembangkan dan meningkatkan jaringantransportasi sungai, danau, dan penyeberanganserta bandar udara untuk melayani angkutankeperintisan; dand. Mengembangkan jaringan jalan serta jaringantransportasi sungai, danau, dan penyeberanganyang membuka akses kampung masyarakat adat.Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.8.
TABEL 2.8

PRIORITAS LOKASI PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN PULAU
PAPUA PERIODE 2015-2019

Provinsi
Pusat Kegiatan dalam RTRWN

PKN PKW PKSN
Papua
Barat

Sorong (I/C/1) Fak-Fak (I/C/1)Manokwari(I/C/1)Ayamaru(II/C/1)
Papua Timika (I/C/1) Biak (I/C/1) Jayapura (I/A/1)Jayapura (I/C/1) Nabire (II/C/1) Tanah Merah(I/A/1)Muting (II/C/2) Merauke (I/A/1)Bade (II/C/2)Merauke (I/C/1)Sarmi (II/C/2)Arso (I/C/1)Wamena(II/C/1)

Sumber : Diolah, Bappenas 2014

II. Pengembangan Kawasan Lindung1. Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung danrehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi,meliputi:a. Mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologiskawasan suaka alam dan pelestarian alam denganmemperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;dan
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b. Mengembangkan nilai ekonomi dan jasa lingkungan padakawasan suaka alam dan pelestarian alam.2. Strategi pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuaidengan ekosistemnya, dilakukan dengan:3. Strategi pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yangmemiliki nilai ekologis tinggi adalah dengan mengendalikankegiatan budidaya di laut yang mengancam keanekaragamanhayati laut.a. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologiskawasan hutan lindung dengan memperhatikankeberadaan Kampung Masyarakat Adat;b. Mempertahankan, merehabilitasi, dan meningkatkanfungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkankesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; danc. Mengendalikan alih fungsi kawasan peruntukan hutanuntuk kegiatan budi daya nonhutan.4. Strategi pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yangmemiliki nilai ekologis tinggi adalah dengan mengendalikankegiatan budidaya di laut yang mengancam keanekaragamanhayati laut.
III. Pengembangan Kawasan Budidaya1. Strategi untuk pengembangan kawasan Merauke sebagai pusatpertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakanberbasis bisnis, meliputi:a. Mengembangkan pusat penelitian dan pengembanganproduksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunandan peternakan;b. Mengembangkan prasarana sumberdaya air untukmeningkatkan luasan kawasan pertanian tanamanpangan.2. Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan, meliputimengembangkan kawasan peruntukan perikanan yangdilengkapi dengan prasarana dan sarana yang didukungteknologi tepat guna dan memperhatikan kesejahteraanmasyarakat.3. Strategi perwujudan pusat pertumbuhan ekonomi berbasispertanian serta perikanan yang berdaya saing dengan prinsipberkelanjutan, dilakukan dengan:a. Mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan,perkebunan, dan peternakan yang didukung industri
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pengolahan ramah lingkungan;b. Mengembangkan prasarana sumber daya air untukmeningkatkan luasan kawasan pertanian tanamanpangan;c. Mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasiskomoditas perikanan;d. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yangdilengkapi prasarana dan sarana dengan memperhatikankesejahteraan Kampung Masyarakat Adat.4. Strategi percepatan pengembangan Kawasan Perbatasandengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara,kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup,meliputi:a. Mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusatpengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional,simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaranke negara yang berbatasan;b. Mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanannegara sebagai perwujudan kedaulatan negara.5. Strategi untuk pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) PPKTsebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia denganmengembangkan prasarana dan sarana transportasipenyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT.
IV. Pengembangan Kawasan Strategis NasionalDalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional(KSN) dikembangkan 3 (tiga) KSN yang mendukungpengembangan wilayah di Pulau Papua. Strategipengembangan KSN di Pulau Papua dapat dilihat pada Tabel2.9
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TABEL 2.9
STRATEGI PENGEMBANGAN KSN DI PULAU PAPUA

No KSN Tipe Strategi K/L

1 KawasanPerbatasanPapua Sudut KepentinganPertahanan danKeamanan Pengelolaan kawasanlindung denganmemberdayakanmasyarakat adat diKawasan PerbatasanPapua
KementerianAgraria danTata RuangBNPPKementerianPertahanan

2 KawasanTimika KepentinganPendayagunaanSumberdaya Alam Pengembangan danpeningkatan fungsikawasanpertambangan yangproduktif dan berdayasaing internasional diKawasan Timika

KementerianAgraria danTata RuangKementerianESDM
3 Kapet Biak KepentinganEkonomi Pengembangankomoditas unggulanyaitu jeruk manis,kakao, kelapa, kopi,rumput laut, buahmerah, udang,teripang dan obyekpariwisata, sertamengembangkanproduk-produkturunannya di KapetBiak.

KementerianAgraria danTata RuangKementerianKoordinatorPerekonomianBappenas

Penguatan sistempusat pelayanankegiatan ekonomi dansistem jaringanprasarana pendukungdi Kapet Biak
Sumber : Diolah, Bappenas 2014
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TABEL 2.10
PROFIL KERAWANAN DAN RISIKO BENCANA PADA PUSAT

PERTUMBUHAN DI WILAYAH PAPUA

Lokasi
Index Kerawanan

(IRBI 2011)
Index Multi Risiko

(IRBI 2013)KAPET Biak Kab. Biak Numfor Tinggi untukbanjir, longsor, tsunamiKab. Kep. Yapen tinggi untuklongsor, gempabumiKab. Mimika tinggi untuk banjir,longsor, gempabumiKab. Nabire tinggi untuk banjir,longsor, gempabumiKab. Supiori tinggi untuk longsorKab. Teluk Wondama tinggi untuklongsor dan tsunamiKab. Teluk Bintuni tinggi untukbanjir, gempabumiKab. Waropen tinggi untuk banjir,longsor

Kab. Biak NumforsedangKab. Kep YapensedangKab. Mimika sedangKab. Nabire tinggiKab. Supiori sedangKab. TelukWondama tinggiKab. Teluk BintunitinggiKab. Waropensedang
KI Bongrang Kab. Jayapura tinggi untuk banjr,longsor Kab. Jayapura TinggiKI Tembaga Timika Kab. Mimika tinggi untuk banjir,longsor, gempa bumi Kab. Mimika sedangKPE Wamena Kab. Jayawijaya tinggi untukgempabumi Kab. JayawijayasedangMIFEE Merauke Kab. Merauke sedang untuk longsor TinggiMisool dan sekitarnya(Perkotaan Samate,Kawasan MinapolitanPerikanan, KawasanPariwisata)

Kab. Raja Ampat tinggi untukancaman banjir, gempa bumi Tinggi

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) PapuaSorong Tinggi untuk ancaman:gempa bumi,tsunami, banjir TinggiTimika – Kab. Mimika Tinggi untuk ancaman:gempa bumi,banjir SedangJayapura Tinggi untuk ancaman: banjir,longsor Tinggi
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) PapuaManokwari Tinggi untuk ancaman: gempa bumi,tanah longsor, tsunami, banjir TinggiFak-fak Tinggi untuk ancaman tanah Sedang
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Lokasi Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Index Multi Risiko
(IRBI 2013)longsor, banjirBiak – Kab. Biak Numfor Tinggi untuk ancaman: banjir,longsor, tsunami SedangNabire Tinggi untuk ancaman: gempa bumi TinggiBade – Kab. Mappi Tinggi untuk ancaman: banjir SedangMerauke Sedang untuk ancaman: longsor TinggiSarmi Tinggi untuk ancaman: gempa bumi,longsor, tsunami, banjir TinggiArso – Kab. Keerom Tinggi untuk ancaman: banjir,longsor SedangWamena – Kab. Jayawijaya Tinggi untuk ancaman: banjir,longsor Sedang

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) PapuaTanah Merah – Kab. BovenDigoel Tinggi untuk ancaman:banjir SedangMerauke Sedang  untuk ancaman: longsor TinggiArso - Kab. Keerom Tinggi untuk ancaman: banjir,longsor Sedang
Sumber : Diolah, Bappenas 2014

2.5.6 Tata Kelola Pemerintah dan Otonomi DaerahArah kebijakan pengembangan Wilayah Papua yaknipeningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong pelestarianpembangunan berbasis masyarakat adat dan lingkungan, denganstrategi :1. Penguatan peran gubernur  melalui  sebagai wakil PemerintahPusat;2. Penguatan regulasi sinergi perencanaan dan penganggaran;3. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiappemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemenkinerja;4. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaanpelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha;5. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensisesuai arah dan prioritas pembangunan daerah;6. Peningkatan proporsi belanja modal;
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7. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transferyang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;8. Penataan mekanisme dalam proses monitoring dana transferOtsus melalui pelibatan aktif masyarakat;9. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan danpengelolaan keuangan Daerah;10. Perbaikan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus
2.6 Kaidah Pelaksana Pengembangan Wilayah Papua

2.6.1 Prioritas Program Pembangunan

2.6.1.1 Provinsi Papua

TABEL 2.11
KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA

MENENGAH NASIONAL PROVINSI PAPUA

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

Perhubungan Udara1. Pengembangan Bandara Sentani2. Perpanjangan Bandara Mopah Merauke3. Pembangunan Bandara Taria4. Pembangunan Bandara Kenyam5. Pembangunan Bandara Aboy6. Pembangunan Bandara Koroway Batu
Perhubungan Laut

1. Pengembangan Pelabuhan Jayapura

2. Pengembangan Pelabuhan Pomako

3. Pengembangan Pelabuhan Serui

4. Pembangunan Pelabuhan Bade
5. Pembangunan Dermaga Terminal Penumpang dan Peti Kemas Pelabuhan

Depapre
6. Pengembangan Pelabuhan Nabire

7. Pengembangan Pelabuhan Agats

8. Pengembangan Pelabuhan Amamapare

9. Pengembangan Pelabuhan Sarmi

10. Pengembangan Pelabuhan Waren

11. Penanganan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Timika
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

12. Pembangunan terminal agribisnis, pergudangan, dan pelabuhan ekspor di
Serapuh & Wogikel

13. Pengembangan Pelabuhan Merauke

Jalan
1. Pembangunan Jalan Buraka - Poletom
2. Pembangunan Jalan Dekai - Oksibil

3. Pembangunan Jalan Depapre - Bongkrang

4. Pembangunan Jalan Enarotali - Tiom (240km)

5. Pembangunan Jalan Habema - Kenyam

6. Pembangunan Jalan Habema – Yaguru

7. Pembangunan Jalan Jayapura - Sarmi

8. Pembangunan Jalan Jayapura – Wamena - Mulia

9. Pembangunan Jalan Kumbe - Okaba - Nakias

10. Pembangunan Jalan Merauke - Jagebob - Erambu

11. Pembangunan Jalan Merauke – Muting - Waropko

12. Pembangunan Jalan Merauke - Okaba - Buraka - Wanam - Bian - Wogikel

13. Pembangunan Jalan Ring Road Kota Jayapura

14. Pembangunan Jalan Tanah Miring-Jagebob-SP13

15. Pembangunan Jalan Timika – Enarotali

16. Pembangunan Jalan Timika – Potowaiburu – Wagete - Nabire

17. Pembangunan Jalan Timika-Urumuka

18. Pembangunan Jembatan Erambu-Torai

19. Pembangunan Jembatan Holtekamp

20. Pembangunan Jalan Oksibil - Waropko

Ketenagalistrikan

1. PLTM Walesi 6, 7   2x0,6   MW

2. PLTA Orya/Genyem (On Going)   20 MW

3. PLTU Jayapura (FTP1) - Holtekamp   2x10   MW

4. PLTM Sinagma 4, 5   2x0,2   MW

5. PLTM Kalibumi I   2,6   MW

6. PLTGB Timika   8 MW

7. PLTGB Kurik/Merauke   3x5   MW

8. PLTU Jayapura - Holtekamp 2   2x15   MW

9. PLTM Orya 2   10 MW

10. PLTM Kalibumi II   2x2,5   MW
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

11. PLTM Sanoba    0,3   MW

12. PLTM Mariarotu I   2x0,65   MW

13. PLTM Mariarotu II   2x0,65   MW

14. PLTU Timika   4x7   MW

15. PLTA Baliem   10 MW

16. PLTM Kalibumi III Cascade   2x2,5   MW

17. PLTA Baliem    2x20   MW

18. PLTGB Biak 1   2x6   MW

19. PLTM Tatui   2x2   MW

20. PLTMG Timika Peaker (gas)   5 MW

21. PLTM Amai   1,4   MW

22. PLTU Jayapura 2   2x15   MW

23. PLTMG Nabire (CNG/LNG)   2x5   MW

24. PLTM Walesi Blok II   6x1   MW

25. PLTU Biak (FTP2)   2x7   MW

26. PLTU Merauke (FTP2)   2x7   MW

27. PLTU Nabire (FTP2)   2x7   MW

28. PLTU Jayapura (FTP2)   2x15   MW

29. PLTU Merauke 2   2x7   MW

Sumber Daya Air

1. Pembangunan Embung di Kab. Mimika (Tersebar)
2. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Makbalin Distrik Mayamuk

Makbalin
3. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Majaran 1 Distrik Mayamuk

Majaran
4. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Majaran 2 Distrk Mayamuk Majaran

5. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Sisipan I. Distrik Salawati

6. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Sisipan II. Distrik Salawati

7. Rehabilitasi Embung Majener I. Distrik Moisigin

8. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Matawolot II . Distrik Salawati

9. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Klamalu II . Distrik Aimas Klamalu

10. Pembangunan Jaringan Air Baku Warsamson (SPAM Regional) Kab. Sorong

11. Pembangunan Bendung dan Jaringan Air Baku di Kab. Raja Ampat
12. Pembangunan Bendung dan Jaringan Air Baku Ransiki di Kab. Manokwari

Selatan
13. Pembangunan Intake dan Jaringan Air Baku di Kab. Sorong Selatan

(tersebar)
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14. Pembangunan Bendung Wanggar (2300 Ha) Nabire

15. Pengendalian Banjir Kabupaten Keerom Keerom

16. Pengendalian Banjir Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi Sarmi

17. Pengendalian Banjir Kota Sarmi Kabupaten Sarmi Sarmi

18. Pengendalian Banjir S. Titiwuk Kabupaten Sarmi Sarmi

19. Pengendalian Banjir Sungai Yahim Kabupaten Jayapura Jayapura

20. Pengendalian Banjir Sungai Dobokurung Kabupaten Jayapura Jayapura

21. Pengendalian Banjir Distrik Lereh Kabupaten Jayapura Jayapura

22. Pengendalian Banjir Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura Jayapura

23. Pengendalian Banjir Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Nabire

24. Pengendalian Banjir Sungai Nabire Kabupaten Nabire Nabire

25. Pengendalian Banjir Sungai Musairo Kabupaten Nabire Nabire

26. Pengendalian Banjir Sungai Maryadei Kabupaten Yapen Yapen

27. Pengendalian Banjir Sungai Mantembu Kabupaten Yapen Yapen

28. Pengendalian Banjir Sungai Newi Kabupaten Yapen Yapen

29. Pengendalian Banjir Sungai Woru Kabupaten Yapen Yapen

30. Pengendalian Banjir Sungai Uwe Kabupaten Jayawijaya Jayawijaya

31. Pengendalian Banjir Sungai Elokorak Kabupaten Jayawijaya Jayawijaya

32. Pengendalian Banjir Sungai Digoel Kabupaten Boven Digoel Boven Digul
33. Pembangunan Pengaman Pantai Anggaduber Kab. Biak Numfor Biak

Numfor
34. Pembangunan Pengaman Pantai Maff Kabupaten Nabire Nabire

35. Pembangunan Pengaman Pantai Sarmi Kabupaten Sarmi Nabire

36. Pembangunan Pengaman Pantai Animi Kab. Biak Numfor Biak Numfor

37. Pembangunan Pengaman Pantai Wadibu Kab. Biak Numfor Biak Numfor

38. Pembangunan Pengaman Pantai Soba Kab. Biak Numfor Biak Numfor

39. Pembangunan Pengaman Pantai Anggopi Kab. Biak Numfor Biak Numfor

40. Pembangunan Pengaman Pantai Skouw Sae Kota Jayapura Jayapura

41. Pembangunan Pengaman Pantai Warbefondi Kab. Supiori Supiori

42. Pembangunan Pengaman Pantai Maryadori Kab. Supiori Supiori

43. Pembangunan Pengaman Pantai Warpen Kab. Waropen Waropen

44. Pembangunan Pengaman Pantai Biak Kab. Biak Numfor Biak Numfor

45. Pembangunan Pengaman Pantai Skow Kota Jayapura Jayapura

46. Pembangunan Pengaman Pantai Holtekamp Kota Jayapura Jayapura

47. Pembangunan Pengaman Pantai Lampu Satu Kabupaten Merauke
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(Lanjutan) Merauke

48. Pembangunan KTA/PAH/Bendali di Kabupaten Merauke Merauke

49. Pembangunan Embung di Kabupaten Merauke Merauke

50. Pembangunan Embung di Kabupaten Timika Merauke

51. Pembangunan Embung di Kabupaten Sarmi Merauke

52. Pembangunan Embung di Kabupaten Tolikara Tolikara

53. Pembangunan Embung di Kabupaten Boven Digul Boven Digoel

54. Pembangunan Embung di Kabupaten Lanny Jaya Lanny Jaya

55. Pembangunan Long Storage di Kabupaten Merauke Merauke

56. Pembangunan sarana tampungan air baku rawa Biru distrik Sota Merauke
57. Pembangunan jaringan dan intake Danau Sentani untuk kota Jayapura dan

Kota Sentani tahap  III (lanjutan) Kota Jayapura
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2.6.1.2 Provinsi Papua Barat

TABEL 2.12
KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH

NASIONAL  PROVINSI PAPUA BARAT

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
Perhubungan Udara1. Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok2. Pengambangan Bandara Rendani
Perhubungan Laut1. Pengembangan Pelabuhan Kaimana2. Pembangunan Pelabuhan Seget3. Pengembangan Pelabuhan Owi4. Pengembangan Pelabuhan Teminabuan5. Pengembangan Pelabuhan Saunek6. Pengembangan Pelabuhan Kokas7. Pembangunan Faspel Laut Arar8. Pengembangan Pelabuhan di Sorong9. Pengembangan  Pelabuhan Fak Fak
Jalan

1. Pembangunan Jalan Bourof-Bofuer-Bomberai

2. Pembangunan Jalan Fakfak -Kokas - Bomberai
3. Pembangunan Jalan Kamiaman-Tanggarum-Sp.Wonama
4. Pembangunan Jalan Mameh-Wendesi-Ambuni-Tandia

5. Pembangunan Jalan Manokwari – Bintuni

6. Pembangunan Jalan Manokwari - Kebar - Sorong

7. Pembangunan Jalan Resei-Tandia-Sanderawoi-Bts Papua

8. Pembangunan Jalan Sorong - Pelabuhan Arar

9. Pembangunan Jalan Sorong-Sausafor-Werman-Mubrani-Manokwari

10. Pembangunan Jalan Tiwara-Moyana-Sp.Wonama-Wonama-Bourof

11. Pembangunan Jalan Wendesi-Idor-Tiwara

12. Pembangunan Jembatan Arar II

13. Pembangunan Jalan Lingkar Raja Ampat

Ketenagalistrikan

1. PLTM Prafi   2,5   MW
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2. PLTM Prafi II   1 MW

3. PLTM Kombemur   2x3,3 MW

4. PLTGB Manokwari   2x3   MW

5. PLTM Waigo   1 MW

6. PLTM Ransiki   6 MW

7. PLTD Fak-Fak (Relokasi PLTD)   2x3   MW

8. PLTA Warsamson   3x15,5   MW

9. PLTU Andai (FTP2)   2x7   MW

10. PLTU Klalin (FTP2)   2x15   MW

Sumber Daya Air1. Lanjutan Pembangunan Bendung  Wariori di Kab. Manokwari2. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Oransbari 3.016 Ha (Jaringan Sekunder) diKab. Manokwari3. Pembangunan Jaringan Irigasi D. I Mariyat 1.500 Ha (Jaringan Primer) diKab. Sorong4. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 750 Ha Wonosobo di Kab. Sorong5. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 750 Ha Kampung Segun di Kab. Sorong6. Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Danau Ayamaru di Kab. Maybrat7. Pengendalian Banjir Sungai Aimasi Kab. Manokwari8. Pengendalian Banjir Sungai Ransiki Kab. Manokwari Selatan9. Pengendalian Banjir Sungai Wariori Kab. Manokwari10. Pengendalian Banjir Sungai Tubhi Kab. Teluk Bintuni11. Pengamanan Pantai Pasir Putih di Kab. Manokwari12. Pengamanan Pantai Wosi dan Rendani di Kab. Manokwari13. Pengamanan Pantai Kaimana di Kab. Kaimana14. Pengamanan Pantai Rado di Kab. Teluk Wondama15. Pengamanan Pantai Miey di Kab. Teluk Wondama16. Pengamanan Pantai Biriosi Wirsi di Kab. Manokwari17. Pengamanan Pantai Maruni Maripi di Kab. Manokwari18. Pengaman Pantai di Kab. Teluk Bintuni (Tersebar)19. Pengaman Pantai di Kab. Nabire (Tersebar)20. Pengaman Pantai di Kab. Mimika (Tersebar)21. Pengamanan Pantai Oransbari di Kab. Manokwari Selatan22. Pengamanan Pantai Ransiki di Kab. Manokwari Selatan23. Pengamanan Pantai Tanjung Kasuari Kota Sorong
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional24. Pengamanan Pantai Pulau Fani Kab. Raja Ampat25. Pengamanan Pantai Makbon Kota Sorong26. Pengamanan Pantai Sausapor Kab. Tambrauw27. Pengamanan Pantai Seget Kab. Sorong28. Pengamanan Pantai Sailolof Kab. Sorong29. Pengamanan Pantai Kotam Kab. FakFak30. Pembangunan Embung di Kab. Raja Ampat (tersebar)31. Pembangunan Embung di Kab. Sorong (Tersebar)32. Pembangunan Embung di Kab. Fak-Fak (Tersebar)33. Pembangunan Embung di Kab. Manokwari (Tersebar)34. Pembangunan Embung di Kab. Teluk Bintuni (Tersebar)35. Pembangunan Embung di Kab. Nabire (Tersebar)36. Pembangunan Embung di Kab. Sorong Selatan (Tersebar)37. Pembangunan Embung di Kab. Kaimana (Tersebar)38. Pembangunan Embung di Kab. FakFak (Tersebar)39. Pembangunan Embung di Kab. Teluk Bintuni (Tersebar)40. Pembangunan Embung di Kab. Nabire (Tersebar)41. Pembangunan Embung di Kab. Dogiyai (Tersebar)
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2.6.2 Kerangka RegulasiPelaksanaan pembangunan Wilayah Papua tidak terlepas dariberbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya:a. Regulasi pengelolaan lintas batas;b. Regulasi Perdagangan lintas batas, Perjanjian kerjasama antaraRI-Australia, maupun RI-Papua New guinea dalampengembangan kawasan perbatasan negara;c. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dryport;d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas(asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakansumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayananpendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;e. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata RuangKawasan Perbatasan di Papua dan Papua Barat.f. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan ikliminvestasi, diantaranya adalah PP. Nomor  147 Tahun 2000Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET;g. Peraturan perundangan terkait pelimpahan kewenangan ijininvestasi pada kawasan-kawasan ekonomi khusus dan kawasanindustri nasional lainnya di Provinsi Papua dan Provinsi PapuaBarat;h. Regulasi untuk mengatur pemanfaatan tanah ulayat;i. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 57/2014 tentangRTR Pulau Papua.
2.6.3 Kerangka KelembagaanPelaksanaan pembangunan Wilayah Papua tidak terlepas dariberbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya:a. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasanperbatasan;b. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah:pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaankawasan perbatasan;c. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritaspenuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;d. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahankecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk
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desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khususuntuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatankualitas pelayanan publik;e. Pelimpahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintahdaerah, dan instansi terkait kepada pengelola kawasanstrategis nasional dan kawasan-kawasan industri lainnya;f. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahansebagai peruntukan investasi di KAPET Biak dan dan MIFEE diMerauke;g. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaanSistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi SecaraElektronik (SPIPISE) di bidang perizinan perindustrian,perdagangan, pertanahan  di KAPET Biak dan MIFEE diMerauke;h. Penyiapan kemampuan pengelolaan investasi pada usulan KEKdi provinsi Papua dan Papua Barat;i. Melakukan deliniasi hak ulayat pada kawasan kawasanstrategis yang dikembangkan sebagai pusat-pusatpertumbuhan ekonomi.j. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi Penataan RuangNasional (BKPRD) Provinsi di Pulau Papua dalammelaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatanruang Pulau.
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BAB III
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU

3.1. Capaian Kinerja Saat Ini
 Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan IItahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi diWilayah Kepulauan Maluku mengalami peningkatan daritahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan Wilayah KepulauanMaluku selama kurun waktu 2009-2013 sebesar 6,4 persenatau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-ratapertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen.Sementara itu, peranan Wilayah Kepulauan Maluku dalampembentukan PDB nasional mengalami peningkatan dari0,25 persen (2009) menjadi 0,28 persen (Triwulan II 2014).
 Pemerintah Provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku telahcukup berhasil dalam menurunkan jumlah pendudukmiskin tahun 2009 sebesar 20,86 persen hingga 2014(Maret) sebesar 14,32 persen akan tetapi masih berada diatas angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen(2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnyadengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT).Pemerintah Provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku jugatelah berhasil menurunkan TPT tetapi berada diatas TPTnasional sebesar 8,99 persen (2009) dan 6,21 persen (Feb,2014), kecuali di Provinsi Maluku Utara.
 Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, makadi Wilayah Kepulauan Maluku dapat dikatakan sudah cukupbaik. Hal ini diindikasikan dengan terus meningkatnyaIndeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahunpada masing-masing provinsi di Wilayah KepulauanMaluku. Namun demikian, pencapaian IPM di ProvinsiMaluku dan Provinsi Maluku Utara masih perluditingkatkan karena masih di bawah IPM nasional sebesar71,76 (2009) dan 73,81 (2013).
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 Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat,seluruh provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku mengalamikenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal inidiindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi diwilayah Kepulauan Maluku lebih tinggi dibandingkan RasioGini Nasional sebesar 0,37 (2009) dan 0,41 (2013).Kedepan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar prosespembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secarainklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapatdinikmati secara merata oleh masyarakat.
3.2. Potensi dan Keunggulan WilayahPerekonomian Wilayah Kepulauan Maluku berpotensipada dua sektor utama, yakni sektor pertanian terutamaperikanan, dan sektor pertambangan terutama nikel dantembaga.
 Potensi perikanan Wilayah Kepulauan Maluku menjadikanIndonesia sebagai salah satu produsen makanan lautterbesar di Asia Tenggara. Kemudian dalam konteks global,berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki,Wilayah Kepulauan Maluku dikenal sebagai produsen skalabesar komoditas perikanan dan pertambangan di Indonesia(terutama Provinsi Maluku Utara). Potensi terbesar darisektor perikanan dan kelautan Wilayah Kepulauan Malukuberasal dari perikanan tangkap. Produksi perikanantangkap dan budidaya tahun 2012 mecapai 688.241 ton danuntuk perikanan budidaya sebesar 600.383 ton. Dalam halproduksi perikanan tuna, Wilayah Kepulauan Malukumenjadikan Indonesia sebagai negara penghasil tunaterbesar, dengan peringkat ketiga dunia.
 Selain potensi perikanan dan kelautan, Wilayah KepulauanMaluku memiliki potensi pertambangan dan energi yangcukup besar, terutama untuk nikel dan tembaga. WilayahKepuluan Maluku merupakan penyumbang terbesarpertambangan nikel di Indonesia dengan cadangan nikelsebesar 39 persen dan tembaga sebesar 92.48 persen daritotal nasional. Nikel dan tembaga merupakan sumber daya
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alam yang cukup potensial di Wilayah Kepulauan Maluku,namun belum memiliki hasil produksi yang bernilai tambahdan berdaya saing tinggi. Hasil ekstraksi produk tambangnikel dan tembaga secara umum dilakukan tanpa melaluiproses pengolahan untuk memberikan nilai tambah bagihasil produksi, sehingga kontribusi sektor-sektor tersebutdalam memajukan perekonomian lokal kurang optimal. Halini merupakan peluang investasi bagi investor untukpengembangan usaha di sektor pertambangan di WilayahKepulauan Maluku.
3.3. Tema Pengembangan Wilayah Kepulauan MalukuBerdasarkan potensi dan keunggulan WilayahKepulauan Maluku, maka tema besar Pembangunan Wilayah
Kepulauan Maluku sebagai "produsen makanan laut dan
lumbung ikan nasional dengan percepatan pembangunan
perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui
pengembangan industri berbasis komoditas perikanan;
serta pengembangan industri pengolahan berbasis nikel,
dan tembaga."

3.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah
Kepulauan MalukuTujuan pengembangan Wilayah Kepulauan Malukutahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasanpembangunan Wilayah Kepulauan Maluku dengan menekankankeunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangankomoditas perikanan tangkap dan budidaya, (b) pengembangansektor pertambangan khususnya komoditas nikel dan tembaga,(c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terusmenerus.Adapun sasaran pengembangan Wilayah KepulauanMaluku pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembanganekonomi Wilayah Kepulauan Maluku, akan dikembangkanpusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomidengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah,
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termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 KawasanEkonomi Khusus (KEK), 4 Kawasan PengembanganEkonomi Terpadu (KAPET).2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjanganantar Wilayah Kepulauan Maluku, maka akan dilakukanpembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak10 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran
outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhanekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,3 persen; (b)menurunnya persentase penduduk miskin di daerahtertinggal menjadi 13,4 persen; dan (c) meningkatnyaIndeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,0.3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasanperkotaan di Maluku, maka akan dilakukan optimalisasiperan 2 kota otonom berukuran sedang sebagai pusatpertumbuhan ekonomi dalam bentuk Pusat KegiatanNasional (PKN) sekaligus sebagai pendukungpengembangan kawasan perbatasan negara.4. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akandilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaranberkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 140 desaatau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 50 desa.5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat3 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat KegiatanWilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagaihalaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, danaman, maka akan dikembangkan 4 Pusat Kegiatan StrategisNasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomikawasan perbatasan negara yang dapat mendorongpengembangan kawasan sekitarnya.7. Sasaran untuk Otonomi Daerah adalah: 1) Meningkatnyaproporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar20% untuk propinsi dan 7% untuk kabupaten/kota; (2)Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi
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sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% padatahun 2019  serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD;(3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opiniwajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 5kabupaten/kota di wilayah Maluku; (4) Meningkatnyakualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerahuntuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 5%; (5)Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklatmanajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangandaerah di seluruh wilayah Maluku sebesar 30 angkatan; (6)Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah,khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;(7) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 85%;(8) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkaitinvestasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSPsebesar 75%; (9) Terlaksananya koordinasi pusat dandaerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakilpemerintah; (10) terlaksananya sistem monitoring danevaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Maluku.8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangiindeks risiko bencana pada 2 PKN (Kota Ambon dan KotaTernate) dan 3 PKW (Kabupaten Seram Bagian Barat,Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten MalukuTengah serta 1 PKSN (Morotai) yang memiliki indeks risikobencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai KAPET, KSNatau PKSN.Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan padaakhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Kepulauan Malukusemakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makinmeningkatnya kontribusi PDRB wilayah Kepulauan Malukuterhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 0.28 persen (2014)menjadi 0.33 persen. Dengan demikian, kondisi tersebutdiharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah Kepulauan Maluku. Secara rinci pertumbuhan ekonomi,tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu2015-2019 diwilayah Kepulauan Maluku dapat dilihat padaTabel 3.1 sampai dengan Tabel 3.3 sebagai berikut.
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Tabel 3.1.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kepulauan

Maluku
Per Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019Maluku 6,9 - 7,0 7,1 - 7,4 8,0 - 8,6 8,1 - 8,7 8,2 - 9,0Maluku Utara 5,9 - 6,0 6,2 - 6,4 6,8 - 7,3 7,2 - 7,8 7,4 - 8,2Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

Tabel 3.2.
Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Kepulauan Maluku

Per Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi Tingkat Kemiskinan (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019Maluku 17,7 - 17,4 16,9 - 16,2 15,1 - 14,2 13,2 - 12,2 10,5 - 9,5Maluku Utara 6,0 - 5,9 5,7 - 5,5 5,1 - 4,8 4,5 - 4,1 3,5 - 3,2Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

Tabel 3.3.
Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Kepulauan Maluku

Per Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi Tingkat Pengangguran (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019Maluku 6,2 - 6,1 6,0 - 5,8 5,8 - 5,4 5,6 - 5,1 5,4 - 4,9Maluku Utara 4,8 - 4,7 4,7 - 4,5 4,5 - 4,2 4,3 - 4,0 4,1 - 3,8Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014
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3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah
Kepulauan Maluku

3.5.1. Pengembangan Kawasan StrategisKebijakan pembangunan kawasan strategis bidangekonomi di Wilayah Kepulauan Maluku diarahkan menjadipusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skalaekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasionalberbasis pengembangan produsen makanan laut dan
lumbung ikan nasional, diarahkan untuk pengembangan
industri berbasis komoditas perikanan serta
pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan
tembaga.Persebaran kawasan strategis berada di beberapaprovinsi, meliputi: (1) Provinsi Maluku terdapat KawasanPengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram; (2) ProvinsiMaluku Utara terdapat satu kawasan strategis, yaitu KawasanEkonomi Khusus (KEK) Morotai di Kabupaten Pulau Morotai;dan (3)Provinsi Maluku sebagai Kawasan Industri pengolahanperikanan dan perkebunan;Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukanmelalui strategi sebagai berikut:
1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor

Ekonomi MalukuPengembangan potensi ekonomi wilayah dimaksudkanuntuk mempercepat pertumbuhan dan memberdayakanmasyarakat berbasis komoditas unggulan lokal.Pengembangan potensi berbasis komoditas unggulan lokalini diupayakan untuk meningkatkan nilai tambah dan dayasaing komoditas unggulan. Adapun strategi untuk dapatmeningkatkan pengembangan potensi ekonomi wilayahyaitu:a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Menyiapkan kawasan pengembangan komoditasperikanan dan pariwisata bernilai tambah tinggi;
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b) Mengembangkan pusat-pusat industri pengolahanproduk perikanan, jasa pariwisata dan logistik berdayasaing internasional;c) Meningkatkan produktivitas hasil olahan perikanan didalam dan sekitar pusat industri.b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET)Dalam rangka mendukung pemerataan pertumbuhandengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokaldan memiliki daya saing tinggi, maka diperlukan strategisebagai berikut:a) Menyiapkan kawasan pengelolaan klaster-klasterkomoditas unggulan kawasan berupa perikanantangkap (ikan pelagis dan ikan demersal) danperkebunan (kelapa, cengkeh, pala, cokelat, dan kopi);b) Meningkatkan produktivitas produk turunan darikelapa, kakao, cengkih, dan pala.
2. Percepatan Penguatan KonektivitasPeningkatan konektivitas antara pusat pertumbuhanekonomi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dengandaerah sekitarnya yaitu daerah tertinggal (Kabupaten SeramBagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, KabupatenMaluku Tengah), kawasan minapolitan (P. Geser, P. Gorom, P.Boano), kawasan agropolitan (Kaloa, Warasiwa), kawasanindustri yang direncanakan di Masohi, serta KEK Morotaisebagai penunjang dalam peningkatan kinerja pembangunanekonomi kawasan dilakukan melalui:a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Pengembangan dan rehabilitasi Bandar Udara Morotai,Bandar Udara di Tual, dan Bandar Udara SultanBabullah di Ternate;b) Pengembangan Pelabuhan Sofifi-Kaiyasa;c) Pembangunan terminal tipe A di Sofifi.b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET)
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a) Pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Ambon,Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Matui-Jailolo,Pelabuhan Labuha/Babang;b) Pembangunan dermaga kapal di Waisamu, PelabuhanPengumpul Dokyar, Pelabuhan Areate, dermaga lautdi Makariki, pelabuhan kontainer di Passo, dermagapenyeberangan Fatkayon, dermaga penyeberanganGane Timur, dermaga penyeberangan Bicoli-MabaSelatan, dermaga penyeberangan Weda, dan dermagaFerry Airmanang;c) Pengembangan Pelabuhan Sofifi-Kaiyasa, PelabuhanSubaim; Pelabuhan Malbufa, Pelabuhan Tikong,Pelabuhan Wayaluar-Obi; Pelabuhan Saketa;Pelabuhan Bosua;d) Pengembangan dan rehabilitasi Bandar UdaraOesman Sadik Labuha, dan Lapangan Terbang Kawa.
3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKa. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola danAdministratur KEK Morotai dan Pengelola KawasanIndustri di Maluku dalam bidang perencanaan,penganggaran, dan pengelolaan kawasan;b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dantenaga terampil untuk meningkatkan kualitas tenagakerja, khususnya di bidang perikanan, perkebunan,perdagangan, dan logistik;c) Penyiapan tenaga kerja berkualitas di sekitar kawasandalam bidang industri pengolahan berteknologi tinggi;d) Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola KEK,pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;e) Pembangunan Science Park berteknologi tinggisebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan.b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET)
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a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola KAPETSeram di bidang perencanaan, penganggaran, danpengelolaan kawasan;b) Memberikan pembinaan kelembagaan yangmendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasidaya saing secara komparatif dan kompetitif;c) Pengembangan sarana prasarana pendidikan danpelatihan untuk meningkatkan kualitas SDMpengelola komoditas unggulan agroindustri,peternakan, perikanan, distribusi dan pemasaran;d) Pembangunan Technology Park bidang pangan danmaritim untuk meningkatkan inovasi teknologi.
4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi

dan Iklim Usahaa. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengankarakteristik wilayah dan kompetitif, antara lainfasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasanPPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yangakan diolah dan digunakan di KEK;b) Membuat regulasi terkait dengan pelimpahankewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkaitkepada administrator kawasan-kawasanpertumbuhan;c) Memberikan pelayanan terpadu satu pintu danpenggunaan Sistem Pelayanan Informasi danPerijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidangperindustrian, perdagangan, pertanahan, penanamanmodal.b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET)a) Harmonisasi peraturan perundangan terkait denganiklim investasi, diantaranya adalah PP Nomor 147Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET;
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b) Membuat regulasi terkait dengan pembagiankewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusatpertumbuhan;c) Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatanlahan sebagai peruntukan investasi.
3.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
3.5.2.1. Pengembangan Kawasan PerkotaanArah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan diWilayah Maluku diprioritaskan pada peningkatan keterkaitandan manfaat antar kota dan desa dengan kota, melaluipenguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) berbasiskepulauan melalui optimalisasi 2 kota sedang yakni Ambon danTernate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi skala Provinsidalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN)Untuk itu, pengembangan kawasan perkotaan di WilayahMaluku juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhanpelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomianberbasis potensi lokal pada bidang perikanan yang didukungbidang perdagangan jasa dan pengangkutan intermoda(pembangunan transhipment point)untuk meningkatkankonektivitas antara kawasan strategis dengan Pusat KegiatanNasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan PusatKegiatan Lokal (PKL), serta pembangunan pusat pelayananadministrasi pelintas batas negara dan antar pulau.Strategi pembangunan perkotaan Wilayah KepulauanMaluku tahun 2015-2019 yaitu:
1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)a. Mengembangkan 2 kota sedang di pulau Maluku, yakniAmbon dan Ternate dengan peran sebagai pusatpertumbuhan ekonomi dalam bentuk Pusat KegiatanNasional (PKN) serta sebagai pendukung pengembangankawasan perbatasan negara;b. Meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan maupunantar pulau melalui pengembangan sistem transportasi
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berbasis udara dan kemaritiman salah satunya denganpeningkatan kapasitas pelabuhan di Ambon2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan
(SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman
dan nyaman pada kawasan metropolitan dan kota
sedang di luar Jawa termasuk kawasan perbatasan,
kepulauan, dan pesisir .a. Peningkatan aksesibilitas antar kota melalui penyediaansarana transportasi umum antarmoda khususnyatransportasi laut dan udara secara terpadu dan optimal;b. Percepatan pemenuhan dan peningkatan pelayanansarana prasarana permukimanc. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana ekonomi,pengembangan jalur pariwisata dan distribusi-koleksikegiatan ekonomi wilayah yang mampu mengakomodasipasar tradisional, sektor informal termasuk kegiatankoperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) sertadapat mendukung kegiatan KAPET dan pengembanganekonomi kawasan perbatasan untuk kota Ambon;d. Peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dansosial budaya melalui pengembangan sarana prasaranadan tenaga terampil di bidang kesehatan, pendidikan,dan sosial; dane. Peningkatan keamanan kota melalui pencegahan,penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitasdan konflik, serta meningkatkan modal sosialmasyarakat kota.



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 123

Ga
m

ba
r 

3.
1.

Pe
ta

 L
ok

as
i P

us
at

-P
us

at
 P

er
tu

m
bu

ha
n 

W
ila

ya
h

K
ep

ul
au

an
M

al
uk

u 
RP

JM
N

 2
01

5-
20

19



124 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan
Adaptif terhadap BencanaKota yang dibangun dengan memanfaatkan secara efektifdan efisien sumber daya air, energi dan ruang kota yangmemperhatikan dan menjamin kesehatan lingkungan kotaserta mensinergikan lingkungan alami dan lingkunganbuatan kota untuk dapat mengembangkan ketahanan kotaterhadap perubahan iklim. Perwujudan kota hijau yangberketahanan iklim dan bencana melalui:a. Perwujudan penyelenggaraan ruang yang efisien danberkeadilan serta ramah lingkungan;b. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk tanggap, siap,dan tahan terhadap terjadinya bencana sehingga mampukembali pada kondisi semula (urban resilience);c. Pembangunan infrastruktur mitigasi terhadap bencanaalam untuk melindungi aset-aset sosial ekonomi;d. Penyelenggaraan tindakan preventif dalam penangananbencana alam berdasarkan siklus bencana, pengawasanterhadap pelaksanaan rencana tata ruang;e. Pengembangan konsep green open space (ruang terbukahijau), green waste (pengelolaan sampah dan limbahmelalui 3R ) dan green water (efisiensi pemanfaatan danpengelolaan air permukaan) untuk pengurangan tingkatpencemaran di darat dan laut.

4. Peningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan
Perkotaana. Penyediaan sistem, peraturan dan prosedur dalambirokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadapkebutuhan masyarakat kota berkelanjutan;b. Peningkatan kapasitas pemimpin kota yang visioner dankapasitas aparatur pemerintah dalam membangun danmengelola kota berkelanjutan, baik melalui kota layakdan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas, melaluipendidikan, pelatihan dan pembinaan secarabersikenambungan;
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c. Penyederhanaan proses perijinan dan berusaha bagipara pelaku ekonomi termasuk pelayanan terpadu satupintu (PTSP);d. Pengembangan kelembagaan dan kerjasamapembangunan antar kota.e. Pengembangan dan penyediaan pusat data informasiperkotaan terpadu yang mudah diakses;f. Peningkatan peran swasta, organisasi masyarakat, danorganisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialogperencanaan dengan pemerintah dan masyarakatperkotaan, maupun dalam pembangunan kotaberkelanjutan, seperti: pembangunan infrastrukturperkotaan maupun masukan terhadap rencana tataruang kota;g. Pengembangan fasilitas penyediaan bantuan teknis danpembiayaan infrastruktur perkotaan.
3.5.2.2. Pengembangan Kawasan PerdesaanArah kebijakan pengembangan kawasan perdesaan diWilayah Kepualuan Maluku adalah meningkatkan kesejahteraanmasyarakat desa dan kualitas hidup manusia sertapenanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhandasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangunpotensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alamdan lingkungan secara berkelanjutan dengan sasaranberkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 140 desa ataumeningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 50 desa. Selainitu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaandan perdesaan melalui integrasi perdesaan mandiri pada 3kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat padaTabel 3.5.Dalam rangka percepatan pembangunan desa di WilayahKepulauan Maluku akan dilakukan:
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1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai
dengan kondisi geografis Desa.a. Membangun sarana dan prasarana dasar perumahankhususnya sarana prasarana air bersih di desa-desa dipulau-pulau terluar;b. Membangun sarana dan prasarana pendidikan,khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah di desatertinggal, berkembang termasuk desa-desa di pulau-pulau terluar;c. Membangun sarana prasarana kesehatan (pos kesehatandesa, pustu, puskesmas keliling) di desa tertinggal,berkembang termasuk desa-desa di pulau-pulau terluar;d. Meningkatkan distribusi tenaga pendidik dan tenagakesehatan di desa tertinggal, berkembang termasukdesa-desa di pulau-pulau terluar;e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dantransportasi, baik darat, air, maupun udara yangmendukung konektifitas antar pulau;f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan listrik danjaringan telekomunikasi.2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha
ekonomi Desaa. Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah,pemerintah daerah dan pemerintah desa dalammemajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan;b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin danrentan melalui penyediaan lapangan usaha, danabergulir, dan jaminan sosial bagi masyarakat desa;c. Revitalisasi dan penguatan peran lembaga lokal dalammemberdayakan masyarakat miskin dan rentan;d. Memberikan jaminan terhadap pasokan energi bagikegiatan ekonomi nelayan dan bantuan permodalankhususnya bagi nelayan di wilayah perbatasan;
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e. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi(benih, pupuk, jaringan irigasi, armada perikanan, alattangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pascapanen, pengolahan, dan pasar desa.3. Peningkatan Pembangunan Sumber  Daya Manusia,
Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat
Desaa. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan,melalui fasilitasi dan pendampingan pengembangankewirausahaan;b. Penguatan lembaga adat dan Desa Adat, pengakuan danperlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai denganperundangan yang berlaku;c. Penguatan peran pemuda dalam membangun desa;d. Penguatan peran perempuan dan kaum marjinal dalamperekonomian dan pendidikan;e. Meningkatkan peran dan kapasitas tenaga kesehatanlokal (dukun beranak), khususnya di desa kepulauan.f. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadappentingnya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakatdi desa tertinggal termasuk desa-desa di pulau-pulauterluar;g. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapikebijakan shareholding pemerintah, desa, dan pihakketiga.h. Peningkatan keberdayaan petani dan nelayan dalammemanfaatkan teknologi (bio-energi, biofloc).

4. Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desaa. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentangDesa;b. Peningkatan kapasitas pemerintah desa, BadanPermusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaanmasyarakat melalui fasilitasi, pelatihan, dan
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pendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan danmonitoring pembangunan desa, (ii) Pengelolaankeuangan desa, (iii) Pelayanan publik, (iv) Penyiapan danpenetapan batas desa (khususnya desa-desaperbatasan); serta (v) peta desa;c. Penguatan pemerintah desa, masyarakat, dankelembagaan masyarakat dalam meningkatkanketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan danpolitik;5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
berkelanjutan, penataan ruang kawasan perdesaan,
serta mewujudkan kemandirian pangana. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa dandistribusi hak atas tanah bagi petani dan nelayan;b. Menata ruang kawasan perdesaan untuk menekan lajualih fungsi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisirsecara berkelanjutan;c. Fasilitasi peningkatan kesadaran dan kemampuanmasyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dankonservasi sumber daya alam dan lingkungan hidupyang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasibencana;d. Revitalisasi dan  penguatan peran lembaga lokal dalamadaptasi terhadap perubahan iklim untuk mendukungpenghidupan berkelanjutan;e. Pengembangan sistem pengelolaan pesisir laut yangberkelanjutan (SASI) yang telah ada sebagai usahamewujudkan kemandirian pangan;f. Rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
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6. Pengembangan Ekonomi Perdesaana. Mewujudkan sentra industri perikanan di kawasanMorotai, dan sentra pertanian tanaman lokal (padi, sagu,jagung, rumput laut).b. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modalusaha, pemasaran dan informasi pasar;c. Mendukung kegiatan perikanan masyarakat denganpenjaminan mutu benih unggul dan penguatan unitpembenihan rakyat;d. Mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desaseperti koperasi, BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikrolainnya;e. Mengembangkan kerjasama antar desa dan antar daerah.
3.5.2.3. Peningkatan Keterkaitan Kota - Desa di Wilayah

Kepulauan MalukuPeningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Malukudiarahkan dengan memperkuat 3 pusat pertumbuhan, yaitukawasan Morotai dan sekitarnya (Prov. Maluku Utara), Mabadan sekitarnya (Prov. Maluku Utara), serta Bula dan sekitarnya(Prov. Maluku). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasantransmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, sertakawasan pariwisata (lihat tabel 3.2). Arah kebijakan danstrategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Malukuadalah sebagai berikut:
1. Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota

Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa, serta antar pulaua. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasiuntuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, danmodal;b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalanLintas Kepulauan Maluku, pelabuhan regional Morotai,Maba, dan Bula, bandar udara yang melayani KawasanDaruba, Maba, dan Bula, serta angkutan penyebranganyang melayani antar gugus kepulauan Maluku;
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c. Menerapkan penggunaan teknologi informasi dankomunikasi untuk memfasilitasi perdagangan daninformasi antar wilayah.d. Mempercepat pemenuhan suplai energi/listrik untukmemenuhi kebutuhan domestik dan industri, denganprioritas pengembangan PLTD Morotai dan PLTD Maba,PLTS, PLT Ombak, dan PLT Angin
2. Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi

Hulu dan Hilir  Desa-Kota melalui pengembangan
klaster khususnya agropolitan, minapolitan,
pariwisata, dan transmigrasia. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasilpertanian di Kawasan Maba dan Bula, serta sentraproduksi dan pengolahan hasil perikanan/ kelautan diKawasan Daruba;b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusatpertumbuhan (lihat tabel 3.5) dan simpul-simpultransportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana danprasarana produksi;c. Mengembangkan daya tarik wisata bahari dan kepulauandi Kawasan Pariwisata Morotai dan sekitarnya melaluipeningkatan promosi dan ketersediaan infrastrukturpenunjang, meliputi perbaikan dermaga dan akses jalurdarat, laut, dan antar pulau menuju obyek wisata,peningkatan kualitas homestay dan rumah makan, sertafasilitas umum wisata bahari;d. Membangun bank pertanian dan perikanan untukmeningkatkan akses terhadap modal usaha di sektorpertanian dan perikanan.e. Mengembangkan Techno Park berbasis pertanian danperikanan/ kelautan rakyat yang mendukung penerapanteknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambahdan daya saing industri pengolahan dan jasa.
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3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang
berorientasi kepada keterkaitan desa-kotaa. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu didaerah;b. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalamperencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antardaerah dalam tata kelola ekonomi lokal;c. Mengembangkan pendidikan kejuruan untukmemperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal disektor pertanian dan perikanan/ kelautan;d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuanmasyarakat mengenai kelestarian laut dan pesisir sertamitigasi bencana, terutama di Kawasan PerdesaanPesisir Daruba, Maba, dan Bula.Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangankawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar3.2 dan Tabel 3.4 serta Tabel 3.5

Tabel 3.4.
Lokasi Prioritas Kota Sedang yang Berfokus pada Upaya

Pemerataan Wilayah Kepulauan Maluku
Kode Lokasi

Prioritas
Fokus Pengembangan

P1 Ternate (PKN) Sebagai pusat kegiatan  Nasional(PKN) untuk mendukung  sektorproduksi wilayah yaitu hortikultura;tanaman tahunan; hasil hutan; danindustri Pengolahan
P2 Ambon (PKN) Sebagai pusat kegiatan nasional(PKN) yang berorientasi padakegiatan industri pengolahanperikanan, sebagai hub untukKawasan Papua dan Maluku, sertamendorong sebagai pusat kegiatanpariwisata kawasan Indonesia Timur.Sumber : Bappenas, 2014
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Tabel 3.5.
Lokasi Prioritas Pusat Pertumbuhan Baru yang Berfokus

pada
Upaya Pemerataan Wilayah Kepulauan Maluku

Kode Lokasi
Kawasan

Kelompok Kawasan Komoditas
UnggulanD1 Daruba dansekitarnya(Kab. PulauMorotai,Prov. MalukuUtara)

 PKSN Daruba
 KawasanMinapolitanPerikanan Tangkap:Morotai
 Kawasan Pariwisata:KSPN Morotai
 KawasanTransmigrasi:Morotai
 KEK (Usulan)Morotai

• PerikananTangkap
• Wisatabahari dankepulauan

D2 Maba dansekitarnya(Kab.HalmaheraTimur, Prov.MalukuUtara)

• Perkotaan Maba
• Kawasan Agropolitan(Padi): Wasile,Wasile Timur, MabaTengah
• KawasanTransmigrasi:Subaim
• Kota OtonomTerdekat : TidoreKepulauan

• Padi
• Jagung
• Sagu

D3 Bula dansekitarnya(Kab. SeramBagianTimur, Prov.Maluku)
• PKW Bula
• KPB Kobisonta
• KawasanTransmigrasi: Bula,
• KAPET Seram.

• Cengkeh
• Palawija
• Kakao

Sumber : Bappenas, 2014
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3.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan
Perbatasan

3.5.3.1. Pengembangan Daerah TertinggalArah kebijakan Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal di Wilayah Kepulauan Maluku difokuskan padaupaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik danpengembangan perekonomian masyarakat yang berbasispengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambanganyang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yangberkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antaradaerah tertinggal dan pusat pertumbuhan. Pembangunandaerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
1. Pemenuhan Pelayanan Publik DasarMendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal denganprioritas kegiatan sebagai berikut:a. Bidang Pendidikan1) Pemerataan distribusi tenaga pendidik diutamakandi bagian utara Kepulauan Maluku;2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diutamakandi bagian utara Kepulauan Maluku;3) Pemberian insentif tenaga pendidik diutamakan dibagian utara Kepulauan Maluku;4) Penyediaan rumah dinas tenaga pendidikdiutamakan di bagian utara Kepulauan Maluku;5) Penyelenggaraan guru kunjung di daerah tertinggaldan perbatasan diutamakan di bagian utaraKepulauan Maluku;6) Pengembangan sekolah kecil, diutamakan di PulauMorotai, Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku BaratDaya, dan Maluku Tenggara Barat;
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7) Penyelenggaraan sekolah satu atap di wilayahkepulauan, diutamakan di Kabupaten MalukuTenggara Barat, Kepulauan Aru, Buru, dan Morotai;8) Pembangunan sekolah berasrama di wilayahkepulauan, diutamakan di Kabupaten MalukuTenggara Barat, Kepulauan Aru, Buru, dan Morotai;9) Pengembangan asrama sekolah diutamakan dibagian utara Kepulauan Maluku;10) Pengembangan pendidikan jarak jauh;11) Penyediaan bus sekolah di daerah tertinggal;12) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompokbelajar paket A,B,C);13) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggiuntuk daerah tertinggal.b. Bidang Kesehatan1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan diutamakandi kepulauan Aru dan Halmahera Tengah, MalukuBarat Daya dan Maluku Tenggara Barat;2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatandiutamakan di kepulauan Aru dan HalmaheraTengah, Maluku Barat Daya dan Maluku TenggaraBarat;3) Pemberian insentif tenaga kesehatan diutamakan dikepulauan Aru dan Halmahera Tengah, MalukuBarat Daya dan Maluku Tenggara Barat;4) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatandiutamakan di Kepulauan Aru dan HalmaheraTengah;5) Pengadaan sarana kesehatan keliling di daerahtertinggal dan perbatasan;6) Pengadaan puskesmas terapung di wilayahKepulauan Maluku;
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7) Pengadaan rumah sakit terapung di wilayahKepulauan Maluku;8) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Pratama di daerah tertinggal dan perbatasandiutamakan di Kepulauan Aru dan HalmaheraTengah;9) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan didaerah tertinggal dan perbatasan;10) Pengembangan telemedis di daerah tertinggal.c. Bidang Energi1) Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU diutamakanKabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten MalukuBarat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat danKepulauan Aru;2) Pengembangan energi biogas ramah lingkungan;3) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian30-60 kWh;4) Penyediaan bahan bakar minyak di wilayahterpencil.d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi1) Pengembangan radio komunitas dan radiokomunikasi khususnya di desa-desa yang tersebar diWilayah Kepulauan Maluku;2) Pembangunan menara penguat sinyal khususnya diKabupaten Aru dan Halmahera Tengah;3) Pengembangan jaringan internet;4) Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI,khususnya di Kabupaten Aru, Halmahera Tengah,Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat.e. Bidang Permukiman dan Perumahan1) Pembangunan perumahan layak huni di kawasanWilayah Kepulauan Maluku;
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2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruhkampung terutama di kawasan kepulauan Maluku;3) Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak hunikhususnya di kawasan perhutanan, perairan, danpesisir.
2. Pengembangan Ekonomi LokalPengembangan kinerja perekonomian masyarakat didaerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambahsesuai dengan karakteristik, posisi strategis, danketerkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspekinfrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan,inovasi, dan pemasaran dengan prioritas kegiatan sebagaiberikut:a. Menyusun rencana induk dan rencana aksipengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri,perkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut;b. Pengembangan kawasan pusat industri perikanan laut diwilayah Ambon dan Tual;c. Pengembangan kawasan industri di wilayah SeramUtara, Maluku Tenggara, dan Buru;d. Pengembangan ekonomi daerah dan ekonomimasyarakat berbasis perikanan laut, dan pengolahanhasil-hasil laut mulai dari aspek perencanaan,pelaksanaan, dan pengendalian;e. Fasilitasi bantuan peralatan penangkapan ikan dengansistem informasi lokasi;f. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan

Cold Storage disetiap sentra perikanan;g. Pengembangan sentra produksi dan pusat pemasaranrumput laut dan perikanan di Maluku Utara dan Maluku;h. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut diwilayah pesisir;i. Pengembangan jaringan irigasi;j. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pascapanen;
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k. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dansosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur,sarana, promosi, serta peningkatan peran sertamasyarakat adat, khususnya di Pulau Morotai,Halmehara, Buru , Banda, Maluku Barat Daya dan MalukuTenggara Barat;l. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian,museum;m. Pengembangan koperasi simpan pinjam;n. Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani,nelayan, dan peternak;o. Pembangunan pasar kecamatan.
3. Penguatan Konektivitas dan SislognasPeningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusatpertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaansarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerjapembangunan ekonomi daerah dengan prioritas programsebagai berikut:a. Pengembangan 12 pelabuhan perikanan di Maluku,yakni: (i) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN):Tantui/Ambon dan Dumar/Tual, (ii) PelabuhanPenurunan Ikan (PPI): Eri/ Ambon, Taar/Tual, Amahai,Kayeli/Buru, Ukurlarang/Maluku Tenggara Barat,Klishatu/Wetar, Kalar-kalar/Aru, (iii) PelabuhanPerikanan Pantai (PPP): Dobo, Tamher Timur/ SeramBagian Timur, Piru/Seram Bagian Barat); (iv) PelabuhanPerikanan di Maluku Utara (Pulau Morotai) dan Sofifi;b. Peningkatan kapasitas sarana pelabuhan khususnyauntuk mendukung pengembangan sektor agroindustriperkebunan;c. Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang danferry;d. Pengadaan unit armada ferry baru di wilayah Maluku;
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e. Pengembangan pelabuhan/dermaga dan saranatransportasi laut untuk menghubungkan kawasankepulauan;f. Pembangunan Dermaga Ferry untuk mendukung jaluroperasional Trans Maluku di Kabupaten Seram BagianBarat dan Maluku Tengah;g. Pengembangan kapal perikanan tangkap 30 GT dikawasan perbatasan bagian utara dan barat dayawilayah Maluku;h. Pengembangan Bandar Udara Amahai di KabupatenMaluku Tengah;i. Pembangunan jalan dan jembatan Trans Maluku yangmeliputi Kabupaten Seram Bagian Barat dan SeramBagian Timur Seram Bagian Timur, Kepulauan Kei,Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, danKepulauan Aru;j. Peningkatan Jalan Dawang-Waru-Airnanang diKabupaten Seram Bagian Timur; Jalan Lintas Seram-Saleman di Kabupaten Maluku Tengah; dan Jalan Piru -Loki dan Taniwel – Saleman di Kabupaten Seram BagianBarat.
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IptekPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dankapasitas kelembagaan pemangku kepentinganpembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerahyang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan pangan,perikanan, energi, dan pertambangan. Strategi ini meliputiaspek peraturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusandokumen kebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi (IPTEK) dengan prioritas kegiatan sebagaiberikut:a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya padapemenuhan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan,listrik, informasi, dan telekomunikasi di daerahtertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, danpengendalian;
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b. Pengembangan dan peningkatan sarana pendidikankejuruan dan politeknik kelautan di bagian utara, tengah,dan tenggara wilayah Maluku; danc. Pengembangan pusat informasi pemasaran sertateknologi, pendidikan, pelatihan untuk menunjangpengembangan SDM pelaku usaha khususnya sub-sektorperkebunan dan perikanan laut.d. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja danKewirausahaan;e. Pengembangan keterampilan pengolahan pangan danperikanan.
5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerahtertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkritdilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasiuntuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melaluipelaksanaan prioritas program sebagai berikut:a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerahuntuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;b. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah denganpemerintah daerah dan antar-SKPD dalampenyelenggaraan program pembangunan di daerah;c. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam prosespengembangan usaha di daerah tertinggal;d. Tunjangan khusus bagi pegawai pelayanan dasar publikdi daerah tertinggal (bidan, dokter, guru, penyuluhpertanian).
6. Pembinaan Daerah Tertinggal TerentaskanPembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melaluipenguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerahdan peningkatan kapasitas SDM.
7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi
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Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dantransmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjanganantarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan,diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusatpertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatanpembangunan daerah tertinggal dan pengembangankawasan perdesaan.Pada periode RPJMN 2010-2014 Wilayah KepulauanMaluku terdiri dari 2 provinsi dengan total 21 kabupaten/kota,dimana 61,90 persen atau 13 kabupaten masuk dalam kategoridaerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diwilayah ini sebesar 69,77 berada dibawah target IPM rata-ratanasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,86 persen, jauh daritarget yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal WilayahKepulauan Maluku masih sebesar 18,65 persen, jauh dari targetAngka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalamRPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen.Dalam periode RPJMN 2010-2014 di Wilayah KepulauanMaluku telah ditetapkan 15 kabupaten tertinggal yang menjadilokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Padaakhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 2 kabupaten tertinggalyang dapat terentaskan. Akan tetapi, terdapat 1 kabupatendengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaranyang masuk kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten PulauTaliabu. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlahdaerah tertinggal di Maluku diperkirakan sebanyak 14kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkansebanyak 10 kabupaten tertinggal dapat terentaskan.
3.5.3.2. Pengembangan Kawasan PerbatasanArah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan diWilayah Kepulauan Maluku difokuskan untuk meningkatkanperan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yangmaju dan berdaulat dengan negara Australia, Palau, dan RDTL.
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Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di WilayahKepulauan Maluku diarahkan pada pengembangan PusatKegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Maluku, yaituPKSN Saumlaki, Dobo, Ilwaki, dan Daruba, serta mempercepatpembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun2015-2019.Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkanuntuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasanperbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga danpengelolaan sumber daya laut untuk menciptakan kawasanperbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut dilakukan sebagaiberikut:
1. Penguatan Pengelolaan Dan Fasilitasi Penegasan,

Pemeliharaan Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan
Maluku.Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan,pemeliharaan, dan pengamanan kawasan perbatasan secaraterpadu di Wilayah Kepulauan Maluku, dilakukan dengan:a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi,karantina, dan keamanan terpadu (satu atap);b. Mengembangkan pusat kegiatan pertahanan dankeamanan negara di kawasan perbatasan Maluku danMaluku Utara;c. Membenahi aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif(ilegal) di kawasan perbatasan Maluku dan MalukuUtara;d. Meningkatkan upaya perundingan dalam penetapan danpenegasan batas laut wilayah negara RI-Palau, RI-Australia, dan RI-RDTL;e. Memperkuat fungsi pengamanan perbatasan wilayahdarat dan laut di kawasan perbatasan RI-RDTL dan RI-Australia, baik alutsista maupun non alutsista.f. Sosialisasi batas laut wilayah negara RI-Palau, RI-Australia, maupun RI-RDTL kepada masyarakatperbatasan Wilayah Maluku, serta pelibatan peran serta
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masyarakat dalam menjaga pertahanan dan keamanan diperbatasan.g. Meningkatkan hubungan diplomatik RI-Palau, RI-Australia, dan RI-Australia dalam konteks kerjasamalintas batas negara (pertahanan dan keamanan, ekonomi,sosial-budaya).h. Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP)pertahanan dan keamanan yang profesional bagiaparatur pengaman perbatasan.i. Mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di PulauKisar, Pulau Larat, Pulau Leti, Pulau Lirang, PulauMarsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Panambulai, PulauSelaru, dan Pulau Wetar dengan pendekatan keamanan,ekonomi dan lingkungan.
2. Pengembangan Ekonomi LokalPengembangan ekonomi lokal secara terpadu padakawasan perbatasan negara di Wilayah Kepulauan Maluku,dilakukan dengan:a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanantangkap dan sumber daya kelautan melaluipengembangan sarana dan prasarana produksi,pengolahan, dan pemasaran di PKSN Saumlaki, PKSNIlwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Morotai;b. Meningkatkan nilai potensi pariwisata bahari melaluipengelolaan pariwisata yang optimal (promosi danpenyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) di PKSNSaumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Morotai;c. Mengembangkan pusat kegiatan industri pengolahanhasil perikanan, perkebunan, dan pertambangan;d. Meningkatkan investasi pada sektor perikanan dankelautan melalui kerjasama ekonomi RI-Palau dan RI-Philipina, termasuk di dua pulau terluar di sekitar PulauMorotai, yaitu P. Sopi dan P. Bere-bere salah satunyayang mendesak yaitu penyediaan Kapal Tangkap 30 GT;e. Mengembangkan pusat perdagangan berbasis komoditaslokal berorientasi pasar ke negara tetangga (Australia,
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RDTL, dan Palau) di PKSN Morotai, PKSN Dobo, PKSNDobo dan PKSN Ilwaki;f. Mengembangkan program transmigrasi di kawasanperbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri diMaluku dan Maluku Utara;g. Mengembangkan balai-balai latihan kerja untukmeningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yangberorientasi pasar ke negara tetangga (Australia, RDTL,dan Palau).
3. Penguatan Konektivitas dan SislognasPeningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara diWilayah Kepulauan Maluku, dilakukan dengan:a. Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisanyang menghubungkan pulau-pulau di kawasanperbatasan negara, termasuk pulau kecil terluarberpenduduk di Wilayah Maluku, 3 (tiga) gugus pulauperbatasan di Maluku Barat Daya, Maluku TenggaraBarat, Kepulauan Aru, serta serta konektivitasnyadengan sistem transportasi laut regional, nasional daninternasional;b. Meningkatkan konektivitas dengan membangun sistemjaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas(Lokpri) yang saling terhubung dengan pusat kegiatanekonomi;c. Mengembangkan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;d. Menjamin ketersedian logistik, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;e. Mengembangkan pusat pelayanan transportasi udaranasional dan internasional di PKSN Saumlaki, Dobo,Ilwaki, dan Daruba;f. Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutamajalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi di KecamatanLokasi Prioritas (Lokpri).
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4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agarmampu mengelola sumber daya alam di kawasanperbatasan dapat melakukan aktivitas dengan negaratetangga dan turut mendukung upaya peningkatankedaulatan negara dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuandan Teknologi (IPTEK) yang berkualitas, dilakukan dengan:a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana danprasarana pendidikan kejuruan dan keterampilanberbasis sumber daya lokal (kelautan, perkebunan,pariwisata, maupun pertambangan) di kawasanperbatasan Maluku dan Maluku Utara;b. Mengembangkan sekolah bertaraf internasional, sertaberasrama di Kawasan Perbatasan Maluku dan MalukuUtara;c. Meningkatkan akses pelayanan sosial dasar (pendidikandan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, termasukdi pulau-pulau kecil terluar berpenduduk denganpenyediaan sarana prasarana sesuai karakteristikgeografis wilayah;d. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yanghandal serta penyedian insentif, serta sarana prasaranapenunjang yang memadai, khususnya di pulau-pulaukecil terluar berpenduduk;e. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasanmelalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar danpelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparaturyang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakanpengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yangdiperlukan oleh masyarakat perbatasan;f. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjangpengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasanperbatasan.
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5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya mendukung pengembangan kawasanperbatasan negara, harmonisasi regulasi agar afirmasiterhadap pengembangan kawasan perbatasan. Beberaparegulasi yang kurang harmonis dalam mendukung afirmasiterhadap pengembangan kawasan perbatasan sebagaiberikut:a. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasanlindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yangada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunaninfrastruktur yang melalui hutan lindung;b. Regulasi pengelolaan lintas batas;c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasamaantara RI-RDTL, RI-Australia, maupun RI-Palau dalampengembangan kawasan perbatasan negara;d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas(asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untukmenyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan nonstatus, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan dikawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasanperbatasan;f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjangpemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalampengelolaan kawasan perbatasan;g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memilikiotoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batasnegara;h. Pengkhususan pemberian kewenangan bagipemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri)dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapandaerah khusus untuk akselerasi pembangunan danefektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik;i. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail TataRuang Kawasan Perbatasan di Maluku dan Maluku Utara;
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j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara DanKawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuanbagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerahdalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunankawasan perbatasan negara.
Tabel 3.6.
Tabel 3.7.

Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan
Perbatasan

Wilayah Kepulauan Maluku

No. Kabupaten Kecamatan Lokasi Prioritas1 Kab. Morotai Morotai Selatan, Morotai Jaya,Morotai Utara, Morotai Barat, MorotaiTimur2 Kab. MalukuTenggara Barat Tanimbar Selatan, Selaru,Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas,Tanimbar Utara, Yaru3 Kab. Maluku BaratDaya Wetar, Pulau-Pulau Terselatan, PulauLeti, Moalakar4 Kab. KepulauanAru Aru Tengah Selatan, Aru Selatan, AruSelatan TimurSumber : Bappenas, 2014
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3.5.4. Penanggulangan BencanaWilayah Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Malukuyang berada diujung patahan Sorong, dan Provinsi MalukuUtara yang sebagian besar (76,27%) merupakan wilayahperairan laut. Di Kepulauan Maluku terdapat 11 gunung,beberapa diantaranya merupakan gunung api aktif sepertiGunung Gamalama, Gunung Gamkonora dan Gunung Ibu. Jenisancaman bencana alam yang sering terjadi di Kepulauan Malukuadalah banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim danabrasi. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencanatahun 1815- 2014, berbagai kejadian bencana di KepulauanMaluku telah mengakibatkan 3.514 orang meninggal dunia,2.969 orang luka-luka, 213 orang hilang, 71.687 mengungsi dan3.319 rumah hancur/rusak.Dalam mendukung pengembangan wilayah KepulauanMaluku, maka arah kebijakan penanggulangan bencana adalahmengurangi indeks risiko bencana pada pusat-pusatpertumbuhan dan meningkatkan ketangguhan pemerintah,pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapibencana.Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebutadalah:
1. Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam

Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, melalui:a. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencanamelalui penyusunan kajian dan peta risiko skala1:50.000 pada Kabupaten Seram Bagian Barat, SeramBagian Timur, Maluku Tengah dan skala 1:25.000 di KotaAmbon dan Ternate.b. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalampenyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana danRencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RADPRB) berdasarkan kajian dan peta risiko di Kota Ambon,Kota Ternate, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten
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Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah danKabupaten Pulau Morotai, dan menjadi masukan untukpenyusunan RPJMD Kab/Kota.d. Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kotasasaran sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasitanggap darurat dalam menghadapi bencana banjir,longsor, gempa bumi dan tsunami di Kota Ambon, KotaTernate Kabupaten Seram Bagian Barat, KabupatenSeram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah danKabupaten Pulau Morotai.
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana,

melalui:a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencanadan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentangkebencanaan di Kota Ambon, Kota Ternate KabupatenSeram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten PulauMorotai.b. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi penguranganrisiko bencana kepada masyarakat baik melalui mediacetak, radio dan televisi, yang difokuskan di Kota Ambon,Kota Ternate Kabupaten Seram Bagian Barat, KabupatenSeram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah danKabupaten Pulau Morotai.c. Bekerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dandunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial danekonomi  masyarakat di Kota Ambon, Kota TernateKabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram BagianTimur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten PulauMorotai, dengan memperhatikan potensi lokal.d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasidan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam banjirbandang di Way Ela Kabupaten Maluku Tengah dandaerah pasca bencana alam lainnya.
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e. Pemeliharaan, penataan bangunan dan lingkungan disekitar daerah aliran sungai (DAS) Wae Hatu Merah ApurEfir maupun daerah rawan bencana alam lainnya.f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalamupaya pengurangan risiko bencana gempa bumi, banjir,longsor dan letusan gunung api.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,

melalui:a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparaturpenanggulangan bencana di pusat dan daerah,diantaranya melalui penyediaan prasarana kantor/gedung penanggulangan bencana daerah.b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami,letusan gunung api, longsor dan banjir serta memastikanberfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikanuntuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapibencana.d. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan(shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi danrambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempabumi, tsunami dan letusan gunung api.e. Pengembangan Desa Tangguh Bencana  di Kota Ambon,Kota Ternate Kabupaten Seram Bagian Barat, KabupatenSeram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah danKabupaten Pulau Morotai dalam rangka mendukungGerakan Desa Hebat.f. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusianlogistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu)unit depo logistik di wilayah Pulau Maluku yang dapatmenjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.g. Pembentukan dan penguatan kapasitas forumpengurangan risiko bencana di Kota Ambon, KotaTernate Kabupaten Seram Bagian Barat, KabupatenSeram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah danKabupaten Pulau Morotaih. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggapdarurat secara berkala dan berkesinambungan untuk
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meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana diKota Ambon, Kota Ternate Kabupaten Seram BagianBarat, Kabupaten Seram Bagian Timur, KabupatenMaluku Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai.
3.5.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kepulauan

Maluku
A. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kepulauan Maluku1. Kebijakan untuk mewujudkan struktur ruang wilayahKepulauan Maluku melalui kawasan permukimanperkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencanadengan sistem jaringan prasarana yang handal2. Kebijakan untuk mewujudkan sistem jaringan prasaranayang handal berbasis Gugus Pulau serta kawasanpermukiman perkotaan yang berbasis mitigasi danadaptasi bencana meliputi:a. Pengendalian perkembangan kawasan permukimanperkotaan yang berada di kawasan rawan bencana;b. Pengembangan jaringan transportasi untuk membukaketerisolasian wilayah;c. Pengembangan jaringan jalan yang terpadu denganjaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, danbandar udara berbasis Gugus Pulau; dand. Pengembangan serta rehabilitasi prasarana dansarana mitigasi dan adaptasi bencana.3. Kebijakan untuk mewujudkan lumbung ikan nasionalyang berkelanjutan melalui pengembangan danrehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikananbudi daya sebagai kawasan minapolitan.4. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhanekonomi berbasis minyak dan gas bumi lepas pantai,perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan denganmemperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan PulauKecil meliputi:a. Pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan;dan
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b. Pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambanganmineral.5. Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasansebagai beranda depan negara dan pintu gerbanginternasional yang berbatasan dengan Negara TimorLeste, Negara Australia, dan Negara Palau meliputi:a. Percepatan pengembangan Kawasan Perbatasandengan pendekatan pertahanan dan keamanan,kesejahteraan masyarakat, serta kelestarianlingkungan hidup; danb. Pemertahanan eksistensi PPKT sebagai titik-titik garispangkal Kepulauan Indonesia.6. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional(KSN) meliputi:a. Pengembangan KSN Perbatasan dalam rangkapeningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dankeamanan negara;b. Pengembangan KSN untuk mendukung KepulauanMaluku sebagai lumbung ikan nasional;c. Pengembangan KSN untuk meningkatkan fungsikawasan dalam pengembangan perekonomiannasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaingdalam perekonomian internasional.
Tabel 3.8.

Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW dan PKSN
di Wilayah Kepulauan Maluku

Lokasi Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi Risiko
(IRBI 2013)

KAPET Seram di
Kab. Maluku
Tengah

Tinggi untuk gempabumi, gelombangdan abrasi Tinggi
KEK Morotai/Kab. Tinggi untuk Tinggi
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Lokasi Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi Risiko
(IRBI 2013)

Morotai(Perkotaan MorotaiSelatan,KawasanMinapolitan,Kawasan Pariwisata,KawasanTransmigrasi)

gempabumi,tsunami, banjir

Maba dan
sekitarnya(KawasanAgropolitan Wasile,KawasanTransmigrasi, dekatPKSN TidoreKepulauan)

Kab. HalmaheraTimur tinggi untukancaman banjir danabrasi
Tinggi

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) MalukuAmbon Tinggi untukancaman:banjir dan tanahlongsor, gempabumi,letusan gunung api,cuaca ekstrim danabrasi,

Tinggi

Ternate Tinggi untukancaman:gempabumi, cuacaekstrim
Tinggi

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) MalukuMasohi – Kab.Maluku Tengah Tinggi untukancaman:gempabumi, cuacaekstrim dan abrasi,
Tinggi  untuk Kab.Maluku Tengah
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Lokasi Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi Risiko
(IRBI 2013)kekeringanWerinama – Kab.Seram Bagian Timur Tinggi untukancaman:cuaca ekstrim danabrasi

Tinggi untuk Kab.Seram BagianTimurKairatu - Kab. SeramBagian Barat Tinggi untukancaman:abrasi Tinggi untuk Kab.Seram BagianBaratTual – Kab. MalukuTenggara Tinggi untukancaman:banjir, abrasi, Tinggi untuk Kab.Maluku TenggaraBaratTinggi untuk Kab.TualNamlea – Kab. Buru Tinggi untukancaman:banjir, gempabumi,abrasi,
Tinggi untuk Kab.Buru

Wahai – Kab.Maluku Tengah Tinggi untukancaman:gempabumi, abrasi,kekeringan
Tinggi  untuk Kab.Maluku Tengah

Tidore Kepulauan Tinggi untukancaman:gempa bumi, gunungapi, tsunami, banjir
Tinggi untuk Kab.Kepulauan Tidore

Tobelo – Kab.Halmahera Utara Tinggi untukancaman:gempabumi, tanahlongsor
Tinggi untuk Kab.Halmahera Utara

Labuha – Kab.Halmahera Selatan Tinggi untukancaman:banjir, gempabumi,angin topan
Tinggi untuk Kab.Halmahera Selatan

Sanana – Kab.Kepulauan Sula Tinggi untukancaman:gempa bumi, Tinggi untuk Kab.Kepulauan Sula
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Lokasi Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi Risiko
(IRBI 2013)tsunami, banjir

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) MalukuSaumlaki – Kab.Maluku TenggaraBarat Tinggi untukancaman:cuaca ekstrim danabrasi,
Tinggi untuk Kab.Maluku TenggaraBaratIlwaki – Kab.Maluku Barat Daya Tinggi untukancaman:cuaca ekstrim danabrasi
Tinggi untuk Kab.Maluku Barat Daya

Dobo – Kab.Kepulauan Aru Tinggi untukancaman:cuaca ekstrim,tsunami
Tinggi  untuk Kab.Kepulauan Aru

Daruba – Kab.Morotai Tinggi untukancaman:gempa bumi,tsunami, banjir
Tinggi untukKabupaten PulauMorotaiSumber: Data diolah, Bappenas, 2014
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B. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kepulauan
Maluku

I. Struktur Ruang Wilayah1. Strategi pengembangan jaringan transportasi untukmembuka keterisolasian wilayah, dilakukan dengan:a. Mengembangkan jaringan transportasi antarmoda yangmenghubungkan Pulau Kecil berpenghuni dengankawasan perkotaan nasional; danb. Mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadudengan dermaga di Pulau Kecil berpenghuni.2. Strategi pengembangan jaringan jalan yang terpadudengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan,dan bandar udara berbasis Gugus Pulau, dilakukandengan:a. Mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadudengan lintas penyeberangan pada pulau-pulau dalamGugus Pulau; danb. Mengembangkan jaringan jalan yang terpadu denganpelabuhan dan bandar udara.3. Strategi pengembangan serta rehabilitasi prasarana dansarana mitigasi dan adaptasi bencana yaitu denganmengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan saranayang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor,gelombang pasang,banjir, letusan gunung berapi, gempabumi, dan tsunami.
Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.9.
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Tabel 3.9
Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan

Kepulauan Maluku
Periode 2015-2019

Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN
PKN PKW PKSN

Maluku Ambon(I/C/1) Masohi (I/C/1) Saumlaki(I/A/2)Werinama(II/C/2) Ilwaki (II/A/2)Kairatu(II/C/1) Dobo (II/A/2)Tual (II/C/1)Namlea(II/C/1)Wahai (II/B)Bula (II/B)
Maluku
Utara

Ternate(I/C/1) Tidore (I/C/1) Daruba (I/A/2)Tobelo (II/C/2)Labuha(II/C/1)Sanana(II/C/2)
Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.

II. Pengembangan Kawasan Lindung1. Strategi penetapan dan pelestarian kawasan konservasi dilaut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggimeliputi:a. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam padakawasan yang termasuk dalam Segitiga TerumbuKarang yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;b. Mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dantransportasi perairan yang berpotensi merusak fungsiekologis kawasan konservasi di laut.
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2. Strategi pengendalian wilayah perairan di sekitar KoridorEkosistem meliputi mengendalikan perkembangankegiatan budi daya dan aktivitas transportasi padaKoridor Ekosistem.3. Strategi mempertahankan luasan dan rehabilitasi kawasanberfungsi lindung yang terdegradasi meliputi:a. Melestarikan kawasan suaka alam dan pelestarian alamdalam kesatuan Gugus Pulau; danb. Mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasanbervegetasi hutan tetap yang memberikanperlindungan terhadap kawasan bawahannya.4. Strategi pengembangan dan rehabilitasi kawasanperikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagaikawasan minapolitan meliputi:a. Mengembangkan Kawasan Andalan dengan sektorunggulan perikanan sebagai kawasan minapolitan yangberkelanjutan; mempertahankan, memelihara, danmerehabilitasi ekosistem terumbu karang dan kawasanpantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahanikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial;danb. Meningkatkan keterkaitan sentra produksi perikanandengan kawasan perkotaan nasional.4. Strategi pengendalian perkembangan kawasanpermukiman perkotaan yang berada di kawasan rawanbencana, dilakukan dengan:a. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasanpermukiman perkotaan dan kawasan budi dayaterbangun yang berada dikawasan rawan bencanatanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusangunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; danb. Mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasanpantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional.
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III. Pengembangan Kawasan Budidaya1. Strategi pengembangan dan rehabilitasi sentraperkebunan dilakukan dengan mengembangkan kawasanperkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahanhasil perkebunan.2. Strategi pengendalian dan rehabilitasi sentrapertambangan mineral, dilakukan dengan:a. Merehabilitasi sentra produksi komoditas unggulanpertambangan mineral dengan memperhatikan dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup; danb. Mengendalikan perkembangan kawasan peruntukanpertambangan mineral yang berpotensi merusaklingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil.3. Strategi untuk percepatan pengembangan KawasanPerbatasan dengan pendekatan pertahanan dankeamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarianlingkungan hidup dengan mempercepat pengembanganPKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintugerbang internasional, dan simpul transportasi, sertapusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;4. Strategi untuk pemertahanan eksistensi PPKT sebagaititik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia meliputidengan mengembangkan prasarana dan saranatransportasi penyeberangan yang dapat meningkatkanakses ke PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, PulauLarat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang,Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Liran.
IV. Pengembangan Kawasan Strategis NasionalDalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional(KSN) dikembangkan 4 (empat) KSN yang mendukungpengembangan wilayah di Kepulauan Maluku. Strategipengembangan KSN di Kepulauan Maluku dapat dilihat padaTabel 3.10.
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Tabel 3.10
Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

di Kepulauan Maluku
KSN Tipe Strategi K/L1 KawasanPerbatasanMaluku

SudutKepentinganPertahanandanKeamanan
Mengembangkan prasaranadan saranapertahanandankeamananyangmendukungkedaulatandan keutuhanbatas wilayahnegara) diKawasanPerbatasanMaluku,KawasanPerbatasanMaluku Utara-Papua Barat

- Kementerian Agrariadan TataRuang (PU)
- BNPP
- KementerianPertahanan

2 KawasanPerbatasanMalukuUtara-PapuaBarat

3 KawasanLautBanda SudutKepentinganPendayagunaanSumberdayaAlam
Mengembangkan KawasanLaut BandasebagaiLumbungIkan Nasionaldenganmemperhatikan kelestariankeanekaragaman hayati

- Kementerian Agrariadan TataRuang (PU)
- Kementerian KelautandanPerikanan

4 Kapet Kepentingan Mengembangkan - Kementeria
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KSN Tipe Strategi K/LSeram Ekonomi komoditasutama sebagaikomoditasunggulanyaitu kerapu,udang, danbandeng,sertamengembangkan produk-produkturunannya diKAPET Seram

n Agrariadan TataRuang (PU)
- KementerianKoordinatorPerekonomian
- Bappenas

Penguatansistem pusatpelayanankegiatanekonomi dansistemjaringanprasaranapendukung diKAPET Seram
Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.

3.5.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi DaerahArah kebijakan pengembangan Wilayah KepulauanMaluku yakni peningkatan kapasitas pemerintah daerah yangmendorong pembangunan ekonomi dan pelayanan publikberbasis kepulauan, dengan strategi:1. Penguatan peran gubernur  melalui  sebagai wakilPemerintah Pusat;2. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaanpelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
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3. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasiskompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah.4. Peningkatan proporsi belanja modal;5. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi danatransfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;6. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan danpengelolaan keuangan Daerah.
3.6. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah

Kepulauan Maluku
3.6.1. Prioritas Program Pembangunan
3.6.1.1. Provinsi Maluku

Tabel 3.11.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Maluku
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Ambon
PERHUBUNGAN UDARA1. Perpanjangan Runway Bandara di Tual2. Pengembangan Bandar Udara Amahai3. Pembangunan Bandara Namniwel
PERHUBUNGAN LAUT1. Pembangunan Dermaga Kapal di Waisamu2. Pembangunan Pelabuhan Areate3. Pembangunan Dermaga Laut di Makariki4. Pelabuhan Container di Passo5. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ambon
JALAN1. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Ibra--Damar-Tetoat(P. Tual)2. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Barat PulauSeram (Kairatu-Piru-Traniwei-Lisabota-Saleman)3. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar PulauAmbon (Laha-Alang-Wukasibu-Asilulu-Kaitetu-Hitu-
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalMorela-Liang)4. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar SelatanPulau Seram (Haya-Tehoru-Warin-Kotabaru-Airnanang)5. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar TimurPulau Seram (Airnanang-Musiwang-Waru-Bula)6. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Leksuka - Namrole(P. Buru)7. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Tual - Ngadi -Tamedan - Ohoitu (P. Tual)
KETENAGALISTRIKAN1. PLTD Saparua (Relokasi PLTD)   0,5   MW2. PLTU Waai ( FTP1)   2x15   MW3. PLTM Wae Mala   1,5   MW4. PLTM Ruwapa   1 MW5. PLTM Tene   4 MW6. PLTM Makariki   4 MW7. PLTGB Buru (KPI)   6 MW8. PLTGB Langgur   6 MW9. PLTGB Tual (FTP 2)   8 MW10. PLTP Tulehu (FTP2)   2x10   MW11. PLTM Isal 3   2x2   MW12. PLTU Waai 3   15 MW13. PLTM Nua (Masohi)   6 MW14. PLTD Tual (Relokasi PLTD)   4x2   MW15. PLTA Wai Tala   13,5   MW16. PLTA Wai Tala   40,5   MW17. PLTM Isal   3x2   MW18. PLTM PLTM Tersebar Maluku   18,5 MW
SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan Bendung D.I. Bula (Fufa) Seram BagianTimur2. Pembangunan Irigasi Lahan Kering Kec. Tanimbar MalukuTenggara Barat3. Pembangunan D.I. Way Simi Buru Selatan4. Pembangunan D.I Tehoru P. Seram Buru Selatan
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional5. Ambon Waterfront City Ambon
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Pelabuhan Ternate2. Pengembangan Pelabuhan  Namlea3. Pengembangan Pelabuhan Batu Goyang/Kalar-kalar4. Pengembangan Pelabuhan  Dobo5. Pengembangan Pelabuhan  Banda Naira6. Pengembangan Pelabuhan  Tulehu7. Pengembangan Pelabuhan  Saumlaki
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3.6.1.2. Provinsi Maluku Utara

Tabel 3.12
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Maluku Utara

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan Bandara Sultan Babullah Ternate2. Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Pelabuhan Sofifi/Kaiyasa2. Pengembangan Pelabuhan Subaim3. Pengembangan Pelabuhan Malbufa4. Pengembangan Pelabuhan Tikong5. Pengembangan Pelabuhan Wayaluar-Obi6. Pengembangan Pelabuhan Saketa7. Pengembangan Pelabuhan Bosua8. Pembangunan Pelabuhan Khusus di Tanjung Buli9. Pengembangan Pelabuhan Tobelo10. Pengembangan Pelabuhan Matui-Jailolo11. Pengembangan Pelabuhan Labuha/Babang12. Pengembangan Pelabuhan Laut Falabisahaya13. Adpel Ternate14. Pengembangan Pelabuhan Gebe15. Pembangunan Dermaga General Cargo 100 meter -Pelabuhan Sofifi16. Pembangunan Pelabuhan Halmahera
JALAN1. Pembangunan Jalan Daruba - Wayabula - Sopi - Bare bare2. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Tidore3. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Selatan(Weda - Matuting - Gane, Sakea - Dehep - Payahe)4. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Tengah
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional(Boboneigo-Ekor-Subaim-Lolobata-Tamtam-Akelamo-Gamloba-Jara Jara-Buli-Maba-Sagea-Patani)5. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Utara(Sidangoli-Jailolo-Goal-Kedi-Galela)
KETENAGALISTRIKAN1. PLTU Maluku Utara /Tidore (FTP1)   2x7   MW2. PLTD Bacan Peaking (Relokasi PLTD)   1,2   MW3. PLTU Sofifi   2x3   MW4. PLTD Sanana (Relokasi PLTD)   3 MW5. PLTGB Tobelo (FTP 2)   8 MW6. PLTU Tidore 2   2x7   MW7. PLTD Sanana (Relokasi PLTD)   1x3   MW8. PLTD Bacan Peaking (Relokasi PLTD)   2 MW9. PLTM PLTM Tersebar Maluku Utara   4,5 MW10. PLTP Jailolo (FTP2)   2x5   MW11. PLTP Songa Wayaua (FTP2)   5 MW12. PLTP Jailolo 2   5 MW
SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Maba Thp. IKAB. HALMAHERA TIMUR2. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Jailolo Thp. IKAB. HALMAHERA BARAT3. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Bisui &Tabahidayat KAB. HALMAHERA SELATAN4. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Obi Thp. IKAB. HALMAHERA SELATAN5. Pembangunan Embung Pulau Sanana Kab. Kepulauan Sula6. Pembangunan Bendung dan Jar. Irigasi D.I. Jani 650 HaHalmahera Barat7. Pembangunan Bendung & Jaringan Irigasi DI. Leleseng1500 Ha Halmahera Timur
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3.6.2. Kerangka RegulasiPelaksanaan pembangunan Wilayah Kepulauan Malukutidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perludiperhatikan, diantaranya:1. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan ikliminvestasi, diantaranya adalah PP Nomor 147 Tahun 2000Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET.2. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenanganantara Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengahdengan Badan Pengembangan KAPET Seram.3. Regulasi pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi.4. Regulasi pengelolaan lintas batas.5. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasamaantara RI-RDTL, RI-Australia, maupun RI-Palau dalampengembangan kawasan perbatasan negara.6. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dryport.7. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas(asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakansumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayananpendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.8. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail TataRuang Kawasan Perbatasan di Maluku dan Maluku Utara.9. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 77/2014tentang RTR Kepulauan Maluku.
3.6.3. Kerangka KelembagaanPelaksanaan pembangunan Wilayah Kepulauan Malukutidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perludiperhatikan, diantaranya:1. Melaksanakan promosi potensi unggul KAPET Seram untukmenarik minat investor;
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2. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahansebagai peruntukan investasi di KAPET Seram;3. Pelimpahan kewenangan perijinan dari pemerintah pusat,pemerintah daerah, dan instansi terkait kepada pengelolakawasan strategis nasional di Maluku;4. Kemudahan masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasanlindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada didalamnya, serta untuk kemudahan pembangunaninfrastruktur yang melalui hutan lindung;5. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasanperbatasan;6. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjangpemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalampengelolaan kawasan perbatasan;7. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritaspenuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;8. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahankecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentukdesentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khususuntuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatankualitas pelayanan publik;9. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi PenataanRuang Nasional dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Malukudalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalianpemanfaatan ruang Pulau.
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BAB IV
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

KEPULAUAN NUSA TENGGARA

4.1 Capaian Kinerja Saat ini
 Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan IItahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi diWilayah Nusa Tenggara mengalami peningkatan dari tahunke tahun. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan WilayahNusa Tenggara selama kurun waktu 2009 – 2013 yangsebesar 4,5 persen masih lebih rendah dibandingkandengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan migasnasional sebesar 5,9 persen. Peranan Wilayah NusaTenggara dalam pembentukan PDB nasional mengalamipenurunan dari 1,5 persen (2009) menjadi 1,3 persen(Triwulan II 2014).
 Pemerintah Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara telahberhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin daritahun 2009 hingga 2014 (Maret) walaupun persentasenyamasih berada di atas angka kemiskinan nasional sebesar14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014).Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguranterbuka (TPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah NusaTenggara juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudahberada di bawah TPT nasional sebesar 7,87 persen (2009)dan 5,70 persen (Feb 2014).
 Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, diWilayah KepulauanNusa Tenggara ini dapat dikatakansudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalumeningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daritahun ke tahun pada masing-masing provinsi di WilayahNusa Tenggara. Namun demikian, pencapaian IPM diWilayah Nusa Tenggara masih perlu ditingkatkan karenamasih jauh di bawah IPM nasional sebesar 71,76 (2009)dan 73,81 (2013).
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 Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat,seluruh provinsi di Wilayah Nusa Tenggara mengalamikenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal inidiindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi diWilayah Nusa Tenggara cenderung meningkat pada tahun2013 dibandingkan tahun 2009, namun masih berada dibawah nasional sebesar 0,37 (2009) dan 0,413 (2013).Kedepan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar prosespembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secarainklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapatdinikmati secara merata oleh masyarakat.
4.2 Potensi dan Keunggulan WilayahPerekonomian Wilayah Nusa Tenggara ditopang oleh 3sektor utama, yaitu pertanian, jasa-jasa, serta perdagangan,hotel dan restoran. Di luar ketiga sektor utama tersebut, sektorpertambangan dan penggalian juga memiliki peran yang cukupbesar.
 Sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadapperekonomian Wilayah Nusa Tenggara. Komoditasunggulan tanaman pangan di Wilayah Nusa Tenggara yaitujagung dengan tingkat produksi jagung sebesar 947.762 tonpada tahun 2009 dan meningkat menjadi 1.335.723 tonpada tahun 2013.
 Di sektor peternakan, jumlah populasi paling dominan diWilayah Nusa Tenggara adalah sapi potong, babi, dankambing. Provinsi Nusa Tenggara Timur mendominasidalam persebaran populasi sapi potong, kambing dan babi.
 Produksi perikanan dan kelautan di Wilayah Nusa Tenggaraterdiri atas perikanan tangkap dan budidaya, denganproduksi terbesar perikanan tangkap berasal dariperikanan tangkap laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat.Untuk perkembangan budidaya perikanan, produksiterbesar adalah jenis budidaya laut dan budidaya tambak,dengan sebaran terbesar untuk produksi perikananbudidaya laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan
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produksi perikanan budidaya tambak di Provinsi NusaTenggara Barat.
 Produk kelautan Wilayah Nusa Tenggara adalah garam danrumput laut. Dalam konteks nasional, Wilayah NusaTenggara merupakan lahan potensial produksi garam yangluas di Kawasan Timur Indonesia, mengingat kondisigeografisnya sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingilebih banyak sumber air laut. Sementara itu, volumeproduksi rumput laut pada tahun 2012 mencapai 2,649 tondi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 481 ton di ProvinsiNusa Tenggara Timur, atau sekitar 41 persen dari volumeproduksi nasional (Statistik Kelautan dan Perikanan, 2012).
 Peran Wilayah Nusa Tenggara bidang pariwisata baginasional didasarkan atas potensi keadaan alam terutamabahari. Dalam hal ini Wilayah Nusa Tenggara diharapkanmenjadi etalase wisata ekologis, petualangan, budaya danbahari serta kepariwisataan yang berbasis UKM. Destinasipariwisata yang akan diunggulkan yaitu Sail Komodo yangdirencanakan sebagai destinasi wisata internasional.Gunung Kelimutu di Flores Nusa Tenggara Timur dan PulauKomodo di Nusa Tenggara Barat menjadi fokus promosidestinasi wisata oleh Kementerian Pariwisata dan EkonomiKreatif Tahun 2014.
 Wilayah Nusa Tenggara dengan potensi pariwisata yangberagam telah disiapkan menjadi destinasi MICE. KegiatanMICE selain mendorong kunjungan wisatawan dalamjumlah besar juga akan memperkenalkan potensi daya tarikwisata serta citra wilayah yang positif.
 Potensi sumber daya alam mineral di Wilayah NusaTenggara adalah unsur logam, dengan potensi terbesaradalah bijih mangan dan tembaga. Potensi tambang bijihmangan tersebar di beberapa daerah di Provinsi NusaTenggara Timur. Sementara itu, tambang bijih tembagaterbesar di Indonesia terdapat di daerah Batu Hijau,Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumberdaya mangan di Wilayah Nusa Tenggara diperkirakansebesar 3,44 juta ton berupa bijih mangan dan 1,03 juta ton
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merupakan logam. Sementara itu, cadangan mangandiestimasi sebesar 1,08 juta ton berupa bijih mangan dansebanyak 0,45 juta ton berupa logam dan terpusat diProvinsi Nusa Tenggara Timur (Mineral and Coal Statistics,2012). Saat ini, ekspor mangan masih dalam bentuk bahanmentah bijih mangan mengingat belum adanya industripengolahandi Wilayah Nusa Tenggara. Dalam kurun waktu2008 – 2013, ekspor mangan sendiri mengalami penurunansebagai akibat dari penurunan harga komoditi mangan dipasar dunia.
 Komoditas SDA mineral lain yang sangat berpengaruh padaperekonomian Wilayah Nusa Tenggara adalah bijihtembaga. Produksi bijih tembaga yang telah diolah menjadikonsentrat tembaga menunjukkan tren penurunan dalam 3tahun terakhir sebagai dampak dari terjadinya penghentianproduksi pada saat perluasan lahan eksploitasi di BatuHijau. Pada tahun 2012 produksi konsentrat tembaga diWilayah Nusa Tenggara mencapai sekitar 73 ribu ton,dengan 20 persennya dijual ke pabrik smelter di Gresik,Jawa Timur dan sebagian lagi diekspor. Nilai eksportembaga dalam lima tahun terakhir dalam tren meningkatseiring dengan meningkatnya permintaan dan keterbatasansuplai di pasar dunia.
4.3 Tema Pengembangan Wilayah Nusa TenggaraBerdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah NusaTenggara, maka tema besar Pembangunan Wilayah Nusa
Tenggara sebagai "pintu gerbang pariwisata ekologis
melalui pengembangan industri Meeting, Incentive,
Convetion, Exhibition (MICE); penopang pangan nasional
dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis
maritim (kelautan) melalui pengembangan industri
perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri
berbasis peternakan terutama sapi, jagung; serta
pengembangan industri mangan, dan tembaga.”
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4.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa
TenggaraTujuan pengembangan Wilayah Nusa Tenggara tahun2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasanpembangunan Wilayah Nusa Tenggara dengan menekankankeunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembanganpariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasiskomoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut,jagung, mangan, dan tembaga, (b) penyediaan infrastrukturwilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secaraterus menerus.Adapun sasaran pengembangan Wilayah Nusa Tenggarapada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembanganekonomi Wilayah Pulau Nusa Tenggara, akandikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dikoridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dankeunggulan daerah, termasuk diantaranya adalahpengembangan 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 2Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjanganantar wilayah di Wilayah Nusa Tenggara, maka akandilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaransebanyak 16 Kabupaten tertinggal dapat terentaskandengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-ratapertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 5,90persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin didaerah tertinggal menjadi 15,80 persen; dan (c)meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didaerah tertinggal sebesar 68,98.3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasanperkotaan di Nusa Tenggara, maka akan diusulkanpembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan.4. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat4 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat KegiatanWilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
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5. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagaihalaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, danaman, maka akan dikembangkan 3 Pusat Kegiatan StrategisNasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomikawasan perbatasan negara yang dapat mendorongpengembangan kawasan sekitarnya.6. Sasaran Otonomi Daerah untuk Wilayah Nusa Tenggaraadalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak danretribusi daerah sebesar 25% untuk propinsi dan 10%untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanjamodal dalam APBD propinsi sebesar 25% dan untukKabupaten/Kota sebesar 25% pada tahun 2019  sertasumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3)Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opiniwajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan10 kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara; (4)Terlaksananya e-budgeting di wilayah Nusa Tenggara(dengan proyek awal Provinsi NTT); (5) Meningkatnyakualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerahuntuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 5%; (6)Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklatmanajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangandaerah di seluruh wilayah Nusa Tenggara sebesar 30angkatan; (7) Terlaksananya pengaturan kewenangansecara bertahap di wilayah Nusa Tenggara (dengan proyekawal Provinsi NTB); (8) Meningkatnya implementasipelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan,kesehatan dan infrastruktur; (9) Meningkatnya persentasejumlah PTSP sebesar 100%; (10) Meningkatnya persentasejumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan olehkepala daerah ke PTSP sebesar 100%; (11) Terlaksananyakoordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan perangubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananyasistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-linedi wilayah Nusa Tenggara.7. Sasaran Penanggulangan Bencana di Wilayah NusaTenggara adalah kawasan pengembangan wilayah berisikotinggi yaitu: 2 (dua) PKN terdiri dari Kupang dan Mataram
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yang akan dikembangkan sebagai perkotaan Mataram Rayameliputi wilayah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur,Lombok Tengah dan Lombok Utara; 5 (lima) PKW terdiridari Kabupaten Bima (KAPET Bima), Kabupaten Ngada(KAPET Mbay), Praya di Kabupaten Lombok Tengah(termasuk KEK Mandalika), Raba di Kabupaten Dompu,Ende dan sekitarnya (Kabupaten Ende dan Ngada) yangakan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru.Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan padaakhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Nusa Tenggarasemakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makinmeningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Nusa Tenggaraterhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 1,2 (2014) menjadi1,3 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebutdiharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diWilayah Nusa Tenggara. Secara rinci target pertumbuhanekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurunwaktu 2015-2019 di Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat padaTabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.3 sebagai berikut.
Tabel 4.1.

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara
Per Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Nusa Tenggara Barat 5,9 - 6,0 5,9 - 6,1 6,1 -6,4 7,0 – 7,5 7,0 – 7,7
Nusa Tenggara Timur 6,0 – 6,1 6,6 – 6,9 7,0 – 7,5 7,6 – 8,3 7,6 – 8,4Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014
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Tabel 4.2.
Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Nusa Tenggara Per

Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi
Tingkat Kemiskinan (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Nusa Tenggara Barat 15,4 – 15,1 14,7 – 14,1 13,2 – 12,4 11,7 – 10,8 9,3 – 8,4
Nusa Tenggara Timur 16,8 – 16,5 16,0 – 15,4 14,3 – 13,5 12,6 – 11,6 10,0 – 9,0Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

Tabel 4.3.
Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Nusa Tenggara

Per Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi
Tingkat Pengangguran (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Nusa Tenggara Barat 4,6 – 4,5 4,4 – 4,3 4,3 – 4,1 4,2 – 3,9 4,1 – 3,7
Nusa Tenggara Timur 3,0 – 2,9 2,8 – 2,7 2,7 – 2,5 2,6 – 2,4 2,5 – 2,3Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

4.5 Arah kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah
Nusa Tenggara

4.5.1 Pengembangan Kawasan StrategisKebijakan pengembangan kawasan strategis bidangekonomi di Wilayah Nusa Tenggara diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing nasionaldan internasional berbasis pengembangan industri MICE, sertapengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi,garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga. Persebaranpengembangan kawasan strategis di Wilayah Nusa Tenggara,yaitu: (1) Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat Kawasan
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Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima dan KawasanEkonomi Khusus (KEK) Mandalika; (2) Provinsi Nusa TenggaraTimur terdapat KAPET Mbay; serta (3) kawasan agropolitan,minapolitan, sebagai hinterland KAPET dan KEK.Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukanmelalui strategi sebagai berikut:
1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor

Ekonomi Nusa TenggaraPengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategisdimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan danmemberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomiwilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan dayasaing komoditas unggulan.a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Menyiapkan kawasan KEK Mandalika sebagai pusatkegiatan MICE bertaraf internasional;b) Meningkatkan produktivitas industri kreatifpenunjang pariwisata kawasan KEK Mandalika;c) Meningkatkan logistik penunjang kegiatan parawisatadi kawasan KEK Mandalika.b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Menyiapkan kawasan pengelolaan klaster-klasterkomoditas unggulan sapi, garam, rumput laut, danjagung secara terpadu;b) Meningkatkan pembinaan dan pendampinganpengelolaan komoditas unggulan sapi, garam, rumputlaut, dan jagung untuk meningkatkan produktivitas.c) Mengembangkan industri hilir yang sesuai dengankomoditas unggulan.
2. Percepatan Penguatan KonektivitasPeningkatan konektivitas antara pusat pertumbuhanekonomi dengan daerah sekitarnya yang di dalamnya adalahdaerah tertinggal dan KEK Mandalika sebagai penunjang
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dalam peningkatan kinerja pembangunan ekonomi kawasan,dilakukan melalui:a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Pengembangan Bandara Internasional Lombok;b) Penanganan ruas jalan Pemenanng – Mataram;b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Pembangunan ruas jalan Bangau - Dompu - Ramba -Labuhan Bajo;b) Pembangunan Bendungan Tanju-Mila;c) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)Bima, PLTP Hu’u, PLTP Mataloka dan penyediaanjaringan penyaluran energi berupa saluran udarategangan tinggi (SUTT) di sekitar kawasan.
3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKa. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola danAdministratur KEK Mandalika di bidang perencanaan,penganggaran, dan pengelolaan kawasan;b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan danpelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenagakerja, khususnya di bidang industri jasa pariwisata;c) Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola KEK,pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;d) Peningkatan kemampuan pengelolaan investasi diKEK Mandalika.e) Pembangunan Science Park berteknologi tinggisebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasanb. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Restrukturisasi kelembagaan dan peningkatkankualitas SDM Badan Pengelola KAPET di bidangperencanaan, penganggaran, dan pengelolaankawasan;
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b) Memberikan pembinaan kelembagaan yangmendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasidaya saing secara komparatif dan kompetitif;c) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikanserta tenaga terampil untuk meningkatkan kualitasSDM terhadap kompetensinya mengelola industripeternakan sapi, garam, rumput laut, dan jagung;d) Pembangunan Technology Park bidang pangan danmaritim untuk meningkatkan inovasi teknologi.
4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi

dan Iklim Usahaa. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Membuat regulasi terkait dengan pelimpahankewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkaitkepada administrator kawasan-kawasanpertumbuhan;b) Memberikan pelayanan terpadu satu pintu danpenggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan PerijinanInvestasi secara Elektronik (SPIPISE) bidangperindustrian, perdagangan, pertanahan, penanamanmodal.b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Harmonisasi peraturan perundangan terkait denganiklim investasi, diantaranya adalah PP Nomor 147Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET;b) Membuat regulasi terkait dengan pembagiankewenangan antar instansi dan antaraKabupaten/Kota, provinsi, dan pusat di pusat-pusatpertumbuhan;c) Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatanlahan sebagai peruntukan investasi.
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4.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

4.5.2.1 Pengembangan Kawasan PerkotaanArah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan diWilayah Nusa Tenggara diprioritaskan pada percepatanketerkaitan dan manfaat antar kota dan desa dengan kota,melalui Penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) melaluipembentukan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, yaituKawasan Perkotaan Metropolitan Gumi Rinjani Raya (KotaMataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur,Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara) (lihattabel 4.4). Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah NusaTenggara juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhanpelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomianmasyarakat yang diprioritaskan pada bidang pariwisata,pengolahan sektor primer,dan pengembangan sektorperdagangan dan jasa. Percepatan pembangunan kawasanperkotaan di Wilayah Nusa Tenggara dilakukan melaluiberbagai strategi, sebagai berikut:
1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)a. Membentuk Kawasan Perkotaan Metropolitan dalamrangka membangun koridor ekonomi wilayah timurIndonesia, mengurangi urbanisasi dari luar Jawa kePulau Jawa, serta diharapkan mampu mengurangiketimpangan antar kota maupun kota-desa;b. Meningkatkan aksesibilitas berbasis kepulauan antarPKN, PKW, dan PKL disekitarnya melalui penyediaansimpul transportasi terutama laut dan udara; danc. Mengembangkan konektivitas dengan Pulau Bali padasektor unggulan pariwisata.



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 187

Ga
m

ba
r 

4.
1.

Pe
ta

 L
ok

as
i P

us
at

-P
us

at
 P

er
tu

m
bu

ha
n 

W
ila

ya
h 

N
us

a 
Te

ng
ga

ra
 R

PJ
M

N
 2

01
5-

20
19



188 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan
(SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman
dan nyaman pada kawasan metropolitan dan kota
sedang di luar Jawa termasuk kawasan perbatasan,
kepulauan, dan pesisira. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanansarana prasarana permukiman;b. Meningkatkan aksesibilitas antar kota melaluipenyediaan sarana transportasi umum antarmodakhususnya transportasi laut dan darat secara terpadudan optimal;c. Menyediakan sarana prasarana pemerintahan danekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasaserta pariwisata yang mampu mengakomodasi kegiatankoperasi, UMKM, industri pengolahan kecil danmenengah;d. Menyediakan sarana pengolahan perindustriankhususnya industri pengolahan untuk mengakomodasidan mengembangkan kawasan perindustrian yang sudahditetapkane. Menyediakan pelayanan prasarana sarana kesehatan,pendidikan, sosial budaya, dan keamanan kota sertameningkatkan modal sosial masyarakat sertamemberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakatkota;f. Mengembangkan konsep insentif dan disinsentif dalampemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).

3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan
Adaptif terhadap Bencanaa. Mewujudkan penyelenggaraan ruang yang efisien danberkeadilan serta ramah lingkungan;b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuanmasyarakat dalam upaya adaptasi terhadap dampakperubahan iklim dan mitigasi bencana (urban resilience).
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c. Membangun infrastruktur kota dalam upaya adaptasidan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim danbencana;d. Mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijaumelalui: green openspace (ruang terbuka hijau), green
waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R)untuk pengurangan tingkat pencemaran di darat, laut,dan udara, pemanfaatan energi alternatif danterbarukan, pemanfaatan daur ulang.

4. Perwujudan Kota Cerdas dan Daya Saing Kotaa. Mengembangkan pencitraan kota (city branding) melaluiproduk unggulan, SDM unggulan dan memiliki karaktersosial budaya lokal yakni potensi pariwisata;b. Meningkatkan jumlah tenaga kerja ahli dan terampilmelalui penyediaan sarana prasarana pendidikan tinggidan pelatihan kejuruan (higher education and vocational
training) di bidang pariwisata agar memiliki daya saingdan kemampuan memasarkan produk unggulan;c. Menyediakan layanan publik berbasis TeknologiInformasi dan Komunikasi untuk mendukung kegiatanseluruh sektor dalam bentuk e-government pada sektorpemerintahan, e-commerce pada sektor perdagangan, e-
procurement atau lelang elektronikd. Menyediakan layanan publik serta perencanaan,pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana kotamelalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi(TIK) dalam bentuk e-government dan e-commerce;e. Mengembangkan pasar keuangan dalam bentukpenyediaan kredit lunak kepada industri kecil, koperasidan UMKM.

5. Kebijakan untuk Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola
Pembangunan Perkotaana. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalambirokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadapkebutuhan masyarakat kota;
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b. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visionerdan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangundan mengelola kota berkelanjutan, baik melalui kotalayak dan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas,melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secarabersikenambungan;c. Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagipara pelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP);d. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dankerjasama pembangunan antar kota, untuk mewujudkankota berkelanjutan;e. Mengembangkan dan menyediakan pusat data informasiperkotaan terpadu yang mudah diakses;f. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, danorganisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialogperencanaan dengan pemerintah dan masyarakatperkotaan, maupun dalam pembangunan kotaberkelanjutan, seperti: pembangunan infrastrukturperkotaan maupun masukan terhadap rencana tataruang kota;g. Mengembangkan lembaga bantuan teknis danpembiayaan infrastruktur perkotaan.
4.5.2.2 Pengembangan Wilayah PerdesaanArah kebijakan pengembangan desa dan kawasanperdesaan di Wilayah Nusa Tenggara adalah meningkatkankesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusiaserta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhankebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatansumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengansasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 260desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 100desa. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antaraperkotaan dan perdesaan melalui integrasi perdesaan mandiripada 4 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat
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pada tabel 4.5. Dalam rangka percepatan pembangunan desadan kawasan perdesaan di Wilayah Nusa Tenggara akandilakukan:
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan

kondisi geografis Desaa. Pembangunan maupun peningkatan kualitas sarana danprasarana dasar bidang pendidikan, khususnya PAUD,sekolah dasar dan sekolah menengah di desa tertinggaldan desa perbatasan;b. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan melaluipenyediaan poskesdes dan/atau pustu di desa tertinggal,desa berkembang, dan desa perbatasan;c. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan di kawasandesa tertinggal dan berkembang khususnya dalampenyediaan air bersih;d. Peningkatan distribusi dan penguatan kapasitas tenagapendidik dan tenaga kesehatan termasuk tenaga medislokal khususnya di desa-desa terpencil;e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi,baik darat, laut, maupun udara;f. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan listrik (tenagasurya, tenaga air, mikro hidro, dll) dan jaringantelekomunikasi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha

ekonomi  Desaa. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah, pemerintahdaerah dan pemerintah desa dalam memajukan ekonomimasyarakat miskin dan rentan sesuai karakter lokal;b. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentandalam pengembangan usaha berbasis  sumberdaya local;c. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dan rentanmelalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, danlembaga keuangan mikro yang disesuaikan dengankarakteristik sosial budaya setempat;
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d. Pemberian jaminan sosial bagi masyarakat miskin danrentan di Desa;e. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasaranaproduksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, revitalisasibendungan, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar,sistem informasi nelayan), pasca panen (sistem logistik),pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumahtangga desa.
3. Pembangunan Sumber  Daya Manusia, Keberdayaan, dan

Modal Sosial Budaya Masyarakat Desaa. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, melaluifasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalamperencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa;b. Penguatan lembaga adat dan Desa Adat (lodok lingko,
ngende, papalele, awig-awig), serta perlindungan hak-hakmasyarakat adat sesuai dengan perundangan yangberlaku;c. Penguatan peran lembaga adat/masyarakat adat dalampembangunan desa melalui kerjasama antar lembagaadat/masyarakat adat  dan antara lembagaadat/masyarakat adat  dengan Pemerintah Desa;d. Penguatan peran pemuda, perempuan, dan kaum marjinaldalam perekonomian, ketahanan pangan, dan pendidikan(arisan pendidikan, PUK/JARPUK, papalele/pedagangpinggiran, lumbung pangan desa);e. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnyapendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di desatertinggal;f. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidangkewirausahaan berbasis potensi lokal; dang. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapikebijakan shareholding pemerintah, desa, dan pihakketiga;



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 193

4. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baika. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentangDesa;b. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasaranapemerintahan desa.c. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa, BadanPermusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga-lembagalainnya di tingkat desa dalam (i) Perencanaan,pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii)Pengelolaan keuangan desa, (iii) Pelayanan publik, (iv)Penyiapan dan penetapan batas desa (khususnya desa-desa perbatasan); serta (v) peta desa;d. Penguatan pemerintah desa, masyarakat, dankelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahananekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;e. Pengembangan data dan informasi desa yang digunakansebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunandesa.f. Penguatan peran kader desa (community center) untukperlindungan dan pemberdayaan buruh migran dankeluarganya.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

berkelanjutan, penataan ruang kawasan perdesaan,
serta mewujudkan kemandirian pangana. Peningkatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertaniandan kawasan pesisir antara lain melalui redistribusi lahankepada petani, buruh tani, dan nelayan (land reform);b. Fasilitasi penentuan tapal batas Desa yang rawan konflik;c. Menjamin hak bagi desa-desa dalam pemanfaatan,pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam danlingkungan hidup berskala lokal yang seimbang,berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;d. Fasilitasi peningkatan kesadaran dan kemampuanmasyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan
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melalui pengenalan kembali keragaman potensi panganlokal;e. Fasilitasi peningkatan kesadaran dan kemampuanmasyarakat dalam mewujudkan kemandirian energimelalui penggunaan dan pemeliharaan energi alternatif(surya, mikro hidro);f. Fasilitasi penyediaan sistem pertanian tadah hujanberbasis kearifan lokal;g. Rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk

mendorong keterkaitan desa-kotaa. Mewujudkan sentra industri perikanan (rumput laut,perikanan tangkap, perikanan budidaya) terutama dikawasan Jerowaru, Keruak, Lape, dan pertanian unggulan(gaharu, cendana, kemiri, mete, padi, jagung) terutama dikawasan Moyo Hilir, Moyo Utara, Utan, Dompu, Soa, danpeternakan modern (sapi) di kawasan Ngada dan Ende.b. Fasilitasi dan pemberian dukungan kepada masyarakatdalam mengembangkan usaha yang mendukung wisatabahari di kawasan Ende-Kelimutu dan wisata pegunungandi Rinjani.
4.5.2.3 Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah

Nusa TenggaraPeningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah NusaTenggara diarahkan dengan memperkuat 4 pusat pertumbuhan,yaitu Kawasan Praya dan sekitarnya (Prov. NTB), SumbawaBesar dan sekitarnya (Prov. NTB), Raba dan sekitarnya (Prov.NTB), serta Kawasan Ende dan sekitarnya (Prov. NTT).Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan transmigrasi,kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasanpariwisata (lihat tabel 4.5). Arah kebijakan dan strategipeningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Nusa Tenggaraadalah sebagai berikut:
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1. Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota
Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa, serta antar Pulaua. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasiuntuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, danmodal;b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalanLintas Nusa Tenggara, pelabuhan Sumbawa Besar danRaba, bandar udara yang melayani Kawasan SumbawaBesar dan Ende serta angkutan penyeberangan yangmelayani Kawasan Ende;c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untukmemfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasiantar wilayah;d. Mempercepat pemenuhan suplai energi/listrik untukmemenuhi kebutuhan domestik dan industri.

2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu
dan hilir  desa-kota melalui pengembangan klaster
khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan
transmigrasia. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasilpertanian di Kawasan Praya, Sumbawa Besar, Raba, danEnde, serta sentra produksi dan pengolahan hasilperikanan/kelautan di Kawasan Praya dan SumbawaBesar;b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusatpertumbuhan (lihat tabel 5.3) dan simpul-simpultransportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana danprasarana produksi;c. Mengembangkan daya tarik wisata Taman Nasional dansejarah di Kawasan Pariwisata Rinjani melaluipeningkatan promosi dan ketersediaan infrastrukturpenunjang, meliputi perbaikan akses menuju obyekwisata, peningkatan kualitas hotel, rumah makan, danfasilitas umum.
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d. Mengembangkan daya tarik wisata Taman Nasional danbahari di Kawasan Pariwisata Ende-Kelimutu melaluipeningkatan ketersediaan promosi dan ketersediaaninfrastruktur penunjang, meliputi pengembangan danpeningkatan fasilitas pelayaran dan jalur darat menujudestinasi wisata, pengembangan akomodasi wisataecolodge, toko souvernir, restauran dan rumah makantradisional.e. Membangun bank pertanian dan perikanan untukmeningkatkan akses terhadap modal usaha di sektorpertanian dan perikanan; danf. Mengembangkan Techno Park berbasis pertanian danperikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologidan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan dayasaing industri pengolahan dan jasa.
3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan

Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desaa. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yangefisien;b. Mengembangkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintudi daerah;c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalamperencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antardaerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalamtata kelola ekonomi lokal;d. Mengembangkan pendidikan kejuruan untukmemperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal disektor pertanian dan perikanan;e. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuanmasyarakat mengenai kelestarian laut dan pesisir sertamitigasi bencana, terutama di Kawasan PerdesaanPesisir Praya, Sumbawa, Raba, dan Ende;Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangankawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar4.2 dan Tabel 4.4 - 4.5.
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Tabel 4.4.
Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan
Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah Di Wilayah Nusa

Tenggara

Kode Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan
K1 KSN (Usulan)Perkotaan MataramRaya (Mataram,Lombok Barat,Lombok Timur,Lombok Tengah,Lombok Utara)

Diarahkan untuk menjadi pusatkegiatan Nasional (PKN) yangberorientasi pada upaya mendorongperkembangan sektor produksiwilayah seperti kehutanan,pertambangan bijihh besi danagroindustri serta industripengolahanSumber : Bappenas, 2014
Tabel 4.5.

Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota Untuk
Memperkuat Pusat Pertumbuhan di Wilayah Nusa

Tenggara

Kode Lokasi
Kawasan

Kelompok Kawasan Komoditas
Unggulan

D1 Praya dansekitarnya(Kab.LombokTimur, Kab.LombokBarat,Prov. NTB)

• PKWPraya
• Kawasan

Minapolitan
Perikanan
Tangkap:Jerowaru, danKeruak

• Kawasan
Transmigrasi:Keruak , SelongBelanak

• Kawasan
Pariwisata: KSPN

• PerikananTangkap
• Padi
• WisataTamanNasional
• WisataSejarah
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Kode Lokasi
Kawasan

Kelompok Kawasan Komoditas
UnggulanRinjani

• KEK Mandalika
• Kota Otonom

Terdekat :Mataram
D2 SumbawaBesar dansekitarnya(Kab.Sumbawa,Prov. NTB)

• PKW SumbawaBesar
• Kawasan

Agropolitan
(Padi): Moyo Hilir,Moyo Utara

• Kawasan
Agropolitan
(Jagung): Utan

• Kawasan
Minapolitan
Perikanan
Budidaya: Lape

• Padi
• Jagung
• Rumput Laut

D3 Raba dansekitarnya(Kab. Dompu,Prov. NTB)
• PKW Raba
• Kawasan

Agropolitan
(Jagung): Dompu(Kec. Manggalewa)

• Kawasan
Transmigrasi:Dompu, Hu’u

• KAPET Bima
• Kota Otonom

Terdekat : Bima

• Jagung
• Sapi

D4 Ende dansekitarnya(Kab. Ngada,Kab. Ende,Prov. NTT)
• PKW Ende
• Kawasan

Agropolitan
(Padi): Soa

• Kawasan
Transmigrasi:

• Padi
• Kopi
• Sapi
• WisataBudaya
• Wusata
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Kode Lokasi
Kawasan

Kelompok Kawasan Komoditas
UnggulanMaronggela

• Kawasan
Pariwisata: KSPNEnde-Kelimutu

• KAPET Mbay

Pantai/Bahari
• WisataTamanNasionalSumber : Bappenas, 2014

4.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan
Perbatasan

4.5.3.1 Pengembangan Daerah TertinggalArah kebijakan Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal di Wilayah Nusa Tenggara difokuskan pada upayapemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik danpengembangan perekonomian masyarakat yang berbasispariwisata, perikanan, dan peternakan yang didukung olehSumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas handal daninfrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggaldan kawasan strategis. Percepatan pembangunan daerahtertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
1. Pemenuhan Pelayanan Publik DasarMendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal denganprioritas kegiatan sebagai berikut:a. Bidang Pendidikan1. Pemerataan distribusi tenaga pendidik di wilayahNusa Tenggara bagian timur dan kawasan perbatasan;2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik di wilayahNusa Tenggara bagian timur dan kawasan perbatasan3. Pemberian insentif tenaga pendidik di wilayah NusaTenggara bagian timur dan perbatasan;
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4. Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayahNusa Tenggara bagian timur dan perbatasan;5. Penyelenggaraan guru kunjung di wilayah NusaTenggara bagian timur dan kawasan perbatasan;6. Pengembangan sekolah kecil di wilayah NusaTenggara bagian barat;7. Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerahtertinggal dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK);8. Pembangunan sekolah berasrama di wilayah NusaTenggara bagian timur dan perbatasan;9. Pengembangan asrama sekolah;10. Penyediaan bus sekolah;11. Pengembangan pendidikan jarak jauh;12. Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompokbelajar paket A,B,C);13. Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggiuntuk daerah tertinggal.b. Bidang Kesehatan1. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan di KabupatenSabu Raijua, Timor Tengah Selatan, dan Timor TengahUtara;2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di KabupatenSabu Raijua, Timor Tengah Selatan, dan Timor TengahUtara;3. Pemberian insentif tenaga kesehatan di KabupatenSabu Raijua, Timor Tengah Selatan, dan Timor TengahUtara;4. Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di bagiantimur Nusa Tenggara dan perbatasan;5. Pengadaan sarana kesehatan keliling di bagian timurNusa Tenggara dan perbatasan;6. Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulaukecil terluar;7. Pengadaan rumah sakit terapung di kawasan pulaukecil terluar;
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8. Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Pratama di bagian timur Nusa Tenggara danperbatasan;9. Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerahtertinggal dan perbatasan;10. Pengembangan telemedis di daerah tertinggal.c. Bidang Energi1. Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU di kawasanterpencil dan perbatasan di Nusa Tenggara bagianTimur;2. Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian30-60 kWh;3. Pengembangan energi biogas ramah lingkungan;4. Penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencildan perbatasan;d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi1. Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasikhususnya yang menghubungkan wilayah perbatasan,bagian timur Nusa Tenggara, dan pusat-pusatpertumbuhan;2. Pembangunan menara penguat sinyal;3. Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI,khususnya di wilayah terisolir dan perbatasan;4. Pengembangan jaringan internet;5. Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat diwilayah Nusa Tenggara Timur.e. Bidang Permukiman dan Perumahan1. Pembangunan perumahan layak huni di terisolir danperbatasan;2. Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruhkampung terutama di wilayah terisolir dan perbatasan;3. Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak hunikhususnya di kawasan perhutanan dan pesisir.
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2. Pengembangan Ekonomi LokalPengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerahtertinggal secara terpadu dalam rangka meningkatkan nilaitambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, danketerkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspekinfrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi,dan pemasaran dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah NusaTenggara melalui penyediaan tenaga pendampingmasyarakat khususnya dalam bidang pariwisata,perikanan, dan peternakan;b. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)khususnya sektor pariwisata, perikanan laut, dansubsektor perikanan laut;c. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan
Cold Storage disetiap sentra perikanan;d. Kerjasama investasi antara pemerintah daerah, sektorswasta dan pelaku usaha lainnya seperti perbankan dankoperasi;e. Pengembangan jaringan irigasi;f. Peningkatan produksi dan mutu tanaman buahberkelanjutan di bagian barat Nusa Tenggara;g. Peningkatan produksi komoditas jagung di KabupatenDompu;h. Peningkatan produksi ternak melalui pendayagunaansumber daya lokal;i. Pengembangan sentra produksi  rumput laut;j. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut diwilayah pesisir;k. Pengembangan pusat-pusat peternakan modern;l. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pascapanen bidang pertanian;m. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dansosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur, sarana,promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat,



204 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

khususnya di Kabupaten Sumba Barat, Bima, ManggaraiBarat, Ende, Alor, Flores Timur, Kupang, dan Rote Ndao;n. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian,museum;o. Pengembangan pasar kecamatan tradisional.
3. Penguatan Konektivitas dan SislognasPeningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasanstrategis yang diprioritaskan pada ketersediaan sarana danprasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunanekonomi daerah dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:a. Membuat sistem konektivitas laut untuk mendistribusikanhasil bumi menuju lokasi di luar Wilayah Nusa Tenggara;b. Peningkatan kapasitas pelayanan Bandara Nagekeo;c. Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang danferry;d. Pengadaan unit armada ferry baru di wilayah NusaTenggara;e. Pengembangan jalan penghubung menuju kawasanstrategis (Kapet Bima) di Kabupaten Dompu dan Bima;f. Pengembangan bandara perintis di kawasan NusaTenggara;g. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi(jalan dan jembatan) difokuskan pada Wilayah NusaTenggara bagian barat;h. Penyediaan moda transportasi sesuai dengankarakteristiknya;i. Pembangunan dermaga di pulau-pulau kecil yang tersebardi Wilayah Nusa Tenggara;j. Pengembangan kapal perikanan tangkap 30 GT dikawasan perbatasan wilayah Nusa Tenggara;k. Pengembangan jalur keperintisan laut di Wilayah NusaTenggara;l. Pembangunan bandara perintis di Wilayah NusaTenggara.
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4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dankapasitas kelembagaan pemangku kepentinganpembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerahyang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan pariwisata,perikanan, dan peternakan. Strategi ini meliputi aspekperaturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumenkebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi (IPTEK). Prioritas program untuk mendukungstrategi ini adalah sebagai berikut:a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya padapemenuhan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan,listrik, informasi, dan telekomunikasi di daerah tertinggaldari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;b. Pengembangan pusat informasi pemasaran sertateknologi, pendidikan, pelatihan, pengembangan SDMpelaku usaha untuk menunjang pengembangan usahakhususnya sektor pariwisata, perikanan laut, dansubsektor perikanan laut;c. Peningkatan kompetensi guru di daerah tertinggal melaluipelatihan;d. Pengembangan sekolah kejuruan dan politeknike. Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan;f. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan;g. Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat berbasispengembangan pariwisata, perikanan, dan peternakan.
5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerahtertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkritdilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasiuntuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaanhasil bumi dan energi melalui pelaksanaan prioritas programsebagai berikut:a. Penyusunan Strategi Daerah tentang PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal;
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b. Penyusunan rencana induk dan rencana aksipengembangan ekonomi berbasis pada agroindustripeternakan dan perikanan laut secara terpadu;c. Penyusunan rencana induk dan rencana aksipengembangan pariwisata baik wisata bahari dan sosialbudaya;d. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerahuntuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;e. Pengaturan dan pengelolaan hak ulayat;f. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah denganpemerintah daerah, antar-SKPD dalam penyelenggaraanprogram pembangunan di daerah;g. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam prosespengembangan usaha di daerah tertinggal;h. Tunjangan khusus penyuluh pertanian.
6. Pembinaan Daerah Tertinggal TerentaskanPembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melaluipenguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah danpeningkatan kapasitas SDM.
7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan TransmigrasiMendukung pengembangan kawasan perdesaan dantransmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjanganantarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan,diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusatpertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatanpembangunan daerah tertinggal dan pengembangankawasan perdesaan.Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Nusa Tenggaraterdiri dari 2 provinsi dengan total 32 kabupaten/kota, dimana78,12 persen atau 25 kabupaten masuk dalam kategori daerahtertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah inisebesar 66,65, berada dibawah target IPM rata-rata nasional didaerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2.Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,31 persen, jauh dari target
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yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen.Angka kemiskinan di daerah tertinggal Wilayah Nusa Tenggaramasih sebesar 21,43 persen, jauh dari target angka kemiskinansecara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014,sebesar 14,2 persen.Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Nusa Tenggaratelah ditetapkan 28 kabupaten tertinggal yang menjadi lokusagenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhirtahun 2014 diindikasikan terdapat 3 kabupaten tertinggal yangdapat terentaskan. Akan tetapi, terdapat 1 kabupaten denganstatus Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masukkategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Malaka. Sehinggapada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal diNusa Tenggara di perkirakan sebanyak 26 kabupaten. Padaakhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 16kabupaten tertinggal dapat terentaskan di wilayah ini.
4.5.3.2 Pengembangan Kawasan PerbatasanArah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan diWilayah Nusa Tenggara difokuskan untuk meningkatkan perankawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang majudan berdaulat dengan negara yaitu RDTL dan Australia. FokusPengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Nusa Tenggaradiarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan StrategisNasional (PKSN) di Wilayah Nusa Tenggara, yaitu PKSNAtambua, PKSN Kefamenanu dan PKSN Kalabahi, sertaKecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) penanganan kawasanperbatasan tahun 2015-2019.Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untukmewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasanperbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga danmenciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. Strategitersebut dilakukan sebagai berikut:
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1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan,
pemeliharaan dan pengamanan kawasan perbatasan
Nusa TenggaraPenguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan,pemeliharaan, dan pengamanan kawasan perbatasan, secaraterpadu di Wilayah Nusa Tenggara dengan strategi sebagaiberikut:a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi,karantina, dan keamanan terpadu di PKSN Atambua, PKSNKefamenanu, dan PKSN Kalabahi;b. Mengembangkan pusat kegiatan pertahanan dankeamanan negara di PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua,dan PKSN Kalabahi;c. Membenahi aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif(ilegal) di kawasan perbatasan di Belu, Timor TengahUtara, Rote, Alor, dan Kupang;d. Meningkatkan upaya perundingan dalam penetapan danpenegasan segmen-segmen batas wilayah negara RI-RDTL;e. Meningkatkan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis,strategi, hingga kebijakan (pengambilan keputusan);f. Mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Alor,Pulau Dana, Pulau Batek, Pulau Ndana dan PulauManggudu dengan pendekatan keamanan, ekonomi danlingkungan;g. Memperkuat pertahanan dan pengamanan perbatasanwilayah laut dan darat baik dengan penambahan saranadan prasarana alutsista maupun non alutsista;h. Menjalin kerjasama pengamanan dan pertahanan kawasanperbatasan negara antara RI-RDTL dan RI-Australia;i. Pembentukan kerjasama patroli pertahanan dankeamanan batas wilayah Negara RI-RDTL dan RI-Australia;
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j. Sosialisasi batas wilayah laut negara RI-RDTL dan RI-Australia kepada masyarakat perbatasan Wilayah NusaTenggara;k. Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP)pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparaturpengaman perbatasan.
2. Pengembangan Ekonomi LokalPengembangan ekonomi lokal secara terpadupada kawasanperbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara dengan strategisebagai berikut:a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas supply perikanantangkap dan sumber daya kelautan, peternakan, pertaniantanaman pangan, dan perkebunan melalui pengembangansarana dan prasarana produksi, pengolahan, danpemasaran di PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSNKefamenanu;b. Meningkatkan nilai potensi pariwisata alam dan budayamelalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosidan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) diPKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, dan PKSN Atambua;c. Mengembangkan program transmigrasi di kawasanperbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri kawasanperbatasan Nusa Tenggara Timur;d. Mengembangkan pusat perdagangan skala internasionalberbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negaratetangga serta secara bertahap menurunkan jumlahpelintas batas tradisional di titik lintas batas (RDTL danAustralia) di PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, dan PKSNKalabahi;e. Mengembangkan balai-balai latihan kerja untukmeningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yangberorientasi pasar ke negara RDTL maupun Australia.
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3. Penguatan Konektivitas dan SislognasPeningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara diWilayah Nusa Tenggara dengan strategi sebagai berikut:a. Mempercepat pembangunan konektivitas denganmembangun sistem jaringan jalan lokal di KecamatanLokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang salingterhubung dengan pusat kegiatan ekonomi di KecamatanLokasi Prioritas (Lokpri) Kabupaten Timor Tengah Utara,Kupang, dan Belu, terutama desa-desa yang masihterisolir;b. Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yangmenghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasannegara di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) KabupatenAlor dan Kabupaten Rote Ndao, termasuk pulau kecilterluar berpenduduk di Wilayah Nusa Tenggara denganpusat pertumbuhan/aktivitas ekonomi;c. Mengembangkan dermaga keperintisan pada pulau-pulaukecil terluar berpenduduk;d. Menjamin ketersedian logistik, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;e. Mengembangkan pusat pelayanan transportasi laut danudara internasional di Kupang, PKSN Kalabahi, dan PKSNAtambua Mengembangkan pusat pelayanan transportasilaut dan udara internasional di Kupang, PKSN Kalabahi,dan PKSN Atambua;f. Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutamajalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi di KecamatanLokasi Prioritas (Lokpri);g. Menyediakan dan menata telekomunikasi dan informasiyang masif untuk menegakan kedaulatan telekomunikasidan informasi di kawasan perbatasan RI-RDTL.
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IptekPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan IlmuPengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kawasan perbatasan



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 213

negara di Wilayah Nusa Tenggara dengan strategi sebagaiberikut:a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasaranapendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumberdaya lokal (kelautan, peternakan, pertanian tanamanpangan, dan perkebunan) di kawasan perbatasan Belu,Timor Tengah Utara, Alor, Kupang, Rote Ndao;b. Meningkatkan akses pelayanan sosial dasar (pendidikandan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, termasukorientasi pelayanan kepada RDTL;c. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yanghandal serta penyedian insentif, serta sarana prasaranapenunjang yang memadai, khususnya di pulau-pulau kecilterluar berpenduduk;d. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasanmelalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar danpelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparaturyang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakanpengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yangdiperlukan oleh masyarakat perbatasan;e. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjangpengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasanperbatasan.
5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya mendukung pengembangan kawasanperbatasan negara, harmonisasi regulasi agar afirmasiterhadap pengembangan kawasan perbatasan. Beberaparegulasi yang kurang harmonis dalam mendukung afirmasiterhadap pengembangan kawasan perbatasan sebagaiberikut:a. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasanlindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang adadi dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunaninfrastruktur yang melalui hutan lindung;b. Regulasi pengelolaan lintas batas;
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c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasamaantara RI-RDTL maupun RI-Australia dalampengembangan kawasan perbatasan negara;d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas(asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakansumber daya air, pengelolaan jalan non status, danpelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasanperbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasanperbatasan;f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjangpemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalampengelolaan kawasan perbatasan;g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritaspenuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;h. Pemberian kewenangan khusus bagi pemerintahankecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentukdesentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khususuntuk akselerasi pembangunan dan efektivitaspeningkatan kualitas pelayanan publik.;i. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail TataRuang Kawasan Perbatasan di Nusa Tenggara Timur;j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara DanKawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuanbagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerahdalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunankawasan perbatasan negara.Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasanperbatasan dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.4.
Tabel 4.6.



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 215

Tabel 4.7.
Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan

Perbatasan
Wilayah Nusa Tenggara

No. Kabupaten Kecamatan Lokasi Prioritas1 Kupang Amfoang Timur2 Timor TengahUtara Insana Utara, Kefamenanu, MiaomaffoBarat, Bikomi Utara, Bikomi Tengah,Bikomo selatan, Bikomi Nalulat, Mutis,Musi, Nalbenu3 Belu Atambua, Lamaknen, LamaknenSelatan, Lasiolat, Tasifeto Timur, Raihat,Tasifeto Barat, Nanaet Dubesi, MalakaBarat4 Malaka Malaka Barat, Kobalima Timur,Kobalima, Malaka Tengah, Wewiku5 Rote Ndao Rote Barat Daya, Rote Ndao, Rote Ndao,Rote Baru, Rote Barat Laut, RoteSelatan, Rote Timur, Lobalain, PantaiBaru6 Alor Teluk Mutiara, Alor Timur, Alor Selatan,Alor Barat Daya, Pureman, Mataru,Pantar, Pantar Tengah, Pantar BaratLaut, Pantar Barat7 Sabu Raijua RaijuaSumber: Bappenas, 2014
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4.5.4 Penanggulangan BencanaProvinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayahkepulauan yang terdiri dari 566 pulau dan pulau berpenghunisebanyak 42 pulau. Di Wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat19 gunung, diantaranya Gunung Rokatenda dan Gunung Ranakakategori gunung api dengan status aktif dan 15 sungai sungaidengan fluktuasi aliran yang cukup tinggi, pada musimpenghujan berair dan banjir, sedangkan musim kemarau airberkurang, bahkan ada yang kering. Berdasarkan IRBI 2013,seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timurberada dalam kelas risiko tinggi. Wilayah Provinsi NusaTenggara Barat terdapat 16 wilayah sungai dan 16 gunung (7 diPulau Lombok dan 9 di Pulau Sumbawa), diantaranya adalahGunung Rinjani di Pulau Lombok dan Gunung Tambora di PulauSumbawa, merupakan gunung api dengan status aktif. Ancamanbencana di wilayah Nusa Tenggara adalah gempa bumi,tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor.Risiko bencana alam yang tinggi di Wilayah Nusa Tenggaradapat disebabkan tingkat ancaman yang tinggi, potensi jumlahpenduduk terpapar dan kerugian harta benda yang tinggi sertakapasitas  penanggulangan bencana yang belum memadai dibidang kelembagaan, peringatan dini, mitigasi dankesiapsiagaan menghadapi bencana. Berdasarkan DIBI yangmerekam kejadian bencana tahun 1815-2014, berbagaikejadian bencana di Kepulauan Nusa Tenggara telahmengakibatkan 16.589 orang meninggal dunia, 15.035 orangluka-luka, 3.365 orang hilang, 189.619 orang mengungsi dan72.250 rumah hancur/rusak.Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebutadalah:
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam

kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui:a. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana,melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000pada Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur,  LombokTengah, Lombok Utara, Bima, Ngada, Dompu dan Ende,dan skala 1:25.000 pada Kota Mataram dan Kupang.
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b. Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan danreview RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana danRencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RADPRB)  berdasarkan kajian dan peta risiko di KabupatenLombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, LombokUtara, Bima, Ngada, Dompu, Ende, Kota Mataram danKupang.d. Penyusunan rencana kontinjensi di Kabupaten LombokBarat, Lombok Timur,  Lombok Tengah, Lombok Utara,Bima, Ngada, Dompu, Ende, Kota Mataram dan Kupangsebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggapdarurat dalam menghadapi bencana gempa bumi, tsunami,letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor.
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana,melalui:a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana danmeningkatkan pengetahuan masyarakat tentangkebencanaan di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur,Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima, Ngada, Dompu,Ende, Kota Mataram dan Kupang;b. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi penguranganrisiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api,kekeringan, banjir dan longsor kepada masyarakat baikmelalui media cetak, radio dan televisi, yang difokuskan diKabupaten Lombok Barat, Lombok Timur,  LombokTengah, Lombok Utara, Bima, Ngada, Dompu, Ende, KotaMataram dan Kupang.c. Bekerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan duniausaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomimasyarakat di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur,Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima, Ngada, Dompu,Ende, Kota Mataram dan Kupang;d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi danrekonstruksi wilayah pasca bencana alam gempa bumi diLombok Utara, Lombok Timur, letusan gunung api
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Rokatenda dan daerah pasca bencana alam lainnya diPulau Nusa Tenggara;e. Pemeliharaan, penataan bangunan dan lingkungan disekitar daerah aliran sungai (DAS) Dodokan dan Moyosaridi NTB dan DAS Benain Aisessa di NTT maupun daerahrawan bencana alam lainnya; danf. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalamupaya pengurangan risiko bencana gempa bumi, tsunami,letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,melalui:a. Penguatan kapasitas apratur dan kelembagaanpenanggulangan bencana di daerah, melalui penyediaanprasarana gedung kantor;b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami,banjir dan letusan gunung di Kabupaten Lombok Barat,Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima,Ngada, Dompu, Ende, Kota Mataram dan Kupang, sertamemastikan berfungsinya sistem peringatan dini denganbaik;c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikanuntuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapibencana;d. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggapdarurat secara berkala dan berkesinambungan untukmeningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempabumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir danlongsor;e. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan(shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi danrambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yangdifokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencanatsunami dan letusan gunung api;f. Membangun dan memberikan perlindungan bagiprasarana vital yang diperlukan untuk memastikankeberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi
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masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasidarurat dan pasca bencana;g. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di KabupatenLombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, LombokUtara, Bima, Ngada, Dompu, Ende, Kota Mataram danKupang untuk mendukung Gerakan Desa Hebat;h. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusianlogistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unitpusat logistik kebencanaan di wilayah Nusa Tenggarayang dapat menjangkau wilayah terpencil; dani. Pembentukan dan penguatan kapasitas forumpengurangan risiko bencana di daerah wilayah NusaTenggara.
Tabel 4.8.

Profil Kerawanan Risiko Bencana Pada Pusat Pertumbuhan
di Wilayah Nusa Tenggara

Lokasi
Index Kerawanan

(IRBI 2011)

Kelas Multi
Risiko

(IRBI 2013)
KAPET Bima di Kota
Bima dengan wilayah-
wilayah sentra
produksi bahan baku
di Kabupaten Bima,
dan Kabupaten
Dompu.

Tinggi untuk gempabumi, gelombangdan abrasi Kota Bima:tinggiKab. Bima:tinggiKab. Dompu:tinggi
KAPET Mbay-Kab.
Ngada

Tinggi untuk gempabumi, tsunami,banjir Kab. Ngada:Tinggi
KEK Mandalika-Kab.
Lombok Tengah

Tinggi untuk gempabumi Kab. LombokTengah: tinggi
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Nusa TenggaraKupang Tinggi untuk Tinggi
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Lokasi
Index Kerawanan

(IRBI 2011)

Kelas Multi
Risiko

(IRBI 2013)ancaman:gempa bumi,tsunami, banjir,cuaca ekstrim,abrasi,Mataram Tinggi untukancaman:gempa bumi,tsunami, cuacaekstrim, abrasi
Tinggi

Lokasi Index Kerawanan(IRBI 2011) KelasMultiRisiko(IRBI 2013)KAPET Bima di KotaBima dengan wilayah-wilayah sentraproduksi bahan baku diKabupaten Bima, danKabupaten Dompu.
Tinggi untuk gempabumi, gelombangdan abrasi Kota Bima:tinggiKab. Bima:tinggiKab. Dompu:tinggi

KAPET Mbay-Kab.Ngada Tinggi untuk gempabumi, tsunami,banjir Kab. Ngada:TinggiKEK Mandalika-Kab.Lombok Tengah Tinggi untuk gempabumi Kab. LombokTengah: tinggi
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Nusa TenggaraKupang Tinggi untukancaman:Gempa bumi,tsunami, banjir,cuaca ekstrim,

Tinggi
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Lokasi
Index Kerawanan

(IRBI 2011)

Kelas Multi
Risiko

(IRBI 2013)abrasi,Mataram Tinggi untukancaman:gempa bumi,tsunami, cuacaekstrim, abrasi
Tinggi

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Nusa TenggaraPraya – Kab. LombokTengah Tinggi untukancaman: banjir,gempa bumi, abrasi,kekeringan
Tinggi

Raba – Kab. Bima Tinggi untukancaman: banjir,gempa bumi, cuacaekstrim, kekeringan
Tinggi

Sumbawa Besar – Kab.Sumbawa Tinggi untukancaman:gempabumi,tsunami, cuacaekstrim, banjir dantanah longsor,letusan gunung api

Tinggi

Soe – Kab. TimorTengah Selatan Tinggi untukancaman: banjirdan tanah longsor,cuaca ekstrim,abrasi
Tinggi

Kefamenanu - Kab.Timor Tengah Utara Tinggi untukancaman: banjir,angin topan Tinggi
Ende Tinggi untukancaman: banjir tinggi
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Lokasi
Index Kerawanan

(IRBI 2011)

Kelas Multi
Risiko

(IRBI 2013)dan tanah longsor,cuaca ekstrim,abrasiMaumere – Sikka Tinggi untukancaman: banjirdan tanah longsor,letusan gunung api,abrasi, gempa bumi,tsunami, cuacaekstrim

Tinggi

Waingapu – Kab.Sumba Timur Tinggi untukancaman: abrasi,cuaca ekstrim Tinggi
Ruteng – Kab.Manggarai Tinggi untukancaman: banjirdan tanah longsor,cuaca ekstrim,abrasi

Tinggi
Labuan Bajo – Kab.Manggarai Barat Tinggi untukancaman: banjirdan tanah longsor,cuaca ekstrim

Tinggi
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nusa TenggaraAtambua – Kab. Belu Tinggi untukancaman: angintopan, banjir dantanah longsor

Tinggi
Kalabahi – Kab. Alor Tinggi untukancaman:gempabumi, cuaca,abrasi

Tinggi
Kefamenanu – Kab.Timor Tengah Utara Tinggi untukancaman: banjir, Tinggi
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Lokasi
Index Kerawanan

(IRBI 2011)

Kelas Multi
Risiko

(IRBI 2013)cuaca ekstrimSumber: Data diolah, Bappenas, 2014.
4.5.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara
A. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara1. Kebijakan untuk mewujudkan lumbung ternak nasionalmelalui pengembangan kawasan perkotaan nasionalsebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan,dan industri jasa hasil peternakan.2. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhanekonomi berbasis perikanan dan kelautan, hortikulturadan perkebunan, pertanian tanaman pangan sertakehutanan yang berdaya saing dengan prinsipberkelanjutan meliputi:a. Pengembangan kawasan minapolitan; danb. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana yangterpadu untuk mewujudkan poros Indonesia BagianTenggara.3. Kebijakan untuk mewujudkan ketersediaan airsepanjang tahun dan kelestarian ekosistem kepulauanyang mendukung kegiatan pengembangan wilayahsecara berkelanjutan meliputi:a. Pelestarian kawasan berfungsi lindung yangbervegetasi hutan tetap paling sedikit 30 persen(tiga puluh persen) dari luas daratan Wilayah NusaTenggara sesuai dengan kondisi ekosistemnya danpelestarian kawasan keanekaragaman hayatikelautan dunia; dan
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b. Pengendalian perkembangan kawasan permukimanperkotaan dan kawasan budi daya terbangun padawilayah pesisir, pulau kecil, dan kawasan rawanbencana.4. Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasansebagai beranda depan negara dan pintu gerbanginternasional yang berbatasan dengan Negara TimorLeste dan Negara Australia melalui percepatanpengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatanpertahanan dan keamanan negara, kesejahteraanmasyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup.5. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional(KSN) meliputi:a. Pengembangan KSN Perbatasan dalam rangkapeningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dankeamanan negara; danb. Pengembangan KSN untuk meningkatkan fungsikawasan dalam pengembangan perekonomian nasionalyang produktif, efisien, dan mampu bersaing.
B. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nusa

Tenggara

I. Struktur Ruang Wilayah1. Strategi pengembangan kawasan perkotaan nasionalsebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan,dan industri jasa hasil peternakan meliputi:a. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagaipusat industri pengolahan, industri kerajinan, danindustri jasa hasil peternakan yang didukung olehpengelolaan limbah industri terpadu; danb. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagaipusat penelitian dan pengembangan peternakan.2. Strategi pengembangan kawasan minapolitan meliputi:a. Mengembangkan kawasan peruntukan industriberbasis komoditas perikanan dan kelautan; dan
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b. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasiuntuk meningkatkan keterkaitan antara kawasanperkotaan nasional dan sentra perikanan dankelautan.3. Strategi untuk arah kebijakan pengembangan jaringanprasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkanporos Indonesia Bagian Tenggara denganmengembangkan lintas penyeberangan untukmeningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah.Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 4.9
Tabel 4.9

Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan
Kepulauan Nusa Tenggara Periode 2015-2019

Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN
PKN PKW PKSN

NTB Mataram(I/C/1) Praya (I/B)Raba (II/B)Sumbawa Besar(II/C/1)
NTT Kupang(I/C/1) Soe (II/B) Atambua(I/A/1)Kefamenanu(II/B) Kalabahi(II/A/2)Ende (I/C/1) Kefamenanu(I/A/2)Maumere(I/C/1)Waingapu(II/C/1)Ruteng (II/C/1)Labuan Bajo(I/C/1)Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.
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II. Pengembangan Kawasan Lindung1. Strategi pelestarian kawasan berfungsi lindung yangbervegetasi hutan tetap paling sedikit 30 persen (tigapuluh persen) dari luas daratan Wilayah Nusa Tenggarasesuai dengan kondisi ekosistemnya dan pelestariankawasan keanekaragaman hayati kelautan duniameliputi:c. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutanlindung, kawasan resapan air, sungai, danau, danwaduk;d. Mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasansuaka alam dan pelestarian alam yang memilikikeanekaragaman hayati tinggi;e. Meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukanhutan terutama di Pulau Kecil;f. Mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensimengganggu fungsi kawasan berfungsi lindung;g. Mengendalikan kegiatan budi daya laut yangmengancam habitat keanekaragaman hayati laut; danh. Mencegah pengembangan pelabuhan dan/atau alurpelayaran yang berpotensi mengganggu fungsiKawasan Lindung dan ekosistem pesisir.2. Strategi pengendalian perkembangan kawasanpermukiman perkotaan dan kawasan budidayaterbangun pada Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, dankawasan rawan bencana meliputi:a. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasanpermukiman perkotaan dan kawasan budi dayaterbangun yang berada di kawasan rawan tanahlongsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunungberapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, danabrasi; danb. Mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasikawasan pantai berhutan bakau di kawasanperkotaan nasional.
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III. Pengembangan Kawasan BudidayaStrategi percepatan pengembangan Kawasan Perbatasandengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara,kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkunganhidup meliputi:a. Mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusatpengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional,simpul transportasi, serta pusat promosi danpemasaran ke negara yang berbatasan;b. Mengembangkan kawasan sentra produksi berbasissumber daya alam potensial dengan memperhatikandaya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;danc. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasipenyeberangan dan pemenuhan kebutuhan air bakupada PPKT berpenghuni di Pulau Alor, danmengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKTberpenghuni di Pulau Alor.
IV. Pengembangan Kawasan Strategis NasionalDalam rangka pengembangan  Kawasan Strategis Nasional(KSN) dikembangkan 3 (tiga) KSN yang mendukungpengembangan wilayah di Kepulauan Nusa Tenggara.Strategi pengembangan KSN di Kepulauan Nusa Tenggaradapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

di Kepulauan Nusa TenggaraNo KSN Tipe Strategi K/L1 KawasanPerbatasan NusaTenggaraTimur
SudutKepentinganPertahanan  dan

Pengembanganprasarana dansaranapertahanan dankeamanan yang
- KementerianAgraria danTata Ruang
- BNPP
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No KSN Tipe Strategi K/LKeamanan mendukungkedaulatan dankeutuhan bataswilayah negaradanpemertahanankawasankonservasi diKawasanPerbatasan NusaTenggara Timur

- KementerianPertahanan
- KementerianPerhubungan
- KementerianPU danPerumahanRakyat

2 3KapetBima KepentinganEkonomi Mengembangkankomoditas utamasebagai komoditasunggulan yaitujambu mete,kelapa, coklat,kopi dan pisang,sertamengembangkanproduk-produkturunannya diKapet Mbay

- KementerianAgraria danTata Ruang(PU)
- KementerianKoordinatorPerekonomian
- Bappenas
- KementerianPerhubungan
- KementerianPU danPerumahanRakyat
- KementerianPertanian

Mengembangkankomoditas utamasebagai komoditasunggulan yaitusapi, jagung, danrumput laut, sertamengembangkanproduk-produkturunannya diKapet Bima3 KapetMbay Kepentingan Penguatan sistempusat pelayanankegiatan ekonomi
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No KSN Tipe Strategi K/LEkonomi dan sistemjaringanprasaranapendukung KapetBima dan MbaySumber: Data diolah, Bappenas, 2014.
4.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi DaerahArah kebijakan pengembangan Wilayah Nusa Tenggarayakni peningkatan kapasitas pemerintah daerah yangmendorong daya saing berbasis potensi ekonomi lokal denganprinsip berkelanjutan, dengan strategi :1. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan;2. Penguatan peran gubernur  melalui  sebagai wakilPemerintah Pusat;3. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan padatiap pemerintah daerah yang terintegrasi denganmanajemen kinerja;4. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaanpelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.5. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasiskompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah.6. Peningkatan proporsi belanja modal;7. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penganggaran,salah satunya melalui penciptaan informasi anggaranpemerintah daerah melalui e-government.8. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi danatransfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;9. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan danpengelolaan keuangan Daerah.
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4.6 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Nusa
Tenggara

4.6.1 Prioritas Program Pembangunan

4.6.1.1 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 4.11.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah

Nasional
di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional

PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan Bandara Internasional Lombok
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Faspel Bima2. Pembangunan Faspel Laut Pelabuhan Lombok3. Pengembangan Pelabuhan Lembar
JALAN1. Pembangunan Jalan Akses BIL (Patung Sapi - Gadjah Mada)2. Pembangunan Jalan Benete - Sejorong - Lunyuk3. Pembangunan Jalan dari Bangau - Dompu - Ramba - Lb. Bajo(159,2 km)4. Pembangunan Jalan dari Benete - Simpang Negara (72,1km)5. Pembangunan Jalan Dompu-Huu6. Pembangunan Jalan Gerung-Kuripan-Sp.Panujak-Praya7. Pembangunan Jalan Lunyuk-Rapang-Sekokot-Toro-Sp.Dompu-Dompu8. Pembangunan Jalan Pemenang - Ampenan9. Pembangunan Jalan Pemenang - Tanjung - Bayan - Sanbella -Lb.Lombok10. Pembangunan Jalan Penyaring-Labu Sawo dan Moyo -Sebewe (Samota)
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional11. Pembangunan Jalan Sekotong - Pelangan12. Pembangunan Jalan Sp.Banggo-Sp.Kempo-Doropati-Lb.Kenanga-Kawindatoi-Sp.Kore13. Pembangunan Jalan Sp.Panujak-Sengkol-Kuta14. Pembangunan Jembatan Penghubung (Labuan Bajo - PulauBajo)

KETENAGALISTRIKAN1. PLTM Santong   0,85   MW2. PLTU Lombok (APBN)   25 MW3. PLTU Lombok (FTP1)    2x25   MW4. PLTU Bima (FTP1)   2x10   MW5. PLTG/MG Lombok Peaker   2x30   MW6. PLTU Sumbawa Barat   2x7   MW7. PLTU Bima 2   2x10   MW8. PLTU Lombok (FTP 2)   2x25   MW9. PLTG/MG Lombok Peaker 2   30 MW10. PLTA Brang Beh 1   8 MW11. PLTA Brang Beh 2   4,1   MW12. PLTU Lombok 2   2x25   MW13. PLTG/MG Lombok Peaker 3   30 MW14. PLTG/MG Lombok Peaker 4   30 MW15. PLTP Sembalun (FTP2)   2x10   MW16. PLTP Sembalun 2   2x10   MW17. PLTU Lombok 3   2x25   MW18. PLTU Lombok   56 MW19. PLTM PLTM Tersebar NTB   28 MW20. PLTU Sumbawa (FTP2)   2x10   MW21. PLTU Lombok Timur   2x25   MW22. PLTP Hu'u (FTP2)   20 MW23. PLTP Hu'u 2   2x20   MW
SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Rababaka Kompleks diKabupaten Dompu Dompu
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional2. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Dodokan LombokBarat3. Rehabilitasi Tanggul Banjir Sungai Babak Lombok Barat4. Pembangunan Pengaman Pantai Bintaro/Ampenan KotaMataram5. Pembangunan Pengaman Pantai Batu Nampar LombokTimur6. Pembangunan Bendung Pengalih dan Saluran InterbasinBendungan Tanju dan Bendungan Mila Untuk RababakaKomplek di Kabupaten Dompu Dompu7. Pembangunan Bendungan Tanju dan Bendungan Mila UntukRababaka Kompleks Dompu8. Pembangunan Bendungan Bintangbano Sumbawa9. Pembangunan Bendungan Mujur Lombok Tengah10. Pembangunan Bendungan Meninting Lombok Barat11. Pembangunan Bendungan Krekeh Sumbawa12. Pembangunan Embung Rakyat 50 di WS Lombok Tersebar13. Pembangunan Embung Rakyat 50 di WS Sumbawa Tersebar

PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Pelabuhan Bima2. Pengembangan Pelabuhan Badas3. Pengembangan Pelabuhan Benete
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4.6.1.2 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 4.12
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah

Nasional
di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional

PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Kupang
PERHUBUNGAN UDARA2. Rehabilitasi Bandara El Tari Kupang
PERHUBUNGAN LAUT1. Pembangunan Dermaga kapal pesiar di Labuan Bajo2. Pengembangan Dermaga Wisata di Rinca3. Pengembangan Dermaga pariwisata di Ende4. Pembangunan Dermaga pariwisata di Maumere5. Pengembangan Faspel Laut Marapokot6. Pengembangan Pelabuhan Tenau7. Penanganan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Komodo untukmendukung Pariwisata8. Pembangunan Pelabuhan Kupang
JALAN1. Pembangunan Jalan Kendidi - Ruteng2. Pembangunan Jalan Bajawa - Ende3. Pembangunan Jalan Baranusa-Kabir4. Pembangunan Jalan Bolok - Lapter.penfui5. Pembangunan Jalan Ende - Maumere – Magepanda6. Pembangunan Jalan Lewoleba-Balauring7. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Pulau Timor(Batuputih-Panite-Oinlausi-Boking-Motamasin)8. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Pulau Flores (Ngorang-Kondo-Reo-Riung-Megapanda-Maumere)9. Pembangunan Jalan Detusoko - Ronokolo10. Pembangunan Jalan poros tengah di Kupang-Timor Tengah
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
NasionalUtara (Oilmasi - Sulamo)11. Pembangunan Jalan Tenau-Sp.Lp.Terbang12. Pembangunan Jalan Wailebe-Kolilanang-Waiwuring13. Pembangunan Jalan Lingkar Barat Pulau Sumba (Wanokaka-Patiate-Bondohodi-Keroso-Waitabula-Waikelo-Memboro)14. Pembangunan Jalan Waingapu-Melolo-Baing15. Pembangunan Jalan Perbatasan NTT - Timor Leste16. Pembangunan Jalan Batutua - Baa - Pantebaru - Eakun

KETENAGALISTRIKAN1. PLTM Ndungga   1,9   MW2. PLTD Rote (Relokasi PLTD)   1 MW3. PLTP Ulumbu (APBN)   2 x 2,5   MW4. PLTU Atambua APBN   6 MW5. PLTD Kalabahi Peaker (Relokasi PLTD)   0,75   MW6. PLTU NTT-1 Ropa (FTP1)/Ende   14 MW7. PLTU NTT-2 Kupang (FTP1)   33 MW8. PLTU Rote Ndao   6 MW9. PLTU Alor   6 MW10. PLTU Atambua APBN (3x6)   18 MW11. PLTD Kalabahi Peaker (Relokasi PLTD)   0,5   MW12. PLTM Lokomboro 6, 7   0,4   MW13. PLTM Maidang   1 MW14. PLTB Oelbubuk-Soe   2 x 1   MW15. PLTP Ulumbu (ADB)   5 MW16. PLTP Ulumbu 4   2,5   MW17. PLTGB Larantuka (FTP 2)   8 MW18. PLTBiomass Waingapu   1 MW19. PLTMH Maubesi   2 x 0,5   MW20. PLTM Kudungawa   2 MW21. PLTG/MG Kupang Peaker   20 MW22. PLTG/MG Kupang Peaker 2 (gas)   20 MW23. PLTMG Maumere Peaker (gas)   8 MW24. PLTP Ulumbu 5 2,5   MW25. PLTM Umbuwangu III   0,2   MW26. PLTA Wae Rancang I - Man-ggarai   12 MW
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional27. PLTBiomass Waingapu   2 MW28. PLTP Bukapiting   2 x 2,5   MW29. PLTA Wae Rancang II - Man-ggarai   4,5   MW30. PLTU Kupang 2   2 x 15   MW31. PLTG/MG Kupang Peaker 3 (gas)   20 MW32. PLTD Lembata (Relokasi PLTD)   3,5   MW33. PLTG/MG Kupang Peaker 4 (gas)   20 MW34. PLTM PLTM Tersebar NTT   14 MW35. PLTP Ulumbu 3   5 MW36. PLTP Atadei (FTP 2)   5 MW37. PLTP Mataloko (FTP 2)   5 MW38. PLTU Kupang   2 x 15   MW39. PLTP Oka Larantuka   3 MW40. PLTP Sokoria (FTP2)- Ende   3 x 5   MW41. PLTP Mataloko 3   5 MW42. PLTP Mataloko 4   5 MW43. PLTP Sokoria 4   5 MW

SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan Bendung Linamnutu D.I. Bena  Kab. TTS2. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng( 1.225 Ha) Kab. Manggarai Timur3. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Mbaing Kab.Sumba Timur4. Pembangunan Waduk Raknamo  Kab. Kupang5. Pembangunan Waduk Jawa Tiwa  (Multi Years) Kab.Nagekeo
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Pelabuhan Maritaing2. Pengembangan Pelabuhan Ippi3. Pengembangan Pelabuhan Larantuka



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 239

Ga
m

ba
r 

4.
7.

K
eg

ia
ta

n 
St

ra
te

gi
s 

In
fr

as
tr

uk
tu

r 
Ja

ng
ka

 M
en

en
ga

h 
N

as
io

na
lP

ro
vi

ns
i N

us
a 

Te
ng

ga
ra

 T
im

ur
  2

01
5-

20
19



240 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

4.6.2. Kerangka RegulasiPelaksanaan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tidakterlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perludiperhatikan, diantaranya:a. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan ikliminvestasi, diantaranya adalah PP. Nomor 147 Tahun 2000Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET;b. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenanganantara Pemerintah Daerah Kota Bima, Kabupaten Bima, danKabupaten Dompu dengan Badan Pengembangan KAPETBima;c. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenanganantara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dan KabupatenNagekeo dengan Badan Pengembangan KAPET Mbay;d. Peraturan perundangan terkait dengan pelimpahankewenangan ijin investasi di kawasan-kawasan ekonomikhusus dan kawasan industri nasional lainnya;e. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 56/2014tentang RTR Kepulauan Nusa Tenggara.
4.6.3. Kerangka KelembagaanPelaksanaan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tidakterlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perludiperhatikan, diantaranya:c. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahansebagai peruntukan investasi di KAPET Bima dan KAPETMbay;d. Memberikan pelayan terpadu di bidang perizinanperindustrian, perdagangan, pertanahan di kawasan KAPETBima dan KAPET Mbay;e. Penyiapan kemampuan pengelolaan investasi di KEKMandalika;f. Promosi keunggulan wilayah KEK Mandalika kepada investordalam/luar negeri untuk menarik minat investasi;
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g. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi PenataanRuang Nasional (BKPRD) Provinsi di Wilayah Nusa Tenggaradalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalianpemanfaatan ruang Pulau.
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BAB V
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI

5.1. Capaian Kinerja Saat Ini
 Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan IItahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi diWilayah Sulawesi mengalami kecenderungan meningkat.Hal ini didukung dengan rata-rata pertumbuhan ekonomiPulau Sulawesi yang tinggi selama kurun waktu 2009 –Triwulan II 2014 yaitu sebesar 7,8 persen atau jauh lebihtinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhanekonomi nasional yaitu sebesar 5,9 persen. Peranan PulauSulawesi dalam pembentukan PDB nasional jugamengalami peningkatan dari 4,5 persen (2009) menjadi 4,8persen (Triwulan II 2014).
 Pemerintah Provinsi di Wilayah Sulawesi telah cukupberhasil dalam menurunkan persentase penduduk miskindari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) dengan kisaranpenurunan di setiap Provinsi antara 2 – 9 persen. Walaupundemikian Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat,Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo, baik di tahun 2009maupun di tahun 2014, masih memiliki tingkat kemiskinandi atas angka nasional yaitu 14,2 persen (2009) dan 11,3persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaiantingkat pengangguran terbuka (TPT). Pemerintah Provinsidi Pulau Sulawesi juga telah berhasil menurunkan TPTdengan kisaran penurunan setiap Provinsi antara 1 – 4persen dan angkanya sudah di bawah TPT nasional yaitusebesar 7,9 persen (2009) dan 5,7 persen (Februari, 2014),kecuali Provinsi Sulawesi Utara.
 Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia,Wilayah Sulawesi dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal inidiindikasikan dengan selalu meningkatnya IndeksPembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun padamasing-masing provinsi di Pulau Sulawesi. Namun
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demikian, pencapaian IPM di Wilayah Sulawesi masih perluditingkatkan karena hanya Provinsi Sulawesi Utara yangberada di atas angka IPM nasional (71,76 di tahun 2009 dan73,81 di tahun 2013).
 Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat,seluruh provinsi di Wilayah Sulawesi mengalami kenaikankesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini dapatdiindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi diWilayah Sulawesi yang meningkat dari tahun 2009dibandingkan tahun 2013 dengan kisaran peningkatan disetiap provinsi antara 0,05 – 0,1. Selain itu kesenjanganantar individu provinsi di Sulawesi rata-rata juga masihlebih tinggi dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar0,37 (2009) dan 0,41 (2013). Oleh karena itu, masalahkesenjangan antar individu perlu mendapatkan perhatiankhususnya dalam proses pembangunan dengan lebihmelibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasilpembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata olehmasyarakat.
5.2. Potensi dan Keunggulan WilayahPerekonomian Wilayah Sulawesi ditopang oleh 3 sektorutama, yaitu pertanian antara lain tanaman pangan,perkebunan, perikanan, dan kehutanan; pertambangan danpenggalian; serta perdagangan dan jasa-jasa.
 Komoditas perkebunan yang paling dominan di WilayahSulawesi adalah Kakao. Wilayah Sulawesi merupakanprodusen terbesar di Indonesia dengan memasok 67 persenproduksi Kakao nasional dan produsen kedua terbesar didunia dengan memasok sekitar 18 persen produksi Kakaodunia (Tahun 2012). Di sub sektor kehutanan, Sulawesimerupakan produsen terbesar kedua Rotan dengan angkaproduksi sebesar 2.540 ton di Tahun 2012.
 Wilayah Sulawesi juga memiliki potensi yang menjanjikandalam komoditas tanaman pangan khususnya padi danjagung. Pada tahun 2013, Sulawesi tercatat sebagaiprodusen beras terbesar ketiga di Indonesia yang
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menyumbang 10 persen produksi padi nasional. Selain itu,Wilayah Sulawesi juga menyumbang 15 persen produksiJagung nasional dengan produksi dan luas panen palingbesar (Tahun 2013).
 Begitu pula di sub sektor perikanan. Di tahun 2012 WilayahSulawesi merupakan produsen perikanan terbesar diIndonesia dengan memasok lebih dari 40 persen produksiperikanan tangkap dan sekitar 20 persen produksiperikanan budidaya nasional. Keunggulan WilayahSulawesi, baik di komoditas tanaman pangan danperikanan, menjadikan Sulawesi berpotensi untukmendukung ketahanan pangan nasional.
 Di sisi lain, pada sub sektor pertambangan, WilayahSulawesi merupakan salah satu dari tiga tempat yangmemiliki deposit aspal alam terbesar di dunia dan jugapenghasil aspal terbesar di Indonesia yaitu di KabupatenButon, Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun demikian,pada kenyataannya Indonesia masih melakukan imporaspal untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu,produksi aspal perlu ditingkatkan paling tidak untukmemenuhi kebutuhan di dalam negeri.
 Wilayah Sulawesi juga menyimpan 50 persen cadangannikel nasional yang didukung oleh proses produksi nikelpaling maju. Kandungan nikel yang tersimpan di WilayahSulawesi mencakup hampir 50 persen dari cadangan nikelIndonesia dan menempati peringkat keempat dunia (60persen). Besarnya cadangan nikel yang dimiliki Sulawesiberpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut mengingatluasnya kemanfaatan nikel khususnya dalam mendukungpengembangan industri logam dan merupakan bahan bakuutama besi tahan karat atau stainless steel.
 Semenjak diberlakukannya undang-undang laranganekspor bahan mentah mineral di 2012, rencanapembangunan pabrik smelter di Wilayah Sulawesimerupakan salah satu yang terbanyak. Hal ini jugadidukung oleh rencana pengembangan Kawasan Ekonomi
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Khusus (KEK) di Sulawesi bagian Tengah, Tenggara, danSelatan yang memiliki fokus pengembangan industripengolahan (smelter) pertambangan. Investasi pabriksmelter nikel direncanakan di Morowali, Sulawesi Tengah,Bantaeng, Sulawesi Selatan, Konawe, dan SulawesiTenggara. Rencana pembangunan tersebut didasarikeyakinan akan ketersediaan pasokan bijih nikel danprospek permintaan baik domestik maupun global di masamendatang. Meskipun demikian, salah satu tantangan yangdihadapi dalam peningkatan kapasitas pengolahan biji nikeladalah rendahnya kualitas bijih nikel yang masih jauhdibawah negara-negara lainnya. Sehubungan dengan haltersebut, perlu adanya optimalisasi teknologi agar kualitasnikel yang dihasilkan dapat ditingkatkan.
 Wilayah Sulawesi juga memiliki potensi pada pengolahanbiji besi terutama di Provinsi Sulawesi Selatan dan SulawesiTenggara. Selain sumber daya dan cadangan biji besi laterityang besar, juga terdapat potensi pengolahan pasir besi diSulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah untuk mendukungpengembangan industri besi baja. Sumber daya pasir besi diWilayah Sulawesi merupakan yang terbesar di luar WilayahPulau Jawa. Meskipun demikian, hingga saat ini pasir besidari Wilayah Sulawesi cenderung langsung diekspor tanpadiolah terlebih dahulu dan mengalami hambatanpengembangan industri pengolahan terutama terkaitinfrastruktur fisik dan energi.
 Wilayah Sulawesi menjadi salah satu pintu gerbangIndonesia dalam perdagangan internasional. Secarageografis Wilayah Sulawesi memiliki posisi yang strategisdengan Negara Filipina dan Malaysia yaitu berbatasan di 14pulau kecil terluar dan 46 gerbang internasional.Sedangkan terkait dengan konektifitas di Indonesia,Wilayah Sulawesi merupakan satu-satunya wilayah yangmemiliki pergerakan barang tertinggi di Kawasan TimurIndonesia (data origin-destination tahun 2011). Namundemikian, pergerakan barang yang terjadi tersebutcenderung menuju dan berasal dari Wilayah Pulau Jawa-
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Bali yang kemudian disusul dengan Wilayah PulauSumatera dan Wilayah Pulau Kalimantan.
 Selain itu, Sulawesi memiliki akses transportasi lintas pulauyang menghubungkan kawasan budidaya dengan arus petikemas yang sangat tinggi. Hal tersebut juga didukung olehpengembangan KEK Palu dan Bitung sebagai pusatpertumbuhan distribusi barang dan menunjang penyediaanlogistik di Kawasan Timur Indonesia. Kawasan ekonomitersebut juga memiliki akses Internasional dan berperansebagai Hub Internasional, sehingga akan menunjangaktivitas logistik dan rantai distribusi kawasan IndonesiaTimur. Oleh karena itu, Sulawesi sangat berpotensi sebagaipengembangan industri berbasis logistik yang tentunyajuga akan mendukung industri berbasis komoditasunggulan Sulawesi lainnya.
 Peluang investasi di Wilayah Sulawesi tidak hanya terbukabagi ketujuh kegiatan ekonomi tersebut (Kakao, Padi,Jagung, Rotan, Aspal, Nikel, Bijih Besi, dan logistik). Peluanginvestasi di sektor pariwisata khususnya pariwisata bahariakan bernilai tambah tinggi dengan potensi Sulawesi yangmemiliki beberapa kawasan wisata yang sudah menjaditujuan wisata internasional dan nasional diantaranya tamanlaut Bunaken, Wakatobi, dan Kepulauan Togean. Hal inididukung oleh karakteristik fauna dan flora yang unik,dimana hampir semua spesies utama dan endemik daritanaman, mamalia, burung, reptil dan amfibi menghuniwilayah konservasi dengan luas 20 persen dari total pulaudan tutupan lahan hutan 53 persen dari luas pulau.
5.3. Tema Pengembangan Wilayah SulawesiBerdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sulawesi,maka tema besar Pembangunan Wilayah Sulawesi sebagai
"salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan
internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia
dengan pengembangan industri berbasis logistik; serta
lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri
berbasis kakao, padi, jagung; dan pengembangan industri
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berbasis rotan, aspal, nikel, dan biji besi; serta percepatan
pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui
pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari."

5.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah SulawesiTujuan pengembangan Wilayah Sulawesi tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasanpembangunan Wilayah Sulawesi dengan menekankankeunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembanganindustri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan,padi, rotan, aspal, nikel, dan bijih besi, serta pengembanganpariwisata bahari, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c)peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.Adapun sasaran pengembangan Wilayah Sulawesi padatahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembanganekonomi Wilayah Sulawesi, akan dikembangkan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi denganmemanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasukdiantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan EkonomiKhusus (KEK), 4 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu(KAPET).2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjanganantar wilayah di Sulawesi, maka akan dilakukanpembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 15Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaranoutcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomidi daerah tertinggal sebesar 9,2 persen; (b) menurunnyapersentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi11,7 persen; dan (c) meningkatnya Indeks PembangunanManusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,77.3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasanperkotaan di Sulawesi, maka akan dipercepat pembangunan1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, peningkatan efisiensipengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudahada saat ini, serta mewujudkan optimalisasi peran 6 kota
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otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer)urbanisasi4. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akandilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaranberkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 640 desaatau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 260 desa.5. Untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, denganmemperkuat 9 pusat-pusat pertumbuhan sebagai PusatKegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).6. Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halamandepan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, makaakan dikembangkan 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional(PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasanperbatasan negara yang dapat mendorong pengembangankawasan sekitarnya.7. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sasaranuntuk wilayah Sulawesi adalah: (1) Meningkatnya proporsipenerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25% untukpropinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnyaproporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30%dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 27% pada tahun 2019serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3)Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajartanpa pengecualian (WTP) sebanyak 6 provinsi dan 20kabupaten/kota di wilayah Sulawesi; (6) Meningkatnyakualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerahuntuk jenjang S1 sebesar 70% dan S2-S3 sebesar 10%; (7)Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklatmanajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangandaerah di seluruh wilayah Sulawesi sebesar 90 angkatan; (9)Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah,khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;(10) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%;(11) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkaitinvestasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSPsebesar 70%; (13) Terlaksananya koordinasi pusat dandaerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil
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pemerintah; (14) terlaksananya sistem monitoring danevaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Sulawesi.8. Untuk Penanggulangan Bencana di Wilayah Sulawesi adalahkawasan pengembangan wilayah berisiko tinggi yaitu:KAPET Palapas, KAPET Manado-Bitung, KAPETBangsejahtera, KEK Palu, KEK Bitung; 4 (empat) PKN terdiridari Gorontalo, Palu, Makassar, Sungguminasa; sertakelompok PKW yang terkait dengan pengembanganperkotaan minapolitan/agropolitan.Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan padaakhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Sulawesi semakinmeningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnyakontribusi PDRB Wilayah Sulawesi terhadap PDB Nasional,yaitu dari sekitar 4,8 persen (2014) menjadi 5,2 persen (2019).Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi.Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinandan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di WilayahSulawesi dapat dilihat pada Tabel 5.1 sampai dengan Tabel 5.3sebagai berikut.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi

Per Provinsi Tahun 2015-2019

Wilayah
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019
Sulawesi Utara 7,0 - 7,2 7,1 - 7,4 7,5 - 8,0 7,5 - 8,2 7,9 - 8,7
Gorontalo 6,6 - 6,7 7,1 - 7,4 8,1 - 8,6 8,3 - 9,0 8,5 - 9,4
Sulawesi Tengah 7,5 - 7,6 7,6 - 7,9 7,8 - 8,3 8,0 - 8,6 8,4 - 9,3
Sulawesi Selatan 7,3 - 7,5 7,4 - 7,6 8,0 - 8,5 8,7 - 9,4 8,7 - 9,6
Sulawesi Barat 8,0 - 8,1 9,6 - 10,0 9,8 - 10,4 9,8 - 10,6 9,9 - 10,9
Sulawesi Tenggara 7,8 - 7,9 7,9 - 8,2 8,0 - 8,5 9,7 - 10,5 9,8 - 10,8Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014
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Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Sulawesi
Per Provinsi Tahun 2015-2019

Wilayah
Tingkat Kemiskinan (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019
Sulawesi Utara 6,5 - 6,4 6,2 - 6,0 5,6 - 5,3 5,0 - 4,6 4,0 - 3,6
Gorontalo 14,5 - 14,2 13,8 - 13,3 12,9 - 12,2 10,9 - 10,1 8,6 - 7,8
Sulawesi Tengah 12,5 - 12,3 11,9 - 11,5 10,7 - 10,1 9,4 - 8,7 7,4 - 6,7
Sulawesi Selatan 8,3 - 8,2 8,0 – 7,7 7,2 - 6,8 6,4 – 5,9 5,1 - 4,6
Sulawesi Barat 9,3 - 9,2 8,9 - 8,5 7,9 - 7,5 7,0 - 6,4 5,5 - 5,0
Sulawesi Tenggara 12,3 - 12,1 11,7 - 11,2 10,4 - 9,8 9,1 - 8,4 7,2 - 6,5Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Sulawesi
Per Provinsi Tahun 2015-2019

Wilayah
Tingkat Pengangguran (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019
Sulawesi Utara 8,4 - 8,3 8,3 - 8,0 8,1 - 7,6 7,8 - 7,2 7,7 - 6,9
Gorontalo 4,0 - 3,9 3,9 - 3,8 3,8 - 3,6 3,7 - 3,4 3,6 - 3,2
Sulawesi Tengah 4,0 – 3,9 3,9 - 3,8 3,8 - 3,6 3,7 - 3,4 3,5 - 3,2
Sulawesi Selatan 4,6 - 4,5 4,4 - 4,3 4,3 - 4,2 4,2 - 3,9 3,7 - 3,4
Sulawesi Barat 4,0 – 3,9 3,9 - 3,8 3,8 - 3,6 3,6 - 3,3 3,5 - 3,2
Sulawesi Tenggara 3,9 - 3,8 3,7 - 3,6 3,6 - 3,4 3,5 - 3,2 3,3 - 3,0Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014
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5.5. Arah kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah
Sulawesi

5.5.1. Pengembangan Kawasan StrategisKebijakan pengembangan kawasan strategis bidangekonomi di Wilayah Sulawesi difokuskan sebagaipengembangan industri berbasis logistik, serta pengembanganindustri berbasis komoditas kakao, rotan, perikanan, aspal,nikel, dan bijih besi, serta pengembangan pariwisata bahariyang miliki daya saing nasional dan internasional. Persebaranlokasi pengembangan kawasan strategis di Wilayah Sulawesimeliputi: (1) Provinsi Sulawesi Utara terdapat dua kawasanyaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)Mando-Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung; (2)Provinsi Sulawesi Tengah terdapat dua kawasan yaitu KAPETPalapas dan KEK Palu; (3) Provinsi Sulawesi Selatan terdapatsatu kawasan yaitu KAPET Pare Pare; serta (4) ProvinsiSulawesi Tenggara terdapat satu kawasan yaitu KAPETBangsejahtera. Percepatan pembangunan kawasan strategisdilakukan melalui strategi sebagai berikut:
1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor

Ekonomi SulawesiPengembangan potensi ekonomi wilayah dimaksudkanuntuk mempercepat pertumbuhan dan memberdayaanmasyarakat berbasis komoditas unggulan wilayah.Pengembangan potensi berbasis komoditas unggulanwilayah ini diupayakan untuk meningkatkan nilai tambahdan daya saing komoditas unggulan yang dilakukan dengan:a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Menyiapkan kawasan industri KEK Palu sebagai sentrapengolahan komoditas unggulan pertambanganmineral, agroindustri (kakao karet, dan rotan), industrimanufaktur, dan logistik; serta KEK Bitung sebagaisentra pengolahan perikanan, angroindustri, danlogistik;
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b) Mengembangkan klaster-klaster industri pengolahanpertambangan, pertanian, perkebunan dan perikananyang berorientasi ekspor;c) Meningkatkan produktivitas hasil olahanpertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanandi dalam dan sekitar kawasan industri;d) Mengembangkan tempat penyimpanan/pembekuanikan yang berteknologi tinggi.b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)Dalam rangka mendukung pemerataan pertumbuhandengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokaldan memiliki daya saing tinggi, maka upaya yangdilakukan adalah:a) Mengembangkan kawasan pengelolaan klaster-klasterkomoditas unggulan kakao, rotan, peternakan danperikanan secara terpadu;b) Meningkatkan pembinaan dan pendampingankomoditas unggulan kakao, rotan, peternakan danperikanan untuk meningkatkan produktivitas.c. Kawasan Perhatian Investasi (KPI)Mengembangkan produktivitas komoditas unggulan danindustri-industri produk olahan komoditas wilayah untukmendukung koridor ekonomi Sulawesi dan kawasanpertumbuhan lainnya.
2. Percepatan Penguatan KonektivitasPeningkatan konektivitas antara kawasan sebagai pusat-pusat pengolahan produk bernilai tambah tinggi danberorientasi ekspor pada KEK Palu dan KEK Bitung dengankawasan-kawasan sekitarnya sebagai pusat-pusat bahanbaku yaitu KAPET dan KPI-KPI di Sulawesi, termasuk didalamnya daerah tertinggal, agropolitan, dan minapolitan,dilakukan melalui:a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)
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a) Penerapan insentif fiskal yang sesuai dengankarakteristik wilayah dan kompetitif, antara lainfasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasanPPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yangakan diolah dan digunakan di KEK;b) Pembangunan dan pengembangan pelabuhanPantoloan dan pengembangan pelabuhan Bitungsebagai Hub Internasional;c) Pembangunan jalur kereta api Palu-Poso, dan jalan tolMenado-Bitung;d) Pembangunan infrastruktur penunjang eksport hasilperkebunan dan perikanan.b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri sebagaibandara internasional dan perpanjangan landasanpacu Bandara Internasional Sam Ratulangi;b) Pengembangan pelabuhan penyeberanganGarongkong Barru, pengembangan pelabuhanKendari, Bitung, pelabuhan Pare-pare, PembangunanASEAN Ferry Roro Network;c) Mempercepat pembangunan dan pengembanganjaringan jalan menuju Koridor Ekonomi meliputipembangunan jalan lintas Palu – Parigi , peningkatanruas jalan Simpang Torobulu-Lainea-Kendari, ruasjalan Kolaka – Lasusua – Batas Sulsel, ruas jalanKolaka – Pomalaa, Tol Manado – Bitung, ruas jalanParigi - Poso - Tentena - Tidantana (Batas Sulsel) -(Sultra), ruas jalan Atinggola – Maelang – Kaiya;d) Pembangunan bendungan Kuwil dan bendunganTorere;e) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi(PLTP) Lainea, PLTP Lahendong V dan VI, PembangkitListrik Tenaga Uap (PLTU) Kendari, PLTU Kolaka,PLTU Tawaeli, PLTU Sulsel Barru 2, PLTU Kendari 3,PLTU Palu 3, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Bakaru 2, PLTA Bonto Batu, PLTA Watunohu.
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3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKa. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola danAdministratur KEK Palu dan Bitung di bidangperencanaan, penganggaran, dan pengelolaankawasan;b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan danpelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenagakerja, khususnya di bidang perkebunan, perikanan,dan logistik;c) Penyiapan tenaga kerja berkualitas di sekitar kawasandalam bidang industri pengolahan berteknologi tinggi;d) Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola KEK,pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;e) Peningkatan kemampuan pengelolaan investasi diKEK Palu dan Bitung.b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola KAPETdi bidang perencanaan, penganggaran, danpengelolaan kawasan;b) Memberikan pembinaan kelembagaan yangmendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasidaya saing secara komparatif dan kompetitif ;c) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikanserta tenaga terampil untuk meningkatkan kualitasSDM pengelola komoditas unggulan kakao, karet,rotan, peternakan, perikanan, distribusi danpemasaran;d) Pembangunan Technology Park bidang pangan danmaritim untuk meningkatkan inovasi teknologi.
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4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi
dan Iklim Usahaa. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengankarakteristik wilayah dan kompetitif, antara lainfasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasanPPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yangakan diolah dan digunakan di KEK;b) Membuat regulasi terkait dengan pelimpahankewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkaitkepada administrator kawasan-kawasanpertumbuhan;c) Memberikan pelayanan terpadu satu pintu danpenggunaan Sistem Pelayanan Informasi danPerijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidangperindustrian, perdagangan, pertanahan, penanamanmodal.b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Harmonisasi peraturan perundangan terkait denganiklim investasi, diantaranya adalah PP Nomor 147Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET;b) Membuat regulasi terkait dengan pembagiankewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusatpertumbuhan;c) Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatanlahan sebagai peruntukan investasi.c. Kawasan Perhatian Investasi (KPI)Memberikan pelayanan terpadu satu pintu danpenggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan PerijinanInvestasi secara Elektronik (SPIPISE) bidangperindustrian, pertanahan, dan penanaman modal.
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5.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
5.5.2.1. Pengembangan Kawasan PerkotaanArah kebijakan pengembangan perkotaan di WilayahSulawesi diprioritaskan pada pemerataan pembangunan danpercepatan keterkaitan manfaat antarkotaserta desa dengankota, melalui penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)Berbasis Kewilayahan di KSN Perkotaan sebagai Pusat KegiatanNasional (PKN) yaitu di KSN PerkotaanMamminasatadanusulanpembentukan 1 KSN Perkotaan baru yaitu KSN Bimindo(Bitung, Minahasa Utara, Manado) (lihat tabel 5.4); melakukanoptimalisasi di 4 kota sedang (lihat tabel 5.5.) sebagai bufferurbanisasi. Untuk itu, strategi pembangunan perkotaan WilayahSulawesi tahun 2015-2019 adalah:
1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)a. Membentuk Kawasan Perkotaan Metropolitan untukmembangun pusat pertumbuhan nasional diSulawesiUtara serta  meningkatkan konektivitas antar wilayahkhususnya kemaritiman skala nasional dan internasionaldengan mengembangkan pelabuhan Bitung;b. Meningkatkan aksesibilitas berbasis kepulauan antar PKN,PKW, dan PKL disekitarnya melalui penyediaan simpultransportasi terutama laut dan udarac. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan dalam inipada sektor perikanan dan perkebunan sertapengembangan sektor pariwisata untuk mengembangkanekonomi dan meningkatkan keterkaitan dengan desa-kotasekitar;
2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

(SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman
dan nyaman pada kawasan metropolitan dan kota
sedang di luar Jawa termasuk kawasan perbatasan,
kepulauan, dan pesisira. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanansarana prasarana permukiman sesuai dengan tipologi,peran, dan kondisi geografisnya;
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b. Meningkatkan aksesibilitas antar kota melalui penyediaansarana transportasi antarmoda terutama transportasiudara dan laut untuk menghubungkan antar pusatkegiatan di Pulau Sulawesi serta mengembangankantransportasi terintegrasi dengan kawasan perbatasan danpenerapan konsep TOD (Transit Oriented Development)untuk kota besar dan metropolitan;c. Menyediakan sarana prasarana ekonomi, khususnya disektor perdagangan dan jasa serta pariwisata  yangmampu mengakomodasi kegiatan koperasi, UMKM,industri pengolahan kecil dan menengah;d. Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dansosial budaya melalui pengembangan sarana prasaranadan tenaga terampil di bidang kesehatan, pendidikan, dansosial;e. Mengembangkan konsep insentif dan disinsentif dalampemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); danf. Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan,penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitasdan konflik, serta meningkatkan modal sosial masyarakatkota
3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan

Adaptif terhadap Bencanaa. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakatdalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampakperubahan iklim dan bencana (urban resilience).b. Membangunan infrastruktur kota terkait dengan adaptasidan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim danbencana;c. Pengembangan dan menerapkan konsep kota hijaumelalui: green transportation, green openspace (ruangterbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah danlimbah melalui 3R), green water (efisiensi pemanfaatandan pengelolaan air permukaan) dan green energy(pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah
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lingkungan)untuk pengurangan tingkat pencemaran didarat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif danterbarukan, pemanfaatan daur ulang, serta pengembangankegiatan perekonomian kota (green Economy) khususnyapada kota besar dan kota metropolitan Sulawesi.
4. Perwujudan Kota Cerdas dan Berdaya Sainga. Mengembangkan sektor ekonomi kota denganmembangun pencitraan kota (city branding) yang berbasispada produk unggulan, arsitektur perkotaan (urban

design), dan berdasarkan karakter sosial budaya lokal;b. Mengembangkan sektor pariwisata laut seperti TamanLaut Bunaken;c. Menyediakan infrastruktur dan meningkatkan kualitaspelayanan publik melalui penggunaan TeknologiInformasi dan Telekomunikasi (TIK) pada sektorpendidikan, kesehatan, permukiman, transportasi dankegiatan pemerintahan (e-government);d. Meningkatkankapasitas masyarakat untuk membangundaya saing kota dengan menggunakan potensi lokal.e. Meningkatkan jumlah tenaga kerja ahli dan terampilmelalui penyediaan sarana prasarana pendidikan tinggidan pelatihan kejuruan (higher education and vocationaltraining); danf. Meningkatkan efisiensi pasar melalui pengaturan jalurdistribusi logistik dan mengembangkankerjasamaekonomi skala nasional dan internasional.
5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan

perkotaana. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalambirokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadapkebutuhan masyarakat kota; Perwujudan sistem,peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahankota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kotaberkelanjutan;b. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dankapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan



260 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

mengelola kota berkelanjutan\melalui pendidikan,pelatihan dan pembinaan secara bersikenambungan;c. Menyederhanakan proses perijinan dan usaha bagi parapelaku ekonomi termasuk pelayanan terpadu satu pintu(PTSP);d. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dankerjasama pembangunan antar kota, untuk mewujudkankota berkelanjutan;e. Mengembangkan dan menyediakanpusat data informasiperkotaan terpadu  yang mudah diakses;f. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, danorganisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialogperencanaan dengan pemerintah dan masyarakatperkotaan, maupun dalam pembangunan kotaberkelanjutan, seperti: pembangunan infrastrukturperkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruangkota;g. Pengembangan lembaga bantuan teknis dan pembiayaaninfrastruktur perkotaan.
5.5.2.2. Pengembangan Kawasan PerdesaanArah kebijakan pengembangan desa dan kawasanperdesaan di Wilayah Sulawesi adalah meningkatkankesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusiaserta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhankebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatansumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengansasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 640desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 260desa. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antaraperkotaan dan perdesaan melalui integrasi kawasan perdesaanmandiri pada 9 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapatdilihat pada tabel 5.6. Dalam rangka percepatan pembangunandesa dan kawasan perdesan di Wilayah Sulawesi akandilakukan:
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1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan
kondisi geografis Desaa. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar bidangpendidikan, khususnya sekolah dasar dan sekolahmenengah;b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaranakesehatan melalui penyediaan puskesmas yangpelayanannya mencakup kawasan desa tertinggal danberkembang;c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaranaperumahan, sanitasi (air limbah, persampahan, dandrainase lingkungan) dan air minum di kawasan desatertinggal dan berkembang;d. Meningkatkan distribusi tenaga pendidik dan tenagakesehatan khususnya di desa-desa terpencil;e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dantransportasi, baik darat, laut, maupun udara;f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan listrik(tenaga surya, tenaga air, dll) dan jaringan telekomunikasikhususnya di desa-desa terpencil;g. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasaranaproduksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, revitalisasibendungan, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar,sistem informasi nelayan), pasca panen, pengolahan, danpasar desa;

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha
ekonomi  Desaa. Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah,pemerintah daerah dan pemerintah desa dalammemajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentanberbasis karakteristik desa;b. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentandalam pengembangan usaha berbasis  lokal melaluifasilitasi, pelatihan, pendampingan;
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c. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin danrentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir,dan jaminan sosial bagi masyarakat desa;d. Memberikan jaminan terhadap pasokan energi bagikegiatan ekonomi nelayan.
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan

Modal Sosial Budaya Masyarakat Desaa. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan,melalui fasilitasi dan pendampingan pengembangankewirausahaan;b. Menguatkan lembaga adat dan Desa Adat, perlindunganhak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundanganyang berlaku, termasuk pada tapal batas Desa Adatmelalui pendampingan;c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pendidikandan kesehatan, khususnya dalam peningkatan kapasitastenaga kesehatan lokal (bidan desa, dukun beranak);d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat (termasuk tokohadat, tokoh agama, tokoh lokal) dan kelompok masyarakat(kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI) dalammembangun desa melalui penguatan sosial budayamasyarakat;e. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadappendidikan, baik pendidikan formal, maupun pendidikandan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan; danf. Meningkatkan kapasitas petani/nelayan dalammemanfaatkan teknologi tepat guna.
4. Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desaa. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentangDesab. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) dan kader pemberdayaanmasyarakat melalui fasilitasi, pelatihan, danpendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan danmonitoring pembangunan desa, (ii) Pengelolaan keuangandesa, (iii) Pelayanan publik, (iv) Penyiapan dan penetapan
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batas desa (khususnya desa-desa perbatasan); serta (v)peta desa;c. Penguatan pemerintah desa, masyarakat, dankelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahananekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik,terutama di kawasan perbatasan;d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasaranapemerintahan desa;e. Meningkatkan kerjasama pemerintah Desa dengankomunitas adat/Karaeng dalam membangun Desa; danf. Mengembangkan data dan informasi desa yang digunakansebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunandesa.
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

berkelanjutan serta penataan ruang kawasan perdesaana. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang kawasanperdesaan melalui redistribusi lahan kepada petani, buruhtani, dan nelayan (land reform), serta menekan laju alihfungsi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir secaraberkelanjutan;b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan,pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam danlingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, danberwawasan mitigasi bencana;c. Memberikan dukungan kepada masyarakat pesisir dalamgerakan konservasi dan rehabilitasi laut;d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga lokaldalam mewujudkan kemandirian pangan melaluipengembangan budidaya pangan lokal unggulan; dan.e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkankemandirian energi melalui pemanfataan teknologi tepatguna berbasis kearifan lokal.
6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk

mendorong keterkaitan desa-kotaa. Mendorong terwujudnya sentra industri berbasiskomoditas pertanian unggulan (padi, jagung, cengkeh,
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kakao, kedelai) di kawasan Mootilango, Tolangohula,Mattiro Sompe, Lanrisang, Duampanua, Kentu Kowuna,Kabangka, Maginti, dan komoditas perikanan (rumputlaut, ikan kerapu, udang, lobster) di kawasan Anggrek,Kwandang, Bungku Selatan, Mamuju, Suppa, Kabangka;b. Mendorong terwujudnya kawasan wisata bahari dikawasan Wakatobi dengan memberdayakan masyarakatdalam membuka usaha;c. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modalusaha, pemasaran dan informasi pasar, khususnya padamekanisme perdagangan pasca menangkap ikan;d. Meningkatkan peran lembaga pendukung ekonomi desaseperti koperasi/KUD, BUMDesa, lembaga perkreditandesa dan lembaga ekonomi mikro lainnya; dane. Mengembangkan kerjasama antar desa dan antar daerah.
5.5.2.3. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di

Wilayah SulawesiPeningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Sulawesidiarahkan dengan memperkuat 10 pusat pertumbuhan, yaituKwandang dan sekitarnya (Kab. Prov.  Gorontalo), Buol dansekitarnya (Prov. Sulteng), Poso dan sekitarnya (Prov.  Sulteng),Kolonedale dan sekitarnya (Prov. Sulteng dan Prov Sulsel),Mamuju dan sekitarnya (Prov. Sulbar), Pinrang dan sekitarnya(Prov. Sulsel), Barru dan sekitarnya (Prov. Sulsel), Raha dansekitarnya (Prov. Sultra), serta Wangi-Wangi dan sekitarnya(Prov.  Sultra). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasantransmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, sertakawasan pariwisata (lihat tabel 5.6).Adapun prioritas strategi yang dilaksanakan sebagaiberikut:
1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota

kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulaua. Mempercepat pembangunan sistem transportasi yangterintegrasi antara laut, darat, dan udara untukmemperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal;
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b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan LintasSulawesi, pelabuhan nasional Kwandang, Poso, Mamujudan Barru, pelabuhan regional Buol dan Raha, bandarudara yang melayani Kawasan Buol, Poso, Mamuju danRaha serta angkutan penyeberangan yang melayaniKawasan Poso, Mamuju, Barru, Raha, dan Wakatobi;c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untukmemfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasiantar wilayah; dand. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhikebutuhan domestik dan industri, meliputi pengembanganPLTS dan PLTA.
2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu

dan hilir  desa-kota melalui pengembangan klaster
khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan
transmigrasia. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasilpertanian di Kawasan Kwandang, Buol, Poso, Kolonedale,Mamuju, Pinrang, Barru, dan Raha, serta sentra produksidan pengolahan hasil perikanan dan/atau kelautan diKawasan Kwandang, Kolonedale, Mamuju, Pinrang, Raha,dan Wangi-Wangi;b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusatpertumbuhan (lihat tabel 5.6) dan simpul-simpultransportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana danprasarana produksic. Mengembangkan daya tarik wisata bahari di KawasanPariwisata Wakatobi dan sekitarnya melalui peningkatanpromosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang,meiputi peningkatan kapasitas dan kualitas penerbanganmenuju ke Kendari-Wakatobi, peningkatan kualitas jalanmenuju tempat wisata, pembangunan dermaga kapalpesiar, pengembangan “Green Resort” di kawasan TanjungKelayang, serta peningkatan kualitas dan ketersediaanjaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan energiramah lingkungan;
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d. Membangun bank pertanian dan perikanan untukmeningkatkan akses terhadap modal usaha di sektorpertanian dan perikanan; dane. Mengembangkan Techno Park berbasis pertanian danperikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologidan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan dayasaing industri pengolahan dan jasa.
3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi

kepada keterkaitan desa-kotaa. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yangefisien;b. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu didaerah;c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalamperencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antardaerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalamtata kelola ekonomi lokal;d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yangmendorong perwujudan kerjasama;e. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuatkemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektorpertanian dan perikanan;f. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dankemampuan masyarakat dalam pengelolaan kawasanekonomi khusus dan kawasan ekonomi terpadu, sertakerjasama di wilayah-wilayah perbatasan; dang. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakatmengenai kelestarian laut dan pesisir serta mitigasibencana, terutama di Kawasan Kwandang, Kolonedale,Mamuju, Pinrang, Barru, Raha, dan Wakatobi.Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangankawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar5.2 dan Tabel 5.4 – Tabel 5.6.
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Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan
sebagai

Pusat Pertumbuhan Wilayah di Sulawesi

Kode Lokasi Prioritas Fokus PengembanganK1 KawasanPerkotaanMetropolitanMaminasata:Kota Makassar,Kab. Maros,Sungguminasa(Ibukota Kab.gowa), Kab.Takalar

Diarahkan sebagai pusat kegiatanglobal (PKG) yang mendorongpertumbuhan kota-kotadisekitarnya sebagai sentraproduksi wilayah pulau sertasebagai pusat orientasi pelayananberskala internasional danpenggerak utama bagi KawasanTimur Indonesia;K2 KawasanPerkotaanMetropolitanBimido:Manado, Bitung,Minahasa Utara
Diarahkan sebagai pusat kegiatannasional yang berorientasi padameningkatkan  spesialisasi  fungsipariwisata, industri pengolahandengan tetap mempertahankanbudaya lokal.Sumber : Bappenas, 2014
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Lokasi Prioritas Kota Sedang yang Berfokus Pada Upaya
Pemerataan Wilayah Di Sulawesi

Kode Lokasi
Prioritas

Fokus Pengembangan

P1 Kotamobagu Diarahkan sebagaj kota agropolitan yangberfungsi sebagai pusat pertumbuhanwilayah Provinsi yang mendukungpertumbuhan produksi pertanian wilayahdi Provinsi Sulawesi Utara
P2 Gorontalo Diarahkan sebagai kota agropolitan yangberfungsi sebagai  pusat kegiatannasional (PKN) yang berorientasi padaupaya mendorong pertumbuhan  produksipertanian, pusat pengolahan ikan tangkap,dan wisata bahari yang memanfaatkanpotensi Teluk Tomini
P3 Palopo Diarahkan sebagai kota yang berfungsisebagai pusat kegiatan nasional (PKN)yang berorientasi pada kegiatanpelayanan sentra pengolahan hasilpertanian (sentra pangan nasional) danperkebuanan
P4 Pare-Pare Diarahkan sebagaj Pusat KegiatanWilayah dengan fokussebagai pusatindustri pengolaha untuk mendorongkegiatan ekonomi dan agroindustri dikawasan sekitarnya
P5 Kendari Diarahkan sebagai kota yang berfungsisebagai pusat pertumbuhan nasional(PKN) dan berorientasi pada kegiatanpariwisata, pengolahan hasil perkebunan,tangkapan ikan dan perdagangan yangmelayani kebutuhan pengembangansentra-sentra produksi wilayah Sulawesi
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Kode Lokasi
Prioritas

Fokus PengembanganTenggara
P6 Bau-bau Diarahkan  sebagai  kota  yang  berfungsisebagai  pusat  pertumbuhan  wilayah(PKW) yang berorientasi pada aktivitaspariwisata bahari-ekowisata yangmemanfaatkan kawasan Taman LautNasional Wakatobi yang memiliki nilaiglobal heritage di bidang keanekaragamanflora dan fauna laut dan pengolahan ikantangkap.Sumber : Bappenas, 2014
Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota Untuk

Memperkuat Pusat Pertumbuhan Di Sulawesi
Kode Lokasi

Kawasan
Kelompok Kawasan Komoditas

Unggulan
D1 Kwandangdansekitarnya(Kab.Boalemo, Kab.Gorontalo, danKab.GorontaloUtara, Prov.Gorontalo)

• PKW Kwandang
• Kawasan Minapolitan

Budidaya: Anggrek
• Kawasan Minapolitan

Perikanan Tangkap:
Anggrek, Kwandang

• Kawasan Agropolitan
(Padi): Mootilango,Tolangohula

• KPB Pawonsari
• Kawasan  Transmigrasi:Dino Liyohu
• Kota Otonom Terdekat :

• Udang
• Lobster
• Kerapu
• Padi
• Jagung
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Kode Lokasi
Kawasan

Kelompok Kawasan Komoditas
UnggulanGorontalo

D2 Buol dansekitarnya(Kab. Buol,Prov.Sulteng)
• PKW Buol
• KPB Air Tenang
• Kawasan Transmigrasi:Momunu
• Kota Otonom Terdekat :Gorontalo dan Palu

• Padi
• Pakawuja

D3 Poso dansekitarnya(Kab. Poso,Prov.Sulteng)
• PKW Poso
• KPB Tamporole
• Kawasan Transmigrasi:Ambarona

• Jagung
• Cengkeh

D4 Kolonedaledansekitarnya(Kab.Morowali,Kab.MorowaliUtara, Prov.Sulteng danKab. LuwuTimur, ProvSulsel)

• PKW Kolonedale
• Kawasan Minapolitan:Bungku Selatan
• KPB Mahalona
• KPB Bungku
• Kawasan Transmigrasi:Kolonedale, Lembo

• RumputLaut
• Padi
• Kakao

D5 Mamuju dansekitarnya(Kab.Mamuju, Kab.MamujuTengah, Prov.Sulbar)

• PKW Mamuju
• Kawasan Minapolitan

Perikanan Budidaya:Mamuju
• KPB Tobadak
• Kawasan Transmigrasi:Salopangkang, Tomo

• RumputLaut
• Padi
• Kakao
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Kode Lokasi
Kawasan

Kelompok Kawasan Komoditas
Unggulan

D6 Pinrang dansekitarnya(Kab.Pinrang, Prov.Sulsel)
• Perkotaan Pinrang
• Kawasan Minapolitan

Budidaya: Suppa
• Kawasan Agropolitan

(Padi): Mattiro Sompe,Lanrisang, Duampanua
• Kota Otonom Terdekat :Pare-Pare

• Udang
• Padi

D7 Barru dansekitarnya(Kab. Barru,Kab.SidenrengRappang,Prov. Sulsel)

• PKW Barru
• Kawasan Agropolitan

(Kedelai): Barru
• Kawasan Transmigrasi:Maritengae (SinderengRappang)
• Kota Otonom Terdekat :Pare-Pare dan Makassar

• Kedelai
• Padi

D8 Raha dansekitarnya(Kab. Muna,Prov. Sultra)
• PKW Raha
• Kawasan Minapolitan

Budidaya: Kabangka
• Kawasan Agropolitan

(Jagung): Kentu Kowuna,Kabangka, Maginti
• Kota Otonom Terdekat :Bau-Bau

• Udang
• Jagung

D9 Wangi-wangidansekitarnya(Kab.Wakatobi,Prov.  Sultra)
• Perkotaan Wangi-Wangi
• Kawasan Pariwisata:KSPN Wakatobi
• Kota Otonom Terdekat :Bau-Bau

• PerikananTangkap
• Wisatabahari

Sumber : Bappenas, 2014
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5.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan
Perbatasan

5.5.3.1. Pengembangan Daerah TertinggalArah kebijakan Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal di Wilayah Sulawesi difokuskan pada upayapemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik danpengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis
pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan
pertambangan nasional yang didukung oleh Sumber DayaManusia (SDM) yang handal dan infrastruktur penunjangkonektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategisebagai berikut:
1. Pemenuhan Pelayanan Dasar PublikMendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal denganprioritas kegiatan sebagai berikut:a. Bidang Pendidikan1) Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikandasar diutamakan di bagian tengah dan bagian baratSulawesi;2) Pemerataan distribusi, kapasitas, dan pemberianinsentif tenaga pendidik diutamakan di bagian tengah,bagian barat, sebagian bagian selatan wilayahSulawesi;3) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikandasar bagi masyarakat di kawasan terisolir, perairan,dan kepulauan;4) Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di dikawasan terisolir, perairan, dan kepulauan.5) Penyelenggaraan guru kunjung di bagian tengah,bagian barat, sebagian bagian selatan wilayahSulawesi;6) Pengembangan sekolah kecil di bagian tengah danbagian barat Sulawesi;
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7) Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama (SD,SMP, SMA/SMK);8) Pembangunan asrama sekolah di di bagian tengah danbagian barat Sulawesi;9) Penyediaan bus sekolah;10) Pengembangan pendidikan jarak jauh;11) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompokbelajar paket A,B,C);12) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggiuntuk daerah tertinggal.b. Bidang Kesehatan1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan di bagiantengah dan utara wilayah Sulawesi;2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bagiantengah dan utara wilayah Sulawesi;3) Pemberian insentif tenaga kesehatan di bagian tengahdan utara wilayah Sulawesi;4) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di bagiantengah dan utara wilayah Sulawesi;5) Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan dibagian Tengah dan Selatan Sulawesi;6) Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulaukecil terluar;7) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Pratama di daerah tertinggal;
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8) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di bagiantengah dan utara wilayah Sulawesi;9) Pengembangan telemedis di daearh tertinggal.c. Bidang Energi1) Pengembangan PLTMH, PLTS, dan PLTU;2) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian30-60 kWh;3) Penyediaan energi biogas yang ramah lingkungankhususnya di kawasan terisolir dan kepulauan;4) Penyediaan bahan bakar minyak ke wilayah terpencilkhususnya di kawasan terisolir dan kepulauan.d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi1) Pengembangan radio komunitas dan radiokomunikasi khususnya di desa-desa terisolir dankepulauan di wilayah Sulawesi;2) Pembangunan menara penguat sinyal;3) Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI,khususnya di kawasan kepulauan, dan desa-desaperhutanan Sulawesi;4) Pengembangan jaringan internet;5) Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat diwilayah Sulawesi Selatan.e. Bidang Permukiman dan Perumahan1) Pembangunan  perumahan layak huni di wilayahterisolir;2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruhkampung terutama di wilayah terisolir;3) Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak hunikhususnya di kawasan perhutanan, perairan, danpesisir.
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2. Pengembangan Ekonomi LokalPengembangan kinerja perekonomian masyarakat didaerah tertinggal secara terpadu dalam rangkameningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik,posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi inimeliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, aksespermodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritaskegiatan sebagai berikut:a. Peningkatan kapasitas sarana pelabuhan khususnyauntuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan, migas,dan pertambangan nasional;b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Sulawesiseperti penyediaan tenaga pendamping khususnya sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, dan kawasanpesisir;c. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan
Cold Storage disetiap sentra perikanan;d. Peningkatan produktivitas budidaya ikan melaluipenerapan teknologi tepat guna;e. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) danKoperasi khususnya dalam bidang perkebunan danperikanan;f. Pengembangan minapolitan dan penganekaragamanproduk hasil laut serta pengembangan mata pencaharianalternatif bagi nelayan;g. Fasilitasi bantuan peralatan penangkapan yangdilengkapi dengan sistem informasi lokasi penangkapanikan (satelit);h. Pengembangan sarana pengolahan produk hasil lautdiutamakan di bagian selatan, utara, dan tenggarawilayah Sulawesi;i. Peningkatan kapasitas fasilitas penyimpanan hasilpangan, perkebunan dan hasil laut di pusat-pusatperdagangan dan pelabuhan;



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 277

j. Pengembangan sentra produksi  rumput laut;k. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut diwilayah pesisir;l. Pengembangan jaringan irigasi;m. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dansosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur,sarana, promosi, serta peningkatan peran sertamasyarakat adat, khususnya di Kabupaten Wakatobi,Tojo Una-Una, dan Banggai Kepulauan;n. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian,museum;o. Pengembangan pasar tradisional.
3. Penguatan Konektivitas dan SislognasPeningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusatpertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaansarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerjapembangunan ekonomi daerah dengan prioritas kegiatansebagai berikut:a. Membuat sistem konektivitas laut untukmendistribusikan hasil bumi menuju lokasi di luarKepulauan Sulawesi;b. Pembangunan dermaga di pulau-pulau kecil yangtersebar di wilayah kepulauan Sulawesi;c. Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang danferry;d. Pengadaan unit armada ferry baru di wilayah Sulawesi;e. Pembangunan bandara perintis dan moda transportasiudara di sebagai daerah selatan, barat, dan utaraSulawesi;f. Pengembangan pelabuhan nasional dan pelabuhanpenyeberangan antarpulau di wilayah kepulauan;g. Pengembangan jalur kereta api antarkota pada kawasanutara, selatan, dan barat Kepulauan Sulawesi;
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h. Peningkatan status jalan dan pembangunan jalanpenghubung diutama antara bagian selatan, barat, dantengah Sulawesi.i. Pengembangan kapal perikanan tangkap 30 GT dikawasan perbatasan wilayah Sulawesi Utara;
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dankapasitas kelembagaan pemangku kepentinganpembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerahyang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan pertanian,perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional.Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tatakelola, SDM, rumusan dokumen kebijakan, danpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:a. Menyusun rencana induk dan rencana aksipengembangan ekonomi berbasis pada agroindustriperkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut(minapolitan);b. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya padapemenuhan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan,listrik, informasi, dan telekomunikasi di daerahtertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, danpengendalian;c. Pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dan politeknikuntuk menyiapkan SDM dalam rangka menunjangpengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, migas,dan pertambangan nasional;d. Pengembangan pusat teknologi informasi pemasaran,pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM pelaku usahauntuk menunjang pengembangan usaha khususnya sub-sektor perkebunan, tanaman pangan, tanamanhortikultura, dan perikanan laut;e. Pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi pemuda;
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f. Pelatihan pengolahan hasil produksi perikanan kepadamasyarakat di kawasan pesisir wilayah Sulawesi.g. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja danKewirausahaan;h. Pelatihan tenaga pendamping kelompok pertanian.
5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerahtertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkritdilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasiuntuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaanhasil bumi dan energi melalui pelaksanaan prioritasprogram sebagai berikut:a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerahuntuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;b. Penyusunan Strategi Daerah tentang PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal;c. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah denganpemerintah daerah, antar-SKPD dalam penyelenggaraanprogram pembangunan di daerah;d. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam prosespengembangan usaha di daerah tertinggal;e. Tunjangan khusus penyuluh pertanian.
6. Pembinaan Daerah Tertinggal TerentaskanPembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melaluipenguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerahdan peningkatan kapasitas SDM.
7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan TransmigrasiMendukung pengembangan kawasan perdesaan dantransmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjanganantarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan,diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusatpertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatanpembangunan daerah tertinggal dan pengembangankawasan perdesaan.
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Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Sulawesi terdiridari 6 provinsi dengan total 78 kabupaten/kota, dimana 25,64persen atau 20 kabupaten masuk dalam kategori daerahtertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah inisebesar 71.10, berada dibawah target IPM rata-rata nasional didaerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2.Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,94 persen, melampaui targetyang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen.Angka kemiskinan di daerah tertinggal wilayah Sulawesi masihsebesar 14,76 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secaranasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar14,2 persen.Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Sulawesi telahditetapkan 34 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agendapercepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun2014 diindikasikan terdapat 21 kabupaten tertinggal yangdapat terentaskan. Akan tetapi, terdapat 4 kabupaten denganstatus Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masukkategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Bangai Laut,Mamuju Tengah, Morowali Utara, dan Konawe Kepulauan.Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerahtertinggal di Sulawesi sebanyak 18 kabupaten. Pada akhirperiode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 15 kabupatentertinggal dapat terentaskan.
5.5.3.2. Pengembangan Kawasan PerbatasanArah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan diWilayah Sulawesi difokuskan untuk untuk meningkatkan peransebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengannegara tetangga Filipina di perbatasan laut. FokusPengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sulawesidiarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan StrategisNasional (PKSN) di Wilayah Sulawesi, yaitu PKSN Tahuna danPKSN Melonguane, serta Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri)penanganan kawasan perbatasan tahun 2015-2019.Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkanuntuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan
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perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga danpengelolaan sumber daya laut untuk menciptakan kawasanperbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut yaitu:
1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan,

pemeliharaan, pengamanan kawasan perbatasan
SulawesiPenguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan,pemeliharaan, pengamanan, dan aktivitas lintas batasWilayah Negara secara terpadu di Wilayah Sulawesi,dilakukan dengan:a. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi,karantina, dan keamanan terpadu di PKSN Tahuna danPKSN Melonguane (termasuk di Pulau Marore dan/atauPulau Miangas);b. Pembenahan aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif(ilegal) di kawasan perbatasan Sulawesi;c. Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanannegara di Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sangihe;d. Peningkatan upaya perundingan dalam penetapan danpenegasan batas wilayah negara RI- Philipina;e. Peningkatan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis,strategi, hingga kebijakan (pengambilan keputusan);f. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di PulauMiangas, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawaluso,Pulau Marampit dan Pulau Kakarotan dengan pendekatankeamanan, ekonomi dan lingkungan;g. Penyelesaian status kewarganegaraan masyarakatPhilipina-Sangir (Phisang);
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h. Penguatan fungsi pengamanan perbatasan wilayah laut,baik penyediaan alutsista, non alutsista danpemberdayaan masyarakat dalam menjaga kedaulatan,khususnya perbatasan wilayah laut RI-Philipina;i. Pembentukan kerjasama patroli pertahanan dankeamanan batas wilayah Negara RI- Philipina;j. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di PulauMiangas, Pulau Marore, Pulau Kawaluso, Pulau Kawio,Pulau Kakorotan, dan Pulau Marampit dengan pendekatanekonomi, keamanan dan lingkungan;k. Sosialisasi batas wilayah laut negara RI- Philipina kepadamasyarakat perbatasan Wilayah Sulawesi;l. Pengembangan standar operasional prosedur (SOP)pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparaturpengaman perbatasan.
2. Pengembangan Ekonomi LokalPengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasanperbatasan negara di Wilayah Sulawesi, dilakukan dengan:a. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan dankelautan untuk ekspor melalui pengembangan sarana danprasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran di PKSNTahuna, PKSN Melonguane, dan gugus pulau perbatasan diSangihe dan Talaud (termasuk Miangas dan Marore) yangberorientasi pasar kepada negara Filipina, termasuk yangmendesak yaitu penyediaan Kapal Tangkap 30 GT ;b. Peningkatankerjasama investasi lintas batas negaraproduk unggulan kawasan perbatasan, khususnya dengannegara Filipina;c. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perkebunanuntuk mencukupi kebutuhan lokal maupun lintas negara;d. Pengembangan program transmigrasi di kawasanperbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri dikawasan perbatasan Sangihe dan Talaud;e. Peningkatan nilai potensi pariwisata bahari dan budayamelalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi
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dalam dan lintas negara dan penyediaan infrastrukturpenunjang pariwisata) di Kabupaten Kepulauan Sangihedan Kabupaten Kepulauan Talaud;f. Mengembangkan pusat perdagangan skala internasional,nasional, dan regional berbasis komoditas lokalberorientasi pasar ke negara Filipina serta secarabertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisionaldititik lintas batas di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane;g. Pengembangan balai-balai latihan kerja berbasiskomoditas lokal yang berorientasi pasar ke negaratetangga di kawasan perbatasan Sangihe dan Talaud.
3. Penguatan Konektivitas dan SislognasPeningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara diWilayah Sulawesi, dilakukan dengan:a. Peningkatan intensitas dan pelayanan keperintisan yangmenghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasannegara, di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan TalaudMelonguane, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk,serta konektivitasnya dengan sistem transportasi lautnasional dan internasional;b. Pengembangan dermaga keperintisan pada pulau-pulaukecil terluar berpenduduk di gugus pulau perbatasanKepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe;c. Penjaminan ketersedian logistic termasuk BBM,khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk,khususnya perhatian terhadap Pulau Miangas dan PulauMarore;d. Pengembangan pusat aktifitas perdagangan dan gudanglogistik untuk meningkatkan distribusi hulu-hilirperdagangan antar negara, khususnya di Lokasi Prioritasyang memiliki aktifitas perdagangan tinggi;e. Pengembangan pelayanan transportasi udarainternasional dan nasional, khususnya di PKSN Sangihedan PKSN Talaud;f. Penyediaan infrastruktur dasar kewilayahan terutamajalan, listrik terbarukan memanfaatkan sumber daya
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setempat, air bersih, dan telekomunikasi di KecamatanLokasi Prioritas (Lokpri).
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IptekPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di PulauSulawesi diarahkan untuk meningkatkan basis IPTEK danproduk unggulan berdaya saing diikuti peningkatan aktivitasperdagangan dengan negara tetangga. Strategi yangdilakukan antara lain:a. Pengembangan dan meningkatkan sarana dan prasaranapendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumberdaya lokal (kelautan, perkebunan, maupunpertambangan) di kawasan perbatasan Sangihe danTalaud;b. Pengembangan sekolah kejuruan (SMK, politeknik)berbasis kelautan berasrama dan bertaraf internasional,serta berasrama di PKSN Sangihe atau PKSN Melonguane;c. Pengembangan akses pelayanan sosial dasar (pendidikandan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, khususnyadi pulau-pulau kecil terluar dengan penyediaan saranaprasarana sesuai karakteristik geografis wilayah (sekolahberasrama, transportasi laut antar jemput);d. Penyediaan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handalserta penyedian insentif, serta sarana prasaranapenunjang yang memadai, khususnya di desa-desaterdepan dan terutama rumah guru, fasilitas informasidan telekomunikasi guru;e. Peningkatan kapasitas aparatur wilayah perbatasanmelalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar danpelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparaturyang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakanpengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yangdiperlukan oleh masyarakat perbatasan;f. Pengembangan teknologi tepat guna dalam menunjangpengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasanperbatasan.
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5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya mendukung pengembangan kawasanperbatasan negara, harmonisasi regulasi agar afirmasiterhadap pengembangan kawasan perbatasan. Beberaparegulasi yang kurang harmonis dalam mendukung afirmasiterhadap pengembangan kawasan perbatasan sebagaiberikut:a. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasanlindung untuk mengelola sumber daya alam yang ada didalamnya, serta untuk kemudahan pembangunaninfrastruktur yang melalui hutan lindung\b. Regulasi pengelolaan lintas batas;c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasamaantara RI-Filipina dalam pengembangan kawasanperbatasan negara;d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas(asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakansumber daya air, pengelolaan jalan non status, danpelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasanperbatasan, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir(kecamatan lokpri);e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasanperbatasan;f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjangpemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalampengelolaan kawasan perbatasan;g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritaspenuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;h. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahankecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentukdesentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khususuntuk akselerasi pembangunan dan efektivitaspeningkatan kualitas pelayanan publik;i. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail TataRuang Kawasan Perbatasan di Kepulauan Sangihe danKepulauan Talaud.
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j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara DanKawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuanbagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerahdalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunankawasan perbatasan negara.Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasanperbatasan dapat dilihat pada tabel 5.8 dan gambar 5.4
Tabel 5.8

Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan
Perbatasan

Wilayah Sulawesi

No. Kabupaten Kecamatan Lokasi Prioritas1 Kep.Sangihe Tabukan Utara, Tahuna, Marore, Kendahe2 Kep. Talaud Melonguane, Miangas, NanusaSumber : Bappenas, 2014
5.5.4. Penanggulangan Daerah BencanaWilayah Sulawesi terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara,Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, SulawesiTenggara dan Gorontalo. Secara geografis, pulau Sulawesiterdapat banyak gunung dan sungai sehingga potensi bencanaalam di Wilayah Sulawesi terdiri dari banjir, longsor, gempabumi, letusan gunung api dan kekeringan. Risiko bencana alamyang tinggi di wilayah Sulawesi dapat disebabkan tingkatancaman yang tinggi, potensi jumlah penduduk terpapar dankerugian harta benda yang tinggi dan kapasitaspenanggulangan bencana di bidang kelembagaan, peringatandini, mitigasi dan kesiapsiagaan yang belum memadai.Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencana tahun 1815-2014, berbagai kejadian bencana di Pulau Sulawesi telahmengakibatkan 6.944 orang meninggal dunia, 17.140 orangluka-luka, 983 orang hilang dan 545.653 orang mengungsi dan52.212 rumah hancur/rusak.
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Untuk mendukung pengembangan Wilayah Sulawesi,maka arahan kebijakan penanggulangan bencana diarahkanuntuk mengurangi risiko bencana pada pusat-pusatpertumbuhan dan meningkatkan ketangguhan pemerintah,pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapibencana.Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risikobencana di Wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam

kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui:a. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana,melalui penyusunan kajian dan peta risiko bencana skala1:50.000 di Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, ParigiMoutong, Bitung, Kolaka, Konowe, Maros, Takalar, Gowa,Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Morowali,Luwu Timur, Mamuju dan Kepulauan Sangihe, dan skala1:25.000 di Kota Gorontalo, Palu, Makasar, Manado,Kendari.b. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalampenyusunan dan review RTRWProvinsi/Kabupaten/Kota.c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko untuk penyusunanRencana Penanggulangan Bencana dan Rencana AksiDaerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) di 21kabupaten/kota.d. Penyusunan rencana kontinjensi pada 21kabupaten/kota sasaran sebagai panduan kesiapsiagaandan operasi tanggap darurat bencana banjir, longsor,gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana

melalui:a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencanaserta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentangkebencanaan di 21 kabupaten/kota sasaran.
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b. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi penguranganrisiko bencana kepada masyarakat baik melalui mediacetak, radio dan televisi pada 21 kabupaten/kota risikotinggi bencana.c. Bekerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dandunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial danekonomi masyarakat di 21 kabupaten/kota risiko tinggibencana.d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasidan rekonstruksi wilayah pasca bencana banjir bandangdi Manado dan daerah pasca bencana alam lainnya.e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerahaliran sungai (DAS) Mamasa, Tondano, Limboto, Tempemaupun daerah rawan bencana alam lainnya.f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalamupaya pengurangan risiko bencana banjir, longsor,gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat

melalui:a. Penguatan kapasitas kelembagaan, melalui penyediaansarana dan prasarana penanggulangan bencana dikabupaten/kota risiko tinggi di Pulau Sulawesi.b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir,longsor, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung apiserta memastikan berfungsinya sistem peringatan dinidengan baik.c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikanuntuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapibencana di Wilayah Sulawesid. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan(shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi danrambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempabumi, tsunami dan letusan gunung api.
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e. Pembentukan dan pengembangan Desa TangguhBencana di 21 kabupaten/kota sasaran di Pulau Sulawesidalam rangka mendukung Gerakan Desa Hebat.f. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusianlogistik kebencanaan serta pembangunan 2 (dua) unitdepo logistik di Wilayah Sulawesi yang dapatmenjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.g. Pembentukan dan penguatan kapasitas forumpengurangan risiko bencana.h. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggapdarurat secara berkala dan berkesinambungan untukmeningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencanabanjir, longsor, gempa bumi, tsunami dan letusan gunungapi.Adapun sebaran risiko bencana dan profil kerawanan danrisiko PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Sulawesi dapat dilihatpada Gambar 5.5 dan Tabel 5.9.
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Tabel 5.9.
Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW dan PKSN

di Wilayah Sulawesi

Lokasi
Index

Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi
Risiko

(IRBI 2013)KAPET Palapas Tinggi untukancaman: banjirdan longsor,gempabumi,cuaca ekstrim,kekeringan
Kota Palu: tinggiKab. Sigi:sedangKab.Donggala:tinggiKab. ParigiMoutong: tinggiKAPET Manado-Bitung Tinggi untukbanjir danlongsor, letusangunung api,gempabumi,cuaca ekstrimdan abrasi

Kota Manado:sedangKab. Bitung:tinggi
KAPET Bangsejahtera Tinggi untukbanjir,gempabumi,cuaca ekstrim

Kota Kendari:tinggiKab. Kolaka:tinggiKab. Konawe:tinggiKEK Palu Tinggi untukbanjir danlongsor,gempabumi,cuaca ekstrimdan abrasi
Tinggi

KEK Bitung Tinggi untukbanjir,gelombangekstrim danabrasi
Tinggi

Lokasi Index KelasMulti
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Lokasi
Index

Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi
Risiko

(IRBI 2013)Kerawanan(IRBI 2011) Risiko(IRBI 2013)KSN PerkotaanMaminasata:Kota Makassar, Kab.Maros, Sungguminasa(Ibukota Kab. gowa), Kab.Takalar
Kab. Maros:tinggi untukbanjir dan cuacaekstrimKab. Takalar :banjir, cuacaekstrim

Kab. Maros:tinggiKab. Takalar:tinggi
KSN (Usulan) PerkotaanManado Raya (Manado,Bitung,Tomohon,MinahasaUtara dan MinahasaSelatan)

Kab. Tomohon:tinggi untukbanjir danlongsorKab. MinahasaUtara: tinggiuntuk banjir,longsor, cuacaekstrim, letusangunung api,abrasiKab. MinahasaSelatan: tinggiuntuk banjir,longsor, letusangunung api,abrasi

Kab. Tomohon:sedangKab. MinahasaUtara: tinggiKab. MinahasaSelatan: tinggi

Bau-bau (usulan PKW)mendukung pariwisatabahari-ekowisata TamanLaut Nasional Wakatobi
Tinggi untuk:cuaca ekstrim Tinggi

Pawonsari dan sekitarnya(perkotaan Limboto,kawasan minapolitan,agropolitan,
Kab. Boalemotinggi untukbanjir danlongsor,gempabumi

Kab. Boalemo:sedangKab. Gorontalo:tinggiKab. Gorontalo
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Lokasi
Index

Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi
Risiko

(IRBI 2013)Kab. Gorontalotinggi untukbanjir dan tanahlongsor,kekeringanKab. GorontaloUtara tinggiuntuk banjir,gempabumi

Utara: sedang

Poso dan sekitarnya(KPB Tamporole, kawasanagropolitan) Kab. Poso tinggiuntuk banjir,cuaca ekstrim,longsor, abrasiKab. Donggalatinggi untukbanjir, cuacaekstrim, gempa,longsor, abrasi

Kab. Poso:tinggiKab. Donggala:tinggi

Kolonedale dan sekitarnya(KawasanMinapolitanBungkuSelatan, KPB Mahalona,KPB Bungku, KawasanTransmigrasi)
Kab. Morowali:tinggi untukbanjir danlongsorKab. MorowaliUtara: databelum tersediaKab. LuwuTimur: tinggiuntuk banjir,longsor,kekeringan

Kab. Morowali:tinggiKab. MorowaliUtara: databelum tersediaKab. LuwuTimur: tinggi

Mamuju dan sekitarnya(Kawasan MinapolitanPerikanan, KPB Tobadak,Kawasan Transmigrasi)
Kab.Mamuju:tinggiuntukgempabumi,banjir

Kab. Mamuju:tinggiKab. MamujuTengah: datatidak tersedia
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Lokasi
Index

Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi
Risiko

(IRBI 2013)Kab. MamujuTengah: tinggiuntuk banjirdan longsorPinrang dan sekitarnya(Kawasan MinapolitanPerikanan, KPB Tobadak,Kawasan Transmigrasi)
Kab. Pinrang:tinggi untukbanjir danlongsor, cuacaekstrim, abrasi

Kab. Pinrang:tinggi
Barru dan sekitarnya(Perkotaan Lalabata,Kawasan Agropolitan,Kawasan Transmigrasi)

Kab. Barru:tinggi untukcuaca ekstrimKab. SidenrengRappang: tinggicuaca ekstrim
Kab. Barru:tinggiKab. SidenrengRappang:sedangMuna dan sekitarnya(Kawasan Minapolitan,Kawasan Agropolitan,dekat Bau-bau)

Kab. Muna:tinggi untukcuaca ekstrim Kab. Muna:tinggi
Wakatobi dan sekitarnya(Perkotaan Wangi-Wangi,kawasan Pariwisata: KSPNWakatobi, dekat Bau-bau)

Kab. Wakatobi:tinggi untukbanjir, abrasi Kab. Wakatobi:sedang
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) SulawesiGorontalo Tinggi untukancaman:Gempabumi,banjir dan tanahlongsor

Tinggi
Palu Tinggi untukancaman:banjir, tanahlongsor, abrasi,

Tinggi
Makassar Tinggi untukancaman: Tinggi
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Lokasi
Index

Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi
Risiko

(IRBI 2013)banjir,kebakaranpermukiman,angin topanSungguminasa Tinggi untukancaman: banjirdan tanahlongsor, angintopan
Tinggi untukKab. Gowa

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) SulawesiIsimu – Kab. Gorontalo Tinggi untukancaman: banjirdan tanahlongsor,kekeringan
Tinggi

Tilamuta – Kab. Boalemo Tinggi untukancaman: banjirdan tanahlongsor
Sedang

Luwuk – Kab. Banggai Tinggi untukancaman:banjir, abrasi,angin topan,konflik sosial
Tinggi

Donggala Tinggi untukancaman:gempabumi,banjir, tanahlongsor, abrasi,angin topan
Tinggi

Mamuju Tinggi untukancaman:gempabumi,banjir
Tinggi

Pasangkayu –Kab. Mamuju Tinggi untuk Tinggi
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Lokasi
Index

Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi
Risiko

(IRBI 2013)Utara ancaman:gempabumi,tanah longsor,abrasi, angintopanTomohon Tinggi untukancaman: banjirdan tanahlongsor
Sedang

Leneponto Tinggi untukancaman: banjirdan tanahlongsor,kekeringan,angin topan
Tinggi

Pangkajene Kepulauan Tinggi untukancaman: angintopan Tinggi
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) SulawesiMelonguane – Kab.Kepulauan Talaud Tinggi untukancaman:gempa bumi,banjir dan tanahlongsor, letusangunung api,abrasi,

Sedang

Tahuna – Kab. KepulauanSangihe Tinggi untukancaman:gempa bumi,banjir dan tanahlongsor, letusangunung api,abrasi,

Tinggi

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.
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5.5.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Sulawesi
5.5.5.1. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Sulawesi1. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembanganekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatansumber daya kelautan dan konservasi laut meliputipengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusatpengembangan perikanan berbasis mitigasi dan adaptasidampak pemanasan global.2. Kebijakan untuk mewujudkan lumbung pangan padinasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbungpangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesimeliputi:a. Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padidan jagung yang didukung dengan industri pengolahandan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangannasional; danb. Pemertahanan kawasan peruntukkan pertanian panganberkelanjutan.3. Kebijakan untuk mewujudkan pusat perkebunan kakaoberbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi melaluipengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusatindustri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunankakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.4. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertambanganmineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi diPulau Sulawesi meliputi:a. Pembangunan kawasan perkotaan nasional sebagaipusat pengembangan pertambangan mineral berupanikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;danb. Pengembangan kawasan peruntukkan pertambanganmineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumidengan memperhatikan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup.
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5. Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasiantarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitanantarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membukaketerisolasian wilayah meliputi:a. Pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untukmeningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dandaya saing ekonomi wilayah; danb. Pengembangan jaringan transportasi untukmeningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara,kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulaukecil.6. Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasanberfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap palingsedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sulawesisesuai dengan kondisi ekosistemnya meliputi:a. Pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasikawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; danb. Pengembangan koridor ekosistem antarkawasanberfungsi konservasi.7. Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negarasebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yangberbatasan dengan Negara Filipina dan Negara Malaysiadengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan,pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraanmasyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi:a. Pengembangan kawasan perbatasan negara denganpendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanannegara, serta lingkungan hidup; danb. Pemertahanan eksistensi 14 (empat belas) PPKT sebagaititik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.8. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional(KSN), meliputi:a. Pengembangan KSN di Kawasan Sorowako secaraoptimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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b. Pengembangan KSN Perbatasan dalam rangkapeningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dankeamanan negara; dan9. Pengembangan KSN untuk meningkatkan fungsi kawasandalam pengembangan perekonomian nasional yangproduktif, efisien, dan mampu bersaing dalamperekonomian internasional.
5.5.5.2. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah

Sulawesi
I. Struktur Ruang Wilayah1. Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaannasional sebagai pusat pengembangan perikananberbasis mitigasi dan adaptasi dampak pemanasanglobal, dengan meningkatkan keterkaitan antarakawasan perkotaan nasional dan sentra perikanan.Struktur perkotaan nasional yang akan dikembangkanpada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.10.2. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi yangterpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah,efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah, meliputi:a. Mengembangkan akses prasarana dan saranatransportasi darat, laut dan udara yangmenghubungkan antarkawasan perkotaan nasionaldan memantapkan koridor ekonomi Pulau Sulawesi;b. Mengembangkan dan memantapkan aksesprasarana dan sarana transportasi darat meliputijalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringantransportasi penyeberangan yang menghubungkankawasan perkotaan nasional dengan sentraproduksi, pelabuhan dan bandar udara;c. Mengembangkan pelabuhan utama dan pelabuhanpengumpul di sepanjang jalur ALKI II dan ALKI III;dand. Memantapkan fungsi bandara pengumpul denganskala pelayanan primer, bandar udara pengumpul



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 305

dengan skala pelayanan sekunder, dan badarapengumpul dengan skala pelayanan tersier.3. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasiuntuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasannegara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasukpulau-pulau kecil, meliputi:a. Mengembangkan jaringan transportasi yangmenghubungkan kawasan perkotaan nasionaldengan kawasan perbatasan negara, kawasantertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil;danb. Mengembangkan sistem transportasi antarmodamenuju kawasan perbatasan negara, kawasantertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.10.
Tabel 5.10

Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Pulau
Sulawesi Periode 2015-2019

Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN
PKN PKW PKSNGorontalo Gorontalo(I/C/1) Isimu (II/C/2)Kuandang(II/C/2)Tilamuta (II/C/2)SulawesiUtara KawasanPerkotaanManado-Bitung(I/C/1)

Tomohon (I/C/1) Melonguane(I/A/2)Tondano (II/C/1) Tahuna(I/A/2)Kotamobagu(II/C/1)SulawesiTengah Palu (I/C/1) Poso (II/C/3)Luwuk (II/C/1)Buol (II/C/1)Kolonedale
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(II/C/1)Tolitoli (II/C/1)Donggala (II/C/1)SulawesiSelatan KawasanPerkotaanMakassar-Sungguminasa-Takalar-Maros(Mamminasata)(I/C/3)

Pangkajene(II/C/1)Jeneponto (I/C/1)Palopo (I/C/1)Watampone(II/C/1)Bulukumba(I/C/1)Barru (II/C/1)Parepare (II/C/1)SulawesiBarat Mamuju (I/C/1)SulawesiTenggara Kendari(I/C/1) Unaaha (II/C/1)Lasolo (II/C/1)Bau-bau (I/C/1)Raha (II/C/1)Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.
II. Pengembangan Kawasan Lindung1. Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindungdan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yangterdegradasi, meliputi menetapkan kawasan hutanpaling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS.2. Strategi untuk pengembangan koridor ekosistemantarkawasan berfungsi konservasi, meliputi penetapankoridor ekosistem antarkawasan suaka alam danpelestarian alam dan pengembangan prasarana yangramah lingkungan pada koridor ekosistem antarkawasanberfungsi konservasi.
III. Pengembangan Kawasan Budidaya1. Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanamanpangan padi dan jagung yang didukung dengan industripengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan
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ketahanan pangan nasional, meliputi mendorongpengembangan kawasan perkotaan nasional sebagaipusat industri pengolahan dan pusat industri jasa hasilpertanian tanaman pangan padi dan jagung.2. Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaannasional sebagai pusat industri pengolahan dan industrijasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggidan ramah lingkungan, melalui pengembangan kawasanindustri pengolahan hasil perkebunan kakao danpeningkatan keterkaitan antara kawasan perkotaannasional dengan sentra perkebunan kakao.3. Strategi untuk pembangunan kawasan perkotaannasional sebagai pusat pengembangan pertambanganmineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yangramah lingkungan, melalui pengembangan kawasanindustri pengolahan beserta prasarana dan sarana untukkelancaran distribusi hasil produksi dari kawasanperuntukan pertambangan ke pasar nasional daninternasional.4. Strategi untuk pengembangan kawasan perbatasannegara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanandan keamanan negara, serta lingkungan hidup, meliputi:a. Mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusatpengembangan ekonomi, pintu gerbanginternasional, serta simpul transportasi kawasanperbatasan negara dengan Negara Filipina danNegara Malaysia;b. Mengembangkan kawasan pertahanan dankeamanan negara sebagai perwujudan kedaulatannegara.5. Strategi untuk pemertahanan eksistensi 14 (empatbelas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal KepulauanIndonesia dengan mengembangkan prasarana dansarana transportasi penyeberangan yang dapatmeningkatkan akses ke PPKT.



308 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

IV. Pengembangan Kawasan Strategis NasionalDalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional(KSN) dikembangkan 7 KSN yang mendukung pengembanganwilayah di Pulau Sulawesi. Strategi pengembangan KSN di PulauSulawesi dapat dilihat pada Tabel 5.11.
Tabel 5.11

Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional
di Pulau Sulawesi

No KSN Tipe Strategi K/L
1 KawasanSorowako PendayagunaanSumberdayaalam

Pengembangandan peningkatankegiatanbudidayapertanian danperikanan yangberkelanjutansebagaialternatifkegiatanperekonomianmasyarakat yangmampu bersaingdalamperekonomiannasionalKawasanSorowako

- Kementerian Agrariadan TataRuang
- Kementerian Pertanian
- Kementerian KelautandanPerikanan

2 PerbatasanSulawesiUtara-Gorontalo-SulawesiTengah

PertahanandanKeamanan Pengembanganprasarana dansarana KawasanPerbatasanNegara secarasinergis diProvinsiSulawesi Utara –

- Kementerian Agrariadan TataRuang
- BNPP
- KementerianPerhubunga
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No KSN Tipe Strategi K/LGorontalo –Sulawesi Tengah n
- Kementerian PU danPerumahanRakyat

3 PerkotaanMaminasata Kepentingan Ekonomi PengembanganKawasanPerkotaanMamminasatasebagaiPusat orientasipelayananberskalainternasionaldan penggerakutama bagi KTI

- Kementerian Agrariadan TataRuang
- Bappenas

Pusatpertumbuhandan sentrapengolahan hasilproduksi bagipembangunankawasanperkotaan intidan kawasanperkotaan disekitarnya
4 KapetPare-Pare Kepentingan Ekonomi Mengembangkankomoditasutama sebagaikomoditasunggulan yaitusapi, jagung, danrumput laut,serta

- Kementerian Agrariadan TataRuang
- KementerianKoordinator
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No KSN Tipe Strategi K/Lmengembangkanproduk-produkturunannya diKapet Pare-Pare;
Perekonomian
- Bappenas
- Kementerian KelautandanPerikanan
- Kementerian Pertanian
- KementerianPerhubungan
- Kementerian PU danPerumahanRakyat
- Kementerian Koperasi

Mengembangkankomoditasunggulan kelapa,ikan pelagis, danrumput laut,beserta produk-produkturunannya dikapet Manado-Bitung;
5 KapetManado-Bitung Kepentingan Ekonomi Mengembangkankomoditasutama sebagaikomoditasunggulan yaitukakao danrumput laut,sertamengembangkanproduk-produkturunannya diKAPET Palapas;
6 KapetPalapas Kepentingan Ekonomi Mengembangkansistem pusatpelayanankegiatanekonomi yangberfungsisebagai pusatpelayanankegiatan sentra
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No KSN Tipe Strategi K/Lproduksi bahanbaku, kegiatansentra industripengolahantermasuk usahamikro-usahakecil-menengah,kegiatanpenelitian,kegiatanpendidikan danpelatihan,kegiatan jasa(informasi,lembagakeuangan, dankoperasi), dankegiatandistribusi diKapet BankSejahtera;
7 KapetBankSejahtera Kepentingan Ekonomi Penguatansistem pusatpelayanankegiatanekonomi dansistem jaringanprasaranapendukungKapet Pare-Pare,Manado-Bitung,Palapas, BankSejahteraSumber: Data diolah, Bappenas, 2014.
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5.5.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi DaerahArah kebijakan pengembangan Wilayah Sulawesi yaknipeningkatan kapasitas pemerintahan daerah yang mendorongpembangunan ekonomi secara merata berbasis padapemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, denganstrategi:1. Penguatan peran gubernur  melalui  sebagai wakilPemerintah Pusat;2. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan padatiap pemerintah daerah yang terintegrasi denganmanajemen kinerja;3. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaanpelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.4. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasiskompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah.5. Peningkatan proporsi belanja modal;6. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi danatransfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;7. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan danpengelolaan keuangan Daerah.
5.6. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Sulawesi
5.6.1. Prioritas Program Pembangunan
5.6.1.1. Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 5.12
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Sulawesi Utara

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional

KERETA API1. Pembangunan jalur KA antara Manado - Bitung (track,jembatan, stasiun, persinyalan, telekomunikasi, depo)
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional

PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Manado
PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan Bandara Samratulangi2. Pembangunan Bandara Miangas
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Pelabuhan (UPP) Tahuna2. Pengembangan Pelabuhan Lirung3. Pengembangan Pelabuhan Bitung (Pelabuhan hub Bitung)4. Pembangunan infrastruktur penunjang eksport hasilperikanan Bitung
JALAN1. Pembangunan Jalan Atinggola – Maelang – Kaiya (Sulut)2. Pembangunan Jalan Bypass Manado II3. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Karakelong (Esang-Rainis)4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Sangihe (Enemawira-Tomako)5. Pembangunan Jalan Pinogaluman-Duloduo-Molibagu6. Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung - 39 km7. Pembangunan Jalan Tomohon - Manado8. Pembangunan Jalan Wailang - Waisan - Kokas -Kawangkoang
KETENAGALISTRIKAN1. PLTU Sulut II (FTP 1) / Amurang   2x25   MW2. PLTU Talaud   2x3   MW3. PLTM Lelipang/Belengan   1x0,5   MW4. PLTGB Tahuna (FTP 2)   8 MW5. PLTU Sulut I (FTP 1)   2x25   MW6. PLTG/MG Minahasa Peaker   3x25   MW7. PLTM Duminanga   1x0,5   MW8. PLTA Sawangan   2x6   MW9. PLTM PLTM Tersebar Sulut   2 MW10. PLTG/MG Sulut Peaker   3x50   MW
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional11. PLTP Kotamobagu I (FTP 2)   2x20   MW12. PLTP Kotamobagu II (FTP 2)   2x20 MW13. PLTU Amurang   2x25   MW14. PLTP Lahendong V (FTP 2)   20 MW15. PLTU Sulut I - Kema   2x25   MW16. PLTP Lahendong VI (FTP 2)   20 MW17. PLTGB Tahuna 2   3 MW18. PLTU Sulut 3   2x50 MW

SUMBER DAYA AIR1. perkuatan Tebing dan Tanggul Banjir Sungai Tondano(Paket 1) Manado2. perkuatan Tebing dan Tanggul Banjir Sungai Tondano(Paket 2) Manado3. Pembangunan Sabo Dam Sungai Milangodaa Kab. Bolsel4. Pengamanan Pantai Amurang (Lanjutan) Kab. MinahasaSelatan5. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Miangas (Lanjutan)Kab. Kepulauan Talaud6. Pembangunan Bendungan Lolak Kab. Bolaang Mongondow7. Pembangunan Bendungan Kuwil Kab. Minahasa Utara8. Revitalisasi Danau Tondano Kab. Minahasa Utara
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5.6.1.2. Provinsi Gorontalo

Tabel 5.13.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Gorontalo

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Gorontalo
PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan Bandara Jalaludin2. Pembangunan Bandara Pohuwato
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Anggrek, Gorontalo2. Pengembangan Fasilitas pelabuhan Gorontalo
JALAN1. Pembangunan Jalan Gorontalo - Batas Sulut2. Pembangunan Jalan Gorontalo Outter Ring Road (GORR)Provinsi Gorontalo3. Pembangunan Jalan Tolinggula - Marisa
KETENAGALISTRIKAN1. PLTU Gorontalo (FTP1)   2x25   MW2. PLTG/MG Gorontalo Peaker   25 MW3. PLTU Gorontalo 2   2x50   MW4. PLTM Taludaa II   1x2   MW5. PLTU Molotabu   2x10   MW6. PLTM Taludaa I   1x3   MW7. PLTU Gorontalo Energi *)   2x6   MW
SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan Bendung Randangan (Multi Year) Pohuwato2. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Randangan Kiri(Lanjutan) Pohuwato3. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Randangan KananPohuwato4. Pembangunan / Peningkatan Bendung Pilohayanga (Multi
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalYear) Gorontalo5. Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Imbodu Pohuwato6. Pengendalian Banjir Sungai Tilamuta Boalemo7. Pengendalian Banjir Sungai Molosipat Pohuwato8. Pengendalian Banjir Sungai Lemito Pohuwato9. Pengendalian Banjir Sungai Bone Bone Bolago10. Pengendalian Banjir Sungai Tolinggula Prov. Gorontalo11. Pengendalian Banjir Sungai Pontolo Gorontalo Utara12. Pembangunan Long Storage Bulia Boalemo13. Pembangunan Pengendali Sedimen Wil. Kab BoalemoBoalemo14. Pembangunan Pengendali Sedimen Wil. Kab PohuwatoPohuwato15. Pembangunan Pengendali Sedimen Wil. Kab GorontaloUtara Gorontalo Utara16. Pengamanan Pantai Sumalata Gorontalo Utara17. Pengamanan Pantai Tolinggula Gorontalo Utara18. Pengamanan Pantai Atinggola Gorontalo Utara19. Pengamanan Pantai Leato Kota Gorontalo20. Pengamanan Pantai Biluhu Barat Kab. Gorontalo21. Pengamanan Pantai Biluhu Timur Kab. Gorontalo22. Pembangunan Waduk Bone Hulu Bone Bolango23. Pembangunan Waduk Toheti Dehuwa Bone Bolango24. Pembangunan Waduk Kayu Merah (multi years) Gorontalo25. Revitalisasi Danau Limboto Gorontalo26. Revitalisasi Danau Perintis
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5.6.1.3. Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 5.14
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Sulawesi Barat

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Belang-belang,Sulawesi Barat
JALAN1. Pembangunan Jalan Akses Bandara Tampa Padang2. Pembangunan Jalan Malabo - Polewali3. Pembangunan Jalan Polewali - Batas Sulsel4. Pembangunan Jalan Salubatu - Mambi - Malabo - Mamasa -Tandung5. Pembangunan Jalan Salubatu - Tibo - Kalumpang - Bts Sulsel(Tanah Toraja)
KETENAGALISTRIKAN1. PLTA Poko   2x117   MW2. PLTU Mamuju (FTP2)   2x25   MW3. PLTA Karama Peaking (Unsolicited)   150 MW4. PLTA Karama Baseload (Unsolicited)   300 MW
SUMBER DAYA AIR1. Lanjutan Pembuatan Tanggul Pengendalian Banjir, SungaiPasang Kayu Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara2. Pembangunan Pengendalian Banjir,  Sungai Lariang, Kab.Mamuju Utara Mamuju Utara3. Lanjutan Pembangunan Pengendalian Banjir, SungaiBenggaulu, Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara4. Pembuatan Pengendalian Banjir, Sungai Kuma, Kab. MamujuUtara Mamuju Utara5. Pembuatan Pengendalian Banjir S.Rondo Mayang, Kab.Mamuju Utara Mamuju Utara
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional6. Pembuatan Pengendalian Banjir S.Pedongga, Kab. MamujuUtara Mamuju Utara7. Pembuatan Pengendalian Banjir S. Lumu Lanjutan, Kab.Mamuju Mamuju8. Pembuatan Pengendalian Banjir S. KaroSul-Sela, MamujuTengah Mamuju Tengah9. Pembangunan Pengendalian Banjir S. Tobadak MamujuTengah10. Pembangunan Pengendalian Banjir S. Salubiro MamujuTengah11. Pemabangunan Pengendalian Banjir S. Salulebbo MamujuTengah12. Pembuatan Pengendalian Banjir S. Kalukku, Kab. MamujuMamuju13. Pembuatan Pengendalian Banjir  Sungai  Papalang, Kab.Mamuju Mamuju14. Pembuatan Pengendali Banjir Sungai Deking Kab. MajeneMajene15. Lanjutan Pembuatan Tanggul Pengendali Banjir  danPerkuatan Tebing Sungai Mapilli Kab. Polman     Polman16. Lanjutan Pembuatan Tanggul Pengendali Banjir  SungaiMandar Kab. Polman     Polman17. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai  Mamasa Kab.Mamasa     Mamasa18. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai  Palattoang Kab.Majene Majene19. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai  MoSul-Selo Kab.Majene Majene20. Pengendalian Banjir Sungai Benggaulu Mamuju Utara21. Lan jutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai TapalangKab. Majene Mamuju22. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai PasangKayu Kab. Mamuju utara Mamuju Utara23. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai KalukkuKab. Mamuju Mamuju
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional24. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Budong-budong Kab. Mamuju Mamuju25. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Pangiang Kab.Mamuju Utara Mamuju Utara26. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Karya Bersama Kab.Mamuju Utara Mamuju Utara27. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Mamuju Kab.Mamuju  Mamuju28. Pembangunan Pengaman Abraasi Pantai Bambaira Kab.Mamuju Utara Mamuju Utara29. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Kasoloang Kab.Mamuju Utara Mamuju Utara30. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Tampaure Kab.Mamuju Utara Mamuju Utara31. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Bambapore Kab.Mamuju Utara Mamuju Utara32. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Sarasa Kab. MamujuUtara Mamuju Utara33. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Sarudu Kab. MamujuUtara Mamuju Utara34. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Tarailu kab. MamujuMamuju35. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Buku kab.Polman Polman36. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Baurung Kab.Majene Majene37. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Mampie kab. PolmanPolman38. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Tanga-Tanga kab.Polman Polman39. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai karama kab. PolmanPolman40. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Onang Kab. MajeneMajene41. Pemb. Tanggul dan Pemecah Ombak Pantai PasangkayuMamuju Utara
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5.6.1.4. Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 5.15
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Sulawesi Tengah

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan Bandara Ampana di Kabupaten Tojo Una-una2. Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir-Luwuk3. Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu4. Pengembangan Bandara Tampa Padang5. Perhubungan Laut6. Pengembangan Pelabuhan Pantoloan7. Pengembangan Pelabuhan Poso8. Pengembangan Pelabuhan Toli - toli9. Pegembangan Fasilitas pelabuhan laut Pantoloan, SulawesiTengah
JALAN1. Pembangunan Jalan Basi - Pasiputi - Mepanga2. Pembangunan Jalan Luwuk - Batul - Moilong-Rata-Baturube3. Pembangunan Jalan Pepe - Tomata4. Pembangunan Jalan Pintas Palu-Parigi (36,45 km)5. Pembangunan Jalan Poros Soroako – Bahodopi, Kab.Morowali, Sulawesi Tengah6. Pembangunan Jalan Salakan-Sambut7. Pembangunan Kolondale - Tondoyondo - Sp.Batutube8. Pembangunan Jalan Palu - bangga - Simora - Gimpu - Puna -Tonusa Tentena
KETENAGALISTRIKAN1. PLTD Ampana (Relokasi PLTD)   2 MW2. PLTU Ampana 2x3   MW3. PLTMG Luwuk Peaker (CNG)   10 MW
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional4. PLTMG Morowali   10 MW5. PLTM Halulai/Wuasa   2x0,7   MW6. PLTM Buleleng   2x0,6   MW7. PLTU Tolitoli   3x15   MW8. PLTMG Luwuk Peaker (CNG)   5 MW9. PLTU Palu 2   2x15   MW10. PLTMG Morowali   2x5   MW11. PLTU Palu 3 2x50   MW12. PLTMG Luwuk Peaker (CNG)   5 MW13. PLTA Poso 2   2x66   MW14. PLTA Poso Energy (Transfer ke Sulsel)   130 MW15. PLTA Poso (Transfer ke Palu)   65 MW16. PLTM PLTM Tersebar Sulteng   25 MW17. PLTU Tawaeli (Ekspansi)   2x15   MW18. PLTU Luwuk (FTP2)   2x10 MW19. PLTP Bora (FTP 2)   5 MW20. PLTP Marana/Masaingi (FTP 2)   20 MW21. PLTP Borapulu   2x20   MW
SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan D.I. Sibea (3.321 Ha) Kab. Parigi Moutong2. Pembangunan D.I. Binsil (1.510 Ha) Kab. Parigi Moutong3. Pembangunan D.I. Meko (2.800 Ha) Kab. Poso Kab. Poso4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lambunu (Saluran, JalanInspeksi) Kab. Parigi Moutong5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gumbasa (tahap I) (SaluranInduk, Saluran Sekunder) Kab. Sigi6. Pembangunan Tanggul Sungai Puna Kab. Poso7. Pembangunan Revetment Pantai Kab. Donggala Kab.Donggala8. Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danauposo, Kab. Poso9. Pengadaan dan  Pemasangan Jaringan Transmisi Air BakuSungai Saluki Gumbasa SPAM Regional PASIGALA (TahapV) Kab. Sigi
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional10. Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air baku SungaiTandayo Donggala11. Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air baku SungaiTunu Donggala12. Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danauposo, Kab. Poso
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5.6.1.5. Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 5.16
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Sulawesi Selatan

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional

KERETA API1. Pembangunan jalur KA antara Makassar - Pare-Pare (track,jembatan, stasiun, persinyalan, telekomunikasi, depo)2. Pembangunan KA Perkotaan Mamminasata (tahap 1)
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Makassar
PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin -Pembangunan Terminal II di Kawasan Bandara Lama SultanHasanuddin Makassar
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan GarongkongBarru2. Pembangunan Pelabuhan Pare-pare3. Perluasan Pelabuhan Makassar (Makassar New Port)4. Pengembangan Pembangunan Faspel Laut Garongkong
JALAN1. Pembangunan Fly Over - Akses Bandara InternasionalSultan Hasanuddin2. Pembangunan Jalan baypass Maminasata3. Pembangunan Jalan Seseng - Bts.Sulbar4. Pembangunan Jalan Trans Sulawesi Mamminasata (MiddleRing Road)5. Pembangunan Jaringan Transportasi Danau Tempe6. Pembangunan Under Pass A.P. Pettarani7. Pembangunan Jalan Kaluku - Sae - Talang - Sabang
KETENAGALISTRIKAN
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional1. PLTU Sulsel Barru (FTP 1)   2x50   MW2. PLTG/MG Makassar Peaker   200 MW3. PLTU Punagaya/Takalar (FTP2)   2x100   MW4. PLTD Selayar (Relokasi PLTD)   2x1   MW5. PLTU Sulsel 2   2x100   MW6. PLTU Sulsel Barru 2   100 MW7. PLTA Bakaru 2   2x63   MW8. PLTM PLTM Tersebar Sulsel   13 MW9. PLTG Sengkang, Op. Cycle - Unit 2   60 MW10. PLTU Sulsel-1/Jeneponto Bosowa   2x100   MW11. PLTGB Selayar (FTP 2)   8 MW12. PLTGU Sengkang-ST Unit 3 -> Comb. Cycle   60 MW13. PLTU Jeneponto 2   2x100   MW14. PLTA Bontobatu (FTP 2)   110 MW15. PLTA Malea   2x45   MW16. PLTU Sulsel-3/Takalar   2x100   MW

SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan Bendungan Karalloe Gowa2. Pembangunan DI Pamukulu Takalar3. Pembangunan Waduk Paselloreng Gowa4. Pembangunan Waduk Nipa-Nipa Maros5. Pembangunan Jaringan Irigasi Bayang-Bayang Bulukumba6. Pembangunan Bendungan Cinemabella  Selayar7. Pembangunan Bendungan Posi Selayar8. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irgasi D.I. BaliaseLuwu Utara9. Pembangunan Bendung  D.I. Baliase Luwu Utara10. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Baliase Luwu Utara11. Rehabilitasi Konstruksi dan Pintu Bendung BentengPinrang12. Pembangunan Perkuatan Tebing Bagian Hulu BendungGerak Tempe  Wajo13. Pengendalian Banjir  dan Daya Rusak Air  Sungai Taroang
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasionaldan Muara Sungai Tamanroya Jeneponto14. Pemataan Sungai Tallo dengan Foto Udara Kt. MakaSul-Selar15. Pengendalian Banjir dan Perbaikan Alur Sungai Kalaena danSungai Angkona Luwu Timur16. Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai Rongkong LuwuUtara17. Pengendalian Banjir  dan Daya Rusak Air Sungai  BaliaseLuwu18. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air  Sungai KanjiroLuwu19. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air  Sungai Bone-BoneLuwu20. Pengendalian Banjir Sungai Cenranae Wajo-Bone21. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai WalanaeSoppeng22. Construction of Giant Sand Trap Gowa23. Construction of Water Selected Intake Gowa24. Construction of three Sabo Dam No 8-1, 8-2, & 8-3 Gowa25. Construction of Two Sabo Dam No 8-4 & 8-5 Gowa26. Rehabilitasi Bangunan Pengendali Sedimen Bagian HuluGowa27. Penggalian Hulu Waduk Bili-Bili Gowa28. Pembangunan Konsolidasi Dam Gowa29. Pembangunan Sand Pocket Gowa30. Pembangunan Bendungan Jenelata Gowa31. Pembangunan DPS Rongkong Kab. Luwu Utara Luwu Utara32. Pemb. Pengaman Abrasi Pantai Tanaberu Bulukumba33. Pemb. Pengaman Abrasi Pantai Lengnga Pinrang34. Pembangunan Embung Air Baku di Kab. Luwu Utara (7buah) Luwu Utara
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5.6.1.6. Provinsi Sulawesi Tenggara
Tabel 5.16

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional

PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan Bandara Haluoleo2. Perhubungan Laut3. Pengembangan Pelabuhan Lawele4. Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Bungkutoko5. Pengembangan Pelabuhan Bau - Bau6. Pengembangan Pelabuhan Raha7. Pengembangan Pelabuhan Kendari
JALAN1. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari2. Pembangunan Jalan Parigi - Poso - Tentena - Tidantana(Batas Sulsel) - (Sultra) 298 KM3. Pembangunan Jalan Tampo-Raha4. Pembangunan Jalan Tinanggea-Alangga-Punggaluku-Ambesia5. Pembangunan Jembatan Teluk Kendari6. Pembangunan Jalan Raha - Wakuru - Wara
KETENAGALISTRIKAN1. PLTU Kendari - Nii Tanasa (FTP1)   2x10   MW2. PLTU Kendari - Nii Tanasa (Ekspansi)   10 MW3. PLTD Wangi-Wangi (Relokasi PLTD)   2x2   MW4. PLTM Rongi   2x0,4   MW5. PLTM Lapai 1   2x2   MW6. PLTM Lapai 2   2x2   MW7. PLTM Riorita   2x0,5   MW8. PLTM Toaha   2x0,5   MW9. PLTU Raha   2x3   MW10. PLTD Raha (Relokasi PLTD)   2 MW
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional11. PLTU Wangi-Wangi (FTP 2)   2x3   MW12. PLTU Bau-Bau (FTP2)   2x10   MW13. PLTA Konawe   2x25   MW14. PLTU Kendari 3   2x50   MW15. PLTA Watunohu 1   20 MW16. PLTU Bau-Bau   2x7   MW17. PLTU Kendari (FTP2)   2x25   MW18. PLTU Kolaka (FTP2)   2x10   MW19. PLTP Lainea   2x10   MW

SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan Tanggul Sungai Konaweha   Konawe2. Pembangunan Pengaman Pantai Bahari  Buton3. Pembangunan Bendungan Pelosika di Kabupaten KonaweKonawe
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5.6.2. Kerangka RegulasiPelaksanaan pembangunan Wilayah Sulawesi tidakterlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perludiperhatikan, diantaranya:1. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 88/2011tentang RTR Pulau Sulawesi.2. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan ikliminvestasi, diantaranya adalah PP Nomor 147 Tahun 2000Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET;3. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenanganantara Kabupaten/Kota di wilayah KAPET Pare Pare,KAPET Palapas, KAPET Bank Sejahtera, KAPET Manado-Bitung, KEK Palu dan KEK Bitung;4. Regulasi pengelolaan lintas batas;5. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasamaantara RI-Filipina dalam pengembangan kawasanperbatasan negara;6. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dryport;7. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas(asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakansumber daya air, pengelolaan jalan non status, danpelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasanperbatasan, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir(kecamatan lokpri);8. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail TataRuang Kawasan Perbatasan di Kepulauan Sangihe danKepulauan Talaud.
5.6.3. Kerangka KelembagaanPelaksanaan pembangunan Wilayah Sulawesi tidakterlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perludiperhatikan, diantaranya:1. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi PenataanRuang Nasional (BKPRD) Provinsi di Pulau Sulawesi dalam



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 335

melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatanruang Pulau.2. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasanperbatasan;3. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjangpemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalampengelolaan kawasan perbatasan;4. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritaspenuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;5. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahankecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentukdesentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khususuntuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatankualitas pelayanan publik;6. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerahuntuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;7. Penyusunan Strategi Daerah tentang PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal;8. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah denganpemerintah daerah, antar-SKPD dalam penyelenggaraanprogram pembangunan di daerah;9. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam prosespengembangan usaha di daerah tertinggal;10. Tunjangan khusus bagi pegawai pelayanan dasar publik didaerah tertinggal (bidan, dokter, guru, penyuluh pertanian).
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BAB VI
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN

6.1. Capaian Kinerja Saat ini

 Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan IItahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi diWilayah Pulau Kalimantan mengalami peningkatan daritahun ke tahun. Namun demikian, rata-rata pertumbuhanekonomi Wilayah Pulau Kalimantan selama kurun waktu2009 – 2013 sebesar 4,4 persen atau masih lebih rendahdibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonominasional sebesar 5,9 persen. Peranan Pulau Kalimantandalam pembentukan PDB nasional mengalami penurunandari 9,2 persen (2009) menjadi 8,3 persen (Triwulan II2014).
 Pemerintah Provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan telahcukup berhasil dalam menurunkan jumlah pendudukmiskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) dan sudahberada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 14,15persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikianhalnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka(TPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah Pulau Kalimantanjuga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah di bawahTPT nasional sebesar 7,87 persen (2009) dan 5,70 persen(Feb, 2014), kecuali di Provinsi Kalimantan Timur yangmasih berada di atas TPT Nasional.
 Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, makadi Wilayah Pulau Kalimantan ini telah dikatakan sudahcukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalumeningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daritahun ke tahun pada masing-masing provinsi di PulauKalimantan. Namun demikian, pencapaian IPM di ProvinsiKalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan masihperlu ditingkatkan karena masih di bawah IPM nasionalsebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013).
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 Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat,seluruh provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan mengalamikenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal inidiindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi diWilayah Pulau Kalimantan yang cenderung meningkat padatahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2009. Namun,rasio gini Wilayah Pulau Kalimantan sudah berada dibawahrasio gini nasional yaitu 0,413 (2013). Kedepan, hal iniperlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunanterus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehinggahasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secaramerata oleh masyarakat.
6.2. Potensi dan Keunggulan WilayahPerekonomian Wilayah Pulau Kalimantan ditopang oleh 3sektor utama, yaitu pertambangan dan penggalian, pertanianterutama perkebunan, dan industri pengolahan.
 Komoditas sektor pertambangan dan penggalian yangpaling dominan adalah minyak, gas, dan batu bara. Untukseluruh Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2013, sektorpertambangan dan penggalian sudah berkontribusi sebesar31,8 persen. Kontribusi sektor ini sedikitnya telahmenyumbang keuangan negara hingga USD 100 juta padatahun 2010. Potensi dari komoditas utama sektor ini adalahgas bumi sebesar 17,0 persen dari potensi cadangan gasbumi nasional, minyak bumi sebesar 9,0 persen daricadangan minyak bumi nasional.
 Pada tahun 2002 produksi minyak dan gas nasional tidakmampu menopang kebutuhan dalam negeri yangmengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal inimenjadi tantangan bagi pengembangan ekonomi diKalimantan dan ketahanan energi nasional. Revitalisasikilang tua dan pencarian cadangan minyak dan gas yangbaru memberikan peluang investasi bagi investor. Selainmenjamin ketahanan energi nasional, upaya tersebutmampu menggerakkan perekonomian di Kalimantan, maka
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sinkronisasi kebijakan untuk sektor migas menjadi halutama ditengah meningkatnya permintaan migas nasional.
 Batu bara yang merupakan komoditas tambang utamaKalimantan, mempunyai cadangan 49,6 persen daricadangan batu bara nasional, dengan naiknya permintaanterhadap batu bara dalam negeri, dan penurunanpermintaan dari luar negeri terutama dari Tiongkok, hal inisebenarnya memberikan peluang untuk pembangunanekonomi Kalimantan selanjutnya dengan mengalihkanpeningkatan permintaan dalam negeri. Terlebih lagikeunggulan yang dimiliki sektor batubara di Kalimantanialah tingkat kalorinya yang tinggi (mencapai 7000kalori/kg).
 Bahan tambang dan galian yang menjanjikan potensinyaadalah pasir zirkon, bijih besi dan bauksit. Saat ini, produksipasir zirkon Indonesia mencapai sekitar 20.000 ton sebulandan menempati urutan keempat di dunia. Cadangan bauksitdi Indonesia diperkirakan mencapai 24 juta ton, saat iniproduksi bauksit nasional baru mencapai 5,5 juta ton.Cadangan bijih besi primer di Kalimantan mencapai 84persen dan cadangan bijih besi laterit mencapai 29 persendari total cadangan bauksit nasional. Potensipengembangan produk turunan bijih besi dan bauksitsangat besar. Pembangunan smelter yang menjadi hal wajibuntuk meningkatkan nilai tambah bijih besi dan bauksitmenunjukkan potensi investasi di ketiga komoditastersebut sangat terbuka lebar. Ditambah lagi berdasarkanhasil identifikasi (pohon industri Kemenperin),pengembangan klaster industri pengolahan SDA mineraltersebut akan mampu mendukung industri manufakturyang memproduksi barang elektronik, peralatan listrik,kendaraan bermotor, mesin dan komponennya, sertabarang konstruksi.
 Dari sektor pertanian, pengembangan sumber dayaterbarukan, seperti kelapa sawit dan perkayuan juga perludipertimbangkan, kedua komoditas ini telah memberikankontribusi ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2010
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luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan mencapai 83persen dari luas kelapa sawit nasional. Sedangkan, potensiperkayuan di kawasan hutan produksi Kalimantanmencapai 29,8 juta Ha, dari sejumlah itu baru 52 persen(15,7 juta Ha) yang dapat dimanfaatkan. Artinya, potensipengembangan komoditas kelapa sawit dan perkayuanmasih dapat ditingkatkan. Hal ini menggambarkan potensiekonomi dari kedua sektor ini masih mungkin terusdikembangkan dan tingkatkan nilai tambahnya.
 Sektor industri di Wilayah Pulau Kalimantan berpotensiuntuk berperan besar menjadi bagian dari rantai industristrategis di wilayah Jawa terutama industri barangkompleks. Sektor industri pengolahan saat initerkonsentrasi di Provinsi Kalimantan Timur yaknimencapai 23,5 persen yang didominasi oleh sektor industriberbasis migas. Dalam konteks pengembangan rantaiindustri strategis, hilirisasi potensi sumber daya alam akandapat memperkuat basis ekonomi Wilayah PulauKalimantan secara keseluruhan. Adapun komoditas sepertipasir zirkon, bijih besi, dan bauksit berpotensi untukdiprioritaskan pengembangan dan integrasinya denganmata rantai industri barang kompleks di wilayah Jawa.
 Peluang investasi di Wilayah Pulau Kalimantan tidak hanyaterbuka bagi ketujuh kegiatan ekonomi tersebut (minyakbumi, gas bumi, batubara, besi baja, bauksit, kelapa sawit,dan perkayuan). Peluang investasi di sektor pertanianpangan sangat terbuka lebar. Pengembangan food estate diKalimantan pun membuka kesempatan bagi investor untukterlibat dalam membangun ketahanan pangan nasional.Pengembangan kawasan food estate direncanakan diKalimantan Barat (Pontianak) dan Kalimantan Timur(Bulungan). Kedua provinsi tersebut menjadi wilayah yangpotensial untuk meningkatkan produksi pangan nasional diluar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa potensiKalimantan membuka peluang investasi diberbagai bidangdan sektor ekonomi.Berbagai aktivitas ekonomi di Wilayah Pulau Kalimantantentunya perlu memperhatikan fungsinya sebagai paru-paru
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dunia. Hutan Kalimantan saat ini adalah 54 persen dari luasWilayah Pulau Kalimantan. Proporsi penggunaan kawasanhutan terluas adalah Hutan Produksi Terbatas sekitar10.585.610 hektar atau 47,20 persen dan Hutan Produksi seluas14.217.676 hektar (38,69 persen) dari total luas Kawasan hutandan perairan Kalimantan. Dengan demikian, kelestariankawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasanberfungsi lindung menjadi perhatian pengembangan WilayahPulau Kalimantan kedepan.
6.3. Tema Pengembangan Wilayah Pulau KalimantanBerdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah PulauKalimantan, maka tema besar Pembangunan Wilayah Pulau
Kalimantan sebagai "salah satu paru-paru dunia dengan
mempertahankan luasan hutan Kalimantan; dan lumbung
energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas
batu bara; serta pengembangan industri berbasis komoditas
kelapa sawit, karet, bauksit, bijibesi, gas alam cair, pasir
zirkon dan pasir kuarsa, serta pengembangan food estate."

6.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau
KalimantanTujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasanpembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankankeunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembanganhilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industriberbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gasalam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaaninfrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu danteknologi secara terus menerus.Adapun sasaran pengembangan Wilayah PulauKalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembanganekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkanpusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi
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dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah,termasuk diantaranya adalah pengembangan 1 KawasanEkonomi Khusus (KEK), 4 Kawasan PengembanganEkonomi Terpadu (KAPET).2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjanganantar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukanpembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran
outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhanekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,2 persen; (b)menurunnya persentase penduduk miskin di daerahtertinggal menjadi 9.6 persen; dan (c) meningkatnya IndeksPembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar73.26.3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasanperkotaan di Kalimatan, maka akan dipercepatpembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, sertamewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuransedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi.4. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akandilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaranberkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 450 desaatau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 180desa.5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat KegiatanWilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagaihalaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, danaman, maka akan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional(PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasanperbatasan negara yang dapat mendorong pengembangankawasan sekitarnya.7. Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1)Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusidaerah sebesar 35% untuk propinsi dan 10% untukkabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal
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dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untukKabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019  sertasumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3)Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opiniwajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan20 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4)Terlaksananya penggunaan block grant (inpres) yangefektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah;(5) Meningkatnya  kualitas dan proporsi tingkat pendidikanaparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinandaerah serta diklat manajemen pembangunan,kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayahKalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnyaimplementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya padapendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnyapersentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnyapersentase jumlah perizinan terkait investasi yangdilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10)Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran diwilayah Kalimantan (dengan proyek awal ProvinsiKalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11)Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melaluipeningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah;(12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi danatransfer secara on-line di wilayah Kalimantan (denganproyek awal Provinsi Kalimantan Timur8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangiindeks risiko bencana pada 3 PKN (Kota Samarinda, KotaPontianak dan Palangkaraya) dan 9 PKW (KotaSingkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas,Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, KabupatenKapuas, Kabupaten Kotabaru, Kota Balikpapan, KabupatenKutai Kertanegara, Kabupaten Barito Kuala dan KabupatenTanah Laut) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi,baik yang berfungsi sebagai KAPET, KSN atau PKSN.
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Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan padaakhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantansemakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makinmeningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantanterhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 9.5 persen (2014)menjadi 9.7 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebutdiharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diWilayah Pulau Kalimantan. Secara rinci target pertumbuhanekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurunwaktu 2015-2019 di Wilayah Pulau Kalimantan dapat dilihatpada Tabel 6.1 sampai dengan Tabel 6.3 sebagai berikut.
Tabel 6.1.

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan
Per Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi Pertumbuhan Ekonomi (persen)
2015 2016 2017 2018 2019

Kalimantan Barat 6,0 - 6,1 5,7 - 5,9 6,1 - 6,4 6,9 - 7,5 7,5 - 8,3
Kalimantan Tengah 6,0 - 6,1 6,9 - 7,2 7,3 - 7,7 7,8 - 8,5 8,3 – 9,2
Kalimantan Selatan 5,0 - 5,1 6,0 - 6,3 6,6 - 7,0 7,3 - 7,9 8,2 - 9,1
Kalimantan Timur 4,5 - 4,6 5,5 - 5,8 5,5 - 5,8 6,1 - 6,6 6,7 – 7,4
Kalimantan Utara 4,9 - 5,0 4,9 - 5,1 5,8 - 6,1 6,1 - 6,7 6,6 - 7,3Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014
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Tabel 6.2.
Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Pulau Kalimantan

Per Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi Tingkat Kemiskinan (persen)
2015 2016 2017 2018 2019

Kalimantan Barat 7,9 - 7,8 7,6 - 7,3 6,8 - 6,4 6,0 - 5,5 4,7 - 4,3
Kalimantan Tengah 5,7- 5,6 5,4 - 5,2 4,8 – 4,5 4,2 - 3,9 3,3 - 3,0
Kalimantan Selatan 4,1 - 4,0 3,9 - 3,8 3,5 - 3,3 3,1 - 2,9 2,5 - 2,2
Kalimantan Timur 4,6 - 4,5 4,4 - 4,2 3,9 - 3,7 3,4 - 3,2 2,7 - 2,4
Kalimantan Utara 6,2 - 6,0 5,8 - 5,6 5,2 - 4,9 4,5 - 4,2 3,6 - 3,2Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

Tabel 6.3.
Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Pulau Kalimantan

Per Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi Tingkat Pengangguran (persen)
2015 2016 2017 2018 2019

Kalimantan Barat 4,1 - 4,0 4,0 - 3,9 3,9 - 3,7 3,8 - 3,5 3,7 - 3,3
Kalimantan Tengah 3,4 - 3,3 3,3 - 3,2 3,2 - 3,0 3,0 - 2,8 2,9 - 2,6
Kalimantan Selatan 4,5 - 4,4 4,4 - 4,2 4,3 - 4,0 4,1 - 3,8 4,0 - 3,6
Kalimantan Timur 6,8 - 6,7 6,6 - 6,3 6,3 - 6,0 6,0 - 5,6 5,8 - 5,2
Kalimantan Utara 6,3 - 6,2 6,2 - 6,0 5,8 - 5,5 5,4 - 5,0 5,2 - 4,7Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014
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6.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah
Pulau Kalimantan

6.5.1. Pengembangan Kawasan StrategisKebijakan pengembangan kawasan strategis bidangekonomi di Wilayah Pulau Kalimantan difokuskan untuk pusatproduksi dan pengolahan hasil perkebunan, tambang, danlumbung energi nasional yang berdaya saing.Fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di WilayahPulau Kalimantan meliputi: (1) Provinsi Kalimantan Baratterdapat satu kawasan yaitu KAPET Khatulistiwa (2) ProvinsiKalimantan Timur terdapat dua kawasan yaitu KAPET Sasambadan KEK Maloy; (3) Provinsi Kalimantan Tengah terdapat satukawasan yaitu KAPET Daskakab; (4) Provinsi KalimantanSelatan terdapat satu kawasan yaitu KAPET Batulicin;Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukanmelalui strategi sebagai berikut:
1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor

Ekonomi KalimantanPengembangan potensi ekonomi wilayah erat kaitanyadengan pemberdayaan masyarakat berbasis komoditasunggulan wilayah. Pengembangan potensi berbasiskomoditas unggulan wilayah ini diupayakan untukmeningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditasunggulan melalui:a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Menyiapkan kawasan pengembangan komoditasmineral, batubara, dan kelapa sawit;b) Mengembangkan klaster-klaster industri pengolahanmineral, batubara, kelapa sawit berorientasi ekspor;c) Meningkatkan produktivitas hasil olahan mineral,batubara, kelapa sawit di dalam dan sekitar pusatindustri.
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b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET)a) Menyiapkan kawasan pengelolaan klaster-klasterkomoditas unggulan kawasan berupa pertanianpangan, kelapa sawit, karet, rotan;b) Mengembangkan industri hilir produk turunan darikelapa sawit, karet, dan rotan.c) Meningkatkan pembinaan dan pendampinganpengelolaan komoditas unggulan kelapa sawit, karet,dan rotan.
2. Percepatan Penguatan KonektivitasPeningkatan konektivitas antara pusat pertumbuhanekonomi dengan daerah sekitarnya yang termasuk daerahtertinggal, kawasan minapolitan, kawasan agropolitan,kawasan lokasi prioritas pengelolaan perbatasan, kawasanindustri Mandor, Semparuk, Tayan, Kariangau, Tajun,Batulicin, dan Kota Baru, dilakukan melalui:a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Menyiapkan sarana prasarana pengembangankawasan pertumbuhan Maloy, Batuta, zona TransKalimantan, dan kawasan pertumbuhan lainnya diKalimantan dengan kawasan pendukung di sekitarnya(hinterland);b) Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagaipendukung integrated mining development MEC coal

project.b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET)a) Mempercepat pembangunan dan pengembanganjaringan jalan menuju Koridor Ekonomi yang meliputipembangunan ruas jalan akses kawasan industriBatulicin ke pelabuhan Batulicin, pelebaran jalanSamarinda–Tenggarong, tol Samarinda–Tenggarong,dan tol Samarinda–Balikpapan.b) Mempercepat pembangunan Jembatan KembarMahakam dan Jembatan Loa Kulu;
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c) Mempercepat pembangunan dan pengembanganpelabuhan Kuala Samboja, pelabuhan Seibuku,terminal peti kemas Palaran, pelabuhan Samarinda,Pelabuhan Internasional Maloy, fasilitas pelabuhanKariangau serta bandara Samarinda Baru untukmeningkatkan distribusi logistik;d) Mempercepat pembangunan dan pengembanganjaringan jalan menuju Koridor Ekonomi yang meliputipembangunan ruas jalan akses kawasan industriBatulicin ke pelabuhan Batulicin, pelebaran jalanSamarinda–Tenggarong, tol Samarinda–Tenggarong,dan tol Samarinda–Balikpapan.e) Mempercepat penyediaan air baku di Waduk Wain;f) Pengelolaan cekungan air tanah Palangkaraya–Banjarmasin di KAPET Daskakab, dan pengembanganWaduk Gunung Ulin, pengembangan BendunganBatulicin, pengembangan sumber mata air diPegunungan Maratus, Sungai Sitiung, dan SungaiBatulicin.
3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKa. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Pengembangan sarana prasarana pendidikan danpelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenagakerja, khususnya di bidang energi pertambangan;b) Memberikan pembinaan kelembagaan badan usahapengelola kawasan yang mendukung perubahan polapikir bisnis berorientasi daya saing internasional;c) Pembangunan Science Park berteknologi tinggisebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan.b. Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET)a) Memberikan pembinaan kelembagaan badanpengelola yang mendukung perubahan pola pikirbisnis berorientasi daya saing secara komparatif dankompetitif.
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b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan sertatenaga terampil untuk meningkatkan kualitas tenagakerja, khususnya di bidang pertanian, perkebunan,dan kehutananc) Pembangunan Technology Park bidang pangan danmaritim untuk meningkatkan inovasi teknologi
4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi

dan Iklim Usahaa. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri(KI)a) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengankarakteristik wilayah dan kompetitif, antara lainfasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasanPPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yangakan diolah dan digunakan di KEK;b) Membuat regulasi terkait dengan pelimpahankewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkaitkepada administrator kawasan-kawasanpertumbuhan;c) Memberikan pelayanan terpadu satu pintu danpenggunaan Sistem Pelayanan Informasi danPerijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidangperindustrian, perdagangan, pertanahan, penanamanmodal.b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Harmonisasi peraturan perundangan terkait denganiklim investasi, diantaranya adalah PP Nomor 147Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET;b) Membuat regulasi terkait dengan pembagiankewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusatpertumbuhan;c) Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatanlahan sebagai peruntukan investasi.
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6.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

6.5.2.1. Pengembangan Kawasan PerkotaanArah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan diWilayah Pulau Kalimantan difokuskan untuk membangun kotaberkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yangsejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi danbudaya lokal. Untuk itu strategi pembangunan perkotaanWilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 yaitu:
1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)a. Mengusulkan pembentukan Kawasan PerkotaanMetropolitan dalam rangka membangun koridor wilayahyang kuat untuk mempercepat pembangunan di WilayahKalimantan bagian selatan, mengurangi urbanisasi dariluar Jawa ke Pulau Jawa, serta memperkuat orientasikedalam (backward linkage) dari pulau-pulau terluar dikawasan perbatasan;b. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan non kayuuntuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkanketerkaitan dengan desa-kota sekitar;c. Meningkatkan aksesibilitas antar PKN, PKW, dan PKLdisekitarnya melalui penyediaan simpul transportasikhususnya simpul transportasi sungai dan transportasiUdara.
2. Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman.a. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanansarana prasarana permukiman sesuai dengan peran dantipologi kota;b. Menyediakan sarana prasarana pemerintahan danekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yangmampu mengakomodasi kegiatan koperasi,  UMKM,industri pengolahan kecil dan menengah;c. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana danprasarana  transportasi massal perkotaan antar moda
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terutama transportasi sungai, angkutan laut dan angkutanudara;d. Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untukpelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, sertaRS kab/kota terutama di kota yang berbatasan langsungdengan kawasan perbatasan;e. Meningkatkan pendidikan, sosial budaya, dan keamanankota yang mudah diakses bagi seluruh kalanganmasyarakat kota guna meningkatkan modal sosialmasyarakat serta memberikan rasa aman dan tentrambagi masyarakat kota.
3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan

Adaptif terhadap Bencanaa. Perwujudan penyelenggaraan ruang yang efisien danberkeadilan serta ramah lingkungan;b. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakatdalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampakperubahan iklim dan bencana (urban resilience) sertakonservasi hutan;c. Membangun infrastruktur kota dalam upaya adaptasi danmitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencanamelalui konversi bahan bakar fosil menuju gas;d. Mengembangkan konsepgreentransportation, green
openspace (ruang terbuka hijau), green waste(pengelolaansampah dan limbah melalui 3R1), green water (efisiensipemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green
energy.

4. Perwujudan Kota Cerdas dan Berdaya Sainga. Pengembangan perekonomian dengan membangunpencitraan kota (city branding) memanfaatkan produkdan sumber daya manusia unggulan;b. Peningkatan jumlah tenaga kerja ahli dan terampil melaluipenyediaan sarana prasarana pendidikan tinggi dan
13R: pengurangan (Reduce),  pemanfaatan kembali (Re-use), dan Daur Ulang (re-cycle)
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pelatihan kejuruan (higher education and vocational
training) berbasis kehutanan, perkebunan, danpertambangan;c. Penyediaan layanan publik serta perencanaan,pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana kotamelalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi(TIK) dalam bentuk e-government, e-commerce dan e-
infrastructures;d. Peningkatan efisiensi pasar melalui pengaturan jalurdistribusi logistik dari dan keluar kota; dane. Penyederhanaan proses perizinan melalui peningkatankualitas layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

5. Kebijakan untuk Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola
Pembangunan Perkotaana. Penyediaan sistem, peraturan dan prosedur dalambirokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadapkebutuhan masyarakat kota berkelanjutan;b. Peningkatan kapasitas pemimpin kota yang visioner danaparatur pemerintah dalam membangun dan mengelolakota berkelanjutan, baik melalui kota layak dan nyaman,kota hijau, maupun kota cerdas, melalui pendidikan,pelatihan dan pembinaan secara bersikenambungan;c. Penyediaan dan melakukan pemutakhiran data, peta daninformasi perkotaan;d. Peningkatan kapasitas supremasi hukum baik perangkatmaupun kelembagaan;e. Pengembangan kelembagaan dan kerjasamapembangunan antar kota serta pengembanganinterkonektivitas obyek-obyek wisata lokal;f. Peningkatan peran swasta dan organisasi profesi secaraaktif, baik dalam forum dialog dengan pemerintah danmasyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kotaberkelanjutan seperti: pembangunan infrastrukturperkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruangkota;
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6.5.2.2. Pengembangan Kawasan PerdesaanArah kebijakan pengembangan desa dan kawasanperdesaan di Wilayah Kalimantan adalah meningkatkankemandirian masyarakat dan desa, serta mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomidan ekologi sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6/2014tentang Desa dengan sasaran berkurangnya jumlah desasedikitnya 450 desa tertinggal atau meningkatnya jumlah desamandiri sedikitnya 180 desa. Selain itu, membangunketerkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaanmelalui integrasi kawasan perdesaan  mandiri pada 7 kawasanpertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.6.Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasanperdesaan di Wilayah Kalimantan akan dilakukan:1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sesuai
Dengan Kondisi Geografis Desaa. Pembangunan sarana dan prasarana dasar bidangtransportasi, terutama jalan;;b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan saranapendidikan khususnya sekolah dasar dan sekolahmenengah, terutama di desa-desa perbatasan;c. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, terutamapasar desa dan saprodi pertanian;d. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan (Poskesdes,Pustu, puskesmas keliling) terutama di desa-desaperbatasan;e. Peningkatan distribusi dan kualitas tenaga pendidikandan kesehatan di desa-desa terpencil dan desa-desaperbatasan;f. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dikawasan desa tertinggal dan berkembang khususnyadalam penyediaan air bersih dan sanitasi;g. Peningkatan kapasitas maupun kualitas jaringan listrikdan telekomunikasi.
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2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan
Usaha Ekonomi Desaa. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah,pemerintah daerah dan pemerintah desa dalammemajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan;b. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentandalam pengembangan usaha berbasis  lokal;c. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dan rentanmelalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir bagimasyarakat miskin;d. Pemberian akses dan kemudahan permodalan bagimasyarakat miskin dan rentan kepada lembagakeuangan mikro;e. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasaranaproduksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, armadaperikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasinelayan, pasar), pasca panen (sistem logistik),pengolahan, dan pasar desa.3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan,
dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desaa. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan,melalui fasilitasi dan pendampingan berkelanjutandalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaandesa berbasis kearifan lokal;b. Peningkatan keberdayaan masyarakat adat, melaluipenguatan lembaga adat dan Desa Adat,c. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adatsesuai dengan perundangan yang berlaku;d. Penguatan peran perempuan (Kelompok Usaha BersamaPerempuan), pemuda, dan kaum marjinal dalam bidangketrampilan dan kewirausahaan berbasis   komoditaslokal melalui pelatihan dan pendampingan;e. Peningkatan keberdayaan petani dan nelayan dalammemanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 355

guna (bio-energi, biofloc) untuk mewujudkankemandirian pangan;f. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalammemanfaatkan sumber energi terbarukan.4. Penguatan Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desaa. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentangDesa;b. Fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola PemerintahDesa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), danlembaga-lembaga tingkat desa lainnya dalam: (i)Perencanaan, pelaksanaan dan monitoringpembangunan desa, (ii) Pengelolaan keuangan desa, (iii)Pelayanan publik, (iv) Penyiapan dan penetapan batasdesa (khususnya desa-desa perbatasan); serta (v) petadesa;c. Penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaanmasyarakat desa dalam meningkatkan ketahananekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;d. Peningkatkan ketersediaan sarana dan prasaranapemerintahan desa;e. Penyiapan data dan informasi desa yang digunakansebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunandesa;5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan
Perdesaana. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasanperdesaan melalui redistribusi lahan kepada petani,buruh tani, dan nelayan (land reform), serta menekanlaju alih fungsi lahan konservasi maupun lahan produktif(pertanian, hutan, kawasan pesisir dan kelautan) secaraberkelanjutan;b. Menjamin hak desa-desa dalam pemanfaatan,pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan
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lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, danberwawasan mitigasi bencana;c. Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalamkemandirian pangan melalui diversifikasi pangan danpengembangan varietas lokal;d. Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalamkemandirian energi dengan mendorong penggunaansumber energi di desa (kotoran ayam, kotoran sapi, kayusersah, briket batu bara, gas, aliran air) dan teknologitepat guna yang memanfaatkan inovasi lokal (micro-hydro, bio-gas, tenaga surya).
6. Pengembangan Ekonomi Perdesaan Untuk Mendorong

Keterkaitan Desa-Kotaa. Mendukung terwujudnya sentra produksi perikanantangkap dan budidaya (udang, ikan patin, ikan haruan) dikawasan Jawai Selatan, Jawai, Pemangkat, Cindai Alus,sentra produksi pertanian dan perkebunan (karet, padi,kelapa, jagung, jeruk, kelapa sawit) di kawasan Kumai,Pangkala Lada, Pangkalan Bunteng, Arut Selatan, Berau;b. Peningkatan akses masyarakat desa terhadap modalusaha, pemasaran dan informasi pasar;c. Pengembangan lembaga pendukung ekonomi desaseperti koperasi (KUD), Lembaga Perkreditan Desa, danBUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalammengembangkan usaha yang mendukung wisata agro dikawasan Sambas, wisata bahari di kawasan TanjungPuting dan kawasan Kepulauan Derawan.
6.5.2.3. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah

Pulau KalimantanPeningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Kalimantandiarahkan dengan memperkuat 7 pusat pertumbuhan,  yaitukawasan Sambas dan sekitarnya (Prov. Kalbar), Rasau Jaya dansekitarnya (Prov. Kalbar), Gerbang Kayong dan sekitarnya
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(Prov. Kalbar), Pangkalan Bun dan sekitarnya (Prov. Kalteng),Marabahan dan sekitarnya (Prov. Kalsel), Sangata dansekitarnya (Prov. Kaltim), serta Kawasan Tanjung Redeb dansekitarnya (Prov. Kaltim). Kawasan-kawasan ini mencakupkawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan,serta kawasan pariwisata (lihat tabel 6.3). Arah kebijakan danstrategi peningkatan keterkaitan desa-kota di WilayahKalimantan adalah sebagai berikut:
1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota

kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulaua. Mempercepat pembangunan sistem transportasi yangterintegrasi antara laut, darat, dan udara untukmemperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal.b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan LintasKalimantan, pelabuhan Kumai, Sangata, dan TanjungRedeb, bandar udara yang melayani Kawasan Sambas,Pangkalan Bun, dan Tanjung Redeb, serta angkutanpenyeberangan yang melayani Kawasan Sambas,Pangkalan Bun, Sangata, dan Tanjung Redeb;c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untukmemfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasiantar wilayah;d. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhikebutuhan domestik dan industri, dengan prioritas padapengembangan PLTGB Sangata dan PLTGB TanjungRedeb.
2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu

dan hilir  desa-kota melalui pengembangan klaster
khususnyaa. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasilpertanian di Kawasan Sambas, Rasau Jaya, Sukadana,Pangkalan Bun, Marabahan, Sangata, dan Tanjung Redeb,serta serta sentra produksi dan pengolahan hasilperikanan dan/atau kelautan di Kawasan Sambas danMarabahan.
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b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusatpertumbuhan (lihat tabel 6.3) dan simpul-simpultransportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana danprasarana produksi;c. Mengembangkan daya tarik wisata budaya dan agro diKawasan Pariwisata Sambas, dan sekitarnya melaluipeningkatan promosi dan ketersediaan infrastrukturpenunjang, meliputi perbaikan jalur darat menujudestinasi wisata, peningkatan kualitas resort dan restoran;d. Mengembangkan daya tarik wisata Taman Nasional danbahari di Kawasan Pariwisata Tanjung Puting dansekitarnya, melalui peningkatan promosi dan ketersediaaninfrastruktur penunjang, meliputi peningkatan kapasitasdan kualitas penerbangan menuju ke Palangkaraya-Tanjung Puting, peningkatan akses jalur laut danperbaikan jalur darat menuju destinasi wisata, sertapengembangan resort di sekitar kawasan.e. Mengembangkan daya tarik wisata bahari di KawasanPariwisata Derawan dan sekitarnya melalui peningkatanpromosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang,meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas penerbanganmenuju ke Derawan-Kayan Mentarang, pengembanganfasilitas wisata kapal yatch, hotel, resort dan rumahmakan, serta pengembangan produk kerajinan lokal.f. Membangun bank pertanian dan perikanan untukmeningkatkan akses terhadap modal usaha di sektorpertanian dan perikanang. Mengembangkan Techno Park berbasis pertanian danperikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologidan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan dayasaing industri pengolahan dan jasa.
3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi

kepada keterkaitan desa-kotaa. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yangefisien;
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b. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu didaerah;c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalamperencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antardaerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalamtata kelola ekonomi lokal;d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yangmendorong perwujudan kerjasama;e. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuatkemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektorpertanian dan perikanan;f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakatmengenai kelestarian sungai, laut dan pesisir, tanah danhutan, serta mitigasi bencana, terutama di KawasanPerdesaan Pesisir Sambas, Rasau Jaya, Sukadana,Pangkalan Bun, Marabahan, Sangatta, dan Tanjung Redeb.Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangankawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar6.2 dan Tabel 6.4 – 6.6.
Tabel 6.4.

Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan
Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah Di Kalimantan

Kode Lokasi
Prioritas

Fokus Pengembangan

K1 KawasanPerkotaanMetropolitanBanjarbakulaKotaBanjarmasin,Kab.Banjarbaru,Kab. Banjar,Kab.Baritokuala,Kab. Tanah Laut

Meningkatkan fungsi Banjarmasindan Banjar Baru sebagai PusatKegiatan Nasional (PKN) yangmendukung pertumbuhan wilayahnasional dan memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah PulauKalimantan Bagian Selatan.
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Sumber : Bappenas, 2014
Tabel 6.5.

Lokasi Prioritas Kota Sedang yang Berfokus pada Upaya
Pemerataan Wilayah Di Kalimantan

Kode Lokasi
Prioritas

Fokus Pengembangan

P1 Singkawang Diarahkan sebagai kota agropolitan yangberfungsi sebagai pusat kegiatanNasional (PKN)  yang mendorongpertumbuhan produksi pertanian danperkebunan (kelapa sawit) di WilayahProv. Kalimantan Barat.
P2 Palangkaraya Diarahkan untuk menjadi pusat kegiatanNasional (PKN)  yang berorientasi padaupaya mendorong perkembangan sektorproduksi wilayah seperti perdagangan,pertanian, dan pertambangan galianlogam.
P3 Bontang Sebagai pusat pertumbuhan wilayahnasional (PKN)yang memantapkanfungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayahinternasional dan mendorongperkembangan sektor industri.
P4
P3

Tarakan Sebagai pusat pertumbuhan Nasional(PKN) yang berfungsi sebagai pintugerbang kedua pulau kalimantan danpusat transit perdagangan dengansektor produksi wilayah seperti:Perkebunan, Perikanan, danpertambangan.Sumber : Bappenas, 2014
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Tabel 6.6.
Lokasi Prioritas Pusat Pertumbuhan Baru yang Berfokus

pada Upaya Pemerataan Wilayah Di Kalimantan

Kode Lokasi
Kawasan

Kelompok
Kawasan

Komoditas
Unggulan

D1 Sambas dansekitarnya(Kab. Sambas,dan Kab.Bengkayang,Prov. Kalbar)
• PKW Sambas
• KawasanMinapolitanPerikananBudidaya: JawaiSelatan
• KawasanMinapolitanPerikananTangkap: JawaiSelatan, Jawai,Pemangkat
• KPB Subah
• KawasanTransmigrasi:Sambas, Jawai,Ledo,
• KawasanPariwisata: KSPNSambas

• Udang
• Karet
• WisataBudaya
• Wisata Agro

D2 Rasau Jaya dansekitarnya(Kab. KubuRaya, Prov.Kalbar)
• Perkotaan RasauJaya
• KPB Rasau Jaya
• KawasanTransmigrasi:Ambawang, danKubu
• Kota OtonomTerdekat:Pontianak

• Padi
• Kelapa

D3 Sukadana dan • Perkotaan • Padi
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Kode Lokasi
Kawasan

Kelompok
Kawasan

Komoditas
Unggulansekitarnya(Kab. KayongUtara, Prov.Kalbar)

Sukadana
• KPB GerbangKayong
• KawasanTransmigrasi;Teluk Batang , PklSuka

D3 GerbangKayong dansekitarnya(Kab. KayongUtara, Prov.Kalbar)
• PerkotaanGerbang Kayong
• KPB GerbangKayong
• KawasanTransmigrasi:Teluk Batang, Pkl.Suka

• Padi

D4 Pangkalan Bundan sekitarnya(Kab.KotawaringinBarat, Prov.Kalteng)
• PKW PangkalanBun
• KawasanAgropolitan(Jagung): Kumai,Pangkalan Lada,PangkalanBunteng, ArutSelatan.
• KawasanPariwisata: KSPNTanjung Puting

• Jagung
• Wisata TamanNasional
• WisataPantai/Bahari,
• Wisata SitusSejarah

D5 Marabahandan sekitarnya(Kab. Banjar,Kab. BaritoKuala, Prov.Kalsel)
• PKW Marabahan
• KawasanMinapolitanPerikananBudidaya: CindaiAlus
• KPB Cahaya Baru

• Ikan Patin
• Ikan Haruan
• Padi
• Jeruk
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Kode Lokasi
Kawasan

Kelompok
Kawasan

Komoditas
Unggulan

• KawasanTransmigrasi:Anjir Pasar,Marabahan,
• Kota OtonomTerdekat :Banjarbaru danBanjarmasin

D6 Sangata dansekitarnya(Kab. KutaiTimur, Prov.Kaltim)
• PKW Sanggata
• KPB Maloy
• KawasanTransmigrasi:Sangkulirang,Rantau Pulung
• KEK Maloy
• Kota OtonomTerdekat :Bontang

• Kelapa sawit

D7 Tanjung Redebdan sekitarnya(Kab. Berau,Prov. Kaltim)
• PKW TanjungRedeb
• KawasanAgropolitan(Jagung): Berau(Kec. Talisayan)
• KawasanPariwisata: KSPNKepulauanDerawan

• Jagung
• WisataBahari/ Flora-Fauna

Sumber : Bappenas, 2014
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6.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan
Perbatasan

6.5.3.1. Pengembangan Daerah TertinggalArah kebijakan Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal di Wilayah Pulau Kalimantan difokuskan pada upayapemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik danpengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energidan pertambangan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia(SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjangkonektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.
1. Pemenuhan Pelayanan Dasar PublikMendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal denganprioritas kegiatan sebagai berikut:a. Bidang Pendidikan1) Pemerataan distribusi tenaga pendidik diBengkayang, Sangau, dan Kayong Utara;2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diBengkayang, Sangau, dan Kayong Utara;3) Pemberian insentif tenaga pendidik di wilayah-wilayah terisolir dan perbatasan;4) Penyelenggaraan guru kunjung di wilayah-wilayahterisolir dan perbatasan;5) Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayah-wilayah terisolir dan perbatasan;6) Pengembangan sekolah kecil di perbatasan;7) Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerahtertinggal dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK);8) Pembangunan sekolah berasrama di daerah tertinggaldan perbatasan;9) Pengembangan asrama sekolah;10) Penyediaan bus sekolah di daerah yang memilikikarakteristik khusus;
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11) Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik diBengkayang, Sangau, dan Kayong Utara;12) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kejar paketA,B,C);13) Pengembangan pendidikan jarak jauh;14) Mengoptimalkan kemitraan dengan ProgramKemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau
Corporate Social Responsibility (CSR) dalampemenuhan SPM bidang pendidikan;15) Pemberian beasiswa miskin bagi anak-anak dikawasan perbatasan.b. Bidang Kesehatan1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan terutama dibagian barat wilayah Kalimantan;2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama dibagian barat wilayah Kalimantan;3) Pemberian insentif tenaga kesehatan terutama dibagian barat wilayah Kalimantan;4) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di wilayahterisolir dan perbatasan;5) Pengadaan sarana kesehatan keliling di wilayahterisolir dan perbatasan;6) Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulaukecil terluar;7) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Pratama di wilayah terisolir dan perbatasan;8) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di wilayahterisolir dan perbatasan;9) Mengoptimalkan kemitraan dengan PKBL atau CSRdalam pemenuhan SPM bidang kesehatan10)Pengembangan telemedis di daerah tertinggalc. Bidang Energi1) Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU;
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2) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30-60 kWh;3) Pengembangan energi biogas ramah lingkungan;4) Penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencildan perbatasan.d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi1) Pengembangan radio komunitas dan radiokomunikasi di kawasan perbatasan;2) Pembangunan menara penguat sinyal;3) Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI diSintang, Nunukan, Kapuas Hulu, dan Sekadau;4) Pengembangan jaringan internet;5) Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat diwilayah Kalimantan Barat.e. Bidang Permukiman dan Perumahan1) Pembangunan prasarana perumahan layak huni diwilayah perbatasan;2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruhkampung terutama di wilayah terisolir danperbatasan;3) Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak hunikhususnya di kawasan perhutanan, perairan, danpesisir.
2. Pengembangan Ekonomi LokalPengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerahtertinggal secara terpadu dalam rangka meningkatkan nilaitambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, danketerkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspekinfrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi,dan pemasaran dengan prioritas program sebagai berikut:a. Pengembangan pusat teknologi informasi pemasaran,pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM pelaku usahakhususnya sub-sektor perkebunan, penganeka-ragamanpengolahan hasil hutan, dan perikanan darat-sungai;



368 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

b. Pengadaan instalasi pengolahan dan pemanfaatan limbahindustri usaha agroindustri kelapa sawit;c. Pengembangan kawasan industri hasil kerjasama denganpihak swasta;d. Pemberian imbal jasa lingkungan bagi masyarakat yangberada di wilayah konservasi;e. Pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti penyediaantenaga pendamping bidang perkebunan, energi, danpertambangan;f. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)khususnya sub-sektor perkebunan rakyat, hasil hutan,perikanan darat, dan pertambangan rakyat;g. Pengembangan kelembagaan mikro;h. Pengembangan koperasi simpan pinjam;i. Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani hutan;j. Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi dikawasan timur Kalimantan;k. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaansumberdaya lokal di bagian tengah Wilayah PulauKalimantan;l. Perluasan areal pertanian di kawasan timur dan tengahWilayah Pulau Kalimantan;m. Pengembangan jaringan irigasi;n. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pascapanen;o. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dansosial-budaya melalui peningkatan infrastruktur, sarana,promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat,khususnya di Kabupaten Sintang dan Sambas;p. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian,museum;q. Pengembangan pasar kecamatan tradisional.
3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas
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Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusatpertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaan saranadan prasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunanekonomi daerah dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:a. Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasidi desa-desa terisolir dan kawasan perbatasan;b. Pengembangan jaringan jalur kereta api lintas selatanantarkota di kawasan timur dan timur Wilayah PulauKalimantan;c. Pembangunan sarana transportasi air dermaga danperahu;d. Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasaranabandara perintis;e. Pengembangan jalur keperintisan udara;f. Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalanpenghubung nasional di kawasan perbatasan menujupusat pertumbuhan, yakni di Kabupaten Bengkayang,Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Sintang, Kutai Barat,Nunukan, dan Malinau.
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dankapasitas kelembagaan pemangku kepentinganpembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerahyang terintegrasi untuk menunjang pengelolaanpertambangan dan energi. Strategi ini meliputi aspekperaturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumenkebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi (IPTEK) dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya padapemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) padabidang pendidikan, jaringan listrik, informasi, dantelekomunikasi dari aspek perencanaan, pelaksanaan, danpengendalian;b. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya padapengembangan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakatpada perhutanan, perkebunan, dan tanaman hortikultura;
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c. Pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dan politeknikuntuk menyiapkan SDM dalam rangka menunjangpengelolaan pertambangan dan energi;d. Pemberdayaan masyarakat di kawasan pertambanganmenengah sampai dengan besar dan perkebunanmenengah sampai dengan besar;e. Pengembangan teknologi pengolahan limbah industri;f. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan;g. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat.
5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerahtertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkritdilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasiuntuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaanpertambangan dan energi melalui pelaksanaan prioritasprogram sebagai berikut:a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerahuntuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;b. Penyusunan Strategi Daerah tentang PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal;c. Penegakan regulasi bagi reklamasi lahan-lahan dikawasan pertambangan;d. Penyusunan rencana induk dan rencana aksipengembangan ekonomi berbasis pada agroindustriperhutanan, perkebunan, seperti kelapa dan kelapa sawit,serta tanaman hortikultura;e. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah denganpemerintah daerah dan antar-SKPD dalampenyelenggaraan program pembangunan di daerah;f. Penyusunan rencana induk dan rencana aksipengembangan ekonomi berbasis pada agroindustripeternakan dan perikanan laut, serta pengembanganpariwisata baik wisata bahari dan sosial budaya;g. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam prosespengembangan usaha di daerah tertinggal;
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h. Tunjangan khusus penyuluh pertanian).
6. Pembinaan Daerah Tertinggal TerentaskanPembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melaluipenguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah danpeningkatan kapasitas SDM.
7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan TransmigrasiMendukung pengembangan kawasan perdesaan dantransmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjanganantarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan,diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusatpertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatanpembangunan daerah tertinggal dan pengembangankawasan perdesaan.Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Kalimantanterdiri dari 4 provinsi dengan total 56 kabupaten/kota, dimana28,57 persen atau 16 kabupaten masuk dalam kategori daerahtertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah inisebesar 70,76, berada di atas target IPM rata-rata nasional didaerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2.Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,38 persen, jauh dari targetyang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen.Angka kemiskinan di daerah tertinggal wilayah Kalimantanmasih sebesar 8,73 persen, melampaui target AngkaKemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN2010-2014, sebesar 14,2 persen.Dalam periode RPJMN 2010-2014 di Wilayah PulauKalimantan telah ditetapkan 16 kabupaten tertinggal yangmenjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerahtertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 6kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Akan tetapi,terdapat 1 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru(DOB) hasil pemekaran yang masuk kategori daerah tertinggalyaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Sehingga pada periode RPJMN2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Kalimantandiperkirakan sebanyak 11 kabupaten. Pada akhir periode
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RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 9 kabupaten tertinggaldapat terentaskan di wilayah ini.
6.5.3.2. Pengembangan Kawasan PerbatasanArah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan diWilayah Pulau Kalimantan difokuskan untuk meningkatkanperan sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulatdengan negara Malaysia di perbatasan darat dan laut. FokusPengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah PulauKalimantan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan StrategisNasional (PKSN) di Wilayah Pulau Kalimantan, yaitu PKSN JagoiBabang, PKSN Nanga Badau, PKSN Paloh-Aruk, PKSN Entikong,PKSN Jasa, PKSN Long Pahangai, PKSN Long Nawan, PKSNSimanggaris, PKSN Long Midang dan PKSN Nunukan, sertamempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas(Lokpri) tahun 2015-2019.Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkanuntuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasanperbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga danpengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakankawasan perbatasan yang berdaulat. Strategi tersebutdilakukan sebagai berikut:
1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan,

pemeliharaan, pengamanan kawasan perbatasan
KalimantanPenguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan,pemeliharaan, dan pengamanan kawasan perbatasan, secaraterpadu di Wilayah Pulau Kalimantan dengan strategisebagai berikut:a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi,karantina, dan keamanan terpadu (satu atap) di PKSNJagoi Babang, PKSN Nanga Badau, PKSN Paloh-Aruk, PKSNEntikong, PKSN Jasa, PKSN Long Pahangai, PKSN LongNawan, PKSN Simanggaris, PKSN Long Midang dan PKSNNunukan;
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b. Merevitalisasi Membenahi aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan KalimantanBarat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;c. Penegasan, pemeliharaan, dan pengawasan batas wilayahnegara di darat dan laut;d. Mengembangkan pusat kegiatan pertahanan dankeamanan negara di beberapa wilayah yang memiliki
Outstanding Boundary Problem (OBP) dan PKSN diwilayah perbatasan Kalimantan;e. Meningkatkan upaya perundingan dalam penetapan danpenegasan batas wilayah negara RI-Malaysia dalampenyelesaian 9 (sembilan) Outstanding Boundary Problem(OBP);f. Meningkatkan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis,strategi, hingga kebijakan (pengambilan keputusan);g. Memperkuat pertahanan dan pengamanan perbatasanwilayah laut baik dengan penambahan sarana danprasarana alutsista maupun non alutsista;h. Pembentukan kerjasama patroli pertahanan dankeamanan batas wilayah Negara RI-Malaysia;i. Mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP)pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparaturpengaman perbatasan.

2. Pengembangan Ekonomi LokalPengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasanperbatasan negara di Wilayah Pulau Kalimantan denganstrategi sebagai berikut:a. Meningkatkan nilai tambah produk hasil perkebunan danpertanian melalui pengembangan sarana dan prasaranapengolahan dan pemasaran hasil perkebunan PKSN NangaBadau, PKSN Long Pahangai, PKSN Sei Simanggaris, PKSNLong Midang, dan PKSN di Perbatasan Kalimantan;b. Mengembangkan program transmigrasi di kawasanperbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, danKalimantan Utara dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri;
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c. Mengembangkan kegiatan ekowisata hutan, melaluikegiatan konservasi dan pembangunan sarana danprasarana pariwisata di PKSN Paloh, LongNawang, PKSNLong Pahangai, dan PKSN Long Midang melaluipengelolaan pariwisata yang optimal (promosi danpenyediaan infrastruktur penunjang pariwisata);d. Mengembangkan pusat perdagangan skala internasional,nasional, dan regional berbasis komoditas lokalberorientasi pasar ke negara Malaysia serta secarabertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisionaldititik lintas batas;e. Mengembangkan balai-balai latihan kerja untukmeningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yangberorientasi pasar ke negara Malaysia.
3. Penguatan Konektivitas dan SislognasPeningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara diWilayah Pulau Kalimantan dengan strategi sebagai berikut:a. Mempercepat penyelesaian Jalan Strategis Perbatasanmenuju perbatasan dan jalan paralel penghubungperbatasan negara di Kalimantan Barat, KalimantanTimur, dan Kalimantan Utara;b. Meningkatkan konektivitas dengan membangun sistemjaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri)dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusatkegiatan ekonomi;c. Mengembangkan pusat aktifitas perdagangan dan gudanglogistik untuk meningkatkan distribusi hulu-hilirperdagangan antar negara, khususnya di Lokasi Prioritasyang memiliki aktifitas perdagangan tinggi;d. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanankeperintisan (Angkutan Sungai dan Penyeberang) yangmenghubungkan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasanperbatasan negara dengan Pusat Kegiatan StrategisNasional (PKSN) maupun pusat pertumbuhan/aktivitasekonomi;
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e. Menjamin ketersedian logistik, khususnya untukkecamatan-kecamatan Lokpri terisolir, di KalimantanUtara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat;f. Mengembangkan pelayanan transportasi udarainternasional dan nasional di PKSN PerbatasanKalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan KalimantanUtara;g. Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutamajalan, dan air bersihh. Penyediaan listrik yang bersumber bahan baku dari dalamnegeri untuk menegakan kedaulatan energi;i. Menyediakan dan menata telekomunikasi dan informasiyang masif untuk menegakan kedaulatan telekomunikasidan informasi yang selama ini dipengaruhi dari negaratetangga.
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IptekPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di PulauKalimantan diarahkan agar mampu mengelola sumber dayaalam di kawasan perbatasan darat dan laut, mampumelakukan aktivitas perdagangan dengan negara tetangga,dan turut mendukung upaya peningkatan kedaulatan negaradengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi(IPTEK) yang berkualitas, dengan penjabaran strategisebagai berikut:a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasaranapendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumberdaya lokal (perkebunan, pariwisata, maupunpertambangan) di PKSN Nanga Badau, Entikong, PKSNLong Pahangai, PKSN Sei Simanggaris, PKSN Long Midangdan PKSN lain di Perbatasan Kalimantan;b. Mengembangkan sekolah kejuruan (SMK, politeknik)berbasis sumber daya lokal berasrama di PKSN Paloh,Badau, Entikong, Jagoi Babang, Nunukan, dan PKSN lain diPerbatasan Kalimantan;
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c. Meningkatkan akses pelayanan sosial dasar (pendidikandan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, khususnyadi desa-desa terdepan dan terisolir dengan penyediaansarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah(sekolah berasrama, poskesdes, mobile clinic);d. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yanghandal serta penyedian insentif, serta sarana prasaranapenunjang yang memadai, khususnya di desa-desaterdepan dan terisolir dalam kecamatan Lokpri terutamarumah guru, fasilitas telekomunikasi dan informasi bagiguru;e. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasanmelalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar danpelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparaturyang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakanpengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yangdiperlukan oleh masyarakat perbatasan;f. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjangpengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasanperbatasan.
5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya mendukung pengembangan kawasanperbatasan negara, harmonisasi regulasi agar afirmasiterhadap pengembangan kawasan perbatasan. Beberaparegulasi yang kurang harmonis dalam mendukung afirmasiterhadap pengembangan kawasan perbatasan sebagaiberikut:a. Kemudahan masyarakat perbatasan yang tinggal dikawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alamyang ada di dalamnya, serta untuk kemudahanpembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung;b. Regulasi pengelolaan lintas batas;c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasamaantara RI-Malaysia dalam pengembangan kawasanperbatasan negara;d. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dryport;
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e. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas(asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakansumber daya air, pengelolaan jalan non status, danpelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasanperbatasan, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir(kecamatan lokpri);f. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasanperbatasan;g. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjangpemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalampengelolaan kawasan perbatasan;h. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritaspenuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;i. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahankecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentukdesentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khususuntuk akselerasi pembangunan dan efektivitaspeningkatan kualitas pelayanan publik;j. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail TataRuang Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat,Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.k. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara DanKawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuanbagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerahdalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunankawasan perbatasan negara.Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasanperbatasan dapat dilihat pada Tabel 6.8 dan Gambar 6.4.
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Tabel 6.7.
Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan

Perbatasan
Wilayah Pulau Kalimantan

No. Kabupaten Kecamatan Lokasi Prioritas1 Sambas Paloh; Sajingan Besar2 Bengkayang Jagoi Babang; Siding3 Sanggau Entikong; Sekayam4 Sintang Ketungau Hulu; Ketungau Tengah5 Kapuas Hulu Badau; Puring Kencana; Batang Lupar;Embaloh Hulu; Putussibau Utara;Putussibau Selatan6 Mahakam Ulu Long Apari; Long Pahangai7 Malinau Kayan Hulu; Pujungan; Kayan Hilir; BahauHulu; Kayan Selatan8 Nunukan Sebatik Barat; Krayan Selatan; Krayan;Lumbis; Sebuku; Sebatik, Lumbis Ogong,Simanggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Tengah,Sebatik Timur, Sebatik UtaraSumber : Bappenas, 2014
6.5.4. Penanggulangan Daerah BencanaKebakaran hutan dan lahan di wilayah Pulau Kalimantanterjadi hampir setiap tahun dengan intensitas yang cukup tinggiseiring dengan datangnya musim kemarau dan secara nyatatelah menimbulkan berbagai dampak negatif pada semuatingkatan, baik lokal, nasional, maupun regional. Luas lahankritis di wilayah Pulau Kalimantan tahun 2010 mencapai sekitar34,09 % dari total luas lahan kritis di Indonesia. Berdasarkandata dari BNPB, bencana alam yang paling dominan berpotensiterjadi di wilayah Kalimantan adalah bencana kebakaran hutandan lahan, banjir, dan kekeringan. Berdasarkan rekam datakejadian berbagai bencana DIBI BNPB tahun 1815-2014, telahmengakibatkan 720 orang meninggal, 17.140 orang luka-luka,555 orang hilang, 1.058.973 orang mengungsi dan 43.102rumah hancur/rusak.
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Untuk mendukung pengembangan wilayah PulauKalimantan, arah kebijakan penanggulangan bencana diarahkanuntuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkanketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakatterhadap bencana. Strategi penanggulangan bencana danpengurangan risiko bencana di wilayah Pulau Kalimantanadalah sebagai berikut:
1. Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam

Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, melalui :a. Pmengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalampembangunan sektoral dan wilayah;b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencanamelalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000pada Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas,Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, KabupatenKapuas, Kabupaten Kotabaru, Kota Balikpapan, KabupatenKutai Kertanegara, Kabupaten Barito Kuala, KabupatenTanah Laut, Kabupaten Tarakan dan skala 1:25.000 untukKota Samarinda, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, KotaSingkawang dan Kota Tarakan;c. Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan danreview RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;d. Penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) BencanaKab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan RisikoBencana (RAD PRB) di 14 Kabupaten/kota dan menjadimasukan untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota.
2. Penurunan Kerentanan Terhadap Bencanaa. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencanaserta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentangkebencanaan.;b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi penguranganrisiko bencana kepada masyarakat baik melalui mediacetak, radio dan televisi di 14 Kabupaten/Kota;
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c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan,OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanansosial dan ekonomi  masyarakat di kawasan rawanbencana dan pasca bencana;d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi danrekonstruksi wilayah pasca bencana alam di wilayahPulau Kalimantan;e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerahaliran sungai (DAS) Kapuas, Mahakam dan Barito maupundaerah rawan bencana alam lainnya;f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalammembangun dan mitigasi bencana.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakata. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparaturpenanggulangan bencana di pusat dan daerah,diantaranya penyediaan sarana dan prasaranapenanggulangan bencana di 14 kabupaten/kota;b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasanrisiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistemperingatan dini dengan baik;c. Meningkatkan monitoring hot spot di Provinsi KalimantanBarat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, KalimantanTengah dan Kalimantan Utara;d. Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir,kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan sertameningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepadamasyarakat;e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggapdarurat secara berkala dan berkesinambungan untukmeningkatkan kesiapsiagaan;f. Membangun dan memberikan perlindungan bagiprasarana vital yang diperlukan untuk memastikankeberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomimasyarakat, keamanan dan ketertiban  pada situasidarurat dan pasca bencana;
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g. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di 14Kabupaten/Kota untuk mendukung Gerakan Desa Hebat;h. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusianlogistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unitpusat logistik kebencanaan di wilayah pulau Kalimantanyang dapat menjangkau wilayah terpencil;i. Pembentukan dan penguatan kapasitas forumpengurangan risiko bencana di daerah di 14kabupaten/kotaAdapun sebaran risiko bencana dan profil kerawanan danrisiko PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Pulau Kalimantan dapatdilihat pada Gambar 6.5 dan Tabel 6.9.
6.5.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pulau

Kalimantan

A. Arah KebijakanTata Ruang Wilayah Pulau Kalimantan1. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembangankawasan perkotaan nasional:a. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagaipusat industri pengolahan dan industri jasa hasilperkebunan kepala sawit, karet, dan hasil hutan;b. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagaipusat industri pengolahan dan industri jasa hasilpertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gasbumi;c. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagaikota tepi air (waterfront city); dand. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaanberbasis mitigasi bencana banjir..
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Tabel 6.8.
Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW dan PKSN

di Wilayah Pulau Kalimantan

Wilayah Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Indeks Risiko
tingkat

Kabupaten/Kota
(IRBI 2013)

KEK Maloy Kabupaten Kutai Timur:tinggi untuk bencanabanjir, sedang untukgempa bumi, tinggiuntuk gelombangekstrim dan abrasi,tinggi unutuk kebakaranhutan dan lahan, sedanguntuk cuaca ekstrim,

Kabupaten KutaiTimur: tinggi

KAPET
Khatulistiwa

Kota Singkawang: tinggiuntuk bencana banjirKabupaten Bengkayang:sedang untuk bencanabanjirKabupaten Sambas:tinggi untuk banjir dankebakaran hutan danlahanKabupaten Sanggau:tinggi untuk bencanadan kebakaran hutandan lahanKabupaten Sintang:sedang untuk bencanaKabupaten Landak:tinggi untuk bencanabanjir dan kebakaranhutanKabupaten Kapuas Hulu:sedang tinggi untuk

Kota Singkawang:tinggiKabupatenBengkayang: tinggiKabupatenSambas: tinggiKabupatenSanggau: sedangKabupatenSintang: tinggiKabupatenLandak: sedangKabupaten KapuasHulu: tinggi
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Wilayah Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Indeks Risiko
tingkat

Kabupaten/Kota
(IRBI 2013)bencana banjir dankebakaran hutan

KAPET
Daskakab Kota Palangkaraya:tinggi untuk bencanakebakaran hutan danlahanKabupaten BaritoUtara:tinggiKabupaten BaritoSelatan:tinggiKabupaten Kapuas:tinggi

KotaPalangkaraya:tinggiKabupaten BaritoUtara: sedangKabupaten BaritoSelatan: sedangKabupatenKapuas: tinggi
KAPET
Batulicin

Kabupaten Kotabaru:Tinggi untuk bencanabanjir KabupatenKotabaru: tinggi
KAPET
Sasamba Kota Samarinda: tinggiuntuk bencanakebakaran hutan danlahanKota Balikpapan: tinggiuntuk bencanakebakaran hutan danlahanKabupaten KutaiKertanegara: tinggi

Kota Samarinda:sedangKota Balikpapan:tinggiKabupaten KutaiKertanegara:tinggi
KSN
Banjarbakula Kota Banjarmasin: tinggiuntuk ancaman banjirKabupaten Banjar Baru:sedang untuk bencanabanjirKabupaten Barito Kuala:sedang untuk bencanakebakaran hutan danlahan

Kota Banjarmasin:sedangKabupaten BanjarBaru: sedangKabupaten BaritoKuala: tinggiKabupaten TanahLaut: tinggi
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Wilayah Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Indeks Risiko
tingkat

Kabupaten/Kota
(IRBI 2013)Kabupaten Tanah Laut:tinggi untuk bencanabanjir

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kalimantan Pusat Kegiatan
Wilayah  (PKW) Kalimantan
Pontianak Tinggi untuk ancaman:kebakaran hutan danlahan Kota Pontianak:Sedang
Palangkaraya Tinggi untuk ancaman:kebakaran hutan danlahan, KotaPalangkaraya:Tinggi
Banjarmasin Tinggi untuk ancaman:banjir Kota Banjarmasin:Tinggi
Kawasan
Perkotaan
Balikpapan,
Tenggarong,
Samarinda,
Bontang

Balikpapan, Tenggarong,Samarinda ancamantinggi untuk:banjir, kebakaran hutandan lahan
Kota Balikpapan:Tinggi;Kota Samarinda:Tinggi;Kota Bontang:Tinggi

Pusat
Kegiatan
Wilayah
(PKW)
Kalimantan
Mempawah –
Kab.
Pontianak

Tinggi untuk ancaman:banjir, kebakaran jutandan lahan, Kab. Pontianak:Tinggi
Sambas Tinggi untuk ancaman:banjir, kekeringan, tanahlongsor, Sambas: Tinggi
Ketapang Tinggi untukancaman:banjir Ketapang: Tinggi
Putussibau –
Kab. Kapuas
Hulu

Tinggi untuk ancaman:Banjir, kekeringan Kapuas Hulu:Tinggi
Sanggau Tinggi untuk ancaman:banjir dan tanah longsor Sanggau: Tinggi
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Wilayah Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Indeks Risiko
tingkat

Kabupaten/Kota
(IRBI 2013)

Sintang Tinggi untuk ancaman:banjir Sintang: Tinggi
Muara Teweh
– Kab. Barito
Utara

Tinggi untuk ancaman:banjir Barito Utara:Tinggi
Paloh – Kab.
Sambas

Tinggi untuk ancaman:banjir, kekeringan Sambas: Tinggi
Jagoi Babang –
Kab.
Bengkayang

Tinggi untuk ancaman:banjir dan tanah longsor Bengkayang:Tinggi
Entikong –
Kab. Sanggau

Tinggi untuk ancaman:banjir dan tanah longsor Sanggau: Tinggi
Pusat
Kegiatan
Strategis
Nasional
(PKSN)
Perbatasan
Kab. Nunukan Tinggi untuk ancamanbencana: banjir TinggiSumber : Diolah, Bappenas 20142. Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasiantarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitanantarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membukaketerisolasian wilayah dilakukan melalui pengembanganjaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisienuntuk menghubungkan kawasan produksi komoditasunggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, danantarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasianwilayah.3. Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasankonservasi keanekaragaman hayati dan kawasanberfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basahpaling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantansebagai Paru-paru Dunia meliputi:
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a. Pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragamanhayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan;b. Pengembangan koridor ekosistem antarkawasankonservasi;c. Pemantapan kawasan berfungsi lindung danrehabilitasi kawasan berfungsi lindung yangterdegradasi; dand. Pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensimengganggu kawasan berfungsi lindung.4. Kebijakan untuk mewujudkan swasembada pangan danlumbung pangan nasional melalui pengembangan sentrapertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yangdidukung dengan industri pengolahan dan industri jasauntuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.5. Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negarasebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yangberbatasan dengan Negara Malaysia denganmemperhatikan keharmonisan aspek kedaulanan,pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraanmasyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup meliputi:a. Percepatan pengembangan Kawasan Perbatasannegara dengan pendekatan pertahanan dankeamanan, kesejahteraan masyarakat, sertakelestarian lingkungan hidup; danb. Pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluaryang meliputi Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar,Pulau Maratua, dan Pulau Sambit sebagai titik-titikgaris pangkal kepulauan Indonesia.6. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional(KSN) meliputi:a. Pengembangan KSN Perbatasan dalam rangkapeningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dankeamanan negara; danb. Pengembangan KSN untuk meningkatkan fungsikawasan dalam pengembangan perekonomian
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nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaingdalam perekonomian internasional.
B. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pulau

Kalimantan
I. Struktur Ruang Pulau Kalimantan1. Strategi untuk arah kebijakan pengembangan kawasanperkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan danindustri jasa hasil perkebunan kepala sawit, karet, danhasil hutan meliputi:a. Mengembangkan industri pengolahan lanjut kelapasawit, karet, dan hasil hutan yang berdaya saing danramah lingkungan; danb. Mengembangkan prasarana dan sarana untukkelancaran distribusi hasil perkebunan kepala sawit,karet dan/atau hasil hutan.2. Strategi pengembangan kawasan perkotaan nasionalsebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasilpertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gasbumi meliputi:a. Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasilpertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gasbumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industriterpadu;b. Mengembangkan prasarana dan sarana untukkelancaran distribusi hasil pertambangan mineral,batubara, serta minyak dan gas bumi.3. Strategi pengembangan kawasan perkotaan nasionalsebagai kota tepi air (waterfront city) meliputi:a. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di kawasanperkotaan yang berdekatan/ menghadap badan air; danb. Mengembangkan jaringan transportasi sungai yangdidukung dengan prasarana dan sarana yang memadai.
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4. Strategi pengembangan prasarana dan sarana perkotaanberbasis mitigasi bencana banjir dilakukan denganmenata kawasan perkotaan yang adaptif terhadapancaman bencana banjir.5. Strategi untuk arah kebijakan pengembangan jaringantransportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untukmenghubungkan kawasan produksi komoditas unggulanmenuju bandar udara dan/atau pelabuhan, danantarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasianwilayah meliputi:a. Mengembangkan jaringan jalan dan/atau jalur keretaapi secara terpadu untuk menghubungkan kawasanperkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan sentraproduksi komoditas unggulan dan pelabuhan dan/ataubandar udara;b. Mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yangterpadu dengan jaringan jalan, transportasi sungai danpenyeberangan;c. Mengembangkan alur-alur pelayaran untukmenjangkau pusat pertumbuhan dan pusatpermukiman di wilayah pedalaman; dand. Meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkanantaralur pelayaran sungai.Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 6.10.
Tabel 6.10

Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Pulau
Kalimantan Periode 2015-2019

Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN

PKN PKW PKSN
Kalimant
an Barat

Pontianak(I/C/1) Mempawah(II/B) Entikong(II/A/2)Singkawang(I/C/1) Paloh (II/A/2)Sambas (I/A/1) Jagoibabang
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Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN

PKN PKW PKSN(I/A/2)Ketapang (I/B) Nangabadau(I/A/2)Putussibau(I/A/2) Jasa (II/A/2)Entikong(I/A/1)Sanggau (I/C/1)Sintang (II/C/1)
Kalimant
an
Tengah

Palangkaraya (I/C/1) Kuala Kapuas(II/C/1)Pangkalan Bum(I/C/1)Buntok (II/C/1)Muarateweh(II/C/1)Sampit (II/C/1)
Kalimant
an
Selatan

Banjarmasin (I/C/1) Amuntai (II/B)Martapura (II/B)Marahaban(II/B)Kotabaru(II/C/1)
Kalimant
an Timur

KawasanPerkotaanSamarinda-Balikpapan-Bontang(I/C/1)
Tanjung Redeb(I/C/1) Nunukan(I/A/2)

Tarakan(I/C/1) Sangata (I/B)Tarakan(I/C/1) Nunukan (I/B)Tanjung Selor
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Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN

PKN PKW PKSN(II/C/1)Malinau (II/C/1)Tanlubis (II/B)Sungai Nyamuk(II/C/2)Sanga-sanga(II/C/2)Tanah Grogot(II/C/1)Sendawar(II/C/2)
Kalimant
an Utara

Tenggarong(I/B) Simanggaris(I/A/2)Long Midang(II/A/2)Long Pahangai(II/A/2)Long Nawan(II/A/2)Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.
II. Pengembangan Kawasan Lindung1. Strategi tata ruang pelestarian kawasan yang memilikikeanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemikkawasan dengan mempertahankan dan merehabilitasiluasan kawasan konservasi yang memilikikeanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemikkawasan.2. Strategi tata ruang untuk arah kebijakan pengembangankoridor ekosistem antarkawasan konservasi meliputi:a. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi dayayang berfungsi sebagai koridor ekosistem; danb. Membatasi perkembangan kawasan permukiman padawilayah yang berfungsi sebagai koridor ekosistem.
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3. Strategi tata ruang untuk arah kebijakan pemantapankawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasanberfungsi lindung yang terdegradasi denganmempertahankan luasan dan melestariakan kawasanbergambut untuk menjaga sistem tata air alami danekosistem kawasan.4. Strategi tata ruang untuk arah kebijakan pengendaliankegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasanberfungsi lindung meliputi:a. Mempertahankan permukiman masyarakat adat danmenyediakan akses bagi masyarakat adat yang tidakmengganggu kawasan berfungsi lindung; danb. Mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagianhulu wilayah sungai (WS), kawasan hutan lindung,kawasan resapan air, dan kawasan konservasi.
III. Pengembangan Kawasan Budidaya1. Strategi tata ruang pengembangan sentra pertaniantanaman pangan dan sentra perikanan yang didukungdengan industri pengolahan dan industri jasa untukmewujudkan ketahanan pangan nasional meliputi:a. Mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan dikawasan andalan dengan sektor unggulan pertanianuntuk ketahanan pangan;b. Mengambangkan sentra produksi perikanan denganmemperhatikan potensi lestari; danc. Mendorong pengembangan kawasan perkotaannasional sebagai pusat industri pengolahan danindustri jasa hasil pertanian tanaman pangan danperikanan.2. Strategi percepatan pengembangan Kawasan Perbatasannegara dengan pendekatan pertahanan dan keamanan,kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkunganhidup meliputi:a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSNsebagai pusat kegiatan pertahanan  keamanan negara,
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pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional,serta simpul transportasi di kawasan perbatasannegara dengan Negara Malaysia; danb. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasiuntuk meningkatkan aksesibilitas di kawasanperbatasan.3. Strategi pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecilterluar yang meliputi Pulau Sebatik, Pulau GosongMakassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia meliputi:a. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasipenyeberangan untuk meningkatkan akses dari dan kePulau Sebati, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit; danb. Mengembangkan prasarana sumber daya air untukmemenuhi kebutuhan air baku di Pulau Sebatik, PulauMaratua, dan Pulau Sambit.
IV. Pengembangan Kawasan Strategis NasionalDalam rangka pengembangan KSN, dikembangkan 5 (lima)KSN yang mendukung pengembangan wilayah di PulauKalimantan. Strategi pengembangan KSN di PulauKalimantan dapat dilihat pada Tabel 6.11.

Tabel 6.11
Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

di Pulau Kalimantan

No KSN Tipe Strategi K/L

1 KawasanPerbatasanKalimantan
SudutKepentinganPertahanandanKeamanan

Mengembangkanprasarana dansarana KawasanPerbatasanNegara secarasinergis diKalimantan

- Kement
erian
Agraria
dan
Tata
Ruang

- BNPP
- Kement

erian
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No KSN Tipe Strategi K/L

PU dan
Peruma
han
Rakyat

- Kement
erian
Perhub
ungan

2 KapetKhatulistiwa Kepentingan Ekonomi Mengembangkankomoditas utamasebagaikomoditasunggulan yaitusapi, jagung, danrumput laut, sertamengembangkanproduk-produkturunannya diKapetKhatulistiwa;

- Kement
erian
Agraria
dan
Tata
Ruang –
Kement
erian
Koordin
ator
Ekonom
i

- Bappen
as

- Kement
erian
Pertani
an

- Kement
erian LH
dan
Kehutan
an

Mengembangkankomoditas utamasebagaikomoditasunggulan yaitupadi, karet, sawit,sapi, dan rotansertamengembangkanproduk-produkturunannya diKapet DASKAKAB;
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No KSN Tipe Strategi K/L

3 Kapet DASKAKAB Mengembangkankomoditas utamasebagaikomoditasunggulan yaitukelapa sawit danperkayuan sertamengembangkanproduk-produkturunannya diKapet Sasambadan KapetBatulicin;
4 KapetSasamba Menguatkansistem pusatpelayanankegiatan ekonomidan sistemjaringanprasaranapendukung KapetKhatulistiwa,Kapet DASKAKAB, KapetSasamba, KapetBatulicin

5 KapetBatulicin

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.
6.5.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi DaerahArah kebijakan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantanyakni peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam
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mendorong pembangunan daerah dengan mempertimbangkankelestarian alam dan konektivitas wilayah, dengan strategi:1. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan;2. Penguatan peran gubernur  melalui  sebagai wakilPemerintah Pusat;3. Penguatan  regulasi sinergi perencanaan danpenganggaran;4. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan padatiap pemerintah daerah yang terintegrasi denganmanajemen kinerja;5. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaanpelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.6. Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasiskompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunandaerah.7. Peningkatan proporsi belanja modal;8. Pengembangan variasi pendanaan untuk belanjainfrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah,pinjaman, dan skema obligasi;9. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi danatransfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;10. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan danpengelolaan keuangan Daerah.
6.6. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Pulau

Kalimantan

6.6.1. Prioritas Program Pembangunan

6.6.1.1. Provinsi Kalimantan Barat
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Tabel 6.12.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Pontianak
PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan Bandara Supadio2. Pembangunan Bandara Singkawang
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Pelabuhan  Internasional Temajo (SeiKunyit)2. Pengembangan Pelabuhan Teluk Melano (Teluk Batang)3. Pengembangan Pelabuhan Pontianak
JALAN1. Pembangunan Jalan akses Pelabuhan penyeberanganKetapang2. Pembangunan Jalan Siduk - Sei Keli - Nangatayap3. Pembangunan Jalan Ketapang - Siduk - Sukadana - TelukBatang4. Pembangunan Jalan Tebas-Sentebang-Tn.Hitam-Jeruju-Liku- Merbau - Temajok5. Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantanan - Galing - Aruk6. Pembangunan Jembatan Tayan7. Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng8. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pontianak9. Pembangunan Jalan Perbatasan (Lintas Utara Kalbar)
KETENAGALISTIKAN1. PLTGB Nanga Pinoh   6 MW2. PLTGB Putussibau (FTP2)   8 MW3. PLTA Riam Badau   0,2 MW4. PLTU Pantai Kura-Kura (FTP1)   55 MW5. PLTU Parit Baru (FTP1)   100 MW6. PLTU Sanggau   14 MW7. PLTU Sintang   21 MW
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional8. PLTU Ketapang (FTP2)   20 MW9. PLTU Ketapang (FTP2)   14 MW10. PLTU Parit Baru - Loan China (FTP2)   100 MW11. PLTU Kalbar-1   200 MW12. PLTG/MG Pontianak Peaker   100 MW13. PLTA Nanga Pinoh   98 MW
SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. SanggauLedo Bengkayang2. Pembangunan Outer Ring Canal Kota MetropolitanPontianak Kota Pontianak3. Perkuatan Tebing Sungai Kapuas Sei Nipah Kuning KotaPontianak Kota Pontianak4. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir KotaSintang Kab Sintang5. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kab.Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu6. Pembangunan Bendungan Segedong Kab Pontianak7. Pembangunan Bendungan Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu8. Peningkatan kapasitas Waduk Panepat ( 10 Ha) KotaPontianak9. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan SaluranPembawa Air Baku Kota Ketapang Kab Ketapang10. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan SaluranPembawa Air Baku Sungai Potan Kab Kapuas Hulu
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6.6.1.2. Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 6.13.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional

PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan Bandara Tjilik Riwut2. Pembangunan Bandara Muara Teweh
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, TelukSegintung dan Pelabuhan Kumai2. Pengembangan Pangkalan Bun3. Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang4. Pengembangan Pelabuhan Bagendang5. Pengembangan Pelabuhan Sampit6. Pembangunan Bandara Palangkaraya
JALAN1. Pembangunan Jalan akses pelabuhan penyeberanganbahaur/pulau pisau2. Pembangunan Jalan dari Kotawaringin ke FasilitasPenggilingan (mills)3. Pembangunan Jalan di Kab. Kotawaringin Barat : Kubu -Sungau Bakau - Teluk Bogam4. Pembangunan Jalan Palangkaraya-Bukittliti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah5. Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran6. Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senawang-BtsKalbar
KETENAGALISTRIKAN1. PLTU Pulang Pisau (FTP1)  2x60  MW2. PLTG/MG Bangkanai (FTP 2)  2x70 MW3. PLTU Kuala Pambuang  2x3  MW
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4. PLTU Sampit (APBN)  2x25  MW5. PLTU Kuala Pambuang 2  3 MW6. PLTU Kalselteng 3  2x50  MW7. PLTU Kalselteng 1 2x100  MW8. Pembangunan Bendungan Setongah Kab Lamandau
SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan Prasarana Air Baku Kotawaringin BaratKab Kotawaringin Barat
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6.6.1.3. Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 6.14.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Kalimantan Selatan

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
KERETA API1. Pembangunan KA Tanjung-Paringin- Rantau- Martapura-Banjarmasin2. Pembangunan KA Akses Bandara Syamsoedin Noor3. Pembangunan KA Lintas Kalimantan
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Banjarmasin
PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin2. Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku)3. Pengembangan Pelabuhan Pelaihari4. Pengembangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin
JALAN1. Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin kePelabuhan Batulicin2. Pembangunan Jalan akses ke pelabuhan penyeberanganKumai3. Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari diKabupaten Tanah Laut4. Pembangunan Jalan Benua Anyar - Margasari-Ma.Muning-Kandangan5. Pembangunan Jalan Kandangan - Hampang- Batu Licin6. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin RuasBatulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, Batulicin-Pagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe7. Pembangunan Jalan Nasional Ruas Banjarmasin-Pelaihari-Jorong 99 km
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional8. Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin(Trisakti - Pasir Mas - Jembatan Barito)9. Pembangunan Jalan Sp. Serapat - Sei Tabuk Gambut10. Pembangunan Jalan Tol Banjarmasin - Banjarbaru -Martapura11. Pembangunan Jalan Trikora Banjarbaru12. Pembangunan jembatan Tanjung Ayun -Tarjun di Kab.Kotabaru
KETENAGALISTRIKAN1. PLTU Asam Asam (FTP1)  2x65  MW2. PLTU Kotabaru (APBN)  2x7  MW3. PLTU Kalselteng 2  2x100  MW4. PLTG/MG Kalselteng Peaker  50 MW5. PLTA Kusan  65 MW6. PLTU Kalsel 1 (FTP2)  2x100  MW
SUMBER DAYA AIR1. Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Alai2. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Barito diMarabahan, Kab Batola3. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S.Martapura, Kota Banjarmasin4. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi SungaiMartapura, Kab Banjar5. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Tabalong(3 Lokasi)6. Pengendalian Banjir Santui, Kintap dan Batu Licin7. Pengendalian Banjir, Jorong, Asam - Asam & Kintap8. Pengendalian Banjir Kandang Jaya9. Normalisasi Sungai Martapura10. Pembangunan Pengaman Pantai Aluh Aluh11. Pembangunan Waduk Tapin12. Tanah Bendungan Tapin13. Pembangunan Embung Tala14. Pembangunan Embung Tanbu
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional15. Pembangunan Air Baku Banjar Bakula
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6.6.1.4. Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.15.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Kalimantan Timur

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Samarinda2. Pengembangan Sistem Transit Kota Balikpapan
PERHUBUNGAN UDARA1. Pembangunan Bandara Tana Paser2. Pengembangan Bandara Bontang3. Pengembangan Bandara Samarinda Baru
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Terminal Peti Kemas Palaran2. Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy3. Pelabuhan Kuala Samboja4. Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan(Terminal Peti Kemas Kariangau)5. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Pasir KualaSemboja (Kariangau)6. Pengembangan Pelabuhan Tanah Grogot7. Pengembangan Pelabuhan Samarinda8. Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagaipendukung Integrated Mining Development MEC CoalProject
JALAN1. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang2. Pembangunan Jalan dalam Kawasan Industri Maloy3. Pembangunan Jalan Petung-Kenangan-Semoisepaku-Sp.Semboja4. Pembangunan Jalan samarinda menuju tenggarong
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional(Pengembangan Destinasi Pulau Parai Kumala -Tenggarong)5. Pembangunan Jalan Sangkulirang-Taliyasan-Guntur-Tanjung Redep6. Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Balikpapan7. Pembangunan Jembatan Kembar Mahakam8. Pembangunan Jembatan Loa Kulu9. Pembangunan Jembatan Pulau Balang10. Pembangunan Jembatan Tullur Aji Jejangkat
KETENAGALISTRIKAN1. PLTU Kaltim Peaking (APBN)  100 MW2. PLTU Tanjung Redep  14 MW3. PLTU Muara Jawa/Teluk Balikpapan (FTP1)  2x110  MW4. PLTU Sangatta  2x7  MW5. PLTU Melak  2x7  MW6. PLTU Tanjung Redep 2  2x7  MW7. PLTD Sangatta Peaker (Relokasi PLTD)  2x5  MW8. PLTU Sangatta 2  7 MW9. PLTG/MG Kaltim Peaker 1( Ex Sewa Bontang)  100 MW10. PLTA Kelai  75 MW11. PLTG Senipah  2x41  MW12. PLTU Lati 2  5 MW13. PLTU Tanah Grogot (Terkendala)  2x7  MW14. PLTU Senipah (ST)  35 MW15. PLTU Kaltim (MT)  2x27,5  MW16. PLTU Embalut (Ekspansi)  50 MW17. PLTU Kaltim 2 (FTP2)  2x100  MW18. PLTU Kaltim 3  2x100  MW19. PLTU Kaltim 4  2x150  MW
SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan Waduk Teritip Kab. Balikpapan2. Pembangunan Bendung Tepian Buah (1.500 Ha) Kab.Berau3. Pembangunan Bendung Sidomukti Kab. Kukar
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional4. Pembangunan Bendung Sukabumi Kab. Kukar5. Pembangunan Bendung Ritan Lama Kab. Kukar6. Pembangunan Bendung Mejang Kab. Kutim7. Peningkatkan DR. Sebakung Kab. PPU8. Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari SepingganKota Balikpapan Kota Balikpapan9. Lanjutan Penanganan Banjir dan Pengaman TebingSungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota Samarinda10. Pembangunan Pintu Air dan Pompa Banjir Muara SungaiKarang Mumus Kota Samarinda Kota Samarinda11. Lanjutan Pembangunan Bendungan Teritip KotaBalikpapan Kota Balikpapan12. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kab. PPU13. Pembangunan Bendungan Lambakan Kab. PPU14. Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Semayang Kab.Kukar15. Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Melintang Kab.Kukar16. Pembangunan Embung Aji Raden Kota Balikpapan17. Pembangunan Intake Keledang Kapasitas 900 Lt/dt KotaSamarinda18. Pengadaan & Pemasangan Jaringan Transmisi Air BakuDia 800 mm Intake Loa Kulu -IPA Lok Bahu L = 8.4 KMKota Samarinda
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6.6.1.5. Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 6.16.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Kalimantan Utara

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan2. Pengembangan Bandara Juwata-Tarakan3. Pembangunan Bandara Maratua
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Pelabuhan Nunukan2. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan/FerryTarakan3. Pengembangan Pelabuhan Tarakan
JALAN1. Pembangunan Jalan Longmidang-Longbawan-Bulungan2. Pembangunan Jalan Mesalong-Sasipu--Tou Lumbis
KETENAGALISTRIKAN1. PLTMG Tanjung Selor  0 MW2. PLTU Malinau  2x3  MW3. PLTMG Malinau Peaker  5 MW4. PLTU Tanjung Selor  2x7  MW5. PLTMG Nunukan  8 MW6. PLTU Malinau 2  2x3  MW7. PLTMG Nunukan 2  8 MW8. PLTD Tana Tidung (Relokasi PLTD)  1 MW9. PLTMG Nunukan 3  16 MW10. PLTMG Tana Tidung  6 MW11. PLTMG Nunukan  14 MW
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan DR. Sepunggur Kab. Bulungan2. Pembangunan DR. Salim batu Kab. Bulungan3. Pembangunan DR. Teras Baru Kab. Bulungan4. Pembangunan Pengendalian Banjir Tanjung Belimbing(Kanal, Retarding Basin dan Drainase) Kota Malinau Kab.Malinau
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6.6.2. Kerangka Regulasi
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Pelaksanaan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantantidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perludiperhatikan, diantaranya:1. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan ikliminvestasi, diantaranya adalah PP Nomor 147 Tahun 2000Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET;2. Penetapan regulasi terkait dengan pembagian kewenanganantara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan;3. Pembentukan sistem pelayanan terpadu satu pintu danpenggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan PerijinanInvestasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian,perdagangan, pertanahan, penanaman modal;4. Penetapan regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjiankerjasama antara RI-Malaysia dalam pengembangankawasan perbatasan negara;5. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 3/2012tentang RTR Pulau Kalimantan.
6.6.3. Kerangka KelembagaanPelaksanaan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantantidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perludiperhatikan, diantaranya:1. Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahansebagai peruntukan investasi di KAPET Khatulistiwa,KAPET Sasamba, KAPET Daskakab, KAPET Batulicin;2. Pemberian berbagai kemudahan perizinan perindustrian,perdagangan, pertanahan, penanaman modal di KEK,KAPET, KPI dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya;3. Pengembangan pengelola perbatasan yang memilikiotoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batasnegara;4. Pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan diwilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasiasimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk
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akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatankualitas pelayanan publik;5. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjangpemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalampengembangan daerah tertinggal kawasan perbatasan;6. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untukmenyusun program/kegiatan dalam pengembangan KEK,KAPET, KPI dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya;7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadapkelembagaan KEK, KAPET, KPI dan pusat-pusatpertumbuhan lainnya;8. Penciptaan iklim investasi yang menarik bagi investordengan memberikan insentif fiskal dan non fiskal yangberimbang;9. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi PenataanRuang Nasional (BKPRD) Provinsi di Wilayah PulauKalimantan dalam melaksanakan pemanfaatan danpengendalian pemanfaatan ruang Pulau.
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BAB VII
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI

7.1. Capaian Kinerja Saat ini
 Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan IItahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi diWilayah Jawa-Bali cenderung mengalami peningkatan daritahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi WilayahJawa-Bali selama kurun waktu 2009 – 2013 sebesar 6,1persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-ratapertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen.Peranan Wilayah Jawa-Bali dalam pembentukan PDBnasional mengalami penurunan dari 60,0 persen (2009)menjadi 59,9 persen (Triwulan II 2014).
 Pemerintah Provinsi di Wilayah Jawa-Bali telah cukupberhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin daritahun 2009 hingga 2014 (Maret) dan sudah berada dibawah angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen(2009) dan 11,25 persen (Maret 2014), kecuali di ProvinsiJawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi JawaTimur yang masih berada di atas angka kemiskinannasional. Demikian halnya dengan pencapaian tingkatpengangguran terbuka (TPT). Pemerintah Provinsi diWilayah Jawa-Bali juga telah berhasil menurunkan TPT dansudah berada di bawah TPT nasional sebesar 7,87 persen(2009) dan 5,70 persen (Feb, 2014), kecuali di Provinsi DKIJakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yangmasih berada di atas TPT Nasional.
 Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, makadi Wilayah Jawa-Bali ini telah dikatakan sudah cukup baik.Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya IndeksPembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun padamasing-masing provinsi di Wilayah Jawa-Bali. Namundemikian, pencapaian IPM di Provinsi Jawa Barat, ProvinsiJawa Timur dan Provinsi Banten masih perlu ditingkatkan
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karena masih di bawah IPM nasional sebesar 71,76 (2009)dan 73,81 (2013).
 Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat,seluruh provinsi di Wilayah Jawa-Bali mengalami kenaikankesenjangan pendapatan antar golongan. Hal inidiindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi diWilayah Jawa-Bali yang cenderung meningkat dari tahun2009 sampai dengan tahun 2013, namun telah berada dibawah angka Rasio Gini nasional sebesar 0,413 (2013),kecuali Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Ke depan,hal ini perlu mendapatkan perhatian agar prosespembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secarainklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapatdinikmati secara merata oleh masyarakat.
7.2. Potensi dan Keunggulan WilayahPerekonomian Wilayah Jawa-Bali ditopang oleh 3 sektorunggulan, yaitu industri pengolahan, perdagangan, hotel danrestoran, serta pertanian.
 Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 26,6persen terhadap perekonomian Wilayah Jawa-Bali.Komoditas industri pengolahan yang memiliki potensibesar untuk dikembangkan antara lain makanan-minuman,tekstil, peralatan transportasi (otomotif, perkapalan danalutsista), telematika, kimia dasar, serta logam dasar(alumina dan besi baja).
 Industri makanan-minuman menyerap banyak tenaga kerjadan merupakan kontributor terbesar dari industripengolahan non migas terhadap PDB nasional, yaitusebesar 7,4 persen pada tahun 2011. Penjualan domestikindustri makanan-minuman diperkirakan tumbuh sebesar6 persen pada tahun 2014 (GAPMMI, 2014). Sementara itu,ekspor industri makanan-minuman cenderung meningkatdalam periode 2005-2010 dan mencapai US$ 2.146,85 jutapada tahun 2010. Susu adalah salah satu produk industrimakanan-minuman yang mempunyai potensi untukdikembangkan karena konsumsi produk susu per kapita di
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Indonesia masih sangat rendah dibandingkan Cina,Malaysia dan India. Penjualan produk susu di Indonesiadiproyeksikan akan tumbuh sebesar 17 persen setiaptahunnya.
 Industri tekstil juga merupakan salah satu penyerap tenagakerja terbesar di Indonesia. Kontribusi produk tekstilterhadap PDB nasional cukup signifikan, yaitu sebesar 1,9persen pada tahun 2011, dengan laju pertumbuhan sebesar7,5 persen dan diperkirakan dapat terus meningkat di masayang akan datang. Sebagian besar produksi tekstilIndonesia terpusat di Wilayah Jawa (94 persen), dimanaBandung dan Sukoharjo merupakan hub produksi utama,selain industri-industri hulu pembuat serat di Purwakarta,Subang dan Tangerang. Ekspor tekstil dan produk tekstilcenderung meningkat pada periode 2005-2010 danmencapai sebesar US$ 11.224.04 juta pada tahun 2010.
 Industri otomotif Indonesia yang berpusat di Provinsi DKIJakarta dan Jawa Barat (Cikarang dan Karawang)menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalambeberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011, total penjualankendaraan penumpang mengalami pertumbuhan tertinggisekitar 23 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, peningkatanproduksi kendaraan penumpang juga cukup signifikankhususnya di tahun 2011 dan 2012, yaitu tumbuh mencapailebih dari 30 persen (y-o-y). Sementara itu, pertumbuhanuntuk kendaraan komersial mencapai puncaknya di 2011yaitu sebesar 35,2 persen (y-o-y). Industri ini berpeluangbesar untuk terus tumbuh karena kepemilikan kendaraandi Indonesia saat ini masih rendah dan diperkirakan akansemakin naik seiring dengan meningkatnya PDB. Selain itu,pasar ekspor juga masih terbuka lebar.
 Sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yangcukup luas, industri perkapalan berpotensi untuk terusberkembang. Dalam lima tahun terakhir, industriperkapalan di Indonesia menunjukkan perkembangancukup baik. Pada Maret 2010, Indonesia telah memilikiarmada sebanyak 9.309 unit kapal atau meningkat 54,1
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persen dari Maret 2005 (IPERINDO, 2011). Industriperalatan transportasi lainnya yaitu alutsista yangdibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI danalmatus POLRI.
 Industri lainnya yang berpotensi dalam mendukungperekonomian Wilayah Jawa-Bali yaitu industri telematika,dengan sentra produksi di area Jabodetabek. Kapasitas

Broadband yang terpasang ditargetkan bergeser dari 1‐4Mbps menjadi 20 Mbps pada tahun 2015. Pasar produktelematika semakin membesar setiap tahunnya seiringdengan semakin cepatnya perubahan teknologitelekomunikasi, serta ekspansi jaringan telekomunikasi keberbagai wilayah terutama KTI.
 Industri pengolahan lainnya yang menjadi prioritas antaralain industri kimia dasar, termasuk petrokimia, sertaindustri logam dasar (alumina dan besi baja).Perkembangan industri besi baja sangat signifikan dalambeberapa tahun terakhir sejalan dengan naiknya kebutuhanterhadap pembangunan infrastruktur untuk mendukungpertumbuhan ekonomi. Kontribusi industri logam dasarbesi dan baja terhadap PDB nasional yaitu sebesar 0,4persen pada tahun 2011, dengan laju pertumbuhan sebesar13,1 persen. Indonesia Iron and Steel Industry Association(IISIA) memprakirakan produksi besi dan baja nasionalsekitar 7,2 juta ton pada 2012, sementara kebutuhandomestik mencapai hampir 10 juta ton. Produksi besi danbaja Indonesia diharapkan dapat meningkat hinggamencapai 12 juta ton pada 2014 dan 15 juta ton pada 2015.Di Wilayah Jawa, industri besi baja terutama terlokalisir didaerah Jawa Barat (Cilegon) dan Jawa Timur.
 Sebagai lumbung pangan nasional, sektor pertanianmerupakan salah satu sektor unggulan di Wilayah Jawa-Bali. Produksi padi di Wilayah Jawa-Bali dari tahun 2009-2013 cenderung meningkat dengan sentra produksiterbesar di Provinsi Jawa Timur (12,1 juta ton), Jawa Barat(12,0 juta ton) dan Jawa Tengah (10,3 juta ton).
 Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga merupakansektor unggulan di Wilayah Jawa-Bali. Di Wilayah Jawa-Bali
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terdapat 12 dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN).Berdasarkan perspektif nasional, Provinsi Bali merupakanpintu gerbang pariwisata di Indonesia. Jumlah kedatanganwisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2013sebanyak 3.241.889 orang, atau sebesar 36,8 persen,melalui Provinsi Bali, dengan tingkat penghunian kamarhotel berbintang sebesar 59,2 persen. Sementara itu, diWilayah Jawa terdapat satu Kawasan Ekonomi Khusus(KEK), yaitu KEK Tanjung Lesung. di KabupatenPandeglang, Provinsi Banten. Fokus dari KEK tersebutadalah pengembangan pariwisata termasuk hotel, resort,dan industri kreatif lain. Lebih lanjut, Wilayah Jawa-Balijuga memiliki potensi industri kreatif di berbagai kota,antara lain Bandung (desain, fashion, arsitektur, film, video,radio, perangkat lunak), Yogyakarta (barang antik, senipertunjukan), Surabaya (perangkat lunak hiburaninteraktif), Denpasar (barang antik, seni pertunjukan), danJakarta (periklanan, film dan video, televisi dan radio,musik, percetakan).
7.3. Tema Pengembangan Wilayah Jawa-BaliBerdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Jawa-Bali,maka tema besar Pembangunan Wilayah Jawa-Bali sebagai
"lumbung pangan nasional dan pendorong sektor industri
dan jasa nasional dengan pengembangan industri
makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika,
kimia, alumina dan besi baja; salahsatu pintu gerbang
destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan
ekonomi kreatif; serta percepatan pembangunan ekonomi
berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan
industri perkapalan dan pariwisata bahari.”

7.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Jawa-BaliTujuan pengembangan Wilayah Jawa-Bali tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasanpembangunan Wilayah Jawa-Bali dengan menekankankeunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan
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produksi sektor pertanian pangan, khususnya padi,pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatantransportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja, sertapengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (b)penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM danilmu dan teknologi secara terus menerus.Adapun sasaran pengembangan Wilayah Jawa-Bali padatahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembanganekonomi Wilayah Jawa-Bali, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi denganmemanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasukdiantaranya adalah pengembangan 1 Kawasan EkonomiKhusus (KEK).2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjanganantar wilayah di Pulau Jawa-Bali, maka akan dilakukanpembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 6Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran
outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhanekonomi di daerah tertinggal menjadi 6,2 persen; (b)menurunnya persentase penduduk miskin di daerahtertinggal menjadi 8,9 persen; dan (c) meningkatnya IndeksPembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi73,7.3. Untuk mendukung pemerataan pembangunan kawasanperkotaan di Jawa - Bali, maka akan dipercepat peningkatanefisiensi pengelolaan 5 Kawasan Perkotaan Metropolitanyang sudah ada saat ini.4. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, makaakandilakukan pembangunan perdesaan dengan sasarantertinggal sedikitnya 1.670 desa atau meningkatnya jumlahdesa mandiri sedikitnya 670 desa.5. Khusus untuk meningkatkan keterkaitan pembangunankota-desa, diharapkan dapat diwujudkan 4 pusatpertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal(PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
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6. Sasaran bidang otonomi daerah untuk Wilayah Jawa-Baliadalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak danretribusi daerah sebesar 35% untuk propinsi dan 25%untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanjamodal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untukKabupaten/Kota sebesar 25% pada tahun 2019  sertasumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3)Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opiniwajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 7 provinsi dan60 kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali; (4) Terlaksananya
e-budgeting di wilayah Jawa-Bali (dengan proyek awalProvinsi Jawa Barat); (5)  Terlaksananya penggunaan block
grant (inpres) yang efektif dengan proyek awal ProvinsiJawa Tengah dan Bali (6) Meningkatnya  kualitas danproporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjangS1 sebesar 70% dan S2-S3 sebesar 10%; (7) Terlaksananyadiklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemenpembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah diseluruh wilayah Jawa-Bali sebesar 100 angkatan (denganproyek awal Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah); (8)Terlaksananya pengaturan kewenangan secara bertahap diwilayah Jawa-Bali (dengan proyek awal Provinsi Bantendan Jawa Barat); (9) Meningkatnya implementasipelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan,kesehatan dan infrastruktur; (10) Meningkatnya persentasejumlah PTSP sebesar 100%; (11) Meningkatnya persentasejumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan olehkepala daerah ke PTSP sebesar 75%; (12) Terlaksananyapelayanan administrasi kependudukan di wilayah Jawa-Bali(dengan proyek awal Provinsi Banten); (13) Terlaksananyakoordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan perangubernur sebagai wakil pemerintah; (14) terlaksananyasistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-linedi wilayah Jawa-Bali (dengan proyek awal Provinsi DKIJakarta dan Jawa Timur.7. Sasaran Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Jawa-Baliadalah pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi yaitu: 5(lima) PKN Kawasan Perkotaan (Jabodetabek, Bandung
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Raya, Kedung Sepur, Gerbangsusila, Sarbagita), 2 (dua) PKNrawan tsunami (Cilacap dan Yogyakarta), 5 (lima) PKWrawan tsunami (Kebumen, Banyuwangi, Semarapura,Ciamis, Pengandaran) dan 8 (delapan) PKW rawan letusangunung api (Cilegon, Tasikmalaya, Wonosobo, Magelang,Kediri, Blitar, Klaten, Sleman).Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan padaakhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Jawa-Bali semakinmeningkat, dan juga semakin meratanya pembangunanantarwilayah. Hal ini dicerminkan dengan makin menurunnyakontribusi PDRB Wilayah Jawa-Bali terhadap PDB Nasional,yaitu dari sekitar 58,4 persen (2014) menjadi 55,3 persen(2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa-Bali.Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinandan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di WilayahJawa-Bali dapat dilihat pada Tabel 7.1 sampai dengan Tabel 7.3sebagai berikut.
Tabel 7.1.

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa-Bali Per
Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi Pertumbuhan Ekonomi (persen)
2015 2016 2017 2018 2019

DKI Jakarta 5,4 – 5,5 6,5 – 6,8 7,1 – 7,5 7,1 – 7,7 7,4 – 8,2
Jawa Barat 5,4 – 5,5 6,5 – 6,8 7,0 – 7,4 7,2 – 7,8 7,4 – 8,2
Banten 5,4 – 5,5 6,0 – 6,2 6,2 – 6,6 6,5 – 7,0 7,0 – 7,8
Jawa Tengah 5,4 – 5,5 6,5 – 6,8 6,9 – 7,3 7,0 – 7,6 7,6 – 8,4
DI
Yogyakarta

5,3 – 5,4 5,8 – 6,0 5,9 – 6,3 6,1 – 6,7 6,2 – 6,9
Jawa Timur 6,1 – 6,2 6,5 – 6,7 6,8 – 7,2 7,0 – 7,6 7,5 - 8,2
Bali 5,3 – 5,4 6,3 – 6,6 6,3 – 6,7 6,6 – 7,2 6,8 – 7,5Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014
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Tabel 7.2.
Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Jawa-Bali Per

Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi Tingkat Kemiskinan (persen)
2015 2016 2017 2018 2019

DKI Jakarta 3,1 – 3,0 3,0 – 2,9 2,7 – 2,5 2,4 – 2,2 1,9 – 1,7
Jawa Barat 8,1 – 7,9 7,7 – 7,4 6,9 – 6,5 6,1 – 5,6 4,8 – 4,4
Banten 4,8 – 4,7 4,6 - 4,4 4,1 – 3,8 3,6 – 3,3 2,8 – 2,5
Jawa Tengah 11,9 – 11,7 11,4 - 11,0 10,3 – 9,7 9,2 – 8,5 7,3 – 6,6
DI Yogyakarta 12,6 – 12,3 12,0 – 11,6 10,8 – 10,2 9,6 – 8,8 7,6 – 6,9
Jawa Timur 10,9 – 10,7 10,5 – 10,1 9,5 – 8,9 8,4 – 7,8 6,7 – 6,1
Bali 3,7 – 3,6 3,5 – 3,4 3,2 – 3,0 2,8 – 2,6 2,2 – 2,0Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

Tabel 7.3.
Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Jawa-Bali Per

Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi Tingkat Pengangguran (persen)
2015 2016 2017 2018 2019

DKI Jakarta 9,7 – 9,5 9,5 – 9,2 9,3 – 8,8 9,1 8,4 8,9 – 8,1
Jawa Barat 8,6 – 8,5 8,4 - 8,1 8,2 – 7,7 7,9 – 7,3 7,7 – 6,9
Banten 10,4 – 10,2 10,1 – 9,7 9,7 – 9,2 9,4 – 8,7 9,1 – 8,2
Jawa Tengah 5,6 – 5,4 5,4 – 5,2 5,3 – 5,0 5,2 – 4,8 5,1 – 4,6
DI Yogyakarta 4,6 -4,5 4,5 – 4,3 4,4 – 4,1 4,3 – 3,9 4,2 – 3,8
Jawa Timur 3,5 – 3,4 3,5 – 3,3 3,4 – 3,2 3,3 – 3,0 3,2 – 2,9
Bali 2,4 – 2,3 2,4 - 2,3 2,3 – 2,2 2,2 – 2,1 2,2 – 2,0Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014
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7.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah
Jawa-Bali

7.5.1. Pengembangan Kawasan StrategisKebijakan pembangunan kawasan strategis bidangekonomi di Wilayah Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat-pusatpertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi denganorientasi daya saing nasional dan internasional berbasis sektorindustri dan jasa nasional, pusat pengembangan ekonomikreatif, serta sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisataterbaik dunia, diarahkan untuk pengembangan industrimakanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika,kimia, alumina dan besi baja.Fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di WilayahJawa-Bali adalah KEK Tanjung Lesung yang terletak diKabupaten Pandeglang. Percepatan pembangunan kawasanstrategis dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor

Ekonomi Jawa-BaliPengembangan potensi ekonomi wilayah erat kaitannyadengan pemberdayaan masyarakat berbasis komoditasunggulan wilayah. Pengembangan potensi berbasiskomoditas unggulan wilayah ini diupayakan untukmeningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditasunggulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui:a. Penyiapan kawasan industri jasa pariwisataberorientasi internasional di KEK Tanjung Lesung,Provinsi Banten;b. Pengembangan pusat-pusat industri jasa pariwisataberdaya saing internasional;c. Pengembangan industri kreatif penopang kawasanwisata Tanjung Lesung;d. Stabilitasi dan konsistensi pengembangan pariwisataBali dan industri kreatif, serta jasa penunjangpariwisatanya.
2. Percepatan Penguatan Konektivitas
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Peningkatan konektivitas antara pusat kegiatan ekonomiKEK Tanjung Lesung dengan kawasan industri dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa dan Bali ditujukan untukmeningkatkan kelancaran arus orang dan barang dari danmenuju KEK Tanjung Lesung yang dilakukan melalui:a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)a) Pembangunan Bandar Udara Banten Selatan(Panimbang);b) Pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang;c) Pembangunan jaringan transmisi air baku dariSungai Ciliman IPA, dan pipa distribusi primer kelokasi KEK Tanjung Lesung.
3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKa. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)a) Peningkatan kualitas SDM Badan Pengelola danAdministrator KEK Tanjung Lesung dalam bidangperencanaan, penganggaran, dan pengelolaankawasan;b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan danpelatihan profesi untuk meningkatkan kualitastenaga kerja, khususnya di bidang pariwisata danjasa penunjang pariwisata;c) Peningkatan koordinasi antara Badan PengelolaKEK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;d) Pembangunan Science Park berteknologi tinggisebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan.
4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi

dan Iklim UsahaDalam upaya mendukung pengembangan kawasanstrategis bidang ekonomi maka diperlukan strategipenguatan regulasi bagi peningkatan iklim investasi daniklim usaha, yang dilakukan dengan:a. Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengankarakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 431

fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasanPPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yangakan diolah dan digunakan di KEK;b. Membuat regulasi terkait dengan pelimpahankewenangan antara pusat, daerah, dan instansiterkait kepada administrator kawasan-kawasanpertumbuhan;c. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu danpenggunaan Sistem Pelayanan Informasi danPerijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan,penanaman modal.
7.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
7.5.2.1. Pengembangan Kawasan PerkotaanArah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan diWilayah Jawa-Bali diprioritaskan pada percepatan keterkaitandan manfaat antarkota dan desa dengan kota, melaluiPenguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) melaluipeningkatan efisiensi pengelolaan 5 Kawasan PerkotaanMetropolitan yaitu: Kawasan Perkotaan MetropolitanJabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Metropolitan CekunganBandung, Kawasan Perkotaan Metropolitan Kedungsepur,Kawasan Perkotaan Metropolitan Gerbangkertasusila, danKawasan Perkotaan Metropolitan Sarbagita (lihat tabel 7.1)sebagai pusat kegiatan skala global dan pusat kegiatan nasional(PKN). Untuk itu strategi pembangunan perkotaan WilayahJawa-Bali tahun 2015-2019 yaitu:
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1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)a. Meningkatkan efisiensi pengelolaan Kawasan PerkotaanMetropolitan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur), KawasanPerkotaan Metropolitan Cekungan Bandung (KotaBandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, KotaCimahi, Kab. Sumedang), Kawasan PerkotaanMetropolitan Kedungsepur (Kota Semarang, Kab. Kendal,Kota Salatiga, Kota Ungaran (Ibukota Kab. Semarang),Kab. Demak, Purwodadi), Kawasan PerkotaanMetropolitan Gerbangkertasusila (Kota Surabaya, Kab.Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan,Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto),dan KawasanPerkotaan Metropolitan Sarbagita (Kota Denpasar, Kab.Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan) dalam rangkamempercepat perannya sebagai penggerakpertumbuhan ekonomi dan mempertahankankeberlangsungan lingkungan;b. Mengoptimalkan simpul transportasi logistik khususnyatransportasi darat  (kereta api) untuk jawa bagianselatan untuk meningkatkan konektivitas antar PKN,PKW, dan PKL disekitarnya serta mengurangi bebanjawa bagian utara;c. Meningkatkan kapasitas simpul transportasi danmengembangkan jaringann Pelabuhan pada kota-kotapelabuhan, untuk mengefisienkan jalur logistik antarkepulauan;d. Mengembangkan industri pengolahan yang terintegrasidengan keberadaan pusat pendidikan serta mendukungkoridor ekonomi Jawa Bali;
2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

(SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman
dan nyaman pada kawasan metropolitan dan kota
sedang di luar Jawa termasuk kawasan perbatasan,
kepulauan, dan pesisir
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a. Menyediakan hunian vertikal serta menerapkan konsep
compact city dalam rangka efisiensi lahan di kota besardan metropolitan;b. Mengembangkan jaringan sanitasi (pengolahan sampahdan air limbah) melalui sistem pengumpulan secarakomunal di kota sedang dan mengarahkan pengolahanterpusat untuk kota besar dan metropolitan;c. Menyediakan saluran air minum perpipaan yangterintegrasi dengan kawasan permukiman, danmengembangkan infrasruktur yang berfungsi untukmenyimpan cadangan air kota;d. Pengembangan Transit Oritented Development (TOD)dan ROD (Rail Oriented Development) di kotametropolitan untuk optimalisasi dan efisiensi kegiatantransportasi masyarakat serta lahan perkotaan;e. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasaranatransportasi massal perkotaan yang berada diatas(upperground) atau dibawah tanah (underground) secaraterintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi dankondisi geografisnya;f. Menyediakan ruang publik dan fasilitas umum yangnyaman sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki danpengendara sepeda serta menyediakan ruang parkirterintegrasi multimoda dan antar moda (park and ride)untuk mengurangi kemacetan;g. Mengembangkan sarana prasarana transportasipengangkutan baik darat, laut, maupun udara untukmendukung arus perpindahan logistik Menyediakan danmeningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya disektor perdagangan dan jasa dan industri manufakturdan pengolahanyang mampu mengakomodasi pasartradisional termasuk kegiatan koperasi dan  Usaha MikroKecil Menengah (UMKM) serta bertaraf internasional;h. Meningkatkan pelayanan kesehatan bertarafinternasional  serta mengembangkan upaya preventif
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dan kuratif dalam rangka meningkatkan kualitaskesehatan masyarakat dan lingkungan perkotaan;i. Meningkatkan kualitas pendidikan melaluipengembangan laboratorium riset yang menunjangpembangunan kota serta terintegrasi dengan kebutuhandunia kerja serta melalui pembangunan techno park;j. Meningkatkan keamanan lingkungan permukiman diperkotaan dengan memperkuat modal sosial masyarakatperkotaan untuk pencegahan kejadian kriminalitas dankonflik sosial antar kelompok masyarakat; dank. Menyediakanperaturan yang memuat insentif dandisinsentif dalam pemenuhan Standar PelayananPerkotaan (SPP)
3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan

Adaptif terhadap Bencanaa. Mengembangkan  jalur  hijau yang membatasi fisik kotainti dan kota satelit disekitarnyauntukmengimbangipertumbuhan  kota  secara  ekspansif  yangtidak  terkendali  (Urban sprawl)  dan  pertumbuhanmenerus (konurbasi):b. Menetapkan aturan dan prosedur pemanfaatan ruangkota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampunglingkungan melalui land use planning dan building
regulation sebagai dasar perijinan dan pemanfaatanlahan;c. Memberikan insentif dan disinsentif bagi perencanaandan pembangunan kota, sesuai dengan aturanperundangan mengetai tata ruang dan pemanfaatantanah perkotaan yang berlaku;d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuanmasyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadapdampak perubahan iklim dan bencana (urban resilience);e. Mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijaumelalui: green transportation, green openspace (ruangterbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah danlimbah melalui 3R ), green water (efisiensi pemanfaatan
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dan pengelolaan air permukaan) dan green energy(pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramahlingkungan) untuk pengurangan tingkat pencemaran didarat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif danterbarukan, pemanfaatan daur ulang, sertapengembangan kegiatan perekonomian kota yangberwawasan lingkungan (green economy).
4. Perwujudan Kota Cerdas dan Daya Saing Kotaa. Mengembangkan perekonomian dengan membangunpencitraan kota (city branding) memanfaatkan produkdan sumber daya manusia unggulan, serta arsitekturperkotaan (urban design), berdasarkan karakter sosialbudaya lokal;b. Meningkatkan Peningkatan kapasitas dan kemampuaninovasi Sumber Daya Manusia dalam kewirausahaan;c. Mengembangkan peran layanan sistem informasiindustri, produk dan pasar dalam meningkatkan nilaitambah perekonomian kota (e-commerce) sertamengembangkan pasar keuangan dalam bentukpenyediaan kredit lunak kepada industri kecil, koperasidan UMKM;d. Meningkatkan penggunaan TIK dalam seluruh sektor (e-

governance, e-commerce, e-budgeting, e-procurement, danlain-lain); dane. Optimalisasi pasar melalui pengaturan jalur distribusilogistik dari dan keluar kota dan kerjasama dengandaerah lain.
5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan

Perkotaana. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalampembangunan perkotaan dan birokrasi kepemerintahankota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kotaberkelanjutan;b. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visionerdan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun
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dan mengelola kota berkelanjutan, baik melalui kotalayak dan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas,melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secarabersikenambungan;c. Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagipara pelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP);d. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dankerjasama pembangunan antar kota dan antar tingkatanpemerintahan;e. Mengembangkan dan menyediakan pusat data daninformasi perkotaan terpadu yang mudah diakses;f. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, danorganisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialogperencanaan dengan pemerintah dan masyarakatperkotaan, maupun dalam pembangunan kotaberkelanjutan, seperti: pembangunan infrastrukturperkotaan maupun masukan terhadap rencana tataruang kota; dang. Mengembangkan lembaga bantuan teknis danpembiayaan infrastruktur perkotaan.
7.5.2.2. Pengembangan Kawasan PerdesaanArah kebijakan pengembangan kawasan desa danperdesaan di Wilayah Jawa-Bali adalah meningkatkankesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusiaserta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhankebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatansumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengansasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 1.670desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 670desa. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antaraperkotaan dan perdesaan melalui integrasi perdesaan mandiripada 4 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat
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pada Tabel 7.4. Dalam rangka percepatan pembangunan desa diWilayah Jawa-Bali akan dilakukan:
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan

kondisi geografis Desaa. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar bidangpendidikan, kesehatan, dan perumahan di desa tertinggaldan berkembang;b. Pengembangan dan penataan pasar-pasar desa;c. Peningkatan kuantitas dan kualitas bendungan danjaringan irigasi sesuai karakteristik lokal denganmemperhatikan konservasi air di daerah hulu (water
catchment area);d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana  prasaranaproduksi (benih, pupuk, armada perikanan, alat tangkap,bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca panen(sistem logistik), dan pengolahan produk pertanian danperikanan skala rumah tangga desa;e. Peningkatan jaringan sanitasi dengan pengembanganinstalasi pengolahan air limbah di kawasan perdesaan;f. Pengembangan terminal dan moda transportasi yangmemperlancar akses dari maupun menuju desa;g. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasaranatelekomunikasi (Internet dan Base Transceiver Station).

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha
ekonomi Desaa. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentandalam pengembangan usaha dengan memperhatikankarakteristik dan potensi desa;b. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dan rentanmelalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, danjaminan sosial;c. Memberikan jaminan terhadap pasokan energi bagikegiatan ekonomi nelayan; dan
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3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi(benih, pupuk, jaringan irigasi, revitalisasi bendungan,armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sisteminformasi nelayan), pasca panen, pengolahan, dan pasar.
Peningkatan Pembangunan Sumber  Daya Manusia,
Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desaa. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, melaluifasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalamperencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa;b. Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui penguatansosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompokwanita, pemuda, anak, dan TKI);c. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidangkewirausahaan berbasis potensi lokal;d. Peningkatan keberdayaan petani dan nelayan dalammemanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (bio-

energi, biofloc).
4. Penguatan Pemerintahan Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan Desaa. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentangDesa;b. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasaranapemerintahan desa;c. Peningkatan kapasitas pemerintah desa, BadanPermusyawaratan Desa (BPD), dan kader pemberdayaanmasyarakat melalui fasilitasi, pelatihan, danpendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan danmonitoring pembangunan desa, (ii) Pengelolaan keuangandesa, (iii) Pelayanan publik, (iv) Penyiapan dan penetapanbatas desa (khususnya desa-desa perbatasan); serta (v)peta desa;d. Penguatan pemerintah desa, masyarakat, dankelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahananekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;e. Pengembangan sistem pelayanan desa berbasis internet;
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f. Pengembangan data dan sistem informasi desa yangdigunakan sebagai acuan bersama perencanaan danpembangunan desa;g. Fasilitasi kerjasama antar desa.
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

berkelanjutan serta penataan ruang kawasan perdesaana. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasanperdesaan melalui redistribusi lahan (land reform) bagipetani, buruh lahan, dan nelayan, serta menekan laju alihfungsi lahan produktif dan konservasi;b. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalamgerakan penghijauan dan menjaga kelestarian kawasanresapan air;c. Menjamin hak desa-desa dalam pemanfaatan,pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam danlingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, danberwawasan mitigasi bencana dengan memperhatikankarakteristik dan kondisi sosial budaya desa;d. Fasilitasi masyarakat desa dalam penyediaan listrik secaramandiri dengan sumber energi terbarukan (tenaga surya,tenaga air, mikro hidro, dll);e. Fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan danpendayagunaan limbah organik maupun non-organik.f. Rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir utara PulauJawa.
6. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan  Untuk

Mendorong Keterkaitan Desa-Kotaa. Mendukung perwujudan sentra industri peternakanmodern, sentra industri pertanian organik maupun non-organik (padi, jagung, kedelai) di kawasan Cianjur,Pandeglang, Pamekasan, Sampang, Salamandeg Barat,Salamandeg Timur, Kerambitan, sentra industri perikanantangkap di kawasan Muncar;b. Fasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha jasadan perdagangan yang mendukung sektor pariwisata;
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c. Peningkatan akses masyarakat desa terhadap modalusaha, pemasarandan informasi pasar;d. Peningkatan peran lembaga pendukung ekonomi desaseperti koperasi, BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikrolainnya dalam pengembangan ekonomi perdesaan;e. Fasilitasi peningkatan kesadaran
7.5.2.3. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah

Jawa-BaliPeningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Jawa-Balidiarahkan dengan memperkuat 7 pusat pertumbuhan, yaitukawasan Cibaliung dan Sekitarnya (Prov. Banten), Pamekasandan sekitarnya (Prov. Jawa Timur), Banyuwangi dan sekitarnya(Prov. Jawa Timur), serta Tabanan dan sekitarnya (Prov. Bali).Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan agropolitan danminapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat tabel 7.4).Kebijakan untuk meningkatkan keterkaitan desa-kotadiarahkan untuk mendukung pengembangan kawasanperdesaan menjadi pusat pertumbuhan baru terutama di desa-desa mandiri. Adapun prioritas strategi yang dilaksanakansebagai berikut:
1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota

kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulaua. Mempercepat pembangunan sistem transportasi yangterintegrasi antara laut, darat, dan udara untukmemperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal;b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalanLintas Selatan Pulau Jawa, Jalan Lintas Pulau Madura,Jalan Lintas Pulau Bali, jalan bebas hambatan danjaringan kereta api di Pulau Jawa, Pelabuhan RegionalBanyuwangi, serta angkutan penyebrangan yangmelayani Pulau Madura dan Pulau Bali;c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untukmemfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasiantar wilayah.
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2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu
dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster
khususnya agropolitan, minapolitan, dan pariwisata.a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasilpertanian di Kawasan Cibaliung, Pamekasan, danTabanan-Bali, serta sentra produksi dan pengolahanhasil perikanan dan kelautan di Kawasan Banyuwangi;b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusatpertumbuhan (lihat tabel 7.2) dan simpul-simpultransportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana danprasaran produksi;c. Mengembangkan Pengembangan daya tarik wisatabahari dan sejarah di Kawasan Pariwisata Kuta-Sanur-Nusa Dua melalui peningkatan ketersediaaninfrastruktur penunjang;d. Membangun bank pertanian dan perikanan untukmeningkatkan akses terhadap modal usaha di sektorpertanian dan perikanan.e. Mengembangkan Techno Park berbasis pertanian danperikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologidan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan dayasaing industri pengolahan dan jasa.

3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang
berorientasi kepada keterkaitan desa-kotaa. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yangefisien;b. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu didaerah;c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalamperencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antardaerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalamtata kelola ekonomi lokal;
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d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yangmendorong perwujudan kerjasama;e. Mengembangkan pendidikan kejuruan untukmemperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal disektor pertanian dan perikanan;f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuanmasyarakat mengenai kelestarian daerah resapan sertamitigasi bencana, terutama di Kawasan PerdesaanCibaliung, Pamekasan, Banyuwangi, dan Tabanan;Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangankawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar7.2 dan Tabel 7.4- Tabel 7.5.
Tabel 7.4.

Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan
Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Jawa-Bali

Kode Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan
K1 Kawasan PerkotaanMetropolitanJabodetabek:Kota Jakarta, Kab.Bogor, Kota Bekasi,Kab. Tangerang, KotaTangerang, KotaDepok, Kab. Bekasi,Kota TangerangSelatan, Kota Bogor

Diarahkan sebagai pusatkegiatan skala global  yangmendukung pertumbuhanwilayah nasional danmemantapkan  fungsi-fungsiketerkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan atau kota-kota ditingkat internasional.
K2 Kawasan PerkotaanMetropolitan CekunganBandung:Kota Bandung, Kab.Bandung, Kab.Bandung Barat, KotaCimahi, Kab.Majalengka, Kab.

Diarahkan sebagai pusatkegiatan skala global yangberorientasi padameningkatkan  spesialisasifungsi  jasa  pendidikan,teknologi  sistem informasi,industri, dan dan pariwisataperkotaan (urban tourism)
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Sumedang
K3 Kawasan PerkotaanMetropolitanKedungsepur:Kota Semarang, Kab.Kendal, Kota Salatiga,Unggaran (IbukotaKab. Semarang), Kab.Demak, Purwodadi(Ibukota Kab.Grobogan)

Diarahkan  sebagai  pusatkegiatan skala global yangberfungsi  mendorongpertumbuhan sektor jasa,teknologi informasi,pariwisata,  dan industriwilayah Jawa Tengah
K4 Kawasan PerkotaanMetropolitan GerbangKertosusila:Kota Surabaya, Kab.Sidoarjo, Kab. Gresik,Kab. Mojekerto, Kab.Lamongan, Kab.Bangkalan, KotaMojekerto

Diarahkan  sebagai pusatkegiatan skala global yangdipertahankan  untukberfungsi  sebagai  pusatkegiatan nasional yangmendukung  pelayananpengembangan  wilayahIndonesia  bagian Timur
K5 Kawasan PerkotaanMetropolitanSarbagita:Kota Denpasar, Kab.Badung, Kab. Gianyar,Kab. Tabanan

Diarahkan sebagai pusatkegiatan skala global yangmendorong pertumbuhanwilayah disekitarnya sebagaisentra produksi wilayah pulauserta  sebagai pusat kegiatanekonomi nasional berbasiskegiatan pariwisata yangbertaraf internasionalSumber : Bappenas, 2014
Tabel 7.5.

Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota Untuk
Memperkuat Pusat di Jawa-Bali

Kode Lokasi
Kawasan

Kelompok Kawasan Komoditas
Unggulan

D1 Cibaliung dan • Perkotaan • Kedelai
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Kode Lokasi
Kawasan

Kelompok Kawasan Komoditas
Unggulansekitarnya(Kab.Pandeglang,Prov. Banten)

Cibaliung
• Kawasan

Agropolitan
(Kedelai):Pandeglang

D2 Pamekasandan sekitarnya(Kab.Pamekasan,Kab. Sampang,Prov. Jatim)
• PKW Pamekasan
• Kawasan

Agropolitan
(Jagung):Pamekasan,Sampang

• Kota Otonom
Terdekat :Surabaya

• Jagung
• Sapi

D3 Banyuwangidan sekitarnya(Kab.Banyuwangi,Prov. Jatim)
• PKW Banyuwangi
• Kawasan

Minapolitan
Perikanan
Tangkap: Muncar

• Kawasan
Tertinggal: Pujer

• PerikananTangkap

D4 Tabanan dansekitarnya(Kab. Tabanan,Prov. Bali)
• Perkotaan Tabanan
• Kawasan

Agropolitan:Salamandeg Barat,Salamandeg Timur,Kerambitan
• Kawasan

Pariwisata: KSPNKuta-Sanur-NusaDua
• Kota Otonom

Terdekat :Denpasar

• Padi
• Sapi
• WisataBahhari
• WusataSejarah

Sumber : Bappenas, 2014
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7.5.3. Pengembangan Daerah TertinggalArah kebijakan Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal di Wilayah Jawa-Bali difokuskan pada upayapemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik danpengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis
industri dan jasa yang didukung oleh Sumber Daya Manusia(SDM) yang handal dan infrastruktur penunjang konektivitasantara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukanmelalui strategi sebagai berikut:
1. Pemenuhan Pelayanan Publik DasarMendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal WilayahJawa-Bali dengan prioritas program sebagai berikut:a. Bidang Pendidikan1) Pemerataan distribusi tenaga pendidik diutamakandi Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa;2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diutamakandi Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa;3) Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerahtertinggal (SD, SMP, SMA/SMK);4) Pembangunan sekolah berasrama di daerahtertinggal;5) Pengembangan asrama sekolah;6) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompokbelajar paket A,B,C);7) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggiuntuk daerah tertinggal.
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b. Bidang Kesehatan1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan diutamakandi Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa;2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan diutamakandi Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa;3) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Pratama di daerah tertinggal;4) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan didaerah tertinggal;5) Pengembangan telemedis di daerah tertinggal.
2. Pengembangan Ekonomi LokalPengembangan kinerja perekonomian masyarakat didaerah tertinggal secara terpadu dalam rangkameningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik,posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi inimeliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, aksespermodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritasprogram sebagai berikut:a. Pengembangan kegiatan perekonomian sub-sektorperikanan laut, garam, dan produk olahan lautdiutamakan di Pulau Madura;b. Pengembangan perekonomian masyarakat pada sub-sektor perkebunan, tanaman pangan, dan hortikulturadiutamakan di baratdan timur Pulau Jawa;c. Menyusun rencana induk dan rencana aksipengembangan ekonomi berbasis pada agroindustriperkebunan, tanaman hortikultura, dan kelautan;d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pulau Jawaseperti penyediaan tenaga pendamping;e. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)khususnya sub-sektor pangan, perkebunan, dan kawasanpesisir;f. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan

Cold Storage disetiap sentra perikanan;
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g. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut diwilayah pesisir;h. Pengembangan kelembagaan mikro;i. Pengembangan koperasi simpan pinjam;j. Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani,nelayan, peternak;k. Pengembangan pasar kecamatan tradisional.
3. Penguatan Konektivitas dan SislognasPeningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusatpertumbuhan, diprioritaskan pada ketersediaan sarana danprasarana yang menunjang pada peningkatan kinerjapembangunan ekonomi daerah, dengan prioritas kegiatansebagai berikut:a. Pembangunan infrastruktur jalan dan saranatransportasi di desa-desa terisolir khususnya di PulauMadura, bagian timur, dan bagian barat Pulau Jawa;b. Penyediaan dan pembangunan prasarana dan fasilitaspendukung kereta api di kawasan Pulau Jawa danMadura;c. Pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringankawasan utara Pulau Jawa;d. Pengembangan pelabuhan penyebrangan antarpulau;e. Pembangunan sarana transportasi air di desa-desaterisolir bagian utara Pulau Jawa;f. Pengembangan pelabuhan berskala nasional;g. Pengembangan bandara perintis di kawasan Pulau Jawadan Madura;h. Pengembangan jalan tol.
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dankapasitas kelembagaan pemangku kepentinganpembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerahyang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan industri
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dan jasa. Strategi ini meliputi aspek peraturanperundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumenkebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi (IPTEK) dengan prioritas kegiatan sebagaiberikut:a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya padapemenuhan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan,listrik, dan telekomunikas di daerah tertinggal dari aspekperencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;b. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya padapengembangan ekonomi daerah dan ekonomimasyarakat pada perkebunan, pangan-hortikultura, danperikanan laut (pesisir) dari aspek perencanaan,pelaksanaan, dan pengendalian;c. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda;d. Peningkatan teknologi pengolahan limbah hasil industri;e. Pengembangan pusat informasi pemasaran sertateknologi, pendidikan, pelatihan, pengembangan SDMpelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan danperikanan laut.f. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja danKewirausahaan.
5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerahtertinggal, perlu adanya evaluasi terhadap harmonisasi danregulasi agar afirmasi terhadap daerah tertinggalsecepatnya dapat direalisasikan melalui prioritas kegiatansebagai berikut:a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerahuntuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;b. Penyusunan Strategi Daerah tentang PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal;c. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah denganpemerintah daerah dan antar-SKPD dalampenyelenggaraan program pembangunan di daerah;
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d. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam prosespengembangan usaha di daerah tertinggal;e. Tunjangan khusus penyuluh pertanian.
6. Pembinaan Daerah Tertinggal TerentaskanPembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melaluipenguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah danpeningkatan kapasitas SDM.
7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan TransmigrasiMendukung pengembangan kawasan perdesaan dantransmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjanganantarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan,diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhanbaru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerahtertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan.Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Jawa-Bali terdiridari 7 provinsi dengan total 128 kabupaten/kota, dimana 7,03persen atau 9 kabupaten masuk dalam kategori daerahtertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerahtertinggal di wilayah ini sebesar 67,51, berada dibawah targetIPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78 persen,jauh dari target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014,sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggalWilayah Jawa-Bali masih sebesar 15,82 persen, jauh dari targetAngka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalamRPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen.Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Jawa-Balitelah ditetapkan 9 kabupaten tertinggal yang menjadi lokusagenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhirtahun 2014 diindikasikan terdapat 3 kabupaten tertinggal yangdapat terentaskan. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019jumlah daerah tertinggal di Jawa-Bali diperkirakan sebanyak 6kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkansebanyak 6 kabupaten tertinggal dapat terentaskan.
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7.5.4. Penanggulangan Daerah BencanaIndonesia merupakan negara yang memiliki jumlahpenduduk terbesar ke 4 di dunia setelah Amerika Serikat; danlebih dari 50 persen jumlah penduduk Indonesia berada diPulau Jawa. Jumlah penduduk miskin di Indonesia diwakiliProvinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sehinggapotensi kerentanan sosial terhadap kejadian bencana sangattinggi di Pulau Jawa, dibandingkan pulau-pulau lainnya.Berdasarkan data dari BNPB, bencana alam yang palingdominan berpotensi terjadi di Wilayah Jawa-Bali adalah banjir,tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung api, tsunami.Tingginya risiko bencana alam di wilayah Jawa-Bali dapatdisebabkan tingkat ancaman yang tinggi, potensi jumlahpenduduk terpapar tinggi dan potensi kerugian ekonomi tinggi,mengingat karakteristik demografi dan pertumbuhan di Jawa-Bali yang lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya.Disamping itu, kapasitas  penanggulangan bencana yang belummerata, baik kelembagaan, peringatan dini, mitigasi maupunkesiapsiagaan menghadapi bencana. Berdasarkan DIBI yangmerekam kejadian bencana tahun 1815-2014 untuk berbagaikejadian bencana di Pulau Jawa-Bali telah mengakibatkan93.482  orang meninggal dunia,  207.969 orang luka-luka, 2.841orang hilang,  4.966.943 orang mengungsi dan 506.643 rumahhancur/rusak.Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan danmeminimalisir dampak bencana di masa mendatang, maka arahkebijakan penanggulangan bencana di wilayah Jawa-Bali adalahmengurangi risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan danmeningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerahdan masyarakat terhadap bencana. Strategi penanggulanganbencana dan pengurangan risiko bencana adalah sebagaiberikut:
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam

kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui:a. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencanamelalui penyusunan kajian dan peta risiko skala
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1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000untuk kota sasaran dengan memperhatikan indikatorrisiko iklim;b. Pemanfaatan kajian dan peta risiko dalam penyusunandan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;c. Penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) BencanaKab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan RisikoBencana (RAD PRB) berdasarkan kajian dan peta risikobencana dan menjadi masukan dalam penyusunanRPJMD Kab/Kota;d. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulanganbencana di pusat dan daerah;e. Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kotasasaran sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasitanggap darurat dalam menghadapi bencana banjir,gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.
2. Penurunan kerentanan terhadap bencana, melalui:a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencanaserta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentangkebencanaan;b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi penguranganrisiko bencana kepada masyarakat baik melalui mediacetak, radio dan televisi kepada masyarakat dikabupaten/kota risiko tinggi;c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan,OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanansosial dan ekonomi masyarakat;d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasidan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam;e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan disekitar daerahaliran sungai (DAS) Ciliwung, Citarum, Bengawan Solo,Cisadane dan daerah rawan bencana alam lainnya;f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalammembangun dan mitigasi bencana.
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3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,melalui:a. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami di28 Kabupaten/Kota rawan bencana tsunami di PulauJawa-Bali dan memastikan berfungsinya sistemperingatan dini dengan baik;b. Penyediaan sistem pemantauan gunung api di Cilegon,Tasikmalaya, Wonosobo, Magelang, Kediri, Blitar, Klaten,Sleman, Bangli, Karangasem dan memastikan dapatberfungsi dengan baik;c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikanuntuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapibencana;d. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan(shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi danrambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempabumi, tsunami, letusan gunung api dan banjir;e. Pengembangan Desa Tangguh Bencana yang difokuskanpada pusat-pusat pertumbuhan dan kegiatan yangberisiko tinggi di Pulau Jawa-Bali dalam rangkamendukung Gerakan Desa Hebat;f. Penguatan kapasitas manajemen dan pendistribusianlogistik kebencanaan, di Wilayah Jawa-Bali yang dapatmenjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil;g. Pembentukan dan penguatan kapasitas forumpengurangan risiko bencana di  kabupaten/kota risikotinggi bencana;h. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggapdarurat secara berkala dan berkesinambungan untukmeningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencanagempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan banjir.
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Tabel 7.6.
Tabel 7.7.

Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW dan PKSN
di Wilayah Jawa-Bali

Wilayah Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi Risiko
tingkat

Kabupaten/Kota
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jawa-BaliKawasanJabodetabek(Jakarta, Bogor,Depok, Tangerang,Bekasi)

DKI Jakarta: tinggiuntuk banjirKota Bogor : tinggiuntuk banjir danLongsorKota Depok: tinggiuntuk banjir, cuacaekstrimKota Tangerang:tinggi untuk banjir,cuaca ekstrimKab. Tangerang:tinggi untuk banjir,cuaca ekstrimKota Bekasi; tinggiuntuk banjir, cuacaekstrimKab. Bekasi tinggiuntuk banjir, cuacaekstrim

DKI Jakarta: sedangKota Bogor : tinggiKota Depok: sedangKota Tangerang:sedangKab. Tangerang:tinggiKota Bekasi:sedangKab. Bekasi : tinggi

Bandung Raya Kota Bandung:tinggi untuk banjirdan tanah longsor.Bandung Barat:tinggi untukgempabumi.
Kota Bandung:TinggiKab. Bandung Barat: Tinggi

KawasanPerkotaanKedungsepur Kota Semarang:tinggi untuk banjirdan tanah longsor. Kota Semarang:TinggiKab. Kendal: tinggi
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Wilayah Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi Risiko
tingkat

Kabupaten/Kota(Kendal, Demak,Semarang,Ungaran,Purwodadi)
Kab. Kendal: tinggiuntuk banjir dancuaca ekstrimKab. Demak: tinggiuntuk banjir, cuacaekstrim, abrasiKab. Ungaran: databelum tersediaKab. Purwodadi:data belum tersedia

Kab. Demak: tinggiKab. Ungaran: databelum tersediaKab. Purwodadi:data belum tersedia

Malang Tinggi untukancaman : banjir,gempabumi Kab.Malang: Tinggi
Cilegon Kota Cilegon : tinggiuntuk letusangunung api Kota Cilegon:TinggiCirebon Kab. Cirebon : tinggibanjir, tanahlongsor. Kota/Kab Cirebon:TinggiKawasanPerkotaanGerbangkertosusila(Gresik,Bangkalan,Mojokerto,Surabaya, Sidoarjo,Lamongan)

Gresik : tinggi untukbanjir, tanahlongsor, angintopan.Bangkalan : tinggiuntuk banjirMojokerto : tinggiuntuk banjir dantanah longsorKota Surabaya :tinggi untuk cuacaekstrimSidoarjo : tinggiuntuk banjirLamongan : tinggiuntuk banjir.

 Gresik: Tinggi
 Bangkalan:Tinggi
 Kota/KabMojokerto:Tinggi
 Kota Surabaya:Tinggi
 Sidoarjo: Tinggi
 Lamongan:Tinggi
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Wilayah Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi Risiko
tingkat

Kabupaten/KotaKawasanPerkotaanSarbagita(Denpasar,Badung, Gianyar,Tabanan)
Denpasar : tinggiuntuk banjir, cuacaekstrimBadung : tinggiuntuk cuacaekstrim, abrasi.Gianyar : tinggiuntuk tanahlongsor, banjir.

 Denpasar:Tinggi
 Badung: Tinggi
 Gianyar:Sedang
 Tabanan:Tinggi

Serang Tinggi untukancaman : banjir, TinggiCilacap Tinggi untukancaman: banjir,gempa bumi,tsunami, tanahlongsor, kebakaran.
Cilacap: Tinggi

Yogyakarta Tinggi untukancaman:gempabumi Yogyakarta: Tinggi
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa-BaliSukabumi Tinggi untukancaman : banjir,gempa, kebakaran. Tinggi
Tasikmalaya Tinggi untukancaman : banjir,gempa,  letusangunung api.

Tinggi
Pekalongan Kab. Pekalongan :banjir, abrasi, tanahlongsor, cuacaekstrim, kebakaranKota Pekalongan :tanah longsor,kebakaran, banjir.

Kota/KabPekalongan: Tinggi

Wonosobo Tinggi untuk Sedang
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Wilayah Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi Risiko
tingkat

Kabupaten/Kotaancaman:banjir, tanahlongsor,gempabumi, letusangunung api,.Kebumen Tinggi untukancaman :banjir dan tanahlongsor, tsunami.
Kebumen: Tinggi

Magelang Tinggi untukancaman : tanahlongsor, letusangunung api, gempabumi, banjir.
Magelang: Sedang

Boyolali Tinggi untukancaman:banjir, gempa bumi. Boyolali: Tinggi
Tuban Tinggi untukancaman:Banjir Tuban: Tinggi
Bojonegoro Tinggi untukancaman:Banjir Bojonegoro: Tinggi
Pacitan Tinggi untukancaman:Banjir dan tanahlongsor

Pacitan: Tinggi
Kediri Tinggi untukancaman:letusan gunung api Kota/Kab Kediri:TinggiJember Tinggi untukancaman:Banjir dan tanahlongsor, angin topan

Jember: Tinggi
Banyuwangi Tinggi untuk Banyuwangi:
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Wilayah Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi Risiko
tingkat

Kabupaten/Kotaancaman:gempabumi,tsunami, angintopan, kekeringan
Tinggi

Blitar Tinggi untukancaman:letusan gunung api,gempa bumi
Kota/Kab Blitar:Tinggi

Madiun Tinggi untukancaman:angin topan,kekeringan
Kota/Kab Madiun:Tinggi

Probolinggo Tinggi untukancaman:Banjir Kota/KabProbolinggo: TinggiSingaraja Tinggi untukancaman:banjir dan tanahlongsor
Kab Buleleng:Tinggi

Indramayu Tinggi untukancaman:banjir, Indramayu: Tinggi
Tegal Tinggi untukancaman:angin topan,kekeringan

Kota/Kab Tegal:Tinggi
Pandeglang Tinggi untukancaman:banjir dan tanahlongsor.

Pandeglang: Tinggi
Kudus Tinggi untukancaman:banjir dan tanahlongsor.

Kudus: Tinggi
Bantul Tinggi untuk Bantul: Tinggi
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Wilayah Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi Risiko
tingkat

Kabupaten/Kotaancaman:banjir dan tanahlongsor,gempabumi.Klaten Tinggi untukancaman:banjir, tanahlongsor,gempabumi, letusangunung api,
Klaten: Tinggi

Sleman Tinggi untukancaman:gempabumi, letusangunung api,
Sleman: Tinggi

Mojokerto Tinggi untukancaman:banjir Kota/KabMojokerto: TinggiSemarapura Tinggi untukancaman:gempabumi,tsunami
Kab Klungkung:Sedang

Negara Tinggi untukancaman:banjir, tanahlongsor,
Kab. Jembrana:Tinggi

Pelabuhan Ratu Tinggi untukancaman:banjir, tanahlongsor, kebakaranhutan dan lahan
Kab. Sukabumi:Tinggi

Pangandaran Tinggi untukancaman:banjir, tsunami Kab. Ciamis: Tinggi
Pamekasan Tinggi untukancaman: Pamekasan: Tinggi
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Wilayah Index Kerawanan
(IRBI 2011)

Kelas Multi Risiko
tingkat

Kabupaten/KotaBanjirSumber: Data diolah, Bappenas, 2014
7.5.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Jawa-Bali
A. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Jawa-Bali1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan nasionalyang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencanameliputi:a. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasionalyang menjalar (urban sprawl); danb. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasionaldi kawasan rawan bencana.2) Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasiantarmoda yang dapat meningkatkan daya saing melaluipengembangan dan pemantapan jaringan transportasi yangterpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah danefisiensi ekonomi; dan3) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung pangan nasionalyang berkelanjutan, meliputi:a. pemertahanan lahan pertanian untuk tanaman pangan,termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan; danb. pengembangan dan pemertahanan jaringan prasaranasumber daya air untuk meningkatkan luasan lahanpertanian untuk tanaman pangan.4) Kebijakan untuk mewujudkan peningkatan keterkaitanekonomi antarpusat industri industri yang berdaya saing danramah lingkungan.5) Kebijakan untuk mewujudkan kapasitas daya dukung dandaya tampung lingkungan hidup yang memadai untukpembangunan, meliputi:
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a. peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung palingsedikit 30 persen dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengankondisi ekosistemnya; danb. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi dayauntuk meningkatkan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup.6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN)dalam rangka menjaga momentum fungsi kawasan dalampengembangan perekonomian nasional yang produktif,efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomianinternasional dengan tetap memperhatikan daya dukunglingkungan hidup.
B. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Jawa-Bali
I. Struktur Ruang Pulau Jawa-Bali1. Strategi pengendalian perkembangan kawasan perkotaannasional yang menjalar (urban sprawl) meliputi:a. mengendalikan perkembangan kawasan permukiman,perdagangan, jasa, dan/atau industri di kawasanperkotaan nasional sesuai dengan daya dukung dandaya tampung lingkungan hidup; danb. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaannasional yang berdekatan dengan kawasan lindung.2. Strategi pengembangan dan pemantapan jaringantransportasi yang terpadu untuk meningkatkanketerkaitan antarwilayah dan efisiensi meliputi:a. mengembangkan dan/atau memantapkan aksesprasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan/atauudara yang menghubungkan antarkawasan perkotaannasional dan memantapkan koridor ekonomi PulauJawa-Bali; danb. memantapkan akses prasarana dan sarana transportasidarat yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalur keretaapi, serta jaringan transportasi penyeberangan yangmenghubungkan kawasan perkotaan nasional dengansentra produksi, pelabuhan, dan/atau bandar udara;dan
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Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan di Pulau Jawa-Bali pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 7.8
Tabel 7.8

Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Pulau Jawa-
Bali Periode 2015-2019Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWNPKN PKW PKSNDKIJakarta KawasanPerkotaanJabodetabek (I/C/3) Pandeglang(II/B)Banten Serang (I/C/1) Rangkas Bitung(II/B)Cilegon (I/C/1)JawaBarat KawasanPerkotaanBandung Raya(I/C/3)

Sukabumi(I/C/1)
Cirebon(I/C/1) Cikampek –Cikopo (I/C/1)Pelabuhanratu(II/C/2)Indramayu(II/C/1)Kadipaten(II/C/2)Tasikmalaya(I/C/1)Pangandaran(II/C/2)JawaTengah Surakarta(I/C/1) Boyolali (II/B)
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Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWNPKN PKW PKSNKawasanPerkotaanSemarang-Kendal-Demak-Ungaran-Purwodadi(Kedungsepur)(I/C/3)

Klaten (II/C/1)

Cilacap (I/C/1) Salatiga (II/C/1)Tegal (II/C/1)Pekalongan(I/C/1)Kudus (I/C/1)Cepu (II/C/1)Magelang(I/C/1)Wonosobo(II/C/1)Kebumen(II/C/1)Purwokerto(II/C/1)DIY Yogyakarta(I/C/3) Bantul (I/D/1),(II/C/1)Sleman (II/C/1)JawaTimur KawasanPerkotaan(Gerbangkertosusila)(I/C/3)
Probolinggo(II/C/1)

Malang (I/C/1) Tuban (I/C/1)Kediri (I/C/1)
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Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWNPKN PKW PKSNMadiun (II/C/1)Banyuwangi(I /C/1)Jember (II/C/2)Blitar (II/C/2)Pamekasan(II/C/2)Bojonegoro(II/C/2)Pacitan (II/C/2)Bali KawasanPerkotaanDenpasar-Bangli-Gianyar- Tabanan(Sarbagita)(I/C/1)
Singaraja(I/C/1)
Semarapura(II/B)Negara (II/B)Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014

II. Pengembangan Kawasan LindungStrategi terkait Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkankapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupyang memadai untuk pembangunan adalah sebagai berikut:3. Peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung palingsedikit 30 persen dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengankondisi ekosistemnya meliputi:c. Pertahanan luasan kawasan berfungsi lindung danmerehabilitasi kawasan berfungsi lindung yangterdegradasi;d. Pengendalian dan rehabilitasi daerah aliran sungai(DAS) kritis;
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e. Pengendalian dan rehabilitasi kawasan lindung dibagian hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan hutanlindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi;dan4. Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidayauntuk meningkatkan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup, meliputi: pengembangan pengelolaankawasan lindung dan kawasan budi daya melalui kerjasama antardaerah untuk kelestarian pemanfaatan sumberdaya alam.3. Strategi pengendalian perkembangan kawasan perkotaannasional di kawasan rawan bencana meliputi:a. menetapkan zona-zona rawan bencana besertaketentuan mengenai standar bangunan gedung yangsesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancamanbencana di kawasan perkotaan nasional; danb. mengendalikan perkembangan kawasan budi dayaterbangun di kawasan perkotaan nasional yangberpotensi terjadinya bencana.
III. Pengembangan Kawasan Budidaya1. Strategi pemertahanan lahan pertanian untuk tanamanpangan, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutanmeliputi:a. Pengembangan dan pemeliharaan bendungan besertawaduknya untuk mempertahankan daya tampung airyang menjamin penyediaan air baku bagi kegiatanpertanian tanaman pangan; danb. Pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi teknispada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasanlahan pertanian tanaman pangan.2. Strategi pengembangan dan pemertahanan jaringanprasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasanlahan pertanian tanaman pangan meliputi:
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a. Pemertahanan luas lahan pertanian panganberkelanjutan dengan mengendalikan kegiatan budidaya lainnya;b. Pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanianuntuk tanaman pangan; danc. Pengendalian perkembangan fisik kawasan perkotaannasional untuk menjaga keutuhan lahan pertaniantanaman pangan.3. Strategi peningkatan keterkaitan ekonomi antarpusatindustri industri yang berdaya saing dan ramahlingkungan meliputi:a. Peningkatkan penataan lokasi kegiatan industri didalam kawasan industri; danb. Peningkatkan kegiatan industri yang benilai tambahtinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramahlingkungan.
IV. Pengembangan Kawasan Strategis NasionalDalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional(KSN) dikembangkan 4 (empat) KSN yang mendukungpengembangan wilayah di Pulau Jawa-Bali. Strategipengembangan KSN di Pulau Jawa-Bali dapat dilihat padaTabel 7.9.

Tabel 7.9
Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di

Pulau Jawa-BaliNo KSN Tipe Strategi K/L1 KawasanPerkotaanSarbagita Kepentingan Ekonomi Pengembanganketerpaduansistem pusat-pusat kegiatanyang mendukungfungsi kawasan
- Kementerian Agrariadan TataRuang
- Bappenas



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 471

No KSN Tipe Strategi K/Lberbagai pusatkegiatan ekonominasional berbasiskegiatanpariwisata yangbertarafinternasional diKawasanPerkotaanSarbagita

- Kementerian LH danKehutanan

2 KawasanPerkotaanKedungsepur
Pemantapansistem kota-kotasecara hierarkidan terintegrasidalam bentukperkotaan inti danperkotaandisekitarnyasesuai denganfungsinya danperannya diKawasanPerkotaanKedungsepur3 KawasanPerkotaanCekunganBandung

Kepentingan EkonomidanLingkungan Hidup
Peningkatan dayadukunglingkungan yangberkelanjutandalampengelolaankawasan, untukmenjamin tetapberlangsungnyakonservasi air dantanah denganmempertahankan

4 KawasanPerkotaanJabodetabek punjur
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No KSN Tipe Strategi K/Lkualitas dankuantitas airtanah dan airpermukaan, sertapenanggulanganbanjir di KawasanPerkotaanCekunganBandung danKawasanPerkotaanJabodetabekpunjurSumber: Data diolah, Bappenas, 2014
7.5.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi DaerahArah kebijakan pengembangan Wilayah Jawa-Bali yaknipeningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorongdaya saing nasional berbasis industri, lumbung pangannasional, serta perdagangan dan jasa berskala internasional,dengan strategi:1. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan;2. Penguatan peran gubernur  melalui  sebagai wakilPemerintah Pusat;3. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan padatiap pemerintah daerah yang terintegrasi denganmanajemen kinerja;4. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaanpelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.5. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasiskompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah.6. Peningkatan proporsi belanja modal;
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7. Pengembangan variasi pendanaan untuk belanjainfrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah,pinjaman, dan skema obligasi;8. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penganggaran,salah satunya melalui penciptaan informasi anggaranpemerintah daerah melalui e-government.9. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi danatransfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;10. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan danpengelolaan keuangan Daerah.
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7.6. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Jawa-
Bali

7.6.1. Prioritas Program Pembangunan
7.6.1.1. Provinsi DKI Jakarta

Tabel 7.10.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
KERETA API1. Pembangunan jalur lingkar KA layang (elevated loopline)Jabodetabek termasuk shortcut antara Manggarai - PondokJati & Rajawali – Kampung Bandan2. Pembangunan shortcut antara Palmerah dan Karet LintasSerpong3. Pembangunan MRT North-South antara Kampung Bandan –Lebak Bulus (Porsi Pemerintah)4. Koridor Green Line (Circular Line)5. Koridor Green Line (Extention)6. Pembangunan KA Bandara Soekarno-Hatta express line(Porsi Pemerintah dalam skema KPS)7. Pengembangan fasilitas baru KA Jabodetabek (ATP,Workshop)8. Peningkatan prasarana KA eksisting Jabodetabek9. Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabekantara Parungpanjang - Citayam (jalur ganda danelektrifikasi) termasuk pengadaan lahan10. Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabekantara Nambo - Cikarang - Tj. Priok/Kalibaru11. Lanjutan pembangunan double-double track (DDT) danelektrifikasi antara Manggarai - Cikarang termasukpengadaan lahan
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan BRT Transjakarta
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN LAUT1. Pembangunan dermaga Kali Baru Utara (Tahap 1) - NewPriok2. Pengembangan Terminal Multipurpose di area ReklamasiAncol Timur
JALAN1. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Akses Tanjung Priok(E2, E2 A, dan NS) dan Akses Dry Port Cikarang2. Pembangunan Jalan Bekasi - Cikunir – Cawang3. Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp. Melayu4. Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari5. Pembangunan Jalan Tol JORR W2 - Utara (7,67 km)6. Pembangunan Flyover Dalam Kota (Semanggi, REMartadinata, Pinang Baris, Pancoran, Kuningan, Sudirman)7. Pembangunan FO/Underapass Perlintasan KA
SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke KBT Jakarta2. Normalisasi Kali Ciliwung Paket 1  Jakarta3. Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 Jakarta4. Normalisasi Kali Ciliwung Paket 3 Jakarta5. Normalisasi Kali Ciliwung Paket 4 Jakarta6. Perbaikan dan Pengaturan Kali Krukut Jakarta7. Perbaikan dan Pengaturan Kali Cipinang Jakarta8. Perbaikan dan Pengaturan Kali Cisadane Jakarta9. Perbaikan dan Pengaturan Kali Buaran, Jatikramat, CakungJakarta10. Perbaikan dan Pengaturan Cikarang Bekasi Laut Jakarta11. Perbaikan dan Pengaturan Kali Cilemah Abang Jakarta12. Perbaikan dan Pengaturan Kali Cimanceuri Jakarta13. Pembangunan Cengkareng Drain 2 Jakarta14. JUFMP/JEDI Paket 2A Cengkareng Floodway Jakarta15. JUFMP/JEDI Paket 2B Lower Sunter Jakarta16. JUFMP/JEDI Paket 6 Upper Sunter dan West Canal FloodJakarta17. National Capital Integrated Coastal Defence (Tanggul Laut)
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalJakarta18. O&P Banjir Kanal Barat Jakarta19. O&P Banjir Kanal Timur Jakarta
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7.6.1.2. Provinsi Jawa Barat

Tabel 7.11.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional

KERETA API1. Pengembangan KA perkotaan Bandung (jalur ganda, stasiun,persinyalan, telekomunikasi dan elektrifikasi)2. Pembangunan double-double track (DDT) antara Cikarang -Cikampek3. Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - TanjungRasa (track, jembatan, persinyalan, telekomunikasi, stasiun)4. Pembangungan jalur KA antara Cikarang - PelabuhanCilamaya5. Pembangunan jalur KA antara Cangkring - PelabuhanCirebon6. Pembangunan jalur ganda antara Cicalengka - Kroya7. Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek - Tj. Sari danpembangunan jalur KA baru antara Tj. Sari - BandaraKertajati8. Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten danpembangunan jalur KA baru antara Kadipaten - BandaraKertajati9. Reaktivasi jalur KA antara Banjar – Cijulang10. Pembangunan High Speed Railway Jakarta - Bandung
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Bandung2. Pengembangan Sistem Transit Kota Bogor3. Pengembangan Sistem Transit Kota Bekasi4. Pengembangan Sistem Transit Kota Depok5. Pengembangan Sistem Transit Kota Cimahi6. Pengembangan Sistem Transit Kota Tasikmalaya
PERHUBUNGAN UDARA
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional1. Pembangunan Bandara Karawang2. Pembangunan Bandara Kertajati

PERHUBUNGAN LAUT1. Pembangunan Terminal Mobil Pelabuhan Kalibaru2. Pengembangan Pelabuhan Pemanukan3. Pembangunan konstruksi pelabuhan Cilamaya
JALAN1. Pembangunan Jalan Akses Menuju Bandara InternasionalKarawang2. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Cilamaya3. Pembangunan Jalan akses Subang ke Tol Cikampek-Palimanan 10 km4. Pembangunan Jalan Akses Tol Cimanggis - Wanaherang -Nangrak5. Pembangunan Jalan Antar Kawasan MM-2100-Bekasi Fajar-EJIP-Lippo Cikarang (3 km)6. Pembangunan Jalan Bekasi - Narogong – Cilengsi7. Pembangunan Jalan Cibiru-Dayu Kolot-Soreang-Patrol-Cemarene8. Pembangunan Jalan Cirebon-Kuningan-Cipasung-Ciamis9. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Cikarang menujuTimur Jakarta10. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Barat (TegalBuleud-Sindang Barang-Kelapagenep)11. Pembangunan Jalan menuju kawasan industri Purwakarta5,1 Km12. Pembangunan Jalan Pantura Cikampek – Cirebon (166,1Km)13. Pembangunan Jalan Soreang-Rancabali-Cidaun14. Pembangunan Jalan Tegal Danas15. Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi16. Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing 33,9 km (JORR2)17. Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan 116. 75 km18. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional19. Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (JORR 2)20. Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi 14,6 km (JORR 2)21. Pembangunan Jalan tol Pasir Koja- Soreang22. Pembangunan Jalan tol terusan Pasteur - Ujung Berung -Cileunyi, Soekarno Hatta – Gedebage23. Pembangunan Jembatan Layang Cikarang Kota-PasirGombong24. Penambahan Jalur Jalan Tol Jakarta – Cikampek25. Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR)

ENERGI1. Pipa Cirebon-Bekasi 220 km
KETENAGALISTRIKAN1. PLTU Cirebon   660 MW2. PLTU Pelabuhan Ratu   350 MW3. PLTU Pelabuhan Ratu   350 MW4. PLTM Pelabuhan Ratu 350 MW5. PLTM Cianten 2   5 MW6. PLTM Cikaso   5 MW7. PLTM Cirompang   8 MW8. PLTM Cikaniki 1   3 MW9. PLTM Cikaniki 2   3 MW10. PLTM Cisanggiri   3 MW11. PLTM Pakenjeng Atas   4 MW12. PLTM Pakenjeng Bawah   6 MW13. PLTP Patuha   55 MW14. PLTM Cibatarua   5 MW15. PLTM Citaraje   3 MW16. PLTM Cianten 1   2 MW17. PLTM Cilaki   7 MW18. PLTM Cimandiri   3 MW19. PLTP Patuha   55 MW20. PLTM Cijampang 1   1 MW21. PLTM Cibalapulang   9 MW



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 481

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional22. PLTM Cibalapulang-2   7 MW23. PLTM Cibalapulang-3   6 MW24. PLTM Cilaki 1A   3 MW25. PLTM Cilaki 1B   10 MW26. PLTM Cikopo-2   6 MW27. PLTM Ciasem   3 MW28. PLTM Cicatih   6 MW29. PLTP Wayang Windu   110 MW30. PLTP Kamojang   30 MW31. PLTP Karaha Bodas   30 MW32. PLTA Rajamandala   47 MW33. PLTP Patuha   55 MW34. PLTP Cibuni   10 MW35. PLTA Jatigede   55 MW36. PLTA Jatigede   55 MW37. PLTM Kalapa Nunggal   3 MW38. PLTM Cikandang   6 MW39. PLTP Tangkuban Perahu 2   30 MW40. PLTU Jawa-1   1 MW41. PS Upper Cisokan Pump Storage   260 MW42. PS Upper Cisokan Pump Storage   260 MW43. PS Upper Cisokan Pump Storage   260 MW44. PS Upper Cisokan Pump Storage   260 MW45. PLTU Jawa-3   660 MW46. PLTP Kamojang   60 MW47. PLTP Karaha Bodas   55 MW48. PLTP Karaha Bodas   55 MW49. PLTP Tangkuban Perahu 2   30 MW50. PLTP Wayang Windu   110 MW51. PLTP Cisolok-Cisukarame   50 MW52. PLTUIndramayu-4   1 MW53. PLTU Jawa-3   660 MW54. PLTU Jawa-5 1 MW
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional55. PLTP Tangkuban Perahu 1   55 MW56. PLTP Tangkuban Perahu 1   55 MW57. PLTP Tampomas   45 MW58. PLTP Cisolok-Cisukarame   55 MW59. PLTU Jawa-5   1 MW60. PLTP Gn Ciremai   55 MW61. PLTP Gn Ciremai   55 MW62. PLTP Cisolok-Cisukarame   55 MW63. PLTU Indramayu-5   1 MW

SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan Waduk Ciawi (2015-2018) Bogor2. Revitalisasi Situ - Jawa Barat (25 Situ)3. Pembangunan SPAM Air Baku Kali Baru Barat dan Kali BaruTimur Bogor4. Pembangunan DI Sadawarna Subang, Indramayu5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS Sukamandi Cs, SS Jengkol Cs,SS Gadung Cs, SS Rancabango Cs, dan SS Beres - Kab Subang(Loan World Bank - WISMP2) Bekasi6. Pembebasan Tanah untuk Floodway Cisangkuy  Bandung7. Pembangunan Floodway Cisangkuy  Bandung8. Pembangunan Retensi Cieunteung Bandung9. Pembangunan relokasi tanggul s. Citarum Hilir, desa TelukBuyung Kab. Karawang10. Pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul s. CitarumHilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi11. Pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa PantaiSederhana Kab. Bekasi12. Sodetan Sungai Cilamatan Ds. Wanasari Kec CipunagaraSubang13. Pembebasan Lahan untuk rehabilitasi 4 anak sungai - LoanJICA IP-559 Bandung14. Upper Citarum Basin Flood Management  (Loan JICA IP-559)Bandung15. Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hulu Rancamanyar
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasionals/d Nanjung  Bandung16. Pembebasan Lahan untuk peningkatan kapasitas s. CitarumHilir17. Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hilir dari s. Cikao s/dMuara Gembong Bandung18. Pembangunan Check Dam di Sungai Cipamingkis Bogor19. Pembangunan Waduk Tegal Luar Bandung20. Pembangunan Waduk Santosa Bandung21. Pembangunan Waduk Sadawarna Bandung22. Pembangunan Waduk Cimeta Bandung23. Pembangunan Waduk Sukawana Bandung24. Pembangunan Waduk Cikapundung Bandung25. Pembangunan Waduk Citarik Bandung26. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Curug - Cibeet (LoanADB - ICWRMIP) Karawang27. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Cibeet - Bekasi (LoanADB - ICWRMIP) Bekasi28. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Bekasi-CawangBekasi29. Operasi dan Pemeliharaan Sungai Citarum Hulu Sapan-Nanjung dan Anak-anak Sungai Citarum Hulu Bandung30. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19AGarut31. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19BGarut32. Perbaikan Irigasi Kecil 78 Desa Provinsi Jawa Barat33. Pengerukan Lembah Putri di Muara Sungai CiputrapingganKab. Pangandaran34. Perbaikan dan Pengaturan Sungai Cikidang di Ds. BabakanKec. Pangandaran Kab. Pangandaran Kab. Pangandaran35. Pembangunan Acces Road Matenggeng Ciamis/Cilacap36. Pembangunan Perkantoran Waduk MatenggengCiamis/Cilacap37. Pembangunan Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap38. Pembebasan Tanah  Bendungan Matenggeng Kab. Ciamis/
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
NasionalKab. Cilacap39. Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku   Tasikmalaya,Ciamis, Cilacap, Banyumas
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7.6.1.3. Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7.12.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
KERETA API1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa  Purwokerto- Kroya2. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa LanjutanKroya - Kutoarjo3. Lanjutan elektrifikasi jalur KA antara Yogyakarta - Solo4. Elektrifikasi jalur KA antara Kutoarjo - Yogyakarta5. Pembangunan shortcut Solokota - Solo jebres6. Lanjutan reaktivasi jalur KA antara Kedungjati - Tuntangdan peningkatan jalur KA antara Tuntang - Ambarawa7. Reaktivasi jalur KA antara Yogyakarta - Magelang danMagelang - Ambarawa8. Pembangunan jalur KA layang antara Jerakah - SemarangPoncol - Semarang Tawang - Alastua (perkotaan Semarang)termasuk flyover Kaligawe9. Peningkatan jalur KA menuju Pelabuhan Cilacap10. Reaktivasi jalur KA antara Semarang Gudang - PelabuhanTanjung Mas
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Semarang2. Pengembangan Semi BRT Kota Surakarta
PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang
PERHUBUNGAN LAUT1. Pembangunan Pelabuhan Wonogiri di KecamatanParanggupito2. Pengembangan Pelabuhan Kendal3. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional4. Pembangunan Pelabuhan Cilacap
JALAN1. Pembangunan Fly Over Kali Banteng (Menuju PelabuhanTanjung Emas)2. Pembangunan Jalan akses Pelabuhan PenyeberanganKendal3. Pembangunan Jalan Baru dari Desa Baseh menuju PLTGWKP Baturaden4. Pembangunan Jalan Bypass Brebes-Tegal5. Pembangunan Jalan Carikan - Deyangan - Bumihargo -Borobudur6. Pembangunan Jalan Kb. Agung-Wanayasa-Dieng-Wonosobo7. Pembangunan Jalan Lingkar Sumpiuh Kab. Banyumas8. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Tengan(Slarang-Jladri-Mawar-Congot)9. Pembangunan Jalan Rembang - Blora-Batas Jatim10. Pembangunan Jalan Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri11. Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang (75km)12. Pembangunan Jalan Tol Pejagan - pemalang (57,5 km)13. Pembangunan Jalan Tol Pemalang – Batang (39,20 km)14. Pembangunan Jalan tol Semarang - Solo15. Pembangunan Jalan Wonogiri-Ngadirejo-Biting
ENERGI1. Pipa Cirebon-Semarang 230 KM2. FSRU Jawa Tengah 550 mmcfd3. Pipa Kepodang-TambakLorok 250 KM
KETENAGALISTRIKAN1. PLTU Tanjung Jati B-#4   660 MW2. PLTU Adipala/Cilacap   660 MW3. PLTM Logawa Baseh   3 MW4. PLTM Logawa Sunyalangu   2 MW5. PLTG Semarang   150 MW6. PLTM Bendosari   4 MW7. PLTM Pugeran   6 MW8. PLTM Ambal   2 MW
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional9. PLTM Banjaran /Kbnmanis   2 MW10. PLTM Logawa Babakan   1 MW11. PLTM Karangpelem   2 MW12. PLTM Palumbungan   2 MW13. PLTP Dieng   55 MW14. PLTP Dieng   60 MW15. PLTU Cilacap exp   600 MW16. PLTA Karangkates   100 MW17. PLTU Jawa Tengah (PPP)   950 MW18. PLTU Jawa Tengah (PPP)   950 MW19. PLTP Ungaran   55 MW20. PLTP Baturaden   110 MW21. PLTP Dieng   55 MW22. PLTP Ungaran   30 MW23. PLTP Baturaden   110 MW24. PLTP Ungaran   55 MW25. PLTP Guci   55 MW26. PLTP Candi Umbu-Telomoyo   55 MW27. PLTP Gunung Lawu   55 MW28. PLTP Dieng   55 MW29. PLTU Jawa-4   1 MW30. PS Matenggeng PS   225 MW31. PS Matenggeng PS   225 MW32. PLTP Ungaran   55 MW33. PLTP Gunung Lawu   55 MW34. PLTU Jawa-4   1 MW35. PS Matenggeng PS   225 MW36. PS Matenggeng PS   225 MW
SUMBER DAYA AIR1. Rehabilitasi DI Pemali (27.482 Ha)   Kab Tegal - Brebes2. Rehabilitasi DI Klambu (37.451 Ha) Kab Grobogan - Demak3. Revitalisasi Irigasi Tambak WS pemali Juana4. Pembangunan Bendung Karet Tondomulyo Kab Pati
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional5. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sistem Sungai JragungKab Demak – Grobogan6. Perkuatan Tebing Sungai Serang Kab Demak - Grobogan7. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai BKT  KotaSemarang - Kab. Demak8. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Wulan Kab Kudusdan Demak9. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Lusi  Kab Blora10. Perkuatan Tebing Sungai Comal Kab. Pemalang11. Perkuatan Tebing Sungai Pemali Kab. Brebes12. PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI KEDUNG SEMAT KabJepara, Ds Kedungmalang, Kalianyar, Surodadi, Panggung,Bulakbaru, Tanggultlare, Semat.13. Pelaksanaan Konstruksi Bendungan Logung kab Kudus DesaTanjungrejo, Kecamatan Jekulo14. Pembangunan Embung  Gondanglegi dan EmbungPelemputih  Kab Boyolalai15. Pembangunan Embung  Coyo dan Embung Tirto KabGrobogan16. Rekondisi Rawa Pening Kab Semarang17. Pembangunan Jaringan Air Baku Petanglong (Tahap I danTahap II) Kab Pemalang, Pekalongan18. Pembangunan Jaringan Air Baku Dadi Muria  Kab Kudus,Purwodadi19. Pembangunan Jaringan Air Baku Semarsalat Kab Semarang,Salatiga20. Penyempurnaan SAB Klambu Kudu Kab Demak, Grobogan,Semarang21. Pembangunan/peningkatan DI Slinga Purbalingga22. Rehabilitasi DI Serayu Banyumas, Cilacap Kebumen23. Rehabilitasi DI Wadaslintang Kebumen, Purworejo24. Peningkatan kapasitas dan normalisasi Sungai Serayu dananak Sungainya (Sungai Serayu, Sungai Merawu, Kali Sapi,Sungai Klawing, Sungai Pekacangan)  Wonosobo,Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas25. Peningkatan kapasitas dan normalisasi Sungai Luk Ulo dan
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasionalanak sungainya Wonosobo, Kebumen26. Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klepSungai Wawar dan anak sungainya Kebumen, Purworejo27. Peningkatan  kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klepSungai Bogowonto dan anak sungainya Wonosobo,Purworejo28. Peningkatan, perkuatan tebing dan Pintu Klep Sungai Progodan anak sungainya Temanggung, Magelang, Sleman,Yogyakarta, Bantul29. Rehabilitasi, peningkatan  kapasitas dan perkuatan tebingSungai Serayu dan anak Sungainya (Sungai Serayu, SungaiMerawu, Kali Sapi, Sungai Klawing, Sungai Pekacangan)Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas30. Rehabilitasi, peningkatan  kapasitas dan perkuatan tebingSungai Tipar / Bengawan dan anak sungainya  Cilacap,Banyumas, Kebumen31. Rehabilitasi, peningkatan kapasitas dan perkuatan tebingSungai Ijo dan anak sungainya Cilacap, Banyumas, Kebumen32. Rehabilitasi, peningkatan  kapasitas dan perkuatan tebingSungai Telomoyo dan anak sungainya Kebumen33. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing SungaiWawar dan anak sungainya Kebumen, Purworejo34. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing SungaiCokroyasan dan anak sungainya Kebumen, Purworejo35. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing SungaiBogowonto dan anak sungainya Wonosobo, Purworejo36. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing SungaiProgo dan anak sungainya Temanggung, Magelang, Sleman,Yogyakarta, Bantul37. Pembangunan Sabo/DAM Pengendali Sedimen  Boyolali,Magelang, Klaten38. Pembangunan Diversion Channel Kali Putih Magelang39. RehabilitasiSabo/DAM Pengendali Sedimen di JatengBoyolali, Magelang, Klaten40. Pembangunan Waduk Bener Purworejo dan Wonosobo41. Pembangunan Waduk Gintung Banjarnegara
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional42. Pembangunan Waduk Wanadadi / Punggelan Banjarnegara43. Pembangunan Waduk Pasuruan Magelang44. Pembangunan embung kecil / telaga  Banyumas,Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen,Purworejo45. Pembangunan SPAM Regional Keburejo Kebumen,Purworejo46. Pembangunan SPAM Regional Purbamas Purbalingga,Banyumas, Banjarnegara47. Pembangunan SPAM Wononegara Wonosobo, Banjarnegara48. Pemeliharaan Sungai WS Serayu Bogowonto49. O & P Sabo/DAM Pengendali Sedimen di Jateng Boyolali,Magelang, Klaten50. Normalisasi Alur Sungai Cibeureum Kab. Cilacap51. Normalisasi Alur Sungai Cihaur Kab. Cilacap
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7.6.1.4. Provinsi DI Yogyakarta

Tabel 7.13.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Di Yogyakarta

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Yogyakarta
PERHUBUNGAN UDARA1. Pembangunan bandara internasional di Propinsi DIYogyakarta2. Pembangunan Jalan Lintas Pantasi Selatan Jawa (Temon-Bugel-Girijati-Baron-Jepitu-Jerukwudel)3. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Yogyakarta4. Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta
SUMBER DAYA AIR1. Peningkatan  kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klepSungai Opak dan anak sungainya Gunung Kidul, Bantul2. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing SungaiSerang dan anak sungainya Kulon Progo3. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Opakdan anak sungainya Gunung Kidul, Bantul4. Pembangunan Sabo/DAM Pengendali Sedimen  Sleman5. Pembangunan Kantong Lahar Kali Gendol Sleman6. Consulting Service Urgent Disaster Merapi7. RehabilitasiSabo/DAM Pengendali Sedimen di DIY Sleman8. Pembangunan Jetty Glagah Kulon Progo9. Rehabilitasi Muara sungai dan Jetty di WS POS Kulon Progo,Bantul10. Pembangunan Waduk Karang Talun Sleman11. Pembangunan Long Storage Karang Talun dan Kali BawangSleman, Kulon Progo12. Pembangunan Waduk Gari Gunung Kidul13. Pembangunan embung kecil / telaga  Gunungkidul, Sleman,Kulon Progo, Temanggung, Magelang



494 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Ga
m

ba
r 

7.
8

K
eg

ia
ta

n 
St

ra
te

gi
s 

In
fr

as
tr

uk
tu

r 
Ja

ng
ka

 M
en

en
ga

h 
N

as
io

na
l P

ro
vi

ns
i D

I Y
og

ya
ka

rt
a 

20
15

-2
01

9



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 495

7.6.1.5. Provinsi Jawa Timur

Tabel 7.14.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Jawa Timur

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
KERETA API1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Solo - Paron2. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Paron -Madiun3. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Madiun -Surabaya4. Pembangunan jalur KA antara Tulangan - Gununggangsir5. Pengembangan KA perkotaan Surabaya (jalur ganda,elektrifikasi) termasuk akses jalur KA menuju BandaraJuanda6. Pembangunan jalur ganda antara Bangil - Banyuwangi7. Reaktivasi jalur KA antara Jombang - Babat - Tuban8. Reaktivasi jalur KA antara Kalisat - Situbondo - Panarukan9. Pembangunan jalur KA antara Kandangan - PelabuhanTeluk Lamong10. Pembangunan MRT Surabaya (Boyo Rail)11. Pembangunan LRT Surabaya (Suro Tram)
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Surabaya2. Pengembangan Sistem Transit Kota Malang
PERHUBUNGAN UDARA1. Pengembangan terminal penumpang Bandara Djuanda
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak2. Pengembangan Pelabuhan Probolinggo3. Pembangunan Pelabuhan Petikemas Bojonegara4. Pengembangan Pelabuhan Branta5. Pengembangan Pelabuhan Lamongan
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional6. Pembangunan Terminal Multi Purpose Teluk LamongTahap I
JALAN1. Pembangunan Jalan Bangkalan - Tj Bumi-Ketapang-Sotobar-Sumenep2. Pembangunan Jalan Bonojegoro-Cepu3. Pembangunan Jalan Lingkar Sidoarjo4. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur(Jarit-Puger-Glenmore)5. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur(Talok-Wonorogo-Ngrejo-Prigi-Panggul)6. Pembangunan Jalan menuju Bts di Probolinggo, Sukapura -Cemoro Lawang - Lautan Pasir7. Pembangunan Jalan Prigi-Durenen8. Pembangunan Jalan Ptg Bunder - Krian9. Pembangunan Jalan Situbondo-Garduatak-Silapak-Ketapang-Banyuwangi10. Pembangunan Jalan Tol Gempol - Pandaan11. Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto (40,05 km)12. Pembangunan Jalan Tol Pandaan - Malang13. Pembangunan Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo 45,32 Km14. Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi 215 Km15. Pembangunan Jalan Tol Solo - Kertosono16. Pembangunan Jalan Tol Surabaya Gempol - Pasuruan 32Km17. Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 36,27 km18. Pembangunan Jalan Treggalek-Dengok-Ponorogo-Madiun19. Pembangunan Jalan Waru - Wonokromo - Tj.Perak20. Pembangunan Flyover Dalam Kota (Wonokromo, Kenjeran,Demak Kalibutuh, Jemur Sari, Letjen Sutoyo, Raya Darmo,Waru)21. Pembangunan Jalan Tol Lingkar Timur Surabaya22. Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Bulu Pandan
ENERGI1. Kilang minyak 300 MBCD
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional2. Pipa Gresik-Semarang 250 km3. FSRU Jawa Timur 150 mmcfd
KETENAGALISTRIKAN1. PLTU Paiton-9   660 MW2. PLTU Pacitan   315 MW3. PLTU Paiton 3 Exp   815 MW4. PLTU Pacitan   315 MW5. PLTU Tj. Awar-awar   350 MW6. PLTU Tj. Awar-awar   350 MW7. PLTGB Bawean   3 MW8. PLTG Grati   150 MW9. PLTG Grati   150 MW10. PLTGB Bawean   3 MW11. PLTGU Jawa-1   500 MW12. PLTM Pacet   2 MW13. PLTGU Jawa-1   250 MW14. PLTU Madura   200 MW15. PLTU Madura   200 MW16. PLTA Kalikonto   62 MW17. PLTA Kesamben   37 MW18. PLTP Iyang Argopuro   55 MW19. PLTP Iyang Argopuro   110 MW20. PLTP Wilis/Ngebel   55 MW21. PLTP Iyang Argopuro   110 MW22. PLTP Wilis/Ngebel   55 MW23. PLTP Ijen   55 MW24. PLTP Wilis/Ngebel   55 MW25. PLTP Arjuno Welirang   55 MW26. PLTGU Jawa-2   750 MW27. Pembangunan Tanjung Bulu Pandan28. Pembangunan Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek29. Pembangunan Bendungan Semantok II Kabupaten Nganjuk30. Pembangunan Bendungan Lesti III Kabupaten Malang31. Pembangunan Bendungan Bagong Kabupaten Trenggalek
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional32. Pembangunan Bendungan Genteng I Kabupaten Malang33. Pembangunan Bendungan Kedung Warak KabupatenNganjuk34. Pembangunan Bendungan Kampak Kabupaten Trenggalek35. Pembangunan Bendungan Sumber Agung KabupatenKediri36. Pembangunan Waduk Blega Kab. Bangkalan37. Pembangunan Waduk Gongseng Bojonegoro38. Pembangunan Waduk Tukul Pacitan39. Pembangunan Waduk bendo Kab. Ponorogo40. Lower Solo River Improvement Project Phase 2Bojonegoro, Lamongan, Gresik
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7.6.1.6. Provinsi Banten

Tabel 7.15.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Banten

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional

KERETA API1. Pembangunan shortcut Lintas Tangerang2. Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja -Rangkasbitung – Merak3. Pembangunan jalur KA antara Tonjong - PelabuhanBojonegara4. Reaktivasi jalur KA antara Rangkasbitung - Labuan
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Tanggerang2. Pengembangan Sistem Transit Kota Tanggerang Selatan3. Pengembangan Sistem Transit Kota Serang
PERHUBUNGAN UDARA1. Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan BandaraSoekarno-Hatta2. Pembangunan Bandara Banten Selatan
JALAN1. Pembangunan Jalan Cikande - Rangkasbitung2. Pembangunan Jalan Cikande – Serang – Cilegon3. Pembangunan Jalan Cilegon - Bojonegara - Merak4. Pembangunan Jalan Cilegon- Pasauran5. Pembangunan Jalan Cipanas-Warung banten - Bayah6. Pembangunan Jalan Tanjung Lesung - Sumur (24 Km)7. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Cilegon8. Pembangunan Jalan penghubung Kawasan PariwisataTanjung Lesung (Jalur Karet - Panjang  6,5 Km, Jalur Cipanon- Panjang 0,42 Km, Jalur Panjang - Cipenyu 5,3 Km)9. Pembangunan Jalan Serang - Bojonegara - Merak
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah
Nasional10. Pembangunan Jalan Tol Cengkareng - Kunciran (JORR 2)11. Pembangunan Jalan Tol Cilegon – Bojonegara12. Pembangunan Jalan Tol Kunciran Serpong13. Pembangunan Jalan Tol Panimbang - Serang14. Pembangunan Jalan Tol Serpong-Cinere 10,1 km (JORR 2)

KETENAGALISTRIKAN1. PLTU Lontar   315 MW2. PLTU Lontar   315 MW3. PLTM Cisono   3 MW4. PLTM Cikotok   4 MW5. PLTM Situmulya   3 MW6. PLTM Cikidang   2 MW7. PLTM Cisungsang II   3 MW8. PLTM Karang Ropong   6 MW9. PLTM Cisimeut   2 MW10. PLTM Bulakan   10 MW11. PLTU Lontar Exp   315 MW12. PLTU Banten   625 MW13. PLTM Cidano   2 MW14. PLTP Rawa Dano   110 MW15. PLTP Endut   55 MW16. PLTU Jawa-6   2 MW17. SUMBER DAYA AIR18. Pembangunan Waduk Sindang Heula Kab. Serang19. Pembangunan Waduk Karian Kab. Lebak20. Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air Bendung Pasar BaruTANGERANG
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7.6.1.7. Provinsi Bali

Tabel 7.16.
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

di Provinsi Bali

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
KERETA API1. Pembangunan KA Bandara Ngurah Rai
PERHUBUNGAN DARAT1. Pengembangan Sistem Transit Kota Denpasar
PERHUBUNGAN UDARA1. Pembangunan Bandara Bali Utara
PERHUBUNGAN LAUT1. Pengerukan alur di Pelabuhan Benoa2. Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di KabBuleleng3. Pengembangan Pelabuhan pariwisata/cruise Tanah ampo
JALAN1. Pembangunan Jalan Antasari - Seririt2. Pembangunan Jalan Buahan - Trunyan3. Pembangunan Jalan Canggu-Beringkit-Batuan-PantaiPumana4. Pembangunan Jalan Canggu-Denpasar5. Pembangunan Jalan Culali - Toya Mul6. Pembangunan Jalan Denpasar-Gilimanuk7. Pembangunan Jalan Kayuselem - Pradi A8. Pembangunan Jalan Kubu Tambahan - Singaraja - Seririt -Celukan Bawang9. Pembangunan Jalan Malet - Malet Kuta Mesir10. Pembangunan Jalan Mengwitani-Singaraja11. Pembangunan Jalan P . Nusa Penida12. Pembangunan Jalan Penelokan - Yeh Mampeh13. Pembangunan Jalan Penulisan - Blandingan (4 Km)
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14. Pembangunan Jalan Saketi - Simpang15. Pembangunan Jalan Soka-Sririt16. Pembangunan Jalan Songan - Alengkong - Bukit Sari17. Pembangunan Jalan Songan - Blandingan18. Pembangunan Jalan Tohpati – Kosamba19. Pembangunan Jalan Tol Kusamba-Padangbai20. Pembangunan Jalan Yehamampeh - Dalem Belingkang
KETENAGALISTRIKAN1. PLTU Bali Utara/Celukan Bawang   130 MW2. PLTU Bali Utara/Celukan Bawang   125 MW3. PLTU Bali Utara/Celukan Bawang   125 MW4. PLTM Telagawaja   4 MW5. PLTG Pesanggaran 50 MW6. PLTG Pesanggaran   50 MW7. PLTG Pesanggaran   50 MW8. PLTP Bedugul   10 MW
SUMBER DAYA AIR1. Pembangunan Waduk Titab Kab. Buleleng2. Bali Beach Conservation Program Phase II
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7.6.2. Kerangka RegulasiPelaksanaan pembangunan Wilayah Jawa-Bali tidakterlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perludiperhatikan, diantaranya:a. Pelimpahan kewenangan perijinan pusat kepada pengelolaKEK Tanjung Lesung;b. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 28/2012tentang RTR Pulau Jawa-Bali.
7.6.3. Kerangka KelembagaanPelaksanaan pembangunan Wilayah Jawa-Bali tidakterlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perludiperhatikan, diantaranya:a. Pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi;b. Peningkatan kemampuan pengelolaan investasi di KEKTanjung Lesung;c. Meningkatkan kualitas hubungan industrial antara tenagakerja, serikat pekerja, dan perusahaan;d. Promosi pariwisata dan industri mikro kecil menengah KEKTanjung Lesung kepada investor luar/dalam negeri untukmenarik minat para investor;e. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi PenataanRuang Nasional dan Provinsi di Wilayah Jawa-Bali dalammelaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatanruang Pulau.
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BAB 8
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA

8.1 CAPAIAN KINERJA SAAT INI1. Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di WilayahSumatera mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namundemikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi Wilayah Sumateraselama kurun waktu 2009-2013 sebesar 6,74 persen atau sudahberada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar5,9 persen. Peranan Wilayah Sumatera dalam pembantukan PDBnasional mengalami peningkatan dari 23,5 persen (2009)menjadi 23,74 persen (Triwulan II 2014).2. Pemerintah Provinsi di Wilayah Sumatera telah cukup berhasildalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009hingga 2014 (Maret) dan persentase penduduk miskin WilayahSumatera sudah berada di bawah angka kemiskinan nasionalsebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014).Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguranterbuka (TPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah Sumatera jugatelah berhasil menurunkan TPT dan sudah di bawah TPTnasional sebesar 7,87 persen (2009), kecuali Provinsi Aceh,Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Selatan;dan 5,70 persen (Feb, 2014), kecuali di Provinsi Aceh, SumateraUtara dan Sumatera Barat yang masih berada di atas TPTNasional.3. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka diWilayah Sumatera ini telah dikatakan sudah cukup baik. Hal inidiindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks PembangunanManusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsidi Wilayah Sumatera. Namun demikian, pencapaian IPM diProvinsi Lampung masih perlu ditingkatkan karena masih dibawah IPM nasional yaitu sebesar 71,76 (2009) dan 73,81(2013).
4. Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat,seluruh provinsi di Wilayah Sumatera mengalami kenaikankesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikandari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Sumaterayang cenderung meningkat pada tahun 2013 dibandingkandengan tahun 2009. Namun, rasio gini Wilayah Sumatera sudahberada di bawah rasio gini nasional yaitu 0,413 (2013). Ke
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depan, hal ini  perlu mendapatkan perhatian agar prosespembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif,sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmatisecara merata oleh masyarakat.
8.2 POTENSI DAN KEUNGGULAN WILAYAHPerekonomian Wilayah Sumatera ditopang oleh beberapa sektorutama yaitu pertanian terutama perkebunan, pertambangan danpenggalian, serta industri pengolahan.5. Potensi perkebunan Wilayah Sumatera cukup melimpahterutama pada komoditas kelapa sawit. Sebesar 70 persen lahanpenghasil kelapa sawit nasional berada di Wilayah Sumatera,dengan produksi kelapa sawit di tahun 2013 mencapai18.895.449 ton per tahun atau 68,10 persen dari jumlahproduksi kelapa sawit di Indonesia. Sementara itu, WilayahSumatera juga menjadi produsen karet di Indonesia dengankontribusi sebesar 65 persen dari produksi karet nasional sertamemiliki 14 persen luasan lahan perkebunan karet nasional.Dalam perkembangannya, karet yang diproduksi kemudianmenjadi konsumsi bagi 15 persen industri hilir nasional.6. Sektor pertambangan dan penggalian yaitu batu bara, gas bumidan minyak bumi cukup berlimpah. Perkembangan produksibatu bara nasional tahun 2004-2011 meningkat dengan produksibatubara hingga akhir tahun 2011 mencapai 290 juta ton. Totalsumber daya batubara nasional tahun 2011 adalah sebanyak105.187,44 juta ton, yang sebagian besar terdapat di WilayahSumatera sebanyak 52.483,2 juta ton atau sebesar 49,89 persendari total cadangan batubara nasional.7. Potensi bahan tambang di Wilayah Sumatera lainnya yaitu bijihtimah, bauksit (bijih alumunium), dan kaolin. Kandungan timahIndonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia.Indonesia memasok sekitar 30 persen dari kebutuhan timahdunia dengan 27 persen di antaranya berasal dari ProvinsiBangka Belitung. Komoditas timah terdapat di Sungai Liat (PulauBangka), Manggara (Pulau Belitung), Dabo (Pulau Singkep),Provinsi Kepulauan Riau, dan Bangkinan (Provinsi Riau).Sementara itu, penambangan bauksit atau bijih aluminium diWilayah Sumatera terdapat di Kepulauan Riau, dan ProvinsiBangka Belitung. Potensi kaolin di Wilayah Sumatera juga cukupbesar untuk dikembangkan dengan potensi 34,9 persen daricadangan nasional. Indonesia merupakan penghasil kaolinterbesar ke-5 di dunia. Kandungan kaolin yang cukup besar di
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Wilayah Sumatera terdapat di Provinsi Bengkulu sebesar 162,5miliar ton dan Sumatera Utara sebesar 91,8 miliar ton.8. Lebih jauh lagi, pohon industri Kemenperin mengindikasikanbahwa pengembangan klaster industri pengolahan timah danaluminium akan mampu mendukung industri manufaktur yangmemproduksi barang kompleks seperti elektronik, peralatanlistrik, kendaraan bermotor, mesin dan komponennya.Sementara itu, industri kaolin dapat dikembangkan lebih lanjutsebagai bahan baku dalam produksi barang kompleks padaindustri otomotif, industri elektronik, dan industri peralatanlaboratorium.
9. Dalam konteks nasional, Wilayah Sumatera merupakan sentraproduksi dan pengolahan hasil bumi. Sektor industri pengolahanjuga memberikan kontribusi yang cukup besar padaperekonomian Wilayah Sumatera tahun 2012 sebesar 19,48persen. Persebaran industri pengolahan yang berbasiskomoditas unggulan di Wilayah Sumatera diantaranya: industrikelapa sawit, industri karet dan barang dari karet di ProvinsiSumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan ProvinsiBengkulu; Industri pulp dan kertas di Provinsi Riau; Industridasar besi dan baja dan industri logam dasar bukan besi diProvinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan BangkaBelitung.
8.3 TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERABerdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, makatema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai "salah satu pintugerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan lumbungenergi nasional, diarahkan untuk pengembangan hilirisasi komoditasbatu bara, serta industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah,bauksit, dan kaolin."
8.4 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SUMATERATujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2015-2019adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan WilayahSumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah,melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, sertapengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah,bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c)peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.
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Adapun sasaran pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun2015-2019 adalah sebagai berikut:10. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembanganekonomi Wilayah Sumatera, akan dikembangkan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi denganmemanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasukdiantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus(KEK), 1 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).11. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antarwilayah di Wilayah Sumatera, maka akan dilakukanpembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 10Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaranoutcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi didaerah tertinggal sebesar 6,3 persen; (b) menurunnyapersentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 10,13persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di daerah tertinggal sebesar 73,10 73,69.12. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasanperkotaan di Sumatera, maka akan dipercepat pembangunan 2Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, peningkatan efisiensipengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah adasaat ini, serta mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonomberukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi.13. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akandilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran sedikitnya1500 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya600 desa.14. Khusus untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, diharapkan dapat diwujudkan 8 pusat pertumbuhan baruperkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau PusatKegiatan Wilayah (PKW).15. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagaihalaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman,maka akan dikembangkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional(PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasanperbatasan negara yang dapat mendorong pengembangankawasan sekitarnya.16. Sasaran Otonomi Daerah adalah: (1) Meningkatnya proporsipenerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25% untukpropinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnyaproporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan
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untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% pada tahun 2019  sertasumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnyajumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpapengecualian (WTP) sebanyak 10 provinsi dan 23kabupaten/kota di wilayah Sumatera; (4) Meningkatnya  kualitasdan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjangS1 sebesar 65% dan S2-S3 sebesar 10%; (5) Terlaksananyadiklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemenpembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruhwilayah Sumatera sebesar 150 angkatan (dengan proyek awalProvinsi Lampung); (6) Meningkatnya implementasipelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan,kesehatan dan infrastruktur; (7) Meningkatnya persentasejumlah PTSP sebesar 100%; (8) Meningkatnya persentasejumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepaladaerah ke PTSP sebesar 90%; (9) Terlaksananya sinergiperencanaan dan penganggaran di wilayah Sumatera (denganproyek awal Provinsi Aceh dan Riau); (10) Terlaksananyakoordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan perangubernur sebagai wakil pemerintah; dan (11) terlaksananyasistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line diwilayah Sumatera (dengan proyek awal Provinsi Riau).17. Sasaran Pengurangan Bencana adalah menurunnya indeks risikobencana pada 5 PKN (Kota Medan, Kota Padang, KotaLhokseumawe, Banda Lampung, Jambi) dan 15 PKW (Kota BandaAceh, Langkat, Deli Serdang, Karo, Padang Pariaman, KepulauanMentawai, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong,Banyuasin, Lahat, Lampung Barat, Tanggamus, Sarolangun,Kerinci) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yangberfungsi sebagai KAPET, KSN atau PKSN.Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhirtahun 2019, pembangunan Wilayah Sumatera semakin meningkat. Halini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB WilayahSumatera terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 23,9 persen (2014)menjadi 25,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebutdiharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diSumatera. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkatkemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 diWilayah Sumatera dapat dilihat pada Tabel 8.1 sampai dengan Tabel8.3 sebagai berikut.
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TABEL 8.1
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SUMATERA

PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Provinsi Pertumbuhan Ekonomi (persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Aceh 5,5 – 5,6 5,7 – 5,9 5,8 – 6,2 5,9 – 6,4 5,9 – 6,5
Sumatera Utara 6,0 – 6,2 6,6 – 6,8 7,0 – 7,4 7,3 – 7,9 7,7 – 8,5
Sumatera Barat 5,4 – 5,5 5,9 – 6,1 6,2 – 6,6 6,7 – 7,2 7,0 – 7,7
Riau 4,5 – 4,6 4,8 – 5,0 4,9 – 5,2 5,2 – 5,7 5,7 – 6,3
Kepulauan Riau 6,6 – 6,7 6,8 – 7,1 7,2 – 7,6 7,9 – 8,5 8,6 – 9,5
Jambi 6,4 – 6,6 6,9 – 7,2 7,2 – 7,6 7,8 – 8,4 8,5 – 9,4
Sumatera Selatan 5,7 – 5,8 6,0 – 6,2 6,1 – 6,4 6,4 – 7,0 7,1 – 7,9
Kep. Bangka Belitung 5,4 – 5,5 6,0 – 6,2 6,6 – 7,0 6,8 – 7,4 7,1 – 7,9
Bengkulu 5,8 – 6,0 6,6 – 6,8 7,0 – 7,5 7,4 – 8,0 7,9 – 8,8
Lampung 6,2 – 6,3 6,6 – 6,9 7,0 – 7,4 7,4 – 8,0 7,8 – 8,6Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 8.2
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH SUMATERA

PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Provinsi Tingkat Kemiskinan (persen)
2015 2016 2017 2018 2019

Aceh 14,8 – 14,5 14,0 – 13,5 12,5 – 11,8 11,0 – 10,2 8,7 – 7,9
Sumatera Utara 8,6 – 8,4 8,2 – 7,9 7,4 – 7,0 6,5 – 6,0 5,2 – 4,7
Sumatera Barat 6,1 – 6,0 5,9 – 5,6 5,3 – 5,0 4,7 – 4,3 3,7 – 3,3
Riau 6,4 – 6,2 6,0 – 5,8 5,3 – 5,0 4,7 – 4,3 3,7 – 3,3
Kepulauan Riau 4,6 – 4,5 4,4 – 4,2 4,0 – 3,7 3,4 – 3,1 2,6 – 2,4
Jambi 5,4 – 5,3 5,1 – 4,9 4,6 – 4,3 4,1 – 3,7 3,2 – 2,9
Sumatera Selatan 11,1 – 10,9 10,6 – 10,2 9,5 – 9,0 8,4 – 7,8 6,7 – 6,0
Kep. Bangka Belitung 3,6 – 3,5 3,4 – 3,3 3,0 – 2,8 2,6 – 2,4 2,1 – 1,9
Bengkulu 13,4 – 13,1 12,8 – 12,3 11,4 – 10,8 10,1 – 9,3 8,0 – 7,2
Lampung 13,4 – 13,1 12,8 – 12,3 11,5 – 10,8 10,2 – 9,4 8,1 – 7,3Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014
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TABEL 8.3
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH SUMATERA

PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Provinsi Tingkat Pengangguran (persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Aceh 9,1 – 9,0 8,9 – 8,5 8,5 – 8,1 8,2 – 7,6 8,0 – 7,2
Sumatera Utara 6,0 – 5,9 5,9 -5,6 5,7 – 5,4 5,5- 5,1 5,4 – 4,9
Sumatera Barat 6,0 – 5,9 5,9 – 5,7 5,7 – 5,4 5,5 – 5,1 5,4 – 4,9
Riau 5,3 – 5,2 5,1 – 4,9 4,9 – 4,6 4,6 – 4,3 4,5 – 4,0
Kepulauan Riau 6,4 – 6,3 6,1 – 5,9 5,9 – 5,5 5,6 – 5,2 5,4 – 4,8
Jambi 4,5 – 4,4 4,4 – 4,2 4,2 – 4,0 4,1 – 3,8 3,9 – 3,6
Sumatera Selatan 4,6 – 4,5 4,4 – 4,3 4,3 – 4,1 4,2 – 3,9 4,1 – 3,7
Kep. Bangka Belitung 4,4 – 4,3 4,2 – 4,1 4,1 – 3,9 3,9 – 3,6 3,8 – 3,4
Bengkulu 3,4 – 3,3 3,3 – 3,2 3,2 – 3,0 3,1 – 2,8 3,0 – 2,7
Lampung 5,3 – 5,2 5,1 – 4,9 5,0 – 4,7 4,9 – 4,5 4,7 – 4,3Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

8.5 ARAH KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SUMATERA

8.5.1 Pengembangan Kawasan StrategisKebijakan pembangunan kawasan strategis bidang ekonomi diWilayah Sumatera diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhanekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saingnasional dan internasional berbasis produksi dan pengolahan hasilbumi serta menjadi lumbung energi nasional.Persebaran kawasan strategis berada di beberapa provinsi,meliputi: (1) Provinsi Aceh terdapat dua kawasan strategis, yaitu:Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bandar Aceh Darussalam(KAPET BAD) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas(KPBPB) Sabang di Kota Sabang; (2) Provinsi Sumatera Utara terdapatsatu kawasan strategis, yaitu: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) SeiMangkei di Kabupaten Simalungun; (3) Provinsi Kepulauan Riauterdapat  empat kawasan strategis nasional, yaitu: KPBPB Batam diKota Batam, KPBPB Bintan di Kabupaten Bintan, KPBPB TanjungPinang, dan KPBPB Karimun di Kabupaten Karimun; serta (4) ProvinsiSumatera Selatan terdapat satu kawasan strategis, yaitu KEK Tanjung
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Api-Api di Kabupaten Banyuasin. Percepatan pembangunan kawasanstrategis dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor Ekonomi

SumateraPengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis eratkaitanya dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensiekonomi wilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dandaya saing komoditas unggulan yang dilakukan melalui:a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI)a) Menyiapkan kawasan industri KEK Sei Mangke dan KEKTanjung Api-Api sebagai sentra pengolahan komoditasunggulan kelapa sawit, karet, batu bara menjadi produkbernilai tambah tinggi, serta logistik;b) Mengembangkan industri-industri pengolahan kelapasawit, karet, dan batu bara menjadi produk bernilaitambah tinggi berorientasi ekspor;c) Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan kelapasawit, karet baik di dalam KEK maupun di sekitar wilayahKEK (kebun rakyat).b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)a) Mengembangkan industri manufaktur unggulan kawasanberorientasi ekspor di KPBPB Batam, Bintan, TanjungPinang, dan Karimun dengan memanfaatkan fasilitasperdagangan bebas dan pelabuhan bebas;b) Mengembangkan Industri pariwisata dan pengolahanperikanan dan sumberdaya laut berorientasi ekspor diKPBPB Sabang;c) Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas danpelabuhan bebas.c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Mengembangkan kawasan pengelolaan klaster-klasterkomoditas unggulan kelapa sawit dan perkayuan secaraterpadu;b) Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan kelapasawit dan perkayuan;
2. Percepatan Penguatan Konektivitas
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Peningkatan konektivitas antara kawasan sebagai pusat-pusatpengolahan produk bernilai tambah tinggi dan berorientasi eksporpada KEK Sei Mangke dan KEK  Tanjung Api-Api dengan kawasan-kawasan sekitarnya sebagai pusat-pusat bahan baku yaitu KAPETdan KPI-KPI di Sumatera, termasuk di dalamnya daerah tertinggalakan dilakukan melalui:a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI)a) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan PelabuhanTanjung Api-Api, Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hubinternasional;b) Pengembangan dan pembangunan terminal peti kemas diBelawan, terminal peti kemas di Kuala Tanjung;c) Pembangunan jalur kereta api ruas Bandar Tinggi-KualaTanjung, ruas Prabumulih-Simpang-Tanjung Api-Api, ruasSpoor Simpang (Gunung Bayu)-KEK Sei Mangkei;d) Peningkatan kapasitas jalan ruas Simpang Inalum-KualaTanjung; ruas Ujung Kubu-Kuala Tanjung, ruas SimpangSei Balai-Ujung Kubu, ruas Tanjung Kubah-Kuala Indah,ruas Simpang Mayang-Sei Mangkei-Simpang Pasar Baru-Boluk, ruas Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-DusunPengkolan-Tinjoan-Sei Mejangkar, ruas Bts Simalungun-Silimbat-Bts Taput, ruas Tanjung Morawa-Saribudolok-Tongging;e) Pembangunan Bendungan Lausimeme;f) Pembangunan PLTU di Sumatera Selatan dengan kapasitas300 MW.b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)a) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan Batu Ampardan Pelabuhan Tanjung Sauh di Batam;b) Pembangunan jalan tol Batu Ampar-Muka Kuning-HangNadim.c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Pembangunan ruas jalan jalan Seulimum - Lam Teuba -Krueng Raya;b) Pengembangan jaringan jalur kereta api di pesisir timur;c) Pengembangan Pelabuhan Malahayati;
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d) Peningkatan Bandara Sultan Iskandar Muda;e) Pembangunan dan peningkatan Bendungan Lambadeuk,Bendungan Keuliling, dan Bendungan Leubok BendunganRajui, Bendungan Rukoh dan Bendungan Tiro.
3. Penguatan Kemampuan SDM dan Ipteka. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI)a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola danAdministratur KEK Sei Mangkei dan Tanjung Api-Api dibidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaankawasan;b) Peningkatan kemampuan pengelolaan investasi di KEK SeiMangkei dan Tanjung Api-Api;c) Peningkatan koordinasi Badan Pengelola KEK, pemerintahpusat, dan pemerintah daerah;d) Penyiapan tenaga kerja berkualitas di bidang industripengolahan berteknologi tinggi.b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengusahaan KPBPBBBK dan Sabang di bidang perencanaan, penganggaran,dan pengelolaan kawasan;b) Revitalisasi kelembagaan BP KPBPB dalam mendukungpengembangan bisnis yang berorientasi profit;c) Peningkatan kualitas kelembagaan serikat pekerja;d) Penguatan peran Dewan Kawasan KPBPB BBK dan Sabangsebagai regulator kawasan;e) Peningkatan kemampuan koordinasi kewenangan antaraBP KPBPB BBK dan Sabang dengan pemda dan pemerintahpusat;f) Pengembangan sarana prasarana pendidikan danpelatihan profesi untuk meningkatkan  kualitas tenagakerja dalam bidang industri pengolahan dan manufaktur.c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola KAPET BADdi bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaankawasan serta revitalisasi kelembagaan;b) Memberikan pembinaan kelembagaan yang mendukung
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perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing secarakomparatif dan kompetitif;c) Pengembangan sarana prasarana pendidikan danpelatihan profesi untuk meningkatkan  kualitas tenagakerja di bidang agroindustri, bidang perikanan, bidangpariwisata, serta bidang distribusi dan pemasaran.
4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan

Iklim Usahaa. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI)a) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengankarakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitasfiskal di semua bidang usaha, pembebasan PPN danPPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolahdan digunakan di KEK;b) Memberikan pelayanan terpadu satu pintu danpenggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan PerijinanInvestasi Secara Elektronik (SPIPISE) bidang perijinanperindustrian, perdagangan, pertanahan  di KEK SeiMangkei, dan KEK Tanjung Api-Api;c) Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial antaratenaga kerja, serikat pekerja, dan perusahaan dalam KEK;d) Promosi produk unggulan KEK Sei Mangkei, KEK TanjungApi-api kepada investor luar dan dalam negeri untukmenarik minat para investor.b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)a) Penyelesaian status lahan, terutama terkait denganpemanfaatan lahan yang masih berstatus holding zonekawasan hutan di kawasan-kawasan strategis;b) Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial antaratenaga kerja, serikat pekerja, dan perusahaan di KPBPBBatam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang, dan Sabang;c) Promosi industri unggulan KPBPB BBK dan Sabang kepadainvestor luar dan dalam negeri untuk menarik minat parainvestor.c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)a) Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan ikliminvestasi, diantaranya adalah PP. Nomor  147 Tahun 2000
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Tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET
b) Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenanganantara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, KotaBanda Aceh, dan Kabupaten Pidie Jaya dengan BadanPengembangan KAPET BAD, sesuai dengan perundanganyang berlaku
c) Promosi produk unggulan KAPET BAD kepada investorluar dan dalam negeri untuk menarik minat para investor.

8.5.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

8.5.2.1 Pengembangan Kawasan PerkotaanArah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan di Wilayah Sumateradifokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saingmenuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik,potensi ekonomi dan budaya lokal. Untuk itu strategi pembangunanperkotaan Wilayah Sumatera tahun 2015-2019 yaitu:
1. Perwujudan  Sistem Perkotaan Nasional (SPN)a. Mengembangkan simpul transportasi khususnya transportasidarat (kereta api) untuk sumatera bagian timur danmengembangkan jaringan transportasi laut untuk sumaterabagian barat untuk meningkatkan konektivitas antar PKN,PKW, dan PKL disekitarnya.
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b. Mengembangkan industri pengolahan untuk meningkatkankonektivitas dengan desa-desa produksi sekitarnya.
2. Perwujudan Kota Layak Huni Yang Aman dan Nyamana. Mengembangkan perumahan swadaya di kawasan perkotaanITBM Palapa dan Patungraya Agung;b. Mempercepat pemenuhan dan meningkatkan  pelayanansarana prasarana permukiman sesuai dengan tipologi danperan kotanya;c. Mengembangkan sistem pengolahan sanitasi terpusat untukkota besar dan Kota Metropolitan;d. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana danprasarana  transportasi massal perkotaan secara terintegrasidan multimoda sesuai dengan tipologi dan kondisigeografisnya;e. Mempercepat sistem dan sarana prasarana logistik untukmendukung peran kota sebagai pusat pasar wialayahsekitarnya;f. Mengembangkan konsep Transport Oriented Development(TOD) untuk optimalisasi dan efisiensi transportasi dan tataguna lahan perkotaan khususnya di kota besar dan KSNPerkotaan;g. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi,khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang mampumengakomodasi pasar tradisional, termasuk kegiatan koperasidan  Usaha mikro kecil Menengah (UMKM);h. Meningkatkan pelayanan sarana prasarana serta menyediakantenaga pendidik dan tenaga kesehatan profesional;i. Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaanfasilitas dan sistem penanganan kriminalitasdan konflik, sertameningkatkan modal sosial masyarakat kota;
3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif

terhadap Bencanaa. Perwujudan penyelenggaraan ruang yang efisien danberkeadilan serta ramah lingkungan;b. Pengembangan infrastruktur mitigasi bencana (urban
resilience) terutama pada kota yang memiliki indeks kerawananbencana yang sangat tinggi;
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c. Memberikan insentif kepada masyarakat dan pemerintah yangmelakukan pencegahan dan penanggulangan bencanakebakaran hutan dan lahan terutama pada yang terkenadampak kebakaran hutan dan lahan;d. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalamupaya adaptasi  terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasibencana (urban resilience).d. Mengembangkan dan menerapkankonsep kota hijau melalui:
greentransportation, green openspace (ruang terbuka hijau),
green waste(pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R1),
green water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan airpermukaan) dan green energy (pemanfaatan sumber energiyang efisien dan ramah lingkungan) untuk pengurangan tingkatpencemaran di darat, laut, dan udara,pemanfaatan energialternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur ulang, sertapengembangan kegiatan perekonomian kota (green Economy)khususnya di kota besar dan kota metropolitan..

4. Perwujudan Kota Cerdas yang Berdaya Sainga. Mengembangkan perekonomian dengan membangunpencitraan kota (city branding) yang memanfaatkan produkdan Sumber Daya Manusia unggulan;b. Peningkatan jumlah tenaga kerja ahli dan terampil melaluipenyediaan sarana prasarana pendidikan tinggi dan pelatihankejuruan (higher education and vocational training);c. Penyediaan layanan publik serta perencanaan, pengoperasiandan pemeliharaan sarana prasarana kota melalui penggunaanteknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bentuk e-
government, e-commerce dan e-infrastructures;d. Peningkatan efisiensi pasar melalui pengaturan jalur distribusilogistik dari dan keluar kota; dane. Pengembangan pasar keuangan dalam bentuk penyediaankredit lunak kepada industri kecil, koperasi dan UMKM;

5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaana. Perwujudan sistem, peraturan dan prosedur dalampembangunan perkotaan dan  birokrasi kepemerintahan kota
13R: pengurangan (Reduce),  pemanfaatan kembali (Re-use), dan Daur Ulang (re-cycle)
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yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kotaberkelanjutan;b. Peningkatan kapasitas pemimpin kota yang visioner dankapasitas aparatur pemerintah dalam membangun danmengelola kota berkelanjutan, melalui pendidikan, pelatihandan penilaian kinerja secara bersikenambungan;c. Penyederhanaan proses perijinan dan berusaha bagi parapelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP);d. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan dan kerjasamapembangunan antar kota dan antar tingkatan pemerintahanterutama dalam pembangunan, pengembangan danpengelolaan infrastruktur ;
e. Pengembangan dan penyediaan pusat data dan informasiperkotaan terpadu  yang mudah diakses;
f. Peningkatan peran swasta, organisasi masyarakat, danorganisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialogperencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan,maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan, seperti:pembangunan infrastruktur perkotaan maupun masukanterhadap rencana tata ruang kota; dan

8.5.2.2 Pengembangan Kawasan PerdesaanArah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan diWilayah Sumatera adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dandesa, serta mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memilikiketahanan sosial, ekonomi dan ekologi sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa dengan sasaran berkurangnya jumlahdesa sedikitnya 1500 desa atau meningkatnya jumlah desa mandirisedikitnya 600 desa. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokalantara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi kawasan perdesaanpada 8 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat padatabel 8.3. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasanperdesaan di Wilayah Sumatera akan dilakukan:
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sesuai dengan

Kondisi Geografis Desaa. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar, baikperumahan, sanitasi, air minum, pelayanan pendidikan dan
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kesehatan di kawasan desa tertinggal dan berkembang;b. Peningkatan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatankhususnya di desa-desa terpencil;c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi daratmaupun air penghubung antar desa maupun penghubung desadengan pusat produksi dan pemasaran;d. Peningkatan  kualitas jaringan listrik (tenaga surya, tenaga air,mikro hidro, dll) dan jaringan telekomunikasi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha

ekonomia. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalampengembangan usaha berbasis  lokal;b. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dan rentanmelalui penyediaan lapangan usaha, bantuan permodalan, danpenyediaan lembaga keuangan mikro;c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana  prasaranaproduksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, bendungan, armadaperikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasinelayan), pasca panen (sistem logistik), dan pengolahan produkpertanian dan perikanan skala rumah tangga desa.
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan

Modal Sosial Budaya Masyarakat Desaa. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kelompok/lembagamasyarakat (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI) melaluifasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam perencanaan,pemetaan, pembangunan, dan pengelolaan desa;b. Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adatdalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahandan perairan, serta lingkungan hidup desa desa pesisir secaraberkelanjutanc. Penguatan lembaga adat dan Desa Adat, pengakuan danperlindungan hak-hak masyarakat adat (termasuk suku adatterasing) disesuaikan dengan kearifan lokal;d. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dankesehatan, khususnya dalam peningkatan kapasitas tenagakesehatan lokal (bidan desa, dukun beranak);e. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang ketrampilan
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dan kewirausahaan berbasis potensi lokal;f. Peningkatan keberdayaan petani dan nelayan dalammemanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna(bio-energi, biofloc) untuk mewujudkan kemandirian pangan;
4. Penguatan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Desaa. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desab. Peningkatan kapasitas pemerintah desa, BadanPermusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakatmelalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam(i)_Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunandesa, (ii) Pengelolaan keuangan desa, (iii) Pelayanan publik,(iv) Penyiapan dan penetapan batas desa (khususnya desa-desaperbatasan); serta (v) peta desa;c. Penguatan pemerintah desa, masyarakat, dan kelembagaanmasyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial,lingkungan keamanan dan politik;d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahandesa;e. Fasilitasi penyiapan data dan informasi desa yang digunakansebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa;f. Fasilitasi kerjasama antar desa termasuk penyusunan badankerjasama antar desa.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaana. Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahanpertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahankonservasi;b. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dandistribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan
(land reform);c. Menjamin hak bagi desa-desa dalam  pemanfaatan,pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkunganhidup berskala lokal yang seimbang, berkelanjutan, danberwawasan mitigasi bencana;d. Fasilitasi peningkatan kemandirian pangan melaluipeningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan lumbung
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pangan dan pengenalan keanekaragaman pangan lokal;e. Fasilitasi peningkatan kemandirian energi melalui pemanfaatanteknologi tepat guna dan penyediaan pembangkit listrikbertenaga energi alternatif (angin, ombak, surya, dan energiterbarukan lainnya) di kawasan terpencil dan kepulauan.f. Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkenadampak bencana, termasuk daerah pesisir.
6. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan  Untuk

Mendorong Keterkaitan Desa-Kotaa. Mewujudkan sentra industri pertanian organik dan non organik(padi, jagung, kedelai) dan perkebunan (karet, kopi, kelapasawit) di kawasan Peureulak, Peureulak Timur, PeureulakBarat, Ranto Peureulak, Peunaron, Argo Makmur, Amanjaya,Padang Jaya, Marta Pura, Bungamayang, Cempaka, BuayPemuka Peliung, Mesuji, Banyuasin;b. Mewujudkan sentra industri perikanan tangkap dan budidaya(rumput laut, udang, ikan bandeng, ikan kerapu) di kawasanPeureulak dan Mandeh;c. Peningkatan akses masyarakat desa terhadap modal usaha danpemasaran dan informasi pasar;d. Pengembangan lembaga pendukung ekonomi desa sepertikoperasi/KUD, BUMDesa, lembaga perkreditan desa danlembaga ekonomi mikro lainnya;
e. Pengembangan lembaga pendukung ekonomi desa sepertikoperasi/KUD, BUMDesa, lembaga perkreditan desa, danlembaga ekonomi mikro lainnya;
f. Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalampemanfaatan lembaga keuangan dan perbankan.

8.5.2.3 Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah SumateraPeningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Sumatera diarahkandengan memperkuat 8 pusat pertumbuhan, yaitu Kawasan Peureulakdan sekitarnya (Prov. Aceh), Sidikalang dan sekitarnya (Prov. SumateraUtara), Tapan dan sekitarnya (Prov. Sumatera Barat), Batik Nau dansekitarnya (Prov. Bengkulu), Baturaja dan sekitarnya (Prov. SumateraSelatan), Mesuji dan sekitarnya (Prov. Lampung), Tanjung Siapi-apidan sekitarnya (Prov. Sumatera Selatan), serta Toboali dan sekitarnya(Prov. Bangka Belitung). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan
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transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasanpariwisata (lihat tabel 8.3)Kebijakan untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota diarahkan untukmendukung pengembangan kawasan perdesaan menjadi pusatpertumbuhan baru terutama di desa-desa mandiri. Adapun prioritasstrategi yang  dilaksanakan sebagai berikut:
1. Perwujudan  Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil,

dan antar Kota Kecil dan Desa.a. Mempercepat pembangunan sistem transportasi yangterintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancararus barang, jasa, penduduk, dan modal;b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan LintasSumatera, Pelabuhan Tanjung Siapi-Api, bandar udara bukanpusat penyebaran Tanjung Pandan, serta angkutanpenyebrangan yang melayani Kawasan Bangka Belitung;c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untukmemfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antarwilayah;d. Meningkatkan kualitas suplai energi untuk memenuhikebutuhan domestik dan industri.
2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan

hilir  desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya
agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasia. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasilpertanian di di Kawasan Peureulak, Sidikalang, Tapan, BatikNau, Baturaja, Mesuji, Tanjung Siapi-api, dan Batu Betumpangserta sentra produkso dan pengolahan hasil perikanan diKawasan Peureulak dan Tapan;b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusatpertumbuhan (lihat tabel 8.2) dan simpul-simpul transportasi,pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasaran produksi;c. Mengembangkan daya tarik wisata bahari dan sejarah diKawasan Pariwisata Danau Toba melalui peningkatan promosidan ketersediaan infrastruktur penunjang;d. Membangun bank pertanian dan perikanan untukmeningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertaniandan perikanan;
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e. Mengembangkan Techno Park berbasis pertanian danperikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi daninovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saingindustri pengolahan dan jasa.
3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi

kepada keterkaitan desa-kotaa. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yangefisien;b. Mengembangkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu didaerah;c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalamperencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dankerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomilokal;d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yangmendorong perwujudan kerjasamae. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuatkemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertaniandan perikanan;f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakatmengenai kelestarian daerah resapan, pesisir, serta mitigasibencana, terutama Kawasan Perdesaan Pesisir Peureulak,Tappan, Tanjung Siapi-Api, dan Toboali;g. Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangan kawasanperkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 8.2 danTabel 8.4.
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TABEL 8.4
LOKASI PRIORITAS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL PERKOTAAN

SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI WILAYAH SUMATERA

Kode Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan
K1 Kawasan PerkotaanMetropolitanMebidangro:Kota Medan, Binjai(Ibukota Kab. Langkat),Kab. Deli Serdang, Kab.Karo)

Diarahkan sebagai pusat kegiatan  Global(PKG)  yang diarahkan  sebagai  pusatadministrasi  pelintas  batas yangberfungsi  sebagai  outlet pemasaranuntuk wilayah Sumatera Utara bagianTimur dengan tetap memantapkanfungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayahinternasional
K2 Kawasan PerkotaanMetropolitan (Usulan)ITBM PalapaPadang,Lubuk Alung,Pariaman, Indarung,Teluk Bayur, Bungus,Mandeh

Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN)yang berorientasi pada  mendorongperkembangan sektor produksi prioritasseperti: Industri; Perikanan laut;Pariwisata; dan Perdagangan dan jasa
K3 Kawasan PerkotaanMetropolitan (Usulan)Perkotaan PatungrayaAgung:Kota Palembang, Kab.Banyuasin (betung), Kab.Ogan Ilir (indralaya), Kab.Ogan Komering Ilir (KayuAgung)

Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN)yang diarahkan untuk  pusatperdagangan dan jasa, simpul produksidan distribusi, dan perluasan kegiatanhilirisasi industri dan pertanian dengantetap memantapkan fungsi-fungsiketerkaitan menuju pusat kegiatan global
Sumber : Bappenas, 2014
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TABEL 8.5
LOKASI PRIORITAS KOTA SEDANG YANG BERFOKUS PADA UPAYA

PEMERATAAN WILAYAH DI WILAYAH SUMATERA

Kode Lokasi
Prioritas

Fokus Pengembangan

P1 Banda Aceh Diarahkan sebagai pusat pertumbuhan Nasional (PKN) sertapusat pemerintahan Provinsi NAD sekaligus sebagai pusatkoleksi dan distribusi skala regional untuk produksi pertanian,pariwisata, perikanan laut
P2 Tebing Tinggi Sebagai pusat pertumbuhan wilayah (PKW) yang berorientasimendorong potensi produksi pertanian dengan carameningkatkan spesialisasi fungsi sektor pertanian danperdagangan
P3 Dumai Diarahkan  sebagai  pusat kegiatan nasional (PKN) denganfokus pusat  administrasi  pelintas batas yang  berfungsisebagai  outlet emasaran untuk wilayah Riau bagian timurserta berorientasi  pada upaya  mendorong  perkembangansektor produksi  wilayah  seperti  perkebunan, industri,perdagangan, pertambangan dan perikananP4 Bukittinggi Sebagai pusat pertumbuhan wilayah (PKW) yang berorientasimendorong perkembangan sektor produksi prioritas  seperti:Pariwisata;dan PertanianP5 Lubuklinggau Diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW) yangberfungsi sebagai pemerataan pembangunan di wilayahsumatera bagian selatanP6 Prabumulih Sebagai pusat pertumbuhan Wilayah (PKW) untuk mendukungsebagai pusat koleksi dan distribusoi sektor produksi wilayahseperti: perkebunan dan pertambanganSumber : Bappenas, 2014

TABEL 8.6
LOKASI PRIORITAS PUSAT PERTUMBUHAN BARU YANG BERFOKUS PADA

UPAYA PEMERATAAN WILAYAH DI WILAYAH SUMATERA

Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan Komoditas
Unggulan

D1 Peureulak dansekitarnya(Kab. Aceh Timur,Prov. Aceh)
• Kawasan Agropolitan (Padi):Peureulak, Peureulak Timur,Peureulak Barat, RantoPeureulak, Peunaron
• Kawasan Minapolitan PerikananBudidaya: Peureulak

• Padi
• Udang
• Bandeng
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Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan Komoditas
Unggulan

• Kawasan Transmigrasi:Peunaron, Aluemerah
• Kota Otonom Terdekat :Lhoksumawe

D2 Sidikalang dansekitarnya(Kab. PakpakBharat, Prov.Sumut)
• PKW Sidikalang
• Kawasan Transmigrasi:Majanggut
• Kawasan Pariwisata: KSPNDanau Toba
• Kota Otonom Terdekat :Subulus-salam dan PematangSiantar

• Padi
• Karet
• Kopi
• Wisata BentangAlam
• Wisata Budaya

D3 Tapan  dansekitarnya(Kab. PesisirSelatan, Kab.Limapuluh Kota,Prov. Sumbar)
• Perkotaan Tapan
• Kawasan Minapolitan PerikananBudidaya: Mandeh
• KPB Lunang Silaut
• Kawasan Transmigrasi: Painan
• PKW Terdekat: Muko-Muko(Bengkulu)
• Kota Otonom Terdekat : KotaSungai Penuh

• Ikan Kerapu
• Padi
• Karet
• Gambir

D4 Batik Nau dansekitarnya(Kab. BengkuluUtara, Prov.Bengkulu)
• Perkotaan Batik Nau
• Kawasan Agropolitan (Padi):Argo Makmur, Amanjaya,Padang Jaya
• KPB Lagita
• Kawasan Transmigrasi: ArgoMakmur
• Kota Otonom Terdekat : KotaBengkulu

• Padi
• Karet
• Kelapa Sawit

D5 Baturaja dansekitarnya (KabOgan Komering Ulu,Kab.  OganKomering UluTimur, Prov.Sumsel)

• PKW Baturaja
• Kawasan Agropolitan (Jagung):Marta Pura, Bungamayang,Cempaka, Buay Pemuka Peliung
• KPB Belitang
• Kawasan Transmigrasi:  AirKomering,
• PKW Terdekat: Baturaja
• Kota Otonom Terdekat: Metro

• Jagung

D6 Mesuji dansekitarnya(Kab. Mesuji danKab. TulangBawang, Prov.Lampung)
• Perkotaan Mesuji
• Kawasan Agropolitan (Kedelai):Mesuji
• KPB Mesuji
• KPB Rawa Pitu
• Kawasan Transmigrasi:  RawaJitu

• Kedelai
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Kode Lokasi Kawasan Kelompok Kawasan Komoditas
Unggulan

• PKW Terdekat: Menggala
• Kota Otonom Terdekat : KotaMetro dan Kota Palembang

D7 Tanjung Siapi-apidan sekitarnya(Kab. Banyuasin,Prov. SumateraSelatan)
• Perkotaan Tanjung Siapi-api
• Kawasan Agropolitan (Kedelai):Banyuasin
• KPB Telang
• Kawasan Transmigrasi: AirSaleh
• Kota Otonom Terdekat : KotaJambi dan Kota Palembang

• Kedelai

D8 Tanjung Pandandan sekitarnya(Kab. Belitung, Kab.Bangka Selatan,Prov. BangkaBelitung)
• KSPN Tanjung Kelayang
• Perkotaan Toboali
• KPB Batu Betumpang
• Kawasan Transmigrasi: BukitAnda
• Kota Otonom Terdekat : KotaPangkal Pinang

• Karet
• Wisata Bahari

Sumber : Bappenas, 2014
8.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

8.5.3.1 Pengembangan Daerah TertinggalArah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di WilayahSumatera difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanandasar  publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yangberbasis energi dan hasil bumi yang didukung oleh Sumber DayaManusia (SDM) yang handal dan infrastruktur penunjang konektivitasantara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan. Pembangunan daerahtertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
1. Pemenuhan Pelayanan Publik DasarPemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayananpublik dasar di daerah tertinggal Wilayah Sumatera denganprioritas kegiatan sebagai berikut:a. Bidang Pendidikan1) Pemerataan distribusi dan kapasitas tenaga pendidikdiutamakan di wilayah terisolir;2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diutamakan diwilayah terisolir;
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3) Pemberian insentif tenaga pendidik diutamakan di bagianutara, bagian selatan, dan kepulauan di wilayah Sumatera.4) Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayahterisolir;5) Penyelenggaraan guru kunjung di wilayah terisolir danperbatasan;6) Pengembangan sekolah kecil di wilayah terisolir danperbatasan;7) Penyelenggaraan sekolah satu atap di wilayah terisolir danperbatasan (SD, SMP, SMA/SMK);8) Pembangunan sekolah berasrama di bagian utara, bagianselatan, dan kepulauan di wilayah Sumatera;9) Pengembangan asrama sekolah;10) Pengembangan pendidikan jarak jauh;11) Penyediaan bus sekolah;12) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajarpaket A,B,C);13) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untukdaerah tertinggal.b. Bidang Kesehatan1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan di kepulauan danbagian utara di wilayah Sumatera;2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di kepulauan danbagian utara di wilayah Sumatera;3) Pemberian insentif tenaga kesehatan di kepulauan danbagian utara di wilayah Sumatera;4) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di kepulauandan bagian utara di wilayah Sumatera;5) Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di bagianbarat, dan bagian selatan wilayah Sumatera;6) Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecilterluar;7) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Pratama;8) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan;
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9) Pengembangan telemedis di daerah tertinggal.
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c. Bidang Informasi dan Telekomunikasi
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1) Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU;2) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30-60kWh;3) Pengembangan energi biogas ramah lingkungan;4) Penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil.d. Bidang Telekomunikasi1) Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasikhususnya di bagian terpencil dan terisolir WilayahSumatera;2) Pembangunan menara penguat sinyal3) Pengembangan radio penguat siaran RRI dan TVRI,khususnya di bagian utara Wilayah Sumatera.4) Pengembangan jaringan internet.5) Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat diProvinsi Lampung,e. Bidang Permukiman dan Perumahan1) Pembangunan  perumahan layak huni;2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampungterutama di wilayah terisolir;3) Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak hunikhususnya di kawasan perhutanan, perairan, danpesisir.Bidang Informasi dan Telekomunikasi.
2. Pengembangan Ekonomi LokalPengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerahtertinggal secara terpadu dalam rangka meningkatkan nilai tambahsesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemenusaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritaskegiatan sebagai berikut:a. Peningkatan kapasitas sarana pelabuhan khususnya untukindustri perkebunan penunjang pengembangan energi dan hasilbumi;b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Wilayah Sumateraseperti penyediaan tenaga pendamping bidang pengelolaan danhasil bumi;
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c. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa Daerah (BUMD)khususnya sub-sektor pangan, perkebunan, dan kawasanpesisir;d. Pengembangan sarana distribusi perdagangan melaluipembangunan pasar-pasar percontohan di Wilayah Sumatera;e. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasaranaPertanian;f. Pengembangan jaringan irigasi;g. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen;h. Pengembangan kelembagaan mikroi. Pengembangan koperasi simpan pinjamj. Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani, nelayan,peternak;k. Pengembangan produk unggulan perikanan di KabupatenKepulauan Mentawai;l. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan Cold
Storage disetiap sentra perikanan;m. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur, sarana, promosi,serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya dibagian utara dan barat Wilayah Sumatera;n. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian,museum;o. Pengembangan pasar kecamatan tradisional.

3. Penguatan Konektivitas dan SislognasPeningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusatpertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaan sarana danprasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomidaerah dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:a. Membuat sistem konektivitas laut untuk mendistribusikan hasilbumi menuju lokasi di luar Pulau Sumatera;b. Pembangunan dermaga di pulau-pulau kecil yang tersebar diwilayah Sumatera;c. Pengembangan jalur keperintisan laut di wilayah kepulauanSumatera;
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d. Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang dan ferry;e. Pengadaan unit armada ferry baru di Wilayah Sumatera;f. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan penunjang dikawasan Trans Bangka-Belitung;g. Pembangunan infrastruktur jalan bagian selatan di wilayahSumatera Selatan;h. Pengembangan jaringan  publik darat antara lokasi perkebunan,serta pengolahan dan akses ke pelabuhan;i. Penyediaan dan pembangunan prasarana dan fasilitaspendukung kereta api di kawasan Sumatera bagian barat;j. Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan bandara perintisdi wilayah Sumatera.
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitaskelembagaan pemangku kepentingan pembangunan daerahtertinggal di pusat maupun di daerah yang terintegrasi untukmenunjang pengelolaan hasil bumi dan energi. Strategi ini meliputiaspek peraturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumenkebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi(IPTEK) melalui prioritas kegiatan sebagai berikut:a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya padapemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidangpendidikan, kesehatan, listrik, dan telekomunikasi di daerahtertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, danpengendalian;b. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya padapengembangan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat padaperkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut (pesisir)dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;c. Pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dan politeknik dalammenunjang pengelolaan hasil bumi dan energi;d. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda;e. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan;f. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Aceh;g. Pengembangan pusat informasi dan teknologi untuk menunjangpengembangan usaha khususnya sub-sektor perkebunan dan
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perikanan laut;h. Peningkatan teknologi pengolahan limbah hasil industri
5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerahtertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkrit dilakukandengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasi untuk menciptakaniklim yang kondusif dalam pengelolaan hasil bumi dan energimelalui pelaksanaan prioritas kegiatan sebagai berikut:a. Penyusunan Strategi Daerah tentang Percepatan PembangunanDaerah Tertinggal;b. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untukpercepatan pembangunan daerah tertinggal;c. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah denganpemerintah daerah dan antar-SKPD dalam penyelenggaraanprogram pembangunan di daerah;d. Menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hulu-hilir untukmemangkas ongkos produksi hingga 10 persen;e. Menata ulang kebijakan penetapan Bea Masuk DitanggungPemerintah (BM DPT);f. Menyusun rencana induk dan rencana aksi pengembanganekonomi berbasis pada public industry perkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut secara terpadu;g. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam prosespengembangan usaha di daerah tertinggal;h. Tunjangan khusus penyuluh pertanian.
6. Pembinaan Daerah Tertinggal TerentaskanPembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatankapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatankapasitas SDM.
7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan TransmigrasiMendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasisebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalamproses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasisebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upayapercepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan
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kawasan perdesaan.Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Sumatera terdiri dari 10provinsi dengan total 154 kabupaten/kota, dimana 29,87 persen atau46 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. IndeksPembangunan Manusia (IPM) daerah tertinggal di wilayah ini sebesar71,10, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerahtertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhanekonomi sebesar 5,90 persen, jauh dari target yang diharapkan padaRPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerahtertinggal Wilayah Sumatera masih sebesar 15,40 persen, jauh daritarget Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalamRPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen. Gambaran umum kondisidaerah tertinggal di wilayah Sumatera secara lebih rinci  disajikandalam tabel di bawah ini.Dalam periode RPJMN 2010-2014 di Wilayah Sumatera telahditetapkan 46 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agendapercepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014diindikasikan terdapat 35 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan.Akan tetapi, terdapat 2 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru(DOB) hasil pemekaran yang masuk kategori daerah tertinggal yaituKabupaten Pesisir Barat dan Musi Rawas Utara. Sehingga pada periodeRPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Wilayah Sumateradiperkirakan sebanyak 13 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 10 11 kabupaten tertinggal dapatterentaskan.
8.5.3.2 Pengembangan Kawasan PerbatasanArah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di WilayahSumatera difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halamandepan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia,Singapura, Thailand, India, Vietnam. Fokus Pengembangan KawasanPerbatasan di Wilayah Sumatera diarahkan pengembangan PusatKegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Sumatera, yaitu PKSNSabang, PKSN Ranai, PKSN Batam, PKSN Dumai, serta mempercepatpembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019.Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untukmewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasandalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumberdaya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yangberdaulat. Strategi tersebut diantaranya:



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 541

1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan
dan pengamanan kawasan perbatasan SumateraPenguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, danpengamanan kawasan perbatasan, secaraterpadu di WilayahSumatera,dilakukan dengan:a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi,karantina, dan keamanan terpadu (satu atap) di PKSN Sabang,PKSN Ranai, PKSN Batam, PKSN Dumai, dan Anambas.b. Merevitalisasi aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif(ilegal) di kawasan perbatasan Riau dan Kepulauan Riau;c. Mengembangkan pusat kegiatan pertahanan dan keamanannegara;d. Penegasan, pemeliharaan, dan pengawasan batas wilayahnegara di darat dan laute. Meningkatkan upaya perundingan dalam penetapan danpenegasan batas wilayah negara RI-Malaysia, RI-Singapura, RI-Thailand, RI-Vietnam dan RI-India;f. Meningkatkan kapasitas tim perunding dari tingkat teknishingga kebijakan (pengambilan keputusan);g. Menjalin kerjasama pengamanan dan pertahanan kawasanperbatasan negara antara RI-Malaysia, RI-Singapura, RI-Thailand, RI-Vietnam;h. Mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Laut, PulauSubi, Pulau Subi Kecil, Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipadan Pulau-Pulau Kecil Terluar lainnya dengan pendekatankeamanan, ekonomi dan lingkungan;i. Memperkuat fungsi pengamanan perbatasan wilayah laut baikalutsista maupun non alutsista;
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j. Sosialisasi batas laut wilayah negara RI-Malaysia, RI-Singapura,maupun RI-Vietnam kepada masyarakat perbatasan WilayahSumatera;k. Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP)pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparaturpengaman perbatasan.
2. Pengembangan Ekonomi LokalPengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasanperbatasan negara di Wilayah Sumatera, dilakukan dengan:a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas supply produk perikanantangkap terutama dengan penambahan Kapal Tangkap 30 GTdan sumberdaya kelautan ke negara tetangga melaluipengembangan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan;b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian danperkebunan untuk mencukupi kebutuhan lokal di Riau danKepulauan Riau;c. Meningkatkan nilai potensi pariwisata bahari dan budaya diAnambas dan Natuna melalui pengelolaan pariwisata yangoptimal (promosi dan penyediaan infrastruktur penunjangpariwisata);d. Mengembangkan pusat perdagangan skala internasionalberbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga(Singapura dan Malaysia)e. Mengembangkan program transmigrasi di kawasan perbatasandalam bentuk Kota Terpadu Mandiri di Riau;f. Mengembangkan balai-balai latihan kerja untuk meningkatkanmengelola komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar kenegara tetangga.
3. Penguatan Konektivitas dan SislognasPeningkatan konektivitas kawasan perbatasan baik ke pusatpertumbuhan maupun konektivitas dengan negara tetanggaMalaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dilakukan dengan:a. Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yangmenghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara,termasuk pulau kecil terluar berpenduduk terutama diKepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Bintan (Tambelan), danKepulauan Meranti, serta konektivitasnya dengan sistem
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transportasi laut nasional dan internasional;b. Mengembangkan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecilterluar berpenduduk di Kepulauan Anambas, Natuna, Tambelan,dan Pulau-Pulau kecil terluar lainnya;c. Menjamin ketersedian logistik, khususnya untuk pulau-pulaukecil terluar berpenduduk;d. Meningkatkan konektivitas dengan membangun sistem jaringanjalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antarLokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi;e. Mengembangkanpelayanantransportasiudarainternasionaldannasional, khususnya di PKSN Ranai, PKSN Dumai, dan Anambas;f. Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan,listrik, terbarukan maupun non terbarukan, air bersih, dantelekomunikasi yang berdaulat di Kecamatan Lokasi Prioritas(Lokpri).
4. Penguatan Kemampuan SDM dan IptekPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saingagar mampu mengelola sumber daya alam di kawasan perbatasandarat dan laut, mampu melakukan aktivitas perdagangan dengannegara tetangga dan turut mendukung upaya peningkatankedaulatan negara dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan danTeknologi (Iptek) yang berkualitas, dilakukan dengan:a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasaranapendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumberdayalokal (kelautan, pertanian, perkebunan, perikanan, danpertambangan) di kawasan perbatasan Riau dan KepulauanRiau;b. Meningkatkan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dankesehatan) di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dengan penyedian sarana danprasarana sesuai karakteristik geografis wilayah (sekolahberasrama, transportasi perairan antar jemput sekolah,poskesdes, mobile clinic);c. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handalserta penyedian insentif, serta sarana prasarana penunjang yangmemadai, khususnya di pulau-pulau kecil terluar berpendudukterutama rumah guru, fasilitas telekomunikasi dan informasibagi guru;d. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melaluipenerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis,



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 549

agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuandan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasandan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan;e. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjangpengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasanperbatasan.
5. Penguatan Regulasi dan InsentifDalam upaya mendukung pengembangan kawasan perbatasannegara, diperlukan harmonisasi regulasi sebagai berikut:a. Akses masyarakat perbatasan yang  tinggal di kawasan lindunguntuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya,serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yangmelalui hutan lindung;b. Regulasi pengelolaan lintas batas;c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antaraRI-Malaysia, RI-Singapura, maupun RI-Vietnam dalampengembangan kawasan perbatasan negara;d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas(asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakansumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayananpendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasanperbatasan;f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah:pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaankawasan perbatasan;g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritaspenuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;h. Pemberian kewenangan khusus bagi pemerintahan kecamatandi wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasiasimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasipembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayananpublik;

i. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata RuangKawasan Perbatasan di Kepulauan Riau dan Riau.
j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan KawasanPerbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagiKementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam
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perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasanperbatasan negara.
8.5.4 Penanggulangan Daerah BencanaPada umumnya PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Sumateramemiliki risiko tinggi terhadap bencana. Potensi ancaman bencana yangdominan terjadi di Wilayah Sumatera adalah banjir, gempa bumi,tsunami, tanah longsor, letusan gunung api dan kebakaran hutan danlahan.

TABEL 8.8
DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN

No. Kota/Kabupaten Kecamatan Lokasi Prioritas1 Sabang Sukakarya2 Serdang Berdagai Tanjung Beringin3 Rokan Hilir Pasirlimau Kapuas; Sinaboi4 Bengkalis Bukit Batu, Bantan, Rupat Utara, Rupat, Bengkalis5 Indragiri Hilir Pulau Burung; Tanah Merang; Gaung Anak Serka;Kateman;6 Kepulauan Meranti Merbau, Rangsang, Pulau Merbau, Tasik Putri Uyu,Rangsang Barat, Rangsang Pesisir7 Dumai Dumai, Dumai Timur, Dumai Barat, Sungai Sembilan,Medang Kampa8 Pelalawan Kuala Kampar9 Natuna Bunguran Timur, Serasan, Bunguran Barat, Midai, PulauLaut, Subi, Serasan Timur, Bunguran Utara10 Kep. Anambas Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak, Siantan11 Kota Batam Belakang Padang, Batam Kota, Bulang, Sekupang, LubukRaja, Nongsa, Batu Ampar, Batu Aji12 Bintan Bintan Utara, Tambelan, Bintan Pesisir, Teluk Sebong,Gunung Kijang13 Karimun Kundur, Meral, Moro, Unggar, Meral Barat, Tebing
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Risiko bencana alam yang tinggi di wilayah Sumatera disebabkanoleh tingginya ancaman bencana, potensi jumlah penduduk terpapartinggi dan kerugian ekonomi yang tinggi. Kemudian, kapasitaskelembagaan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapibencana belum memadai. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadianbencana tahun 1815-2014, berbagai kejadian bencana di PulauSumatera telah mengakibatkan  176.581 orang meninggal dunia, 63.041orang luka-luka, 6.984 orang hilang,  2.129.726 orang mengungsi dan460.531 rumah hancur/rusak.Memperhatikan kondisi diatas, maka arah kebijakanpenanggulangan bencana di wilayah Sumatera adalah mengurangiindeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah danmeningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah danmasyarakat terhadap bencana, yang dapat dilakukan melalui strategi:
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka

pembangunan berkelanjutan, melalui:a. Mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalampembangunan sektoral dan wilayah;b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melaluipenyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada 14kabupaten (Langkat, Deli Serdang, Karo, Padang Pariaman,Kepulauan Mentawai, Kota Bengkulu, Mukomuko, RejangLebong, Banyuasin, Lahat, Lampung Barat, Tanggamus,Sarolangun, Kerinci) dan skala 1:25.000 di 6 kota (Kota Medan,Kota Padang, Kota Lhokseumawe, Banda Lampung, Jambi, KotaBanda Aceh) dengan memperhatikan indikator risiko iklim.;c. Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan reviewRTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.d. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RencanaPenanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana AksiDaerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), di 20Kabupaten/Kota dan menjadi masukan untuk penyusunanRPJMD Kab/Kota.e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah
2. Penurunan kerentanan terhadap bencanaa. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana sertameningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
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b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risikobencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dantelevisi di 20 kabupaten/kota risiko tinggi.c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dandunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomimasyarakat.;d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi danrekonstruksi wilayah pasca bencana di Pulau Sumatera, yaitu:letusan gunung api Sinabung, Kabupaten Karo, KepulauanMentawai, Aceh Tengah, Bener Meriah, Sumatera Barat dandaerah pasca bencana alam lainnyae. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliransungai (DAS) kritis dan daerah rawan bencana alam di PulauSumateraf. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalammembangun dan mitigasi bencana.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakata. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparaturpenanggulangan bencana di pusat dan daerah melaluipembangunan gedung kantor di 20 kabupaten/kota.b. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat danpemerintah daerah serta antar pemerintah daerah dalampenanggulangan bencana.c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami pada 29kabupaten/kota di pesisir pantai barat Pulau Sumatera sertamemastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.d. Pemantauan dan penyediaan sistem peringatan dini erupsigunung api di Pulau Sumatera serta memastikan berfungsinyasistem peringatan dini dengan baik.e. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untukpencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.f. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggapdarurat secara berkala dan berkesinambungan untukmeningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempabumi, tsunami, dan letusan gunung api.g. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan(shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan
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rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi,tsunami, dan letusan gunung api.h. Meningkatkan monitoring hot spot kebakaran hutan dan lahandi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi,Bengkulu dan Lampung.i. Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasaranavital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsunganpelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanandan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana.j. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di 20 kabupaten/kotarisiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat.k. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistikkebencanaan, melalui pembangunan 2 (dua) unit pusat logistikkebencanaan di wilayah Sumatera Bagian Utara dan SumateraBagian Selatan yang dapat menjangkau wilayah pasca bencanayang terpencil.l. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum penguranganrisiko bencana di daerah
TABEL 8.9

PROFIL KERAWANAN DAN RISIKO PKN, PKW DAN PKSN
DI WILAYAH SUMATERA

Lokasi
Index Kerawanan

(IRBI 2011)

Indeks Risiko tingkat
Kabupaten/Kota (IRBI 2013)

KAPET BAD(Bandar AcehDarussalam) Kota Banda Aceh: tinggi untukgempa bumi, tsunami, abrasi,cuaca ekstrim Kota Banda Aceh: Tinggi
KPBPB Sabang Kota Sabang: tinggi untukbencana  cuaca ekstrim, banjirdan tanah longsor, Kota Sabang: sedang
KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun: tingkatkerawanan sedang untukbencana banjir, gempa bumi,cuaca ekstrim.

Kabupaten Simalungun: sedang
KPBPB Batam di
Kota Batam

Kota Batam: tingkat kerawanantinggi untuk bencana banjir, Kota Batam:  sedang
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Lokasi
Index Kerawanan

(IRBI 2011)

Indeks Risiko tingkat
Kabupaten/Kota (IRBI 2013)

cuaca ekstrim, kebakaran hutandan lahan.
KPBPB Bintan di
Kabupaten
Bintan

Kabupaten Bintan: tingkatkerawanan sedang Kabupaten Bintan: sedang
KPBPB Tanjung
Pinang

Kota Tanjung Pinang: tingkatkerawanan sedang Kota Tanjung Pinang: sedang
KPBPB Karimun
di Kabupaten
Karimun

Kabupaten Karimun: tingkatkerawanan sedang Kabupaten Karimun: sedang
KEK Tanjung Api-
Api

Kabupaten Banyuasin: : tingkatkerawanan tinggi untuk cuacaekstrim dan sedang untukbencana banjir
Kabupaten Banyuasin: tinggi

KSN Perkotaan
Mebidangro:Kota Medan, Binjai(Ibukota Kab.Langkat), Kab. DeliSerdang, Kab.Karo)

Kota Medan: tinggi untukbencana banjir, cuaca ekstrim,abrasi,Kota Binjai:tinggi untuk bencanabanjirKabupaten Langkat: tinggi untukbencana banjir, cuaca ekstrim,kekeringan.Kabupaten Deli Serdang: tinggiuntuk bencana banjir, cuacaekstrim, kekeringan.Kabupaten Karo: letusan gunungapi,

Kota Medan: tinggiKota Binjai: sedangKabupaten Langkat: tinggiKabupaten Deli Serdang: tinggiKabupaten Karo: tinggi

KSN (Usulan)
Perkotaan ITBM
PalapaPadang,LubukAlung, Pariaman,Indarung, TelukBayur, Bungus,Mandeh

Kota Padang: tinggi untukbencana banjir, gempa bumi,tsunami, cuaca ekatrim, abrasidan kekeringan,Kabupaten Padang Pariaman:tinggi untuk bencana banjir,gempa, cuaca ekstrim, tanahlongsor dan abrasi

Kota Padang: tinggiKabupaten Padang Pariaman:tinggi

KSN (Usulan)
Perkotaan
Palembang Raya:

Kota Palembang: tinggi untukbanjir dan cuaca ekstrimKabupaten Banyuasin: tingkatkerawanan tinggi untuk cuaca
Kota Palembang: sedangKabupaten Banyuasin: tinggiKabupaten Musi Banyuasin:
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Lokasi
Index Kerawanan

(IRBI 2011)

Indeks Risiko tingkat
Kabupaten/Kota (IRBI 2013)

Kota Palembang,Kab. Banyuasin,Kab. MusiBanyuasin
ekstrim dan sedang untukbencana banjirKabupaten Musi Banyuasin:tinggi untuk bencana cuacaekstrim, tingkat sedang untukbencana banjir dan kekeringan.

sedang

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) SumateraKotaLhokseumawe Tinggi untuk ancaman:Gempa bumi, tsunami, cuacaekstrim, abrasi.
Kota Lhokseumawe: tinggi

Padang Tinggi untuk ancaman:Gempa bumi, banjir, longsor,cuaca ekstrim, abrasi.
Kota Padang: tinggi

Bandar Lampung Tinggi untuk ancaman:Banjir, longsor, cuaca ekstrim,abrasi, kekeringan.
Bandar Lampung: tinggi

Jambi Jambi: tinggi untuk bencanabanjir dan tanah longsor Jambi: tinggi
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) SumateraPadang Sidempuan Tinggi untuk ancaman: banjir Kota Padang Sidempuan: SedangBukittinggi Tinggi untuk ancaman: gempabumi, kebakaran permukiman Kota Bukittinggi: Sedang
Muara Enim Tinggi untuk ancaman: banjir,cuaca ekstrim Muara Enim: Tinggi
Lahat Tinggi untuk ancaman: Gempabumi, letusan gunung api, banjirdan tanah longsor, cuaca ekstrim Lahat: Tinggi
Curup –Kab.Rejang Lebong Tinggi untuk ancaman:letusan gunung api, banjir,kebakaran permukiman

Rejang Lebong: Tinggi
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Lokasi
Index Kerawanan

(IRBI 2011)

Indeks Risiko tingkat
Kabupaten/Kota (IRBI 2013)

Bengkulu Tinggi untuk ancaman:Gempa bumi, banjir dan tanahlongsor, kekeringan, kebakaranpermukiman
Kota Bengkulu: Tinggi

Manna – Kab.Bengkulu Selatan Tinggi untuk ancaman:banjir, kebakaran permukiman Bengkulu Selatan: Tinggi
Mukomuko Tinggi untuk ancaman: Mukomuko: TinggiSabang Tinggi untuk ancaman:banjir dan tanah longsor, cuacaekstrim

Kota Sabang: Sedang
Meulaboh – Kab.Aceh Barat Tinggi untuk ancaman:Gempa bumi, tsunami, banjir,cuaca ekstrim, abrasi.

Aceh Barat: Tinggi
Gunung Sitoli Tinggi untuk ancaman:gempabumi Kota Gunung Sitoli: Tinggi
Sibolga Tinggi untuk ancaman:Gempa bumi, banjir dan tanahlongsor, kebakaran permukiman

Kota Sibolga: Tinggi
Pariaman Tinggi untuk ancaman:Gempa bumi Kota Pariaman: Tinggi
Muara Siberut –Kab. KepulauanMentawai Tinggi untuk ancaman:Gempa bumi, tsunami, tanahlongsor, abrasi

Kepulauan Mentawai: Tinggi
Kalianda –Kab.LampungSelatan Tinggi untuk ancaman:banjir dan tanah longsor, cuacaekstrim, abrasi kekeringan

Lampung Selatan: Tinggi
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Lokasi
Index Kerawanan

(IRBI 2011)

Indeks Risiko tingkat
Kabupaten/Kota (IRBI 2013)

Kota Agung – Kab.Tanggamus Tinggi untuk ancaman:banjir, cuaca ekstrim, abrasi,kekeringan
Tanggamus: Tinggi

Liwa – Kab.Lampung Barat Tinggi untuk ancaman:banjir dan tanah longsor, gempabumi, cuaca ekstrim
Lampung Barat: Tinggi

Sarolangun Tinggi untuk bencana banjir Sarolangun: tinggiKabupaten Kerinci Tinggi untuk bencana banjir,gempa bumi Kabupaten Kerinci: tinggi
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) SumateraSabang Tinggi untuk ancaman:kebakaran permukiman, cuacaekstrim, banjir dan tanah longsor

Kota Sabang: Sedang
Dumai Tinggi untuk ancaman: data tidaktersedia. Kota Dumai: Sedang
Batam Tinggi untuk ancaman:Banjir dan tanah longsor,kebakaran permukiman, cuacaekstrim, kebakaran hutan danlahan kecelakaan transportasi

Kota Batam: Sedang

Ranai – Kab.Natuna Tinggi untuk ancaman: data tidaktersedia Natuna: Sedang
Sumber : Diolah, Bappenas 2014



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 559

GA
M

BA
R

 8
.5

PE
TA

 IN
D

EK
S 

RI
SI

K
O

 B
EN

CA
N

A
W

IL
AY

AH
PU

LA
U

SU
M

AT
ER

A



560 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

8.5.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Sumatera

A. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Sumatera1. Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru di wilayahpesisir barat  dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dilakukandengan pengembangan kawasan perkotaan nasional berbasissumber daya alam dan jasa lingkungan  di  wilayah  pesisir baratdan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikandaya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.2. Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmodayang dapat meningkatkan   keterkaitan   antarwilayah, efisiensiekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah meliputi:a. Pengembangan   jaringan   transportasi   yang   terpadu   untukmeningkatkan  keterkaitan  antarwilayah,  efisiensi,  dan  dayasaing ekonomi wilayah; danb. Pengembangan   jaringan   transportasi   untuk   meningkatkanaksesibilitas  kawasan  perbatasan  negara,  kawasan  tertinggaldan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.3. Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan berfungsilindung bervegetasi hutan tetap paling  sedikit 40 persen (empatpuluh persen) dari luas   Pulau   Sumatera   sesuai   dengan   kondisiekosistemnya  meliputi:a. Pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung danrehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;  danb. Pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsipberkelanjutan.4. Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan yang memilikikeanekaragaman hayati hutan tropis basah melalui pengembangankoridor   ekosistem   antarkawasan   berfungsi konservasi.5. Kebijakan  untuk  mewujudkan  pusat  industri  yang  berdayasaing melalui pengembangan    keterkaitan    ekonomi    antarpusat-pusat industri.6. Kebijakan untuk mewujudkan KSN Perbatasan Negara dan KSNsudut kepentingan ekonomi melalui pengembangan KawasanPerbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan ProvinsiKepulauan Riau, KSN KAPET BAD, Kawasan Perkotaan Medan–Binjai–Deli Serdang–Karo (Mebidangro), Kawasan Batam, Bintan,dan Karimun (BBK), dan KPBPB Sabang.



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 561

B. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Sumatera

I. Struktur Ruang Pulau Sumatera1. Strategi pengembangan pusat kegiatan dilakukan dengan:a. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagaipusat pertumbuhan perkebunan, agropolitan, pariwisata,minapolitan, dan pertambangan untuk pertumbuhanekonomi wilayah; danb. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagaipusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional.Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 8.10.
TABEL 8.10

PRIORITAS LOKASI PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN
PERIODE 2015-2019

Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN

PKN PKW PKSNNAD Lhokseumawe (I/C/1) Sabang (I/C/1)Banda Aceh (I/C/1),(I/D/1)Langsa (II/C/3)Takengon (II/C/1)
Meulaboh (I/D/1),(II/C/3) Sabang (I/A/ 2)SumateraUtara Kawasan PerkotaanMedan-Binjai-Deli-Serdang-Karo(Mebidangro) (I/C/3)
Tebing Tinggi (II/C/1)Sidikalang (II/B)Pematang Siantar (I/C/1)
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Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN

PKN PKW PKSNBalige (II/C/1)Rantau Prapat (I/C/1)Kisaran (II/C/1)Gunung Sitoli (I/D/1),(II/C/1)Padang Sidempuan(II/C/1)Sibolga (I /C/1)SumateraBarat Padang (I/C/1) Pariaman (II/C/1)Sawahlunto (II/C/1)Muarasiberut (II/C/2)Bukittinggi (I/C/1)Solok (II/C/2)Riau Pekanbaru (I/C/1)Dumai (I/C/1) Bangkinang (II/B)Taluk Kuantan (II/C/1)Bengkalis (II/B)Bagan Siapi-api (II/B)Tembilahan (I/C/1)Rengat (II/C/1)Pangkalan Kerinci(II/C/1)Pasir Pangarayan (I/C/1)Siak Sri Indrapura(II/C/1) Dumai (I/A/1)KepulauanRiau Batam (I/C/3)
Tanjung Pinang (I/C/1)Terempa (II/B)Daik Lingga (II/B)Dabo – Pulau Singkep(II/B)Tanjung Balai Karimun(I/C/1) Batam (I/A/1)Ranai (I/A/2)Jambi Jambi (I/C/1)
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Provinsi Pusat Kegiatan dalam RTRWN

PKN PKW PKSNKuala Tungkal (II/B)Sarolangun (II/B)Muarabungo (I/C/1)Muara Bulian (II/C/1)SumateraSelatan Palembang (I/C/1) Muara Enim (I/C/1)Kayuagung (II/B)Baturaja (II/B)Prabumulih (II/C/1)Lubuk Linggau (I /C/1)Sekayu (II/B)Lahat (II/B)Bengkulu Bengkulu (I/C/1)Manna (I/C/1)Muko-Muko (II/C/2)Curup (II/C/2)BangkaBelitung Pangkal Pinang(I/C/1)Muntok (II/B)Tanjungpandan (I/B)Manggar (II/B)Lampung Bandar Lampung(I/C/1) M e t r o (II/C/1)Kalianda (II/B)Liwa (II/C/2)Menggala (II/B)Kotabumi (I/C/1)Kota Agung (II/B)Sumber: Data diolah, Bappenas, 20142. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi yangterpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah,efisiensi, dan  daya saing ekonomi wilayah dilakukan dengan:a. Mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dansarana transportasi darat, laut, dan/atau udara yangmenghubungkan antarkawasan perkotaan, dan
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memantapkan koridor ekonomi Pulau Sumatera;b. Meningkatkan fungsi dan/atau mengembangkan   jaringantransportasi dengan memperhatikan kawasan berfungsilindung; danc. Mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dansarana transportasi darat yang meliputi jaringan jalan,jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai,danau, dan lintas penyeberangan yang   menghubungkankawasan  perkotaan  nasional  dengan  sentra  produksi,bandar udara, dan pelabuhan.3. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untukmeningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara,kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau  kecildilakukan dengan:a. Mengembangkan  jaringan  transportasi  yangmenghubungkan kawasan   perkotaan   nasional   dengankawasan   perbatasan negara,  kawasan  tertinggal  danterisolasi,  termasuk  pulau-pulau kecil; danmengembangkan   sistem   transportasi   antarmoda   menujukawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi,termasuk pulau-pulau kecil.
II. Pengembangan Kawasan Lindung1. Strategi untuk pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindungdan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasidilakukan dengan:a. mempertahankan  luasan  kawasan  bervegetasi  hutan  tetapyang      memberikan      perlindungan      terhadap      kawasanbawahannya;b. menetapkan  kawasan  hutan  paling  sedikit  30%  (tigapuluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS); danc. memulihkan  kawasan  berfungsi  lindung  yang  terdegradasidalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau.2. Strategi   untuk   pengembangan   pengelolaan   potensikehutanan dengan prinsip berkelanjutan, dilakukan dengan:a. merehabilitasi  kawasan  peruntukan  hutan  yangmengalami deforestasi dan degradasi;b. mengembangkan  sentra  kehutanan  pada  kawasan  andalan
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dengan  memperhatikan  daya  dukung  dan  daya  tampunglingkungan hidup.3. Strategi perwujudan kelestarian kawasan yang memilikikeanekaragaman hayati hutan tropis basah, dilakukan dengan:a. Menetapkan koridor ekosistem antarkawasan suaka alamdan pelestarian alam; danb. Mengendalikan  pemanfaatan  ruang  kawasan  budi  dayapada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi.
III. Pengembangan Kawasan BudidayaStrategi perwujudan  pusat  industri  yang  berdaya  saing melaluipengembangan    keterkaitan    ekonomi    antar    pusat-pusat industridilakukan dengan mengembangkan keterkaitan kawasan perkotaannasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yangterhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
IV. Pengembangan Kawasan Strategis NasionalDalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN)dikembangkan 5 (lima) KSN yang mendukung pengembangan wilayahdi Pulau Sumatera. Strategi pengembangan kawasan strategis nasionaldi Pulau Sumatera dapat dilihat pada Tabel 8.11.

TABEL 8.11
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASONAL

DI PULAU SUMATERA

No KSN Tipe Strategi K/L1 KPBPB Sabang KepentinganEkonomi MengembangkanKawasan Sabangsebagai pusatperdagangan dan jasakepelabuhan sertapariwisatainternasional

- Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang
- Kementerian

Koordinator
Perekonomian
- Kementerian

Pariwisata2 PerbatasanNegara di ProvinsiAceh dan ProvinsiSumatera Utara,
KepentinganPertahanandan Keamanan Menetapkan bataslaut sebagai kawasanyang memiliki fungsipertahanan dankeamanan denganNegara India,Thailand danMalaysia

- Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang
- BNPP
- Kementerian

Pertahanan
- Kementerian

Kelautan dan
Perikanan
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No KSN Tipe Strategi K/L3 KawasanPerbatasanNegara di ProvinsiRiau dan ProvinsiKepulauan Riau
Merehabilitasi danmelestarikankawasan yangberfungsi lindungdalam rangkamempertahankanpulau-pulau kecilterluar danpengembanganprasarana dan saranapertahanan dankeamanan yangmendukungkedaulatan dankeutuhan bataswilayah negara diPerbatasan ProvinsiAceh dan ProvinsiSumatera Utara dandi PerbatasanProvinsi Riau danProvinsi KepulauanRiau

- Kementerian
Perhubungan
- Kementerian PU

dan Perumahan
Rakyat

4 KawasanPerkotaanMebidangro KepentinganEkonomi Mengembangkan danmemantapkan fungsiKawasan PerkotaanMebidangro sebagaipusat perekonomiannasional yangproduktif dan efisienserta mampubersaing secarainternasionalterutama dalam kerjasama ekonomisubregional SegitigaPertumbuhanIndonesia-Malaysia-Thailand

- Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang
- Bappenas
- Kementerian

Koordinator
Perekonomian

5 Kapet Banda AcehDarussalam KepentinganEkonomi Mengembangkankomoditas utamasebagai komoditasunggulan yaitu sapi,pisang, kelapa, kopidan ikan serta
- Kementerian

Agraria dan Tata
Ruang
- Kementerian

Koordinator
Perekonomian
- Bappenas
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No KSN Tipe Strategi K/Lmengembangkanproduk-produkturunannya diKawasan Kapet BandaAceh Darussalam
- Kementerian

Pertanian

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014
8.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi DaerahArah kebijakan pengembangan Wilayah Sumatera yakni peningkatankapasitas pemerintahan daerah yang mendorong daya saing danpemerataan pelayanan, dengan strategi:1. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan;2. Penguatan peran gubernur  melalui  sebagai wakil Pemerintah Pusat;3. Penguatan  regulasi sinergi perencanaan dan penganggaran;4. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiappemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja;5. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanankepada masyarakat dan dunia usaha.6. Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensisesuai arah dan prioritas pembangunan daerah.7. Peningkatan proporsi belanja modal;8. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yangterintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;9. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaankeuangan Daerah.
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8.6 KAIDAH PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SUMATERA

8.6.1 Prioritas Program Pembangunan

8.6.1.1 Provinsi Aceh

TABEL 8.12
KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL

DI PROVINSI ACEH

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalKereta Api1. Pembangunan Jalur KA Banda Aceh - Lhoksemawe2. Pembangunan Jalur KA Lhoksemawe - Langsa - BesitangPerhubungan Udara1. Pengembangan Bandara Sultan Iskandar MudaPerhubungan Laut1. Pembangunan dan Perluasan Pelabuhan Krueng Geukuh2. Pengembangan Pelabuhan Sabang3. Pembangunan Pelabuhan Banda AcehJalan1. Pembangunan Jalan Kruengraya-Tibang2. Pembangunan Jalan Gempang - Pameuh3. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Simelue4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Weh (Sabang - Keuneukal)5. Pembangunan Jalan Takengon-Sp.Peut6. Pembangunan Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe7. Pembangunan Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli8. Pembangunan Jalan Tol Sigli - Banda AcehEnergi1. Revitalisasi kilang LNG Arun 400 mmscfdKetenagalistrikan1. PLTA Peusangan 1-2   88 MW2. PLTA Peusangan-4 (FTP2)   83 MW3. PLTG Aceh Timur   70 MW4. PLTG/MG Arun   200 MW5. PLTGB Sabang (FTP2)   8 MW
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional6. PLTP Jaboi (FTP2)   10 MW7. PLTP Seulawah   55 MW8. PLTP Seulawah (FTP2)   55 MW9. PLTU Meulaboh #1,2 (FTP1) 220 MW10. PLTU Meulaboh #3,4   400 MW11. PLTU Sinabang (eks Tapaktuan)   14 MWSumber Daya Air1. Pembangunan Waduk Jambo Aye Kab. Aceh Utara & Timur2. Pembangunan Waduk Kreuto Aceh Utara3. Pembangunan Waduk Rukoh & Tiro Pidie4. Pembangunan Waduk Lawe Mamas I Aceh Tenggara5. Pembangunan Waduk Lawe Atas  Aceh Tenggara6. Pembangunan Waduk Lawe Mamas II Aceh Tenggara7. Integrated Participatory Development and Management Lhok Guci Irrigation AcehJaya8. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kr. Pase Aceh Utara9. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Kanan  Aceh Utara10. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Jamuan (extension) Aceh Utara11. Pembangunan Bendung D.I. Peureulak Aceh Timur12. Pembebasan Lahan D.I. Peureulak & D.I. Lhok Guci Aceh Timur dan Aceh Jaya13. Pembangunan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Kr. Singkil AcehSingkil - Kota Subulussalam14. Pengendalian Banjir Sungai Lawe Bulan Aceh Singkil15. Pengamanan Pantai Permukiman Kota Meulaboh Aceh Barat16. Pengamanan Muara Krueng Peudada Bireun17. Pembangunan Pengamanan Pantai krueng Raya kec. Mesjid Raya Aceh Besar18. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Aceh Utara Aceh Utara19. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Aceh Singkil Aceh Singkil20. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Nagan Raya Nagan Raya21. RESTORASI SUNGAI Sungai Lawe Alas Dan Lawe Bulan A. Tenggara & AcehSingkil22. RESTORASI SUNGAI Sungai Kr. Baro. Kr. Tiro Dan Krueng Aceh Aceh Besar, PidieDan Pidie Jaya
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8.6.1.2 Provinsi Sumatera Utara

Tabel 8.13
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

Di Provinsi Sumatera UtaraKegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional
Kereta Api1. Pembangunan Jalur KA dan elektrifikasi Medan - Araskabu - Kualanamu2. Pembangunan Jalur KA Medan - Belawan - Gablon3. Pembangunan Jalur KA Rantauprapat - Gunung Tua - Padang Sidempuan-Sibolga
Perhubungan Darat1. Pengembangan Sistem Transit Kota Medan
Perhubungan Udara1. Pengembangan Bandara Kualanamu
Perhubungan Laut1. Pengembangan Terminal Curah Cair Kuala Tanjung2. Pengembangan Terminal Peti Kemas Kuala Tanjung3. Pengembangan Terminal Peti Kemas Belawan Paket I dan Paket II (700 m)4. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Prupuk (Pelabuhan Hub KualaTanjung)
Jalan1. Pembangunan Jalan akses Bandara Kualanamu2. Pembangunan Jalan akses Pelabuhan belawan3. Pembangunan Jalan Bts Simalungun - Silimbat, Silimbat - bts Taput4. Pembangunan Jalan KISM - Sp. Mayang - Lima Puluh5. Pembangunan Jalan Lima Puluh - Pematang Siantar - Kisaran6. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nias7. Pembangunan Jalan Natal-Bts. Sumbar8. Pembangunan Jalan Pematang Siantar - Tb.Tinggi9. Pembangunan Jalan Tanjung Morawa – Saribudolok – Tongging (Rawa Saring)10. Pembangunan Jalan Raya, Ruas: Lima Puluh - Sp. Inalum11. Pembangunan Jalan RRSI (Ring Road Samosir Island / Jalan lingkar PulauSamosir sejauh 56 km)12. Pembangunan Jalan Silimbat-Aek Kotabatu13. Pembangunan Jalan Simp. Dolok Merangir-Serbelawan-Laras-PematangBandar-Pajak Nagori (29,8 Km)
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14. Pembangunan Jalan Simp. Sei Balai - Ujung Kubu15. Pembangunan Jalan Simpang Inalum - Kuala Tanjung16. Pembangunan Jalan Sp. Mayang-Sei Mangkei-Simpang Pasar Baru - Boluk17. Pembangunan Jalan Sp. Pal XI - Sp.Kotapinang18. Pembangunan Jalan Sp. Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan-Tinjoan-SeiBejangkar19. Pembangunan Jalan Tanjung Kubah menuju Kuala Indah20. Pembangunan Jalan Tele – Pangururan21. Pembangunan Jalan Tol Binjai - Langsa22. Pembangunan Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi23. Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai24. Pembangunan Jalan Tol Medan - Kuala Namo - Tebing Tinggi25. Pembangunan Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran26. Pembangunan Jalan Tol Tebingtinggi - P.Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga27. Pembangunan Jalan Ujung Kubu - Kuala Tanjung28. Pembangunan Flyover Seimangke
Energi1. Pipa Arun-Belawan 200 km2. Pipa Dumai-Medan 380 km
Ketenagalistrikan1. PLTA Asahan III (FTP2)   174 MW2. PLTA Batang Toru (Tapsel)   510 MW3. PLTA Hasang (FTP2)   40 MW4. PLTA Simonggo-2   86 MW5. PLTA Wampu   45 MW6. PLTG/MG P. Brandan   200 MW7. PLTGB Nias   8 MW8. PLTM Tersebar Sumut   195 MW9. PLTP Sarulla I (FTP2)   330 MW10. PLTP Sarulla II (FTP2)   110 MW11. PLTP Simbolon Samosir   110 MW12. PLTP Sipoholon Ria-Ria   55 MW13. PLTP Sorik Marapi (FTP2)   240 MW14. PLTS Nias   1 MW15. PLTU Nias (FTP2)   21 MW16. PLTU Nias-2   10 MW17. PLTU Pangkalan Susu #1,2 (FTP1)   440 MW
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18. PLTU Pangkalan Susu #3,4 (FTP2)   400 MW19. PLTU Sumbagut   360 MW
Sumber Daya Air1. Pembangunan Waduk Simanggo III Humbang Hasundutan2. Pembangunan Waduk Lau Gunung 2 Karo3. Pembangunan Waduk Lausimeme Kab. Deli Serdang4. Pembangunan Bendung Sei Padang D.I. Bajayu, D.I. Paya Lombang dan D.I.Langau 7.558 Ha Serdang Bedagai5. Pembangunan  Jaringan Irigasi  D.I. Bajayu, 4000 Ha Serdang Bedagai6. Pembangunan  Jaringan Irigasi  D.I. Paya Lombang 1558 Ha Serdang Bedagai7. Pembangunan  Jaringan Irigasi  D.I. Langau 2000 Ha Serdang Bedagai8. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Belutu 5.832 Ha SerdangBedagai9. Pembangunan Bendung D.I. Sei Wampu 10.000 Ha Langkat10. Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I. Sei Wampu 5864 Ha Langkat11. Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri D.I. Sei Wampu 3832 Ha Langkat12. Pembangunan  Bendung Irigasi D.I Sei Batugingging 3600 Ha Deli Serdang13. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi DI Silau Asahan14. Pembangunan DI Batang Angkola Tapanuli Selatan/Madina15. Pembangunan Bendung Suplesi Sungai Batang Pane D.I Batang Ilung TapanuliSelatan/Madina16. Pembangunan Bendung, Jaringan Irigasi dan Drainase D.I Batang BatahanMadina17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Paya Sordang 4.350 Ha Kota P.Sidempuan danKab. Tap. Selatan18. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Gadis 6,628 Ha Madina19. Pembebasan Lahan Untuk Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sei Wampu Langkat20. Pengadaan Tanah Pembangunan Bendung, Jaringan Irigasi dan Drainase D.IBatang Batahan Kab.Madina / Pasaman Barat21. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Asahan Asahan & KotaTanjung Balai22. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Silau Asahan23. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Belawan Kab. DeliSerdang24. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Belutu25. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Padang26. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Babura Medan27. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Kera Medan28. Normalisasi Pertemuan Sungai Batang Angkola - Sungai Batang Gadis Kab.Tapsel / Madina29. Normalisasi Sungai Tanjung Kab. Batubara Batubara
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30. Rehabilitasi Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Deli Hilir (lanjutan) Medan31. Pembangunan Pengamanan Pantai Wisata Danau Toba  Kab. Toba Samosir32. Pembangunan Embung Aek Mandosi Kab. Toba Samosir Kab. Toba Samosir33. Pembangunan Embung Napa Sibual Buali di Kab. Tapanuli Selatan Kab.Tapanuli Selatan34. Pembangunan Embung Binanga Bolon di Kab. Samosir Kab. Samosir35. Pembangunan Embung Sinapi di Kab. Samosir Kab. Samosir36. Pembangunan Embung di Kab. Mandailing Natal Kab. Mandailing Natal37. Pembangunan Embung di Kab. Padang Lawas Utara Kab. Padang Lawas Utara38. Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Metro Medan Medan
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8.6.1.3. Provinsi Sumatera Barat

TABEL 8.13
KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL

DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalKereta Api1. Pembangunan Jalur KA Padang Panjang - Bukit Tinggi2. Pembangunan Jalur KA Shortcut Padang - SolokPerhubungan  Darat1. Pengembangan Sistem Transit Kota Padang2. Pengambangan Bandara Minangkabau3. Pengembangan Bandara RokotPerhubungan Laut1. Pengembangan Pelabuhan Cerocok Painan2. Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur3. Pembangunan Pelabuhan PadangJalan1. Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang2. Pembangunan Jalan Duku - Padang3. Pembangunan Jalan P. Sipora4. Pembangunan Jalan Sicincin-Lb.Alung5. Pembangunan Jalan Tapan-Bts Jambi6. Pembangunan Jalan Tiku-Sasak-Air Bangis-Bts.Prov Sumut7. Pembangunan Jembatan Bukittinggi - Payakumbuh - Bts.Riau8. Pembangunan Jalan Balinka-Matur-Ngarai Sihanouk (Jembatan & Terowongan)9. Pembangunan Jalan Sieberut - Muara Sigep10. Pembangunan Jalan Mara - Sioban - TaopejatKetenagalistrikan1. PLTA Masang-2   55 MW2. PLTP Bonjol   165 MW3. PLTP G. Talang   20 MW4. PLTP Muara Laboh (FTP2)   220 MW5. PLTS Simalepet - P. Siberut    0,04   MW6. PLTS Tua Pejat - P. Sipora    MW
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional7. PLTU Sumbar Pesisir #1,2 (FTP1)   224 MWSumber Daya Air1. Pengendalian Banjir Batang Sianok Kab. Agam2. Pembangunan DI. Batang Sinamar3. Pembangunan DI. Sawah Laweh Tarusan ( 3273 Ha)4. Pemb. DI Kawasan Batang Bayang5. Pemb. DI Kawasan Bandar Ubo Solok (3.2000 ha)6. Pemb.D.I. Kawasan Lubuk Buaya (3362 Ha)7. Peningkatan DI. Koto Salapan (Areal Air Tambang-Sungai Tunu)8. Anai River Channel Improvement From River Mouth to Section 50 M Up Strem Bypass
Bridge di Kab. Padang Pariaman (0,15 Km)9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pengendali Banjir Batang Kuranji10. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tapakis11. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Lumpo Pesisir Selatan12. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tandikek13. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Lurus Kota Padang14. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Pasaman15. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Kampar16. Pembangunan Prasarana Pengendali Sedimen Batang Sanipan17. Pembangunan Bangunan Terjun dan Perkuatan Tebing Bt. Air Dingin18. Pembangunan Check Dam dan Perkuatan Tebing Bt. Kuranji-Limau Manis KotaPadang19. Pembangunan Bangunan Terjun dan Perkuatan Tebing Bt. Timbalun Bungus KotaPadang20. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Padang Pariaman21. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Sasak Pasaman Barat22. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai luhung-bayang-Api-api-Ketaping-Sago Pesisir Selatan23. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Sumedang Pesisir Selatan24. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Air Haji Pesisir Selatan25. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Amping Parak Pesisir Selatan26. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Bungus Padang27. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai Padang di Kota Padang
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8.6.1.1 Provinsi Kepulauan Riau

TABEL 8.14
KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH

NASIONALDI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalKereta Api1. Pembangunan Jalur KA Batu Ampar - Bandara Hang Nadim2. Pembangunan Jalur KA Tanjung Uncang - Batam CenterPerhubungan Darat1. Pengembangan Semi BRT Kota BatamPerhubungan Laut1. Pengembangan Pelabuhan Dompak2. Pengembangan Pelabuhan Pulau Laut3. Pengembangan Pelabuhan Pulau Subi4. Pengembangan Pelabuhan Letung5. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Sauh6. Pengembangan Pelabuhan Malarko7. Pengembangan Pelabuhan kontainer Batu Ampar BatamJalan1. Pembangunan Jalan Sei Buluh-Jagoh-Kote-Dabo2. Pembangunan Jalan Sei Tenan-Sp. Limbung-Tj.Buton3. Pembangunan Jalan Simpang Jam - Batu Ampar4. Pembangunan Jalan Tj Uban-Mengkulu Bantan bayu-Sp.Gesek5. Pembangunan Jalan tol Batu Ampar-Muka Kuning-Hang Nadin6. Pembangunan Jembatan Batam-Bintan7. Pembangunan Jalan tol Bantu Ampar - Muka Kuning - Hang NadimKetenagalistrikan1. PLTGB Dabo Singkep   4 MW2. PLTGB Tanjung Batu (FTP2)   8 MW3. PLTU Dabo Singkep   8 MW4. PLTU Natuna   14 MW5. PLTU Tanjung Batu Baru   14 MW6. PLTU Tanjung Pinang 1 (TLB)   30 MW
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional7. PLTU Tanjung Pinang 2 (FTP2)   30 MW8. PLTU Tanjung Pinang 3   100 MW9. PLTU TB. Karimun #1,2 (FTP1)   14 MW10. PLTU TB. Karimun (FTP2)   30 MW11. PLTU TB. Karimun Peakaer   20 MWSumber Daya Air1. Pembangunan Tampungan Air Baku DAS Kawal Kab. Bintan2. Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota Batam3. Pembangunan Estuari Dam Rempang Utara Kota Batam4. Pembangunan Estuari Dam Dompak Kota Tanjungpinang5. Pembangunan Estuari Dam Busung Kab. Bintan6. Pembangunan Estuari Dam Teluk Nongsa Kota Batam7. Pembangunan Estuari Dam Pulau Kepala Jeri Kota Batam
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8.6.1.1 Provinsi Riau

TABEL 8.15
KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL

DI PROVINSI RIAU

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalKereta Api1. Pembangunan Jalur KA Duri –Pekanbaru2. Pembangunan Jalur KA Pekanbaru Muara Lembu- Teluk Kuantan – Muaro3. Pembangunan Jalur KA Rantauprapat- Duri – DumaiPerhubungan Darat1. Pengembangan Semi BRT Kota PekanbaruPerhubungan Udara1. Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim IIPerhubungan Laut1. Pengembangan Pelabuhan Dumai2. Pengembangan Pelabuhan Pekanbaru3. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Buton4. Pengembangan Pelabuhan DumaiJalan1. Pembangunan Jalan Batas Pekanbaru - Sp.Meredan2. Pembangunan Jalan Buatan - Dayun3. Pembangunan Jalan Dayun - Sungai Tonggak4. Pembangunan Jalan di Kawasan Industri Dumai5. Pembangunan Jalan Dumai - Pelintung6. Pembangunan Jalan Maredan - Buatan7. Pembangunan Jalan Pasir Pangarain-Tandun-Rt.Berangin8. Pembangunan Jalan Pekan Heran - Siberida - Bts. Prov. Jambi9. Pembangunan Jalan Rumbai Jaya-Tembilahan10. Pembangunan Jalan Sikijangmati-Prawang-Sp.Bt.Km 11-Siak Sri Indrapura-Mangkapan11. Pembangunan Jalan Simpang Batang - Batas Dumai12. Pembangunan Jalan Simpang Pusako - Buton13. Pembangunan Jalan Simpang Pusako - Teluk Mesjid14. Pembangunan Jalan Sorek - Sp.Japura - Rengat - Rumbai Jaya - K.Enok



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 583

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional15. Pembangunan Jalan Sp. Batang - lubuk gaung16. Pembangunan Jalan Sp. Kulim - Pelabuhan Dumai17. Pembangunan Jalan Sp.Lago - Sp. Buatan - Siak Sri Indrapura - Pelabuhan Buton18. Pembangunan Jalan Sungai Tonggak - Simpang Pusako19. Pembangunan Jalan Tol Dumai - Rantau Prapat20. Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai21. Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi22. Pembangunan Jalan Tol Rengat - PekanbaruEnergi1. Pipa Duri-Dumai 50 KmKetenagalistrikan1. PLTG Duri   32 MW2. PLTG Rengat 20 MW3. PLTGB Bengkalis   6 MW4. PLTGU Duri   100 MW5. PLTMG Duri   112 MW6. PLTU Riau (Amandemen FTP1)   220 MW7. PLTU Tembilahan   14 MWSumber Daya Air1. Pembangunan Chek Dam Alur Sungai Silam Dusun Pulau Empat dan Dusun SungaiLintang Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar2. Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Desa Tanjung di Kec. Hulu Kuantan Kab.Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi3. Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Desa Seberang Pantai di Kec. Kuantan MudikKab. Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi4. Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Desa Sawah di Kec. Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi5. Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Pasar Usang Baserah di Kec. Kuantan HilirKab. Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi6. Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Pasar Cerenti di Kec. Cerenti Kab. KuantanSingingi Kab. Kuantan Singingi7. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Pisang Berebus KabupatenKuansing Kab. Kuantan Singingi8. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Bandar Alai KabupatenKuansing Kab. Kuantan Singingi9. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Si Desa Kepala Pulau BaserahKabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi10. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Sikaping Pauh AngitKecamatan Pangean Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi11. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri  Di Desa Kresek KabupatenKuansing Kab. Kuantan Singingi
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional12. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Sawah KabupatenKuansing Kab. Kuantan Singingi13. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kampar Kiri Di Pangkalan IndarungKabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi14. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Koto Taluk KabupatenKuansing Kab. Kuantan Singingi15. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kelurahan Pasar Usang BaserahKecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi16. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Tanjung KabupatenKuansing Kab. Kuantan Singingi17. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kelurahan Muara LembuKecamatan Kuansing Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi18. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Seberang PantaiKabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi19. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Pasar Cerenti KabupatenKuansing Kab. Kuantan Singingi20. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Pulau Aro KabupatenKuansing Kab. Kuantan Singingi21. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Kinali Kecamatan HuluKuantan Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi22. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Pebuan Hulu KabupatenKuansing Kab. Kuantan Singingi23. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Banjar Padang KabupatenKuansing Kab. Kuantan Singingi24. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Banjar Guntung KabupatenKuansing Kab. Kuantan Singingi25. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor VI  KotaPekanbaru26. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor IV  KotaPekanbaru27. Pembangunan Pompa Banjir S. Senapelan II Sektor II Kota Pekanbaru KotaPekanbaru28. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor III KotaPekanbaru29. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor V KotaPekanbaru30. Pembangunan Pompa Banjir S. Pengambang Sektor V Kota Pekanbaru KotaPekanbaru31. Pembangunan Pompa Banjir Sungai Belanda Sektor IV Kota Pekanbaru KotaPekanbaru32. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Siak di Kota Pekanbaru  Kota Pekanbaru33. Pembangunan Turap Pengendali Banjir Jl. Yos Sudarso Kota Pekanbaru KotaPekanbaru34. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Sungai Gantung Hilir Kab.Indragiri Hulu35. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kelurahan Kampung Besar  Kab.
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalIndragiri Hulu36. Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Indragiri di Kota Rengat Kab. IndragiriHulu37. Normalisasi Alur Sungai-sungai di Kabupaten Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hulu38. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Enok di Kabupaten Indragiri Hilir Kab.Indragiri Hilir39. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Indragiri di Teluk KiambangKab. Indragiri Hilir40. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Rangsang Kabupaten Bengkalis Kab.Bengkalis41. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan MerantiKab. Kepulauan Meranti42. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Jemur Kabupaten Rokan Hilir Kab. RokanHilir43. Pembangunan Pengaman Pantai di Tanjung Kedabu 7.000 m' Kabupaten KepulauanMeranti Kab. Kepulauan Meranti44. Pembangunan Pengaman Pantai di Sepahat Tengayun 7.000 m'  Kabupaten BengkalisKab. Bengkalis45. Pembangunan Pengaman Pantai Sinaboi  Kabupaten Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir46. Danau Singkarak Kab. Solok47. Danau Dibawah Kab. Solok48. Pembangunan Intake, dan Jaringan Pipa Transmisi PAB Pekanbaru SelatanPekanbaru49. Pembangunan Kolam Tandon, intake dan jaringan pipa transmisi di Duri Kec. DuriBengkalis50. Pembangunan Air Baku Dumai  Kota Dumai (Sei Hulu Hala) Kota Dumai Kota Dumai51. Pembangunan Intake, dan Jaringan Pipa Transmisi di Kerinci Kab. Pelalawan Kab.Pelalawan52. Pembangunan Intake dan Jar. Pipa Transmisi Air Baku di Kota Bagan Siapai ApiRokan Hilir53. Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (SungaiKampar) Kota Pekanbaru - Kab. Kampar Pekanbaru-Kampar54. Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (SungaiRokan) Kab. Rokan Hilir Rokan Hilir55. Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (SungaiRokan) IKK Duri Bengkalis56. Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (SungaiRokan) Kota Dumai Dumai57. Pembangunan Intake, dan Jaringan Pipa Transmisi PAB Pekanbaru SelatanPekanbaru-Kampar
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8.6.1.6 Provinsi Sumatera Selatan

TABEL 8.16
KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL

DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

CAM
Kereta Api1. Pembangunan Jalur KA Simpang - Tanjung Api Api
Perhubungan Darat1. Pengembangan Sistem Transit Kota Palembang
Perhubungan  Udara1. Pengembangan Terminal di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II
Perhubungan Laut1. Pengembangan Pelabuhan di Palembang (South Sumatra Coal Terminal)2. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api
Jalan1. Pembangunan Jalan Tol Muara Enim - Palembang2. Pembangunan Jalan Palembang-Tj Api-Api3. Pembangunan Jalan Tanjung Enim – Muara Enim4. Pembangunan Jalan Tol Alang-Alang Lebar - Betung5. Pembangunan Jalan Tol Betung - Kayu Agung6. Pembangunan Jalan Tol Jakabaring - Borang - Alang Alang Lebar 42km7. Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang8. Pembangunan Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau9. Pembangunan Jalan Tol Betung - Jambi10. Pembangunan Jalan Tol Palembang Jejawi - Jakabaring11. Pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung12. Pembangunan Jalan Tol Pematang-Indralaya13. Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang14. Pembangunan Jembatan Musi 5/915. Pembangunan Jembatan Musi III dan Jalan Akses
Ketenagalistrikan1. PLTG Borang   30 MW2. PLTG Jaka Baring (CNG/Peaker)   50 MW3. PLTGU Gunung Megang, ST Cycle   30 MW4. PLTGU Keramasan   80 MW5. PLTP Danau Ranau   110 MW6. PLTP Lumut Balai (FTP2)   220 MW7. PLTP Rantau Dedap (FTP2)   220 MW8. PLTU Banjarsari   230 MW9. PLTU Baturaja   20 MW10. PLTU Keban Agung   225 MW11. PLTU Mulut Tambang Sumsel-1   600 MW12. PLTU Sumsel – 5   300 MW13. PLTU Sumsel – 6   600 MW
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CAM14. PLTU Sumsel – 7   300 MW
Sumber Daya Air1. Pembangunan DI. Merapi (3.000 ha) di Kabupaten Lahat Lahat2. Pembangunan DI. Selangis/Jemair Kota Pagar Alam Lahat3. Pembangunan DI. Dangku Kiri/Kanan 10.000 ha Muara Enim4. Pembangunan DI. Lematang 3.000 ha Kota Pagar Alam Pagar Alam- Sal. induk, sal sek.& Bang. Pelengkap BL. 27 - BL. 32 (1.361 Ha) Musirawas5. Pembangunan Jaringan Tersier D.I. Air Lakitan (3.592 Ha) pada Sal. Sadap BL.1 - BL.11 Musirawas6. Pembangunan Jaringan Tersier dan Cetak Sawah (PLB) D.I. Air Lakitan (3.592 Ha)pada Sal. Sadap BL.0 - BL. 11 dan Sadap BL. 22 - BL.35 Musirawas7. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Lintang Kiri (3.037 Ha) di Kab. Lahat & EmpatLawang Lahat & Empat Lawang8. Rehabilitasi Jar. irigasi DI. Kelingi Tugumulyo Musirawas9. Rehabilitasi Sal. Sek. Macak I OKU Timur10. Pembangunan DR. Non Pasut Lebak Pauh OKI11. Rehab. Jar. DR. Pasut Karang Agung Hilir Musi Banyuasin12. Rehab. Jar. DR. Pasut Karang Agung II/Tengah Muba/Banyuasin13. Rehab. Jar. DR. Pasut Delta Saleh P. 6, P. 8 & P. 10 (11.808 Ha) Banyuasin14. Rehab. Jar. DR. Pasut Delta Telang I Banyuasin15. Rehab. Jar. DR. Pasut Karang Agung Hulu OKI16. Rehab. Jar. DR. Rawa Pasut Sugihan Kiri P16 - PP17; P18 - P19; P19 - P20; P13; P14 -P15 Banyuasin17. Rehab. Jar. DR. Rawa Pasut Sugihan Kanan OKI18. Peningkatan Jar. DR. Rawa Pasut Sungai Lumpur OKI19. Rehab. Jar. DR. Rawa Pasut Upang  Banyuasin20. LARAP dan Pembebasan Tanah Lahat21. LARAP dan Pembebasan Tanah Pembangunan DI. Dangku Kiri/Kanan 10.000 haMuara Enim22. Pembebasan Tanah Saluran Sekunder Senaro DI, Air Lakitan DI Kab. MusirawasMusirawas23. Pembangunan Sarana/prasarana pengendali banjir kota pangkalpinang24. Pembangunan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung di Kota Palembang(lanjutan) Palembang25. Pengendalian Banjir Sungai Lempuing 100 km (lanjutan) Kayuagung26. Pembangunan Perkuatan Tebing Seberang Ulu Sepanjang 500 m (Kamp. Kapiten -Jemb. Musi II) OKI27. Pembangunan Perkuatan Tebing Seberang Ilir Sepanjang 300 m  (RM River Side -Jemb. Musi II) OKI28. Normalisasi Sungai Lempuing 100 km di Kabupaten OKI (lanjutan) Kayuagung29. Normalisasi Sungai Komering 100 km di Kabupaten OKI (lanjutan) Kayuagung30. Normalisasi Sungai Banyuasin Boom Berlian (Tahap I) Kabupaten BanyuasinBanyuasin31. Normalisasi Sungai Banyuasin Boom Berlian (Tahap II) Kabupaten BanyuasinBanyuasin32. Normalisasi Sungai Banyuasin Boom Berlian (Tahap III) Kabupaten BanyuasinBanyuasin33. Normalisasi Sungai Banyuasin Boom Berlian (Tahap IV) Kabupaten BanyuasinBanyuasin34. Normalisasi Sungai Kelekar    ( 50 Km ) Kota Prabumulih (Lanjutan) Prabumulih35. Pembangunan Talud Pengaman Pantai Mudong
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CAM36. Pembangunan Talud Pengaman Pantai Penyak37. Pembebasan Tanah Seluas 7,5 Ha Untuk Perkuatan Tebing S. Musi Kota PalembangOKI38. Pembangunan Waduk/Dam Air Saka Kab. OKUS OKUS39. Pembangunan Dam Komering II di Kab. OKU Selatan OKUS40. LARAP dan Pembebasan Tanah Pemb. Dam Padang Bindu Kab. Muara Enim MuaraEnim41. LARAP dan Pembebasan Tanah Pemb. Dam Tanjung Pura Kab. OKU OKU42. LARAP dan Pembebasan Tanah Pemb. Dam Buluh Kab. Lahat Lahat
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8.6.1.7 Provinsi Jambi

TABEL 8.17
KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL

DI PROVINSI JAMBI

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalPerhubungan Darat1. Pengembangan Sistem Transit Kota JambiPerhubungan Udara1. Pengembangan Bandara damn Panjang Runway Depati Parbo Kabupaten Krinci2. Pengembangan  Bandara Sultan ThahaPerhubungan Laut1. Pengembangan Pelabuhan Ujung JabungJalan1. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tungkal2. Pembangunan Jalan Muaro Jambi – Pelabuhan Muara Sabak3. Pembangunan Jalan Bangko-Sp P Bengas-Sungai Penuh4. Pembangunan Jalan di Kabupaten Merangin5. Pembangunan Jalan lingkar Jambi - Talang Dukuh6. Pembangunan Jalan Muara Tembesi - Jambi7. Pembangunan Jalan Sp. Niam - Merlung8. Pembangunan Jalan Talang Duku - Muara Sabak9. Pembangunan Jalan Talang Duku - Ujung Jabung10. Pembangunan Jalan Tol Jambi - RengatKetenagalistrikan1. PLTA Merangin   350 MW2. PLTG Payo Selincah   100 MW3. PLTG/MG Jambi Peaker   100 MW4. PLTGU Batanghari   30 MW5. PLTMG Sungai Gelam (CNG/Peaker)   104 MW6. PLTP Sungai Penuh (FTP2)   110 MW7. PLTU Jambi (KPS)   800 MW8. PLTU Kuala Tungkal   6 MW9. PLTU Sarolangun   12 MW10. PLTU Tebo   14 MWSumber Daya Utama
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Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional1. Pembangunan Bendung DI. Lubuk Malako Kabupaten Solok selatan (MYC) Kab.Solok Selatan2. Pembangunan Jaringan Tersier DI. Lubuk Malako di Kab. Solok Selatan Kab. SolokSelatan3. Pembebasan Tanah DI. Lubuk Malako Kabupaten Solok Selatan Kab. Solok Selatan4. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi  (Jambi Flood Control) -(Multi Years Contract/MYC) Kota Jambi5. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir di Kab. Batanghari Kab. Batanghari
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8.6.1.8. Provinsi Bengkulu

TABEL 8.18
KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL

DI PROVINSI BENGKULU

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalPerhubungan Udara1. Pengembangan Bandara Fatmawati2. Pembangunan Bandara EngganoPerhubungan Laut1. Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai BengkuluJalan1. Pembangunan Jalan Bengkulu-Kepahyang-Curup-Lubuk Linggau (Batas Sumselsepanjang 124 km)2. Pembangunan Jalan Bengkulu-Mukomuko (Batas Sumbar)3. Pembangunan Jalan Bengkulu-Kaur (Batas Lampung)4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Enggano5. Pembangunan Jalan Manna-tanjung Sakti (Batas Sumsel) sepanjang 48 km6. Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - BengkuluKetenagalistrikan1. PLTA Ketahun-3   61 MW2. PLTA Simpang Aur (FTP2)   23 MW3. PLTP Hululais (FTP2)   110 MW4. PLTP Kepahiyang   220 MW5. PLTU Ipuh   6 MW6. PLTU Muko Muko   8 MWSumber Daya Air1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Air Cawang Kidau Kaur2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Seluma Kab. Seluma Seluma3. Perkuatan Tanggul Sungai Air Bengkulu4. Pembangunan Jetty Air Bengkulu5. Pembangunan Pengendalian Banjir Air Jenggalu Seluma6. Pembangunan  Pengendali Banjir Air  Teramang Mukomuko7. Pembangunan  Pengendalian Banjir Air   Muar-Ipuh Mukomuko8. Pembangunan Check Dam Lahar Gunung Berapi Desa Air Bungai Pasir Lebar Lebong9. Pengawasan Teknis Pembangunan Check Dam Lahar Gunung Berapi Desa Air BungaiPasir Lebar Lebong



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 595

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional10. Pembangunan Check Dam Air Ketahun Desa Karang Dapo Bengkulu Utara11. Pengawasan Teknis Pembangunan Check Dam Air Ketahun Desa Karang DapoBengkulu Utara12. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Maras Seluma13. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Merpas Bengkulu Utara14. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Punggur-Air Dikit Mukomuko15. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Urai-Serangai Bengkulu Utara16. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Lais-Serangai Bengkulu Utara17. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Desa Ipuh Mukomuko18. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Air Rami Mukomuko19. Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku Regional Kota Karang Tinggi Seluma Kab.Bengkulu Tengah (MYC) Bengkulu Tengah
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8.6.1.9 Provinsi Lampung

TABEL 8.19
KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL

DI PROVINSI LAMPUNG

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalKereta Api1. Pembangunan Jalur KA Rejosari - BakauheniPerhubungan Darat1. Pengembangan Sistem Transit Kota Bandar LampungPerhubungan Laut1. Pengembangan Pelabuhan PanjangJalan1. Pembangunan Jalan Blambangan Umpu - Pakuan Ratu 59,65km2. Pembangunan Jalan Camp HTI - Sidoarjo, 15 km3. Pembangunan Jalan masuk ke Kawasan Industri Maritim Terpadu sepanjang 10 km4. Pembangunan Jalan Mesir Ilir - Pakuan Ratu 6,6km5. Pembangunan Jalan Mesir illir - Sri Rejeki 12,5 km6. Pembangunan Jalan Mesuji - Blambangan Umpu7. Pembangunan Jalan Panaragan - Tajab, Negeri Besar-Negara Batin 43,3km8. Pembangunan Jalan Penghubung (Bukit Kemuning - Liwa - Krui, Tegineneng - Metro- Sukadana, Terbanggi Besar - Menggala, Sp. Pugung - Sribawono (akses pelabuhanpanjang))9. Pembangunan Jalan Sp.Way Tuba - Mesir Ilir 49 km10. Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar11. Pembangunan Jalan Wiralaga – Sp.Pematang - lampung12. Pembangunan Jembatan Kp.Karang Lantang, Kasui 60 m13. Pembangunan Jembatan Kp.Kotabaru - Negeri Agung 100m14. Pembangunan Jembatan Kp.Sukosari - Kp. Sukarame, Baradatu 60 m15. Pembangunan Jembatan Kp.Tanjung Dalom, Bumi Agung 140m16. Pembangunan Jalan Lingkar BandarjayaEnergi1. FSRU Lampung (PGN) 100 mmscfd;Ketenagalistrikan1. PLTA Semangka (FTP2)   56 MW2. PLTG/MG Lampung Peaker   100 MW3. PLTP Rajabasa (FTP2)   220 MW4. PLTP Suoh Sekincau   220 MW5. PLTP Ulubelu #1,2   110 MW6. PLTP Ulubelu #3,4 (FTP2)   110 MW7. PLTP Wai Ratai   55 MW8. PLTU Tarahan #5,6   240 MW9. PLTU Tarahan (FTP1)   200 MW
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8.6.1.10 Provinsi Bangka Belitung

TABEL 8.20
KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL

DI PROVINSI BANGKA BELITUMG

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah NasionalPerhubungan Udara1. Pengembangan Bandara Tanjung Padan (Hanan Judin)2. Pengembangan Bandara Depati AmirPerhubungan Laut1. Pengembangan Pelabuhan Samudera Tj. Berikat - Bangka Tengah2. Pengembangan Pelabuhan Muntok - Pelabuhan  Tj. Berikat (P. Bangka Ruas Tj.Batu - Manggar (P. Belitung)3. Pembangunan Pelabuhan Pangkal PinangJalan1. Pembangunan Jalan Pangkal Pinang - Tj. Kelian2. Pembangunan Jalan Tanjung Gudang-Paritiga-Jebus-Ibul3. Pembangunan Jalan Tj. Pandan – Tj. Tinggi – Bangka Belitung4. Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu5. Pembangunan Jembatan Teluk KelabatKetenagalistrikan1. PLTG/MG Bangka Peaker   100 MW2. PLTG/MG Belitung Peaker   20 MW3. PLTG/MG Belitung-3   20 MW4. PLTGB Belitung-2 / Tanjung Pandan   5 MW5. PLTU Air Anyer (FTP1)   60 MW6. PLTU Bangka-1   130 MW7. PLTU Belitung Baru (FTP1)   33 MW8. PLTU Belitung-4   34 MW9. PLTU Sewa PLTU   60 MWSumber Daya Air1. Pembangunan  Bendung Pice Besar D.I. Selingsing di Kab. Belitung Timur BelitungTimur2. Rehab Jaringan D.I Selingsing PKT I Belitung Timur
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8.6.2 Kerangka RegulasiPelaksanaan pembangunan Wilayah Sumatera tidak terlepas dariberbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya:1. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan iklim investasi,diantaranya adalah PP.Nomor  147 Tahun 2000 Tentang PerlakuanPerpajakan di KAPET;2. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antaraPemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, danKabupaten Pidie Jayadengan Badan Pengembangan KAPET BAD,sesuai dengan perundangan yang berlaku;3. Penyelesaian status lahan, terutama terkait dengan pemanfaatanlahan yang masih berstatus holding zone di kawasan-kawasanstrategis;4. Memberikan pelayanan terpadu di bidang perijinan perindustrian,perdagangan, pertanahan  di KAPET BAD, KEK Sei Mangkei, danKEK Tanjung Api-Api;5. Menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hulu-hilir untukmemangkas ongkos produksi hingga 10 persen;6. Menata ulang kebijakan penetapan Bea Masuk DitanggungPemerintah (BM DPT);7. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam prosespengembangan usaha di daerah tertinggal;8. Tunjangan khusus bagi pegawai pelayanan publik dasar di daerah-daerah terisolir, pedalaman, dan pulau-pulau kecil seperti: bidan,dokter, guru, penyuluh pertanian;9. Regulasi pengelolaan lintas batas;10. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-Malaysia, RI-Singapura, maupun RI-Vietnam dalam pengembangankawasan perbatasan negara;11. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dryport;12. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas(asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumberdaya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikandan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil
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terluar;13. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata RuangKawasan Perbatasan di Kepulauan Riau dan Riau;Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 13/2012 tentang RTRPulau Sumatera, Perpres No. 87/2011 tentang RTR KSN Batam BintanKarimun, dan Perpres No. 62/2011  tentang RTR KSN PerkotaanMebidangro.
8.6.3 Kerangka KelembagaanPelaksanaan pembangunan Wilayah Sumatera tidak terlepas dariberbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya:1. Memberikan pelayanan terpadu di bidang perijinan perindustrian,perdagangan, pertanahan  di KAPET BAD, KEK Sei Mangkei, danKEK Tanjung Api-Api;2. Meningkatkan kualitas hubungan industrial antara tenaga kerja,serikat pekerja, dan perusahaan;3. Peningkatan kemampuan pengelolaan investasi di KEK Sei Mangkeidan Tanjung Api-Api;4. Promosi produk unggulan KAPET BAD, KEK Sei Mangkei, KEKTanjung Api-api dan KPBPB BBK kepada investor luar/dalamnegeri untuk menarik minat para investor;5. Penyusunan Strategi Daerah tentang Percepatan PembangunanDaerah Tertinggal;6. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untukpercepatan pembangunan daerah tertinggal;7. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintahdaerah dan antar-SKPD dalam penyelenggaraan programpembangunan di daerah;8. Menyusun rencana induk dan rencana aksi pengembanganekonomi berbasis pada agroindustri perkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut secara terpadu;9. Kemudahan masyarakat perbatasan yang  tinggal di kawasanlindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada didalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastrukturyang melalui hutan lindung;10. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan;
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11. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah:pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasanperbatasan;12. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuhuntuk mengelola pos-pos lintas batas negara;13. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahankecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentukdesentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untukakselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitaspelayanan publik;14. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi Penataan RuangNasional dan Provinsi di Wilayah Sumatera dalam melaksanakanpemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau.
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